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KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa
atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga publikasi yang berjudul "Mahkamah
Konstitusi Dalam Angka 2025" dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Tahun 2025 merupakan periode yang sangat dinamis bagi Mahkamah
Konstitusi (MK) dalam menjalankan mandat konstitusionalnya. Sebagai garda
terdepan penjaga konstitusi, MK memiliki peran krusial dalam mengawal tegaknya
hukum dan keadilan melalui penanganan berbagai perkara konstitusi. Publikasi ini
hadir sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas MK kepada publik terkait
penanganan perkara sepanjang tahun 2025.

Publikasi ini disusun untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai
karakteristik penyelesaian perkara yang ditangani oleh MK sepanjang tahun 2025,
yakni mencakup perkara Pengujian Undang-Undang (PUU), Perselisihan Hasil
Pemilihan Kepala Daerah (PHPUKADA), hingga Sengketa Kewenangan Lembaga
Negara (SKLN). Data disajikan dalam bentuk tabel, ulasan, dan infografis agar mudah
dipahami. Analisis di dalamnya diharapkan dapat menjadi rujukan bagi berbagai
kalangan, antara lain akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat luas dalam
mencermati dinamika penegakan konstitusi di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
telah memberikan kontribusi, data, maupun dukungan selama proses penyusunan
publikasi ini. Semoga kehadiran publikasi ini memberikan manfaat dan kontribusi

positif dalam penguatan demokrasi serta supremasi hukum di tanah air.

Jakarta, Februari 2026
Sekretaris Jenderal

Heru Setiawan

Sekretaris Jenderal Jin. Medan

.

Heru Setiawan - NIP:196906091993031001
@ :  Digital Signature
- mk-1545999772260320043622
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*Terdapat 2 permohonan yang tidak dapat diklasifikasikan menurut jenis pengujian undang-
undangnya karena pokok permohonannya berkaitan dengan pencabutan perkara lainnya

Jumlah permohonan perkara PUU adalah perkara yang ditangani sepanjang tahun 2025 sehingga juga mencakup perkara dalam proses
yang lalu (perkara yang belum diputus di tahun sebelumnya). Jumlah permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebanyak 372
perkara. Permohonan yang diregistrasi mencapai 98,39 persen dari seluruh permohonan, sementara sisanya tidak diregistrasi. Berdasar-
kan jenis pengujian undang-undang, masing-masing sebanyak 354, 14, dan 2 permohonan diajukan untuk pengujian materiil, formil,
serta formil dan materiil.

Jumlah Putusan Perkara PUU
Menurut Status Putusan Menurut Jenis Amar Putusan
Dikabulkan 33

Belum Diputus ;
- 103 Ditolak

87

e
(28141) Diterimap 9%
- .DII;:;US Kembali i
(n,86%) Gugur

Pada penanganan perkara PUU tahun 2025, terdapat sebanyak 263 perkara telah diputus dan 103 perkara belum diputus (akan
ditangani pada tahun berikutnya). Berdasarkan jenis amar putusannya, putusan dengan amar tidak dapat diterima merupakan
yang paling banyak, yakni 96 putusan atau sebesar 36,5 persen dari seluruh putusan perkara PUU.

Menurut Jenis Putusan Pengujian Rata-Rata Penyelesaian Perkara PUU
Undang-Undang Bersyarat Menurut Jenis Amar Putusan

136 -
Konstitusional Bersyarat I 1
79
Inkonstitusional Bersyarat 28 52
37
[

Berdasarkan jenis putusan pengujian undang-undang bersyarat, putusan dengan amar dikabulkan yang konstitusional bersyarat
adalah 1 perkara dan inkonstitusional bersyarat asalah 28 perkara. Lebih lanjut, rata-rata penyelesaian perkara PUU paling lama

ada pada perkara dengan amar putusan dikabulkan, yakni 136 hari kerja. Sementara itu, rata-rata penyelesaian perkara PUU
seluruhnya adalah 69 hari kerja.







PENJELASAN TEKNIS

D
D
BABI
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

1. Data penanganan perkara konstitusi yang akhir hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali

dikompilasikan menggunakan time reference Kota.

(referensi waktu) putusan perkara setahun terakhir

atau perkara yang ditangani dalam setahun

terakhir, yakni pada 1 Januari s.d. 31 Desember

2025. Dengan ini, perkara dalam proses yang lalu

(perkara dari tahun-tahun sebelumnya yang masih

dalam proses dan belum dijatuhkan putusan) juga

dikumpulkan datanya.

Berdasarkan pada perubahan ketiga UUD 1945

(pada Pasal 24 UUD 1945), Mahkamah Konstitusi

(MK) menjadi salah satu lembaga pelaku kekuasaan

kehakiman selain Mahkamah Agung (MA).

Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga

Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) memuat

bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan

sebagai berikut:

i.  Menguji Undang-Undang terhadap Undang-
Undang Dasar

ii. ~ Memutus sengketa kewenangan lembaga
negara yang kewenangannya diberikan oleh
Undang-Undang Dasar

ii. ~ Memutus pembubaran partai politik

iv.  Memutus perselisihan  tentang hasil
pemilihan umum

V. Memutus pendapat Dewan Perwakilan
Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh
Presiden dan/ atau Wakil Presiden menurut
Undang-Undang Dasar

Kemudian, berdasarkan Putusan Nomor 85/

PUU-XX/2022, MK berwenang memutus perkara

perselisihan penetapan perolehan suara tahap

Pengujian Undang-Undang terhadap UUD
NRI Tahun 1945 (PUU) adalah perkara konstitusi
yang menjadi kewenangan Mahkamah, termasuk
pengujian  Peraturan  Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang (Perppu). Dengan ini, objek
permohonan PUU adalah undang-undang dan
Perppu.

Permohonan  Pemohon  (disebut  juga
Permohonan) adalah surat permintaan yang
diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah
mengenai perkara PUU.

Jenis Pengujian Undang-Undang adalah macam
pemeriksaan dalam perkara pengujian undang-
undang untuk mengetahui kesesuaiannya dengan
undang-undang yang lebih tinggi yang ditentukan
berdasarkan objek yang diuji, mencakup proses
dan/atau materi muatan. Permohonan dapat
berupa Permohonan pengujian formil dan/atau
pengujian materiil. Permohonan pengujian formil
adalah pengujian terhadap proses pembentukan
undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi
ketentuan pembentukan undang-undang atau
Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI
Tahun 1945. Permohonan pengujian materiil adalah
pengujian yang berkenaan dengan materi muatan
dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-
undang atau Perppu yang dianggap bertentangan
dengan UUD NRITahun 1945.

Undang-Undang yang Diuji adalah nama
undang-undang yang diuji oleh Mahkamah untuk
dinilai apakah suatu undang-undang (atau bagian
tertentu dari undang-undang) bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Para pihak dalam perkara PUU adalah sebagai
berikut.
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PENJELASAN TEKNIS

a.  Pemohon;

b.  Pemberi Keterangan; dan

¢ PihakTerkait.

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak

dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan

oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia
atau kelompok orang yang mempunyai
kepentingan sama;

b.  kesatuan  masyarakat hukum  adat
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
diatur dalam undang-undang;

¢ badan hukum publik atau badan hukum
privat; atau

d.  lembaga negara.

Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon

dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-

undang atau Perppu apabila:

a. ada  hak dan/atau  kewenangan
konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;

b.  hak dan/atau kewenangan konstitusional
Pemohon  dirugikan oleh berlakunya
undang-undang atau  Perppu  yang
dimohonkan pengujian;

¢.  kerugian konstitusional dimaksud bersifat
spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-
tidaknya potensial yang menurut penalaran
yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

d.  ada hubungan sebab-akibat antara kerugian
konstitusional dan berlakunya undang-
undang atau Perppu yang dimohonkan

pengujian; dan
e. ada kemungkinan  bahwa  dengan
dikabulkannya ~ Permohonan,  kerugian

konstitusional seperti yang didalilkan tidak
lagi atau tidak akan terjadi.

Pemberi Keterangan adalah
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MPR,  DPR,  DPD, dan/atau  Presiden.

Dalam keadaan tertentu, Mahkamah dapat

menghadirkan Pemberi Keterangan lain atau

menerima keterangan lainnya yang relevan.

Pihak Terkait adalah pihak yang berkepentingan

langsung dengan pokok Permohonan, baik

yang mengajukan diri maupun yang dihadirkan

Mahkamah, yaitu:

a.  lembaga negara;

b.  badan hukum publik atau badan hukum
privat;

¢ kesatuan  masyarakat  hukum  adat
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
diatur dalam undang-undang; atau

d.  kelompok orang/komunitas yang
mempunyai  kepentingan sama atau
perorangan.

Penjelasan tambahan

a.  Pemohon, Pemberi Keterangan, dan/atau
Pihak Terkait dapat diwakili oleh kuasa
hukum berdasarkan surat kuasa khusus
dan/atau didampingi oleh pendamping
berdasarkan surat keterangan.

b.  Surat kuasa khusus dibubuhi meterai sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
dan ditandatangani oleh pemberi kuasa dan
penerima kuasa.

¢ Surat keterangan pendamping dibubuhi
meterai  sesuai  dengan  peraturan
perundang-undangan dan ditandatangani
oleh Pemohon, Pemberi Keterangan, dan/
atau Pihak Terkait serta pendamping
masing-masing.

d.  Penerima kuasa, dalam keadaan tertentu
dapat memberi kuasa substitusi hanya untuk
1 (satu) kali keperluan agenda persidangan.

e.  Penerima kuasa MPR, DPR, dan DPD untuk
memberikan keterangan adalah anggota



13.

14.

MPR, DPR, dan DPD yang diberi kuasa oleh
pimpinan MPR, DPR, dan DPD.

f. Penerima kuasa Presiden yang dapat
memberikan keterangan di persidangan
adalah sekurang-kurangnya pimpinan tinggi
madya atau pejabat setingkat eselon | atau
yang sederajat/setingkat.

g.  Dalam hal ditunjuk sebagai kuasa hukum
Pemberi Keterangan oleh pihak Pemberi
Keterangan (MPR, DPR, DPD, atau Presiden),
maka pihak yang diberi kuasa dimaksud
tidak dapat menjadi Pihak Terkait dalam
perkara yang sama.

Prosedur pengajuan permohonan adalah
mekanisme penyerahan berkas permohonan
perkara konstitusi yang diajukan oleh Pemohon
kepada Mahkamah yang dapat dilakukan secara
elektronik atau secara fisik. Pengajuan permohonan
secara fisik disebut juga luring (offline), sementara
itu pengajuan permohonan secara elektronik
disebut sebagai daring (online).
Nomor Permohonan adalah kode unik yang
diberikan kepada setiap surat permohonan perkara
konstitusi yang diajukan oleh pemohon sebagai
tanda bukti bahwa surat permohonan telah diterima
dan dicatat untuk pertama kalinya dalam Buku
Pengajuan Permohonan Pemohon (e-BP3).
Status Registrasi Perkara adalah status
administratif akhir dari sebuah permohonan
perkara konstitusi yang apabila telah memenuhi
syarat formil dan materiil permohonan akan dicatat
dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik
(e-BRPK). Permohonan yang tidak dicatat dalam
e-BRPK karena tidak memenuhi persyaratan sesuai
jangka waktu yang ditetapkan memiliki status tidak
diregistrasi. Sedangkan Permohonan yang telah
memenuhi persyaratan akan dicatat dalam e-BRPK
memiliki status diregistrasi.

Tanggal Registrasi adalah tanggal ketika suatu

perkara konstitusi diterima dan dicatat dalam Buku

17.

18.

19.

20.

21.

PENJELASAN TEKNIS

Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).

Nomor Perkara adalah kode unik yang diberikan

kepada setiap perkara konstitusi yang diajukan oleh

pemohon dan telah dicatat dalam Buku Registrasi

Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).

Persidangan perkara PUU dilaksanakan melalui:

a.  Pemeriksaan Pendahuluan;

b.  Pemeriksaan Persidangan; dan

¢.  Pengucapan Putusan.

Pemeriksaan Pendahuluan adalah sidang

yang dilaksanakan untuk menyampaikan pokok-

pokok Permohonan, memeriksa kelengkapan
dan kejelasan materi Permohonan, memeriksa
perbaikan  Permohonan, serta mengesahkan
alat bukti Pemohon. Mahkamah melakukan

Pemeriksaan Pendahuluan dalam 2 (dua) tahap

sidang yaitu:

a.  Pemeriksaan  Pendahuluan  dengan
agenda untuk mendengar pokok-pokok
Permohonan, memeriksa kelengkapan dan
kejelasan materi Permohonan;

b.  Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda
untuk memeriksa perbaikan Permohonan
serta pengesahan alat bukti Pemohon.

Pemeriksaan Persidangan adalah sidang yang

dilaksanakan untuk mendengar keterangan para

pihak, mendengar keterangan ahli dan/atau saksi,
memeriksa dan mengesahkan alat bukti tertulis
serta alat bukti lain, dan mendengar keterangan
pihak lain. Ahli dan saksi dapat diajukan oleh

Pemohon, Pemberi Keterangan, Pihak Terkait, dan/

atau atas permintaan Mahkamah untuk didengar

keterangannya dalam persidangan Mahkamah.

Alat Bukti dalam perkara PUU berupa:

surat atau tulisan;

keterangan para pihak;

keterangan ahli;

keterangan saksi;

keterangan pihak lain;

alat bukti lain; dan/atau

oo N T
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22.

23.

24,

25.

g.  petunjuk.

Pengucapan Putusan Mahkamah adalah sidang

yang dilaksanakan untuk mengucapkan putusan,

termasuk ketetapan oleh Mahkamah dalam Sidang

Pleno terbuka untuk umum.

Sidang Pleno adalah sidang yang dilaksanakan

untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara

PUU yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim

atau paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim.

Status Putusan Perkara adalah perkembangan

penanganan suatu perkara, terkait dengan perkara

dalam proses atau telah melalui seluruh tahapan
persidangan dan telah diucapkan putusan akhirnya
oleh Mahkamah.

Putusan Mahkamah adalah vonis majelis hakim

untuk menyelesaikan suatu perkara konstitusi yang

diajukan oleh Pemohon dan telah dicatat dalam Buku

Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik, diperiksa

dan diputuskan dalam RPH, serta diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum, termasuk ketetapan.

Putusan Mahkamah digolongkan menjadi beberapa

jenis amar putusan sebagai berikut:

a.  Dikabulkan: dalam hal Permohonan untuk
pengujian formil beralasan menurut hukum,
Mahkamah ~ menyatakan ~ Permohonan
Pemohon dikabulkan.

b.  Ditolak: dalam hal Permohonan tidak
beralasan menurut hukum, Mahkamah
menyatakan Permohonan Pemohon ditolak.

¢.  Tidak Dapat Diterima: dalam hal Permohonan
tidak memenuhi ketentuan syarat formil
pengajuan  Permohonan,  Mahkamah
menyatakan Permohonan Pemohon tidak
dapat diterima.

d.  Ditarik Kembali: dalam hal Pemohon
mengajukan penarikan atau pencabutan
Permohonan paling lama sebelum perkara
diputus oleh Mahkamah.

e.  Gugur: dalam hal Pemohon dan/atau kuasa
hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan
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Pendahuluan tanpa alasan yang sah
meskipun telah dipanggil secara sah dan
patut, Mahkamah menyatakan Permohonan
qugur.

f. Tidak Berwenang: dalam hal Permohonan
bukan merupakan kewenangan Mahkamah.

Jenis Putusan Pengujian Undang-Undang
Bersyarat adalah macam putusan suatu perkara
pengujian undang-undang (PUU) yang ditetapkan
oleh lembaga yang berwenang berdasarkan norma
hukum dan persyaratan lainnya. Pada pengujian
materiil, dalam hal pokok Permohonan beralasan
menurut hukum, terdapat dua jenis putusan
bersyarat sebagai berikut:

a. Dalam hal Mahkamah berpendapat
bahwa permohonan pengujian materiil
konstitusional bersyarat, amar putusan
berbunyi:

- Mahkamah menyatakan Permohonan
Pemohon dikabulkan untuk sebagian/
seluruhnya;

- Menyatakan materi muatan ayat, pasal,
dan/atau bagian undang-undang atau
Perppu  bertentangan  dengan  UUD
NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat;

- Memerintahkan pemuatan Putusan dalam
Berita Negara Republik Indonesia.

b.  Dalam hal Mahkamah berpendapat
bahwa permohonan pengujian materiil
inkonstitusional bersyarat, amar putusan
berbunyi:

- Mahkamah menyatakan Permohonan
Pemohon dikabulkan untuk sebagian/
seluruhnya.

- Menyatakan materi muatan ayat, pasal,
dan/atau bagian dari undang-undang
atau Perppu bertentangan dengan UUD
NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang



tidak dimaknai ...;

- Memerintahkan pemuatan Putusan dalam
Berita Negara Republik Indonesia.
Tanggal Putusan adalah tanggal saat Mahkamah
membacakan putusan untuk suatu perkara

konstitusi.

Lama Penyelesaian Perkara adalah lama waktu
yang diperlukan dalam menyelesaikan satu perkara
konstitusi sejak perkara diregistrasi sampai putusan
dibacakan.

Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah, yaitu hari
Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur
resmi yang ditetapkan oleh pemerintah.

PENJELASAN TEKNIS
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1.1 PERMOHONAN PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
Tabel 1.1.1 Jumlah Permohonan Perkara PUU Menurut Prosedur
Pengajuan Permohonan dan Jenis Pengujian Undang-
Undang
m @ ®) @ ()
Luring (offline) 1 52 0 53
Daring (online) 13 302 2 317

Berdasarkan Tabel 1.1.1, terdapat 370 permohonan perkara Pengujian Undang-
Undang (PUU) yang ditangani Mahkamah Konstitusi pada tahun 2025. Permohonan
tersebut diajukan secara luring (offline) dan daring (online) pada tahun 2025 maupun
pada tahun sebelumnya yang belum diputus sampai akhir tahun 2024. Permohonan
yang diajukan secara luring berjumlah 53 permohonan atau 14,32 persen, terdiri dari
1 permohonan pengujian formil undang-undang dan 52 permohonan pengujian
materiil undang-undang. Sementara itu, permohonan yang diajukan secara daring
berjumlah 317 permohonan atau 85,68 persen, terdiri dari 13 permohonan pengujian
formil undang-undang, 302 permohonan pengujian materiil undang-undang, dan 2
permohonan pengujian formil dan materiil undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa
penggunaan mekanisme pengajuan secara daring lebih dominan dibandingan dengan
pengajuan secara luring. Di samping itu, terdapat 2 permohonan yang pengajuannya
dilakukan secara daring terkait pencabutan perkara lain yang telah diajukan sebelumnya.
Permohonan tersebut tidak dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis pengujian undang-
undang. Dengan demikian, jumlah permohonan perkara PUU yang ditangani sepanjang

tahun 2025 adalah 372 permohonan.
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Tabel 1.1.2 Jumlah Permohonan Perkara PUU Menurut Jenis
Pengujian Undang-Undang dan Status Registrasi

(U} @ @) @

Formil 14 0 14

Materiil 350 4 354

Formil dan Materiil

Berdasarkan Tabel 1.1.2, dari 372 permohonan perkara PUU yang ditangani
pada tahun 2025, 366 permohonan diantaranya telah diregistrasi dalam Buku Registrasi
Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK). Permohonan tersebut terdiri dari 14 permohonan
pengujian formil undang-undang, 350 permohonan materiil pengujian undang-undang,
dan 2 permohonan pengujian formil dan materiil undang-undang. Sementara itu, 6
permohonan perkara PUU lainnya tidak diregistrasi. Permohonan tersebut terdiri dari 4
permohonan pengujian materiil undang-undang dan 2 permohonan terkait pencabutan
perkara lain yang telah diajukan sebelumnya dan tidak dapat diklasifikasikan berdasarkan

jenis pengujian undang-undang.
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1.2 PENANGANAN PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Tabel 1.2.1 Jumlah Perkara Pengujian Undang-Undang yang
Diregistrasi Menurut Status Putusan

(1) 0]
Diputus 263

Belum Diputus 103

Berdasarkan Tabel 1.2.1, dari 366 perkara PUU yang telah diregistrasi dan
ditangani pada tahun 2025, 263 perkara diantaranya atau 71,86 persen telah diputus
dalam sidang pleno pengucapan putusan. Sementara itu, 103 perkara lainnya atau 28,14
persen belum diputus dan akan dilanjutkan proses penanganannya pada tahun 2026.
Proporsi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar perkara PUU yang ditangani pada

tahun 2025 telah berhasil diselesaikan.
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Tabel 1.2.2 Jumlah Pemohon yang Hadir dalam Pemeriksaan
Pendahuluan | Menurut Klasifikasi Pemohon

M @)

Prinsipal 721

Kuasa Hukum 710

Berdasarkan Tabel 1.2.2, tercatat total 1.437 pemohon yang hadir dalam
pemeriksaan pendahuluan | penanganan perkara PUU tahun 2025. Dari jumlah tersebut,
727 pemohon atau 50,59 persen merupakan pemohon prinsipal yang hadir secara
langsung, sedangkan 710 pemohon atau 49,41 persen lainnya merupakan kuasa hukum
yang mewakili pemohon. Komposisi kehadiran tersebut menunjukkan bahwa kehadiran
pemohon dalam pemeriksaan pendahuluan | relatif seimbang antara pemohon prinsipal

dan kuasa hukum yang mewakili pemohon.
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Tabel 1.2.3 Jumlah Pemohon yang Hadir dalam Pemeriksaan
Pendahuluan Il (Perbaikan Permohonan) Menurut
Klasifikasi Pemohon

©) @
Prinsipal 535

Kuasa Hukum 561

Berdasarkan Tabel 1.2.3, tercatat total 1.096 pemohon yang hadir dalam
pemeriksaan pendahuluan Il (perbaikan permohonan) penanganan perkara PUU tahun
2025. Jumlah pemohon yang hadir dalam tahap persidangan inilebih sedikit dibandingkan
dengan jumlah pemohon yang hadir dalam pemeriksaan pendahuluan I. Meskipun
demikian, komposisi kehadiran pemohon dalam pemeriksaan pendahuluan Il (perbaikan
permohonan) ini juga relatif seimbang antara pemohon prinsipal dan kuasa hukum yang
mewakili pemohon. Jumlah pemohon prinsipal yang hadir sebanyak 535 pemohon atau
48,81 persen, sedangkan jumlah kuasa hukum yang hadir sebanyak 561 pemohon atau

51,19 persen.
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Tabel 1.2.4 Jumlah Pihak yang Hadir dalam Pemeriksaan
Persidangan Menurut Klasifikasi Para Pihak

m 0)] (6]

Pemohon Prinsipal 344
Kuasa Hukum 386
Saksi/Ahli 189
Pemberi Keterangan Prinsipal 0
Kuasa Hukum 2352
Saksi/Ahli M
Pihak Terkait Prinsipal 265
Kuasa Hukum 347
Saksi/Ahli 0

Berdasarkan Tabel 1.2.4, tercatat total 4.094 pihak yang hadir dalam pemeriksaan
persidangan penanganan perkara PUU tahun 2025. Pada kategori Pemohon, terdapat 344
pihakprinsipal,386pihakkuasahukum,dan189pihaksaksi/ahliyanghadirdalampersidangan.
Selanjutnya, pada kategori Pemberi Keterangan, terdapat 2.352 pihak kuasa hukum dan
211 pihak saksi/ahliyang hadir, tanpa adanya kehadiran pihak prinsipal dalam persidangan.
Sementara itu, pada kategori Pihak Terkait, terdapat 265 pihak prinsipal dan 347 pihak
kuasa hukum yang hadir dalam persidangan, serta tidak terdapat kehadiran pihak saksi/
ahli. Data tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan persidangan dihadiri oleh berbagai

pihak yang didominasi oleh pihak Pemberi Keterangan khususnya kuasa hukum.
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Tabel 1.2.5 Jumlah Pihak yang Hadir dalam Sidang Pleno
Pengucapan Putusan Menurut Klasifikasi Para Pihak

(U} (2) @)

Pemohon Prinsipal 426
Kuasa Hukum 283
Pemberi Keterangan Prinsipal 0
Kuasa Hukum M
Pihak Terkait Prinsipal 57
Kuasa Hukum 57

Berdasarkan Tabel 1.2.5, tercatat total 1.734 pihak yang hadir dalam sidang
pleno pengucapan putusan penanganan perkara PUU tahun 2025. Pada kategori
Pemohon, terdapat 426 pihak prinsipal dan 283 pihak kuasa hukum yang hadir dalam
persidangan. Selanjutnya, pada kategori Pemberi Keterangan, terdapat 911 pihak
kuasa hukum yang hadir, tanpa adanya kehadiran pihak prinsipal dalam persidangan.
Sementara itu, pada kategori Pihak Terkait, terdapat 57 pihak prinsipal dan 57 pihak kuasa
hukum yang hadir dalam persidangan. Komposisi kehadiran pihak yang hadir pada sidang
ini masih sama dengan persidangan sebelumnya, yaitu didominasi oleh kehadiran pihak

Pemberi Keterangan, khususnya kuasa hukum.

Mahkamah Konstitusi Dalam Angka 2025



I | CUYAN UNDANG-UNDANG

Tabel 1.2.6 Jumlah Alat Bukti Perkara Pengujian Undang-Undang
Menurut Klasifikasi Para Pihak

m @)

Pemohon 6509
Pemberi Keterangan 1202
Pihak Terkait 533

Berdasarkan Tabel 1.2.6, alat bukti yang digunakan dalam penanganan perkara
PUU tahun 2025 bersumber dari Pemohon, Pemberi Keterangan, dan Pihak Terkait. Secara
keseluruhan, terdapat 8.244 alat bukti yang digunakan dalam proses persidangan. Dari
jumlah tersebut, 6.509 alat bukti atau 78,95 persen berasal dari Pemohon, 1.202 alat bukti
atau 14,58 persen berasal dari Pemberi Keterangan, dan 533 alat bukti atau 6,47 persen

berasal dari Pihak Terkait.
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13 PUTUSAN PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Tabel 1.3.1 Jumlah Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang
Menurut Jenis Amar Putusan dan Jenis Pengujian
Undang-Undang

) @) ()] @) ()

Dikabulkan 0 33 0 33
Ditolak 3 84 0 87
Tidak Dapat n 84 1 9%
Diterima

Ditarik Kembali 0 M 1 L)
Gugur 0 5 0 5
Tidak Berwenang 0 0 0 0

Berdasarkan Tabel 1.3.1, terdapat 263 perkara PUU yang diputus melalui sidang
pleno pengucapan putusan pada tahun 2025. Jika dirinci berdasarkan amar putusannya,
sebanyak 33 perkara atau 12,55 persen dikabulkan dan 5 perkara atau 1,90 persen
gugur, seluruhnya merupakan perkara pengujian materiil undang-undang. Selanjutnya,
sebanyak 87 perkara atau 33,08 persen ditolak, terdiri dari 3 perkara pengujian formil
undang-undang dan 84 perkara pengujian materiil undang-undang. Kemudian, sebanyak
96 perkara atau 36,50 persen tidak dapat diterima, terdiri dari 11 perkara pengujian formil
undang-undang, 84 perkara pengujian materiil undang-undang, dan 1 perkara pengujian
formil dan materiil undang-undang. Sementara itu, sebanyak 42 perkara atau 15,97 persen
ditarik kembali, terdiri dari 41 perkara pengujian materiil undang-undang dan 1 perkara

pengujian formil dan materiil undang-undang.
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Tabel 1.3.2 Jumlah Undang-Undang yang Diuji

No Undang-Undang yang Diuji Frekuensi Uji
(U] @ (6]
1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 27
2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 19
Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 18
4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 12
5 Undang-Undang Nomor 1Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang n
Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
6  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan n
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
7 Undang-Undang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi n
8  Undang-Undang Nomor 1Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 10
9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 10

Nomor 1Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-

Undang
10 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat 10
11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara 9
12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 8
Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 8
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 6
15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 6
16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 6
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No Undang-Undang yang Diuji Frekuensi Uji
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17 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor 6
Keuangan

18 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 5
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan

19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang 5
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

20 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 5

21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda- 5
Benda yang Berkaitan dengan Tanah

22 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 4

23 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 4

24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 4

25  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4

26 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi 4

27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 4

28  Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 4

29  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 4

30  Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan 3

31 Undang-Undang Nomor 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3

32 Undang-Undang Nomor 1Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah 3
Pusat dan Pemerintah Daerah

33 Undang-Undang Nomor 1Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 3
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

34 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang- 3
Undangan
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35  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3

36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak 3

37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 3
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 3

39 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 3
Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

40  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat 3

41 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, 3
serta Lagu Kebangsaan

42 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara 3

43 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 3
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

44 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 3
Korupsi

45 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 3

46  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat 3

47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara 3

48  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 3

49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 3
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi

50  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 3

51 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 3

52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 3

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

53 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wethoek voor Indonesie) 2
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54 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht) 2
55 Undang-Undang Nomor 1Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 2
56 Undang-Undang Nomor 1Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 2

Undang-Undang Nomor 1Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
Menjadi Undang-Undang

57 Undang-Undang Nomor 11Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda 2
Pegawai
58  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan 2

Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi
Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara

59 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 2
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan

60  Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 2
Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta

61  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan 2
Hutan

62  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan 2
Industrial

63  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 2
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

64  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta 2

65  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun 2

66  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 2

67  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh 2

dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara

68  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 2
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

69  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 2
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
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70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 2
Sengketa

71 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal 2

72 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia 2

73 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban 2
Pembayaran Utang

74 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi 2

75  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 2

76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers 2

77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan 2

78  Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, 2
Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang

79 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 2
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

80  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang 2

81  Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (STBL. 1847 : 23) 1

82  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitya 1
Urusan Piutang Negara

83 Undang-Undang Darurat Nomor 1Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk 1
Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil

84  Undang-Undang Darurat Nomor 11Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi 1

85  Undang-Undang Nomor 1Tahun 1979 tentang Ekstradisi 1

86  Undang-Undang Nomor 1Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana 1

87  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh 1

88  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional llmu Pengetahuan dan 1
Teknologi

89  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia 1
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90  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 1
91  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin 1
92 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 1
93 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 1
94 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial 1
95  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 1
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Ibadah Haji dan Umrah
96  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian 1
97  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara 1
98  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 1
Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
99  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 1
100  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 1
Tahun 2008 tentang Partai Politik
101 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 1
102 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 1

Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang pengesahan ILO Convention No. 138 1
Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai
Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja)

104 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 1
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

105  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 1

106 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua 1

107 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial 1

108  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 1

109 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 1
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110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan 1
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

111 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 1
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

112 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 1
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

113 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 1

114 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer 1

115 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri 1

116 Undang-Undang Nomor 31Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 1
Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

117 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 1
Hidup

118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan 1

119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 1
Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

120 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi 1
Lampung

121 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang 1

Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

122 "Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 1
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah"

123 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 1

124 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 1
Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

125  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 1

126 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 1
Tahun 2002 tentang Grasi
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127 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 1
128 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 1
129 Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 1

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

130 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser 1
Utara Di Provinsi Kalimantan Timur

131 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang

132 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas 1
133 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara 1
134 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan 1

Berdasarkan Tabel 1.3.2, terdapat 134 undang-undang yang dilakukan pengujian
terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2025.
Undang-undang yang memiliki frekuensi pengujian paling banyak yaitu Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan frekuensi uji sebanyak 27 kali.
Undang-undang selanjutnya yang memiliki frekuensi pengujian paling banyak yaitu
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan frekuensi uji masing-masing

sebanyak 19 dan 18 kali.
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Di samping itu, terdapat 54 undang-undang yang memiliki frekuensi pengujian
paling sedikit, yaitu hanya 1 kali, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang
Provinsi Sumatera Utara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan.
Kemudian, terdapat 28 undang-undang dengan frekuensi uji sebanyak 2 kali, seperti Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dan 23 undang-undang dengan frekuensi
uji sebanyak 3 kali, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang.
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Tabel 1.3.3 Jumlah Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang
Bersyarat Menurut Jenis Putusan Pengujian Undang-
Undang Bersyarat

(U} @)

Konstitusional Bersyarat 1

Inkonstitusional Bersyarat 28

Berdasarkan Tabel 1.3.3, terdapat dua jenis putusan pengujian undang-
undang bersyarat, yaitu konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat.
Secara total, terdapat 29 putusan pengujian undang-undang bersyarat. Dari jumlah
tersebut, 28 putusan atau 96,55 persen merupakan putusan pengujian undang-undang
inkonstitusional bersyarat. Sementara itu, 1 putusan lainnya atau 3,45 persen merupakan

putusan konstitusional bersyarat.
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Tabel 1.3.4 Rata-Rata Waktu Penyelesaian Perkara Pengujian
Undang-Undang Menurut Jenis Amar Putusan

U] @)

Dikabulkan 136
Ditolak 79
Tidak Dapat Diterima 52
Ditarik Kembali 37
Gugur 22
Tidak Berwenang 0

Berdasarkan Tabel 1.3.4, rata-rata waktu penyelesaian perkara PUU secara
keseluruhan adalah 69 hari. Jika ditinjau berdasarkan jenis amar putusan, terdapat
variasi durasi penyelesaian perkara. Perkara yang dikabulkan memiliki rata-rata waktu
penyelesaian paling lama, yaitu 136 hari. Hal ini dikarenakan perkara tersebut biasanya
melalui tahap pemeriksaan persidangan lebih dari sekali sehingga membutuhkan waktu
yang lebih lama sampai akhirnya dibacakan putusannya pada sidang pleno pengucapan
putusan. Kemudian, perkara dengan amar ditolak juga diselesaikan dalam rata-rata waktu
yang cukup lama, yaitu 79 hari. Hal ini juga terjadi karena beberapa perkara dengan amar
putusan tersebut harus melalui pemeriksaan persidangan lebih dari sekali. Sementara itu,
perkara yang tidak dapat diterima, ditarik kembali, dan gugur, memiliki rata-rata waktu

penyelesaian yang relatif lebih cepat, yaitu masing-masing 52, 37, dan 22 hari.
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, Jumlah Permohonan Perkara PHPUKADA g | Jumlah Permohonan Perkara PHPUKADA ]
8. Menurut Jenis Pemohon 3 8. Menurut Daerah Pemilihan pl

Provinsi
- 2
(132%)

Paslon Gubernur 20

Kota
Paslon Walikota - 41 9 (154(;%)
Pemantau I8 Kabupaten

Lain-Lain 18 pr (772:;%)

Jumlah permohonan perkara PHPUKADA yang diajukan oleh Pemohon adalah sebanyak 314 perkara. Berdasarkan daerah pemilihannya,
permohonan paling banyak diajukan pada tingkat kabupaten, yakni sebanyak 242 permohonan (77,07 persen). Sementara itu, berdasar-
kan jenis pemohonnya, permohonan paling banyak diajukan oleh paslon Bupati sebanyak 227 permohonan (72,29 persen).

Jumlah Putusan Perkara PHPUKADA
Menurut Jenis Amar Putusan

Dikabulkan 26 >>>

Ditolak I 9
Dltenmap =
Ditarik

Terdapat sebanyak 310 perkara Gugur I8

M & N
yang telah diregitrasi dan 4 I @%é@‘ @\\*\;\,‘;& @%iq&l
permohonan perkara yang tidak Berwenang AR QIR QRS

diregistrasi  dalam  e-BRPK.

Pada perkara PHPUKADA, putusan dengan amar tidak dapat diterima merupakan yang paling banyak, yakni 232 putusan atau
sebesar 74,84 persen dari seluruh putusan perkara PHPUKADA. Dari 26 perkara dengan amar Dikabulkan, terdapat sebanyak 24
putusan yang memerintahkan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU), 1 putusan memerintahkan untuk Rekapitulasi Suara
Ulang, dan 1 putusan memerintahkan untuk Perbaikan Diktum SK KPU.

Jumlah Putusan Perkara PHPUKADA Pasca PSU
Menurut Jenis Amar Putusan

Dikabulkan
o= =@

1
(aym)
Ditolak
A =% 1
(8,33%)
Tidak Dapat Diterima

v
1

N
(87,50%)

Pada perkara PHPUKADA pasca PSU, putusan dengan amar tidak dapat diterima merupakan yang paling banyak, yakni 21 putusan
atau sebesar 87,5 persen dari seluruh putusan perkara PHPUKADA pasca PSU. Sementara itu, rata-rata waktu penyelesaian perkara
PHPUKADA secara keseluruhan (334 perkara) adalah 21 hari kerja.






BABII
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH

Data penanganan perkara konstitusi
dikompilasikan  menggunakan
(referensi waktu) putusan perkara setahun terakhir
atau perkara yang ditangani dalam setahun
terakhir, yakni pada 1 Januari s.d. 31 Desember
2025. Dengan ini, perkara dalam proses yang lalu
(perkara dari tahun-tahun sebelumnya yang masih
dalam proses dan belum dijatuhkan putusan) juga
dikumpulkan datanya.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut
Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat
di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk
memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
secara langsung dan demokratis.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga
penyelenggara pemilihan umum yang bersifat
nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas
melaksanakan pemilihan umum.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
Independen Pemilihan Provinsi Aceh (KPU
Provinsi/KIP Provinsi Aceh) adalah lembaga
penyelenggara Pemilihan Gubernur.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan
Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/
Kota (KPU Kabupaten/ Kota atau KIP
Kabupaten/Kota) adalah lembaga penyelenggara
Pemilihan Bupati/Walikota.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang
mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
(Bawaslu Provinsi) adalah Badan Pengawas
Peilihan Gubernur yang bertugas untuk mengawasi
penyelenggaraan Pemilihan Gubernur di wilayah

yang
time  reference

10.

11.

12.

13.

PENJELASAN TEKNIS

provinsi.
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Bawaslu Kabupaten/Kota)
adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan
Pemilihan Bupati/Walikota di wilayah kabupaten/
kota.
Pemantau Pemilihan adalah Pemantau yang
terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari
KPU/KIP Provinsi Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/
Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota.
Peserta Pemilihan adalah Pasangan (Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati, serta Pasangan Calon
Walikota dan Wakil Walikota.
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala
Daerah (PHPUKADA) atau perselisihan hasil
pemilihan  Gubernur, Bupati, dan Walikota
merupakan perkara perselisihan antara  KPU
Provinsi/KIP Provinsi Aceh dan/atau KPU Kabupaten/
Kota atau KIP Kabupaten/Kota dengan peserta
Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara
hasil Pemilihan.
Permohonan  Pemohon  (disebut  juga
Permohonan) adalah permintaan yang diajukan
oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi
terhadap pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum (KPU) mengenai penetapan perolehan suara
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
Klasifikasi Kepala Daerah adalah unsur
penyelenggara  pemerintahan  daerah  yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom, yaitu:
a.  Gubernur, KepalaPemerintahanDaerahuntuk
daerah provinsi;
b.  Bupati, Kepala Pemerintahan Daerah untuk
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14.

daerah kabupaten; dan

¢.  Walikota, Kepala Pemerintahan Daerah untuk
daerah kota.

Secara administrasi, sejak tahun 1999 (Undang-

Undang Nomor 22 tahun 1999) telah terjadi

pemekaran sejumlah provinsi di Indonesia seiring

dengan tuntutan otonomi daerah, yaitu:

a.  Provinsi Maluku Utara dimekarkan dari
Provinsi Maluku pada 4 Oktober 1999

b.  Provinsi Banten dimekarkan dari Provinsi
Jawa Barat pada 17 Oktober 2000

¢ Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
dimekarkan dari Provinsi Sumatera Selatan
pada 4 Desember 2000

d.  Provinsi Gorontalo dimekarkan dari Provinsi
Sulawesi Utara pada 22 Desember 2000

e.  Provinsi Papua Barat dimekarkan dari
Provinsi Papua pada 21 November 2001

f. Provinsi Sulawesi Barat dimekarkan dari
Provinsi Sulawesi Selatan pada 5 Oktober
2004

g.  Provinsi Kepulauan Riau dimekarkan dari
Provinsi Riau pada 25 Oktober 2004

h.  Provinsi Kalimantan Utara dimekarkan
dari Provinsi Kalimantan Timur pada 16
November 2012

i.  Provinsi Papua Selatan dimekarkan dari
Provinsi Papua pada 25 Juli 2022

j. Provinsi Papua Tengah dimekarkan dari
Provinsi Papua pada 25 Juli 2022

k. Provinsi Papua Pegunungan dimekarkan dari
Provinsi Papua pada 25 Juli 2022

. Provinsi Papua Barat Daya dimekarkan dari
Provinsi Papua Barat pada 8 Desember 2022

Dengan adanya pemekaran provinsi-provinsi di

atas, jumlah provinsi di Indonesia hingga Februari

2026 adalah sebanyak 38 provinsi.

Para pihak dalam perkara PHPUKADA adalah

sebagai berikut.

a.  Pemohon;
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b.  Termohon; dan

¢ PihakTerkait.

Selain pihak di atas, Mahkamah mendengar

keterangan Bawaslu atau Bawaslu Provinsi

atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai pemberi
keterangan dan/atau pihak lain yang dianggap
perlu oleh Mahkamah.

Pemohon dalam perkara PHPUKADA adalah

sebagai berikut.

a.  pasangan calon Gubernur dan Wakil
Gubernur;

b.  pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

¢ pasangan calon Walikota dan Wakil
Walikota; atau

d.  pemantau pemilihan dalam hal hanya
terdapat satu pasangan calon.

Pemantau Pemilihan dapat bertindak sebagai

Pemohon atau Pihak Terkait. Pemantau Pemilihan

yang bertindak sebagai Pemohon adalah:

a.  Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan
memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU
Provinsi/KIP Provinsi Aceh untuk pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur;

b.  Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan
memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU
Kabupaten/KIP Kabupaten untuk pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati;

¢ Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan
memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU
Kota/KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota.

Dalam hal terdapat Pemantau Pemilihan lebih

dari satu, masing-masing dapat mengajukan

permohonan sebagai Pemohon.

Termohon adalah KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh

atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota.

Pihak Terkait adalah pasangan calon Gubernur

dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan

Wakil Bupati, pasangan calon Walikota dan Wakil

Walikota atau Pemantau Pemilihan yang terdaftar
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21.

dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/
KIP Provinsi Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
yang mempunyai kepentingan langsung terhadap
Permohonan.

Penjelasan tambahan
a.  Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, ~dan/atau

Bawaslu Kabupaten/Kota dapat diwakili
oleh kuasa hukum berdasarkan surat
kuasa khusus dan/atau didampingi oleh
pendamping berdasarkan surat keterangan.
b.  Surat kuasa khusus dibubuhi meterai sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
dan ditandatangani oleh pemberi kuasa dan
penerima kuasa.
¢ Surat keterangan pendamping dibubuhi
meterai  sesuai  dengan  peraturan
perundang-undangan dan ditandatangani
oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait,
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau
Bawaslu Kabupaten/Kota serta pendamping
masing-masing.
d.  Penerima kuasa, dalam keadaan tertentu
dapat memberi kuasa substitusi hanya untuk
1 (satu) kali keperluan pada seluruh tahapan
penanganan perkara.
Prosedur pengajuan permohonan adalah
mekanisme penyerahan berkas permohonan
perkara konstitusi yang diajukan oleh Pemohon
kepada Mahkamah yang dapat dilakukan secara
elektronik atau secara fisik. Pengajuan permohonan
secara fisik disebut juga luring (offline), sementara
itu pengajuan permohonan secara elektronik
disebut sebagai daring (online).
Nomor Permohonan adalah kode unik yang
diberikan kepada setiap surat permohonan perkara
konstitusi yang diajukan oleh pemohon sebagai
tanda bukti bahwa surat permohonan telah diterima
dan dicatat untuk pertama kalinya dalam Buku
Pengajuan Permohonan Pemohon (e-BP3).

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.
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Status Registrasi Perkara adalah status
administratif akhir dari sebuah permohonan
perkara konstitusi yang apabila telah memenuhi
syarat formil dan materiil permohonan akan dicatat
dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik
(e-BRPK). Permohonan yang tidak dicatat dalam
e-BRPK karena tidak memenuhi persyaratan sesuai
jangka waktu yang ditetapkan memiliki status tidak
diregistrasi. Sedangkan Permohonan yang telah
memenuhi persyaratan akan dicatat dalam e-BRPK
memiliki status diregistrasi.

Tanggal Registrasi adalah tanggal ketika suatu
perkara konstitusi diterima dan dicatat dalam Buku
Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).
Nomor Perkara adalah kode unik yang diberikan
kepada setiap perkara konstitusi yang diajukan oleh
pemohon dan telah dicatat dalam Buku Registrasi
Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).

Persidangan perkara PHPUKADA dilaksanakan
melalui:

a.  Pemeriksaan Pendahuluan;

b.  Pemeriksaan Persidangan; dan

¢.  Pengucapan Putusan.

Persidangan dilaksanakan dalam Sidang Panel dan/
atau Sidang Pleno yang dinyatakan terbuka untuk
umum.

Sidang Panel adalah sidang yang dilaksanakan
untuk memeriksa perkara perselisihan  hasil
pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang
dihadiri oleh paling kurang 3 (tiga) orang Hakim
yang hasilnya dibahas dalam Sidang Pleno untuk
diambil putusan.

Pemeriksaan Pendahuluan adalah sidang yang
dilaksanakan untuk menyampaikan pokok-pokok
permohonan Pemohon, memeriksa kelengkapan
dan kejelasan materi Permohonan, serta
mengesahkan alat bukti Pemohon.

Pemeriksaan Persidangan adalah sidang yang
dilaksanakan untuk menerima jawaban Termohon,
keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Badan
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29.

30.

3.

32.

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi atau Badan
Pengawas Pemilihan  Umum Kabupaten/Kota,
mendengar keterangan para pihak yang berperkara,
memeriksa dan mengesahkan alat bukti tertulis
termasuk alat bukti tambahan, mendengar
keterangan saksi dan/atau ahli, serta memeriksa
alat bukti lain.

Pemeriksaan Persidangan termasuk pemeriksaan
persidangan lanjutan (tahap 2) atau persidangan
lainnya. ~ Sebelum  melakukan  pemeriksaan
persidangan  lanjutan, ~ Mahkamah  dapat
menjatuhkan Putusan atau Ketetapan (tahap 1)
yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk
umum.

Alat Bukti dalam perkara PHPUKADA berupa:

a.  suratatau tulisan;

b.  keterangan para pihak;

¢ keterangan saksii;

d.  keterangan ahlj;

e.  keterangan pihak lain;

f. alatbuktilain; dan/atau

g.  petunjuk.

Pengucapan Putusan/Ketetapan adalah sidang
yang dilaksanakan untuk mengucapkan putusan/
ketetapan oleh Mahkamah dalam Sidang Pleno
terbuka untuk umum.

Sidang Pleno adalah sidang yang dilaksanakan
untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara
perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang
Hakim atau paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim.
Putusan Mahkamah adalah vonis majelis hakim
untuk menyelesaikan suatu perkara konstitusi yang
diajukan oleh Pemohon dan telah dicatat dalam Buku
Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik, diperiksa
dan diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim,
serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum, termasuk Ketetapan. Putusan Mahkamah
digolongkan menjadi beberapa jenis amar putusan
perkara konstitusi sebagai berikut:
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a.  Dikabulkan: dalam hal  Permohonan
telah memenuhi syarat formil dan pokok
permohonan beralasan menurut hukum
untuk sebagian atau seluruhnya, Mahkamah
menyatakan Permohonan dikabulkan untuk
sebagian atau seluruhnya.

b.  Ditolak: dalam hal Permohonan  telah
memenuhi  syarat formil dan pokok
permohonan tidak beralasan menurut
hukum, Mahkamah menyatakan
Permohonan ditolak.

¢.  Tidak Dapat Diterima: dalam hal Pemohon
dan/atau Permohonannya tidak memenuhi
syarat formil permohonan, Mahkamah

menyatakan  Permohonan tidak dapat
diterima.
d.  Ditarik Kembali: dalam hal Pemohon

mengajukan penarikan atau pencabutan
Permohonan paling lama sebelum perkara
diputus oleh Mahkamah.

e.  Gugur: dalam hal Pemohon dan/atau kuasa
hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan
Pendahuluan tanpa alasan yang sah
meskipun telah dipanggil secara sah dan
patut, Mahkamah menyatakan Pemohon
tidak bersungguh-sungguh dan Permohonan
dinyatakan gugur. Selain itu, apabila
Penarikan Permohonan dilakukan sebelum
dicatat dalam e-BRPK dan Pemohon tidak
hadir dalam konfirmasi, maka Permohonan
akan dinyatakan gugur.

f. Tidak Berwenang: dalam hal Permohonan
bukan merupakan kewenangan Mahkamah.

Tanggal Putusan adalah tanggal saat Mahkamah

membacakan putusan untuk suatu perkara

konstitusi.

Lama Penyelesaian Perkara adalah lama waktu

yang diperlukan dalam menyelesaikan satu perkara

konstitusi sejak perkara diregistrasi sampai putusan
dibacakan.



35.  Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah, yaitu hari
Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur
resmi yang ditetapkan oleh pemerintah.
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2.1 PERMOHONAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM KEPALA DAERAH
Tabel 2.1.1 Jumlah Daerah Penyelenggara Pilkada Menurut

Klasifikasi Kepala Daerah

m @

Gubernur 37
Bupati 415
Walikota 93

Berdasarkan Tabel 2.1.1, tercatat sebanyak 545 daerah yang menyelenggarakan
pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada tahun 2024. Dari total 38 provinsi di
Indonesia, sebanyak 37 provinsi menyelenggarakan Pilkada Gubernur. Satu-satunya
provinsiyang tidak menyelenggarakan Pilkada Gubernur adalah Provinsi DI Yogyakarta. Hal
tersebut dikarenakan DIY merupakan daerah istimewa yang kepala daerahnya dipimpin
oleh Sultan Yogyakarta dan tidak melalui mekanisme pemilihan langsung. Pada tingkat
kabupaten, sebanyak 415 dari 416 kabupaten di Indonesia menyelenggarakan Pilkada
Bupati. Kabupaten yang tidak menyelenggarakan Pilkada Bupati adalah Kabupaten
Administrasi Kepulaun Seribu. Sementara itu, pada tingkat kota, sebanyak 93 dari 98 kota
diIndonesia menyelenggarakan Pilkada Walikota. Lima kota yang tidak menyelenggarakan
Pilkada Walikota yaitu Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Timur,
Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan Kota Administrasi
Jakarta Barat. Kabupaten dan kota administrasi tersebut tidak menyelenggarakan pilkada
karena kepala daerahnya tidak dipilih secara langsung oleh rakyat, melainkan melalui

sistem pengangkatan oleh Gubernur.
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Tabel 2.1.2 Jumlah Daerah Penyelenggara Pilkada Menurut Daerah
Pemilihan dan Status Pengajuan Permohonan

(1) (2) ()] O]

Provinsi 16 21 37
Kabupaten 190 225 415
Kota 43 50 93

Berdasarkan Tabel 2.1.2, dari total 545 daerah penyelenggara Pilkada tahun 2024,
sebanyak 249 daerah atau 45,69 persen mengajukan permohonan perkara Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPUKADA) ke Mahkamah Konstitusi. Sementara
itu, 296 daerah lainnya atau 54,31 persen tidak mengajukan permohonan. Jika dirinci
berdasarkan daerah pemilihannya, pengajuan permohonan tersebut berasal dari 16
daerah pemilihan Provinsi, 190 daerah pemilihan Kabupaten, dan 43 daerah pemilihan
Kota. Adapun daerah yang tidak mengajukan permohonan terdiri dari 21 daerah
pemilihan Provinsi, 225 daerah pemilihan Kabupaten, dan 50 daerah pemilihan Kota.
Secara proporsional, status pengajuan permohonan relatif berimbang antara kategori
mengajukan dan tidak mengajukan, meskipun jumlah daerah yang tidak mengajukan
permohonan sedikit lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh daerah
penyelenggara Pilkada tidak melanjutkan hasil pemilihan ke tahap permohonan perkara
PHPUKADA di Mahkamah Konstitusi.
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Tabel 2.1.3 Jumlah Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah
Menurut Provinsi dan Klasifikasi Kepala Daerah

) @) @) (4) (5) (6)
1 Aceh 2 58 20 80
2 Sumatera Utara 2 59 26 87
3 Sumatera Barat 2 32 22 56
4 Riau 3 32 8 43
5 Jambi 2 25 7 34
6  Sumatera Selatan 3 32 " 46
7  Bengkulu 2 24 5 3
8  Lampung 2 30 4 36
9  Kepulauan Bangka Belitung 2 12 1 15

10 Kepulauan Riau 2 12 4 18

11 DKIJakarta 3 0 0 3

12 Jawa Barat 4 50 32 86

13 JawaTengah 2 62 14 78

14 DIYogyakarta 0 n 3 14

15 JawaTimur 3 60 21 84

16 Banten 2 12 " 25

17 Bali 2 19 2 23

18  NusaTenggara Barat 3 27 5 35

19 NusaTenggara Timur 3 79 5 87

20 Kalimantan Barat 3 28 5 36
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Lanjutan Tabel 2.1.3

M @ @) @) ) (6)
21 Kalimantan Tengah 4 35 2 4
22 Kalimantan Selatan 2 25 5 32
23 Kalimantan Timur 2 19 8 29
24 Kalimantan Utara 3 8 1 12
25 Sulawesi Utara 3 34 12 49
26 SulawesiTengah 3 48 3 54
27 Sulawesi Selatan 2 56 12 70
28  SulawesiTenggara 4 48 10 62
29  Gorontalo 4 18 4 26
30 Sulawesi Barat 4 15 0 19
31 Maluku 3 34 8 45
32 Maluku Utara 4 26 6 36
33 Papua 2 29 4 35
34 Papua Barat 1 17 0 18
35  Papua Selatan 4 15 0 19
36  PapuaTengah 4 32 0 36
37  Papua Pegunungan 2 25 0 27
38  Papua Barat Daya 5 21 4 30

Berdasarkan Tabel 2.1.3, terdapat total 1.557 pasangan calon yang berpartisipasi
dalam Pilkada tahun 2024. Jumlah tersebut terdiri dari 103 atau 6,62 persen pasangan
calon Gubernur, 1.169 atau 75,08 persen pasangan calon Bupati, dan 285 atau 18,30

persen pasangan calon Walikota.
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Pada tingkat provinsi, jumlah pasangan calon Gubernur terbanyak terdapat di
Provinsi Papua Barat Daya, yaitu sebanyak 5 pasangan calon. Sebaliknya, jumlah paling
sedikit terdapat di Provinsi Papua Barat, dengan hanya 1 pasangan calon. Untuk pemilihan
Bupati, Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat jumlah pasangan calon terbanyak, yakni
79 pasangan calon, sedangkan jumlah paling sedikit terdapat di Provinsi Kalimantan
Utara, yaitu sebanyak 8 pasangan calon. Sementara itu, pada pemilihan Walikota, Provinsi
Jawa Barat memiliki jumlah pasangan calon terbanyak, yakni 32 pasangan calon. Adapun
jumlah paling sedikit terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi

Kalimantan Utara dengan masing-masing hanya memiliki 1 pasangan calon.

Perbedaan jumlah pasangan calon di setiap provinsi menunjukkan bahwa
tingkat persaingan Pilkada tidak sama di seluruh daerah. Daerah yang memiliki lebih
banyak pasangan calon cenderung memiliki persaingan yang lebih ketat karena pemilih
memiliki lebih banyak pilihan. Sebaliknya, daerah dengan jumlah pasangan calon yang
sedikit, bahkan hanya satu pasangan calon, menunjukkan persaingan yang lebih rendah.
Kondisi ini menggambarkan bahwa situasi dan dinamika politik di masing-masing daerah

berbeda-beda dalam Pilkada 2024.
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Tabel 2.1.4 Jumlah Permohonan Perkara PHPUKADA Menurut
Provinsi dan Klasifikasi Kepala Daerah

(U] @ @) ) (5) (6)
1 Aceh 0 2 4 6
2 Sumatera Utara 1 12 3 16
3 Sumatera Barat 0 8 5 13
4 Riau 0 5 2 7
5 Jambi 0 7 1 8
6  Sumatera Selatan 0 8 3 Ll
7 Bengkulu 0 2 1 3
8  Lampung 0 5 0 5
9 Kepulauan Bangka Belitung 1 2 0 3

10 Kepulauan Riau 0 2 1 3

11 DKlJakarta 0 0 0 0

12 Jawa Barat 0 10 2 12

13 JawaTengah 1 2 1 4

14 JawaTimur 1 13 3 17

15 DIYogyakarta 0 0 0 0

16 Banten 0 2 1 3

17 Bali 0 0 0 0

18 NusaTenggara Barat 0 0 1 1

19 NusaTenggara Timur 0 n 0 "

20 Kalimantan Barat 0 1 0 1

Mahkamah Konstitusi Dalam Angka 2025



I CotLC A PAs PEMLIAN
UMUM KEPALA DAERAH

Lanjutan Tabel 2.1.4

M @ ?3) @) 5) (6)
21 Kalimantan Tengah 1 8 1 10
22 Kalimantan Selatan 0 1 4 5
23 Kalimantan Timur 1 4 0 5
24 Kalimantan Utara 0 2 1 3
25  Sulawesi Utara 1 8 2 n
26 SulawesiTengah 1 9 1 n
27 Sulawesi Selatan 1 7 3 n
28  SulawesiTenggara 1 n 3 15
29 Gorontalo 0 4 1 5
30 Sulawesi Barat 0 3 0 3
31 Maluku 0 n 1 12
32 Maluku Utara 3 14 2 19
33 Papua 1 12 1 14
34 PapuaBarat 0 7 0 7
35  Papua Selatan 3 6 0 9
36 PapuaTengah 3 20 0 PE]
37  Papua Pegunungan 2 13 0 15
38  PapuaBarat Daya 1 10 1 12

o0® 43
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Berdasarkan Tabel 2.1.4, tercatat sebanyak 314 permohonan perkara Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPUKADA) yang diajukan ke Mahkamah
Konstitusi pada Pilkada 2024. Dari total tersebut, sebanyak 23 permohonan atau 7,32
persen merupakan perkara PHPUKADA Gubernur, 242 permohonan atau 77,07 persen

merupakan perkara PHPUKADA Bupati, dan 49 permohonan atau 15,61 persen merupakan
perkara PHPUKADA Walikota.

Pada pemilihan Gubernur, jumlah permohonan perkara PHPUKADA paling
banyak berasal dari Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua
Tengah dengan masing-masing sebanyak 3 permohonan. Sedangkan pada pemilihan
Bupati, jumlah permohonan perkara PHPUKADA paling banyak berasal dari Provinsi
Papua Tengah dengan total 20 permohonan. Sementara itu, pada pemilihan Walikota,
jumlah permohonan perkara PHPUKADA paling banyak berasal dari Provinsi Sumatera
Barat sebanyak 5 permohonan. Di sisi lain, terdapat provinsi yang tidak mengajukan
permohonan perkara PHPUKADA sama sekali, baik untuk pemilihan Gubernur, Bupati,

maupun Walikota, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Provinsi DI Yogyakarta, dan Provinsi Bali.
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Tabel 2.1.5 Jumlah Permohonan Perkara PHPUKADA Menurut Jenis
Pemohon dan Prosedur Pengajuan Permohonan

m (2) (3) (4

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil 15 5 20
Gubernur

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 120 107 227
Pasangan Calon Walikota dan Wakil 18 23 41
Walikota

Pemantau 2 6 8
Lain-lain 7 n 18

Berdasarkan Tabel 2.1.5, prosedur pengajuan permohonan perkara PHPUKADA
dapat dilakukan secara luring (offline) dan daring (online). Dari total 314 permohonan
perkara PHPUKADA yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, 162 permohonan atau 51,59
persen diajukan secara luring (offline), sedangkan 152 sisanya atau 48,41 persen diajukan
secara daring (online). Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan mekanisme pengajuan
luring dan daring relatif seimbang, meskipun pengajuan secara luring sedikit lebih
dominan. Ditinjau berdasarkan jenis pemohon, permohonan paling banyak diajukan oleh
pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, yaitu sebanyak 227 permohonan. Dari jumlah
tersebut, 120 diajukan secara luring dan 107 secara daring. Selanjutnya, pasangan calon
Walikota dan Wakil Walikota mengajukan 41 permohonan, dengan kecenderungan lebih
banyak menggunakan mekanisme daring (23 permohonan) dibandingkan luring (18
permohonan). Sementara itu, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur mengajukan
20 permohonan yang mayoritas diajukan secara luring. Adapun pemohon dari unsur
pemantau dan kategori lain-lain jumlahnya relatif kecil, masing-masing sebanyak 8
dan 18 permohonan. Pada kedua kategori ini, pengajuan secara daring lebih banyak

dibandingkan luring.
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Tabel 2.1.6 Jumlah Permohonan Perkara PHPUKADA Menurut
Daerah Pemilihan dan Status Registrasi

(1) (2) ()] O]

Provinsi 23 0 23
Kabupaten 238 4 242
Kota 49 0 49

Berdasarkan Tabel 2.1.6, dari 314 permohonan perkara PHPUKADA, sebanyak
310 permohonan atau 98,73 persen telah diregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tahun 2025. Sementara sisanya, yaitu 4 permohonan,
tidak diregistrasi karena terdapat duplikasi pengajuan perkara yang dilakukan secara

daring dan luring.

Jika ditinjau berdasarkan daerah pemilihan, seluruh permohonan pada tingkat
provinsi dan kota diregistrasi masing-masing sebanyak 23 dan 49 permohonan. Tidak
terdapat permohonan yang tidak diregistrasi pada kedua tingkat tersebut. Sementara itu,
pada tingkat kabupaten terdapat 242 permohonan, dengan 238 permohonan diregistrasi
dan 4 permohonan tidak diregistrasi. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh permohonan

yang tidak diregistrasi berasal dari daerah pemilihan kabupaten.
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2.2 PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM KEPALA DAERAH

Tabel 2.2.1 Jumlah Perkara PHPUKADA yang Diregistrasi Menurut
Panel Sidang dan Klasifikasi Kepala Daerah

U] @ @) @) )

Panel | 8 81 14 103
Panel Il 6 80 18 104
Panel Il 9 77 17 103

Berdasarkan Tabel 2.2.1, penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Kepala Daerah (PHPUKADA) tahun 2025 terbagi dalam tiga panel sidang, yaitu
Panel |, Panel I, dan Panel Ill. Dari total 310 perkara yang diregistrasi, perkara yang
dialokasikan untuk Panel | sebanyak 103 perkara atau 33,23 persen, terdiri dari 8 perkara
PHPUKADA Gubernur, 81 perkara PHPUKADA Bupati, dan 14 perkara PHPUKADA Walikota.
Kemudian, perkara yang dialokasikan untuk Panel Il sebanyak 104 perkara atau 33,55
persen, terdiri dari 6 perkara PHPUKADA Gubernur, 80 perkara PHPUKADA Bupati, dan
18 perkara PHPUKADA Walikota. Sementara itu, perkara yang dialokasikan untuk Panel Il
sebanyak 103 perkara atau 33,23 persen, terdiri dari 9 perkara PHPUKADA Gubernur, 77
perkara PHPUKADA Bupati, dan 17 PHPUKADA Walikota. Secara keseluruhan, komposisi
tersebut menunjukkan bahwa alokasi perkara PHPUKADA ke masing-masing panel sidang
dilakukan secara proporsional dan seimbang sehingga beban penanganan perkara relatif

merata antar panel.
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Tabel 2.2.2 Jumlah Pihak yang Hadir dalam Sidang Pendahuluan
Menurut Klasifikasi Para Pihak Jumlah Pihak yang Hadir

m (2) 3)

Pemohon Prinsipal 60
Kuasa Hukum 517
Termohon KPU 332
Kuasa Hukum 304
Pihak Terkait Prinsipal 36
Kuasa Hukum 521
Pemberi Keterangan Bawaslu 547
Non Bawaslu 0

Berdasarkan Tabel 2.2.2, tercatat total 2.317 pihak yang hadir dalam
sidang pendahuluan. Pada kategori Pemohon, terdapat 60 pihak prinsipal dan 517
kuasa hukum yang hadir dalam persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian
besar Pemohon diwakili oleh kuasa hukum dalam persidangan. Pola serupa juga
terlihat pada kategori Pihak Terkait, di mana jumlah kuasa hukum yang hadir (521
pihak) jauh lebih banyak dibandingkan jumlah prinsipal yang hadir (36 pihak).
Kemudian, pada kategori Termohon tercatat sejumlah 332 pihak yang hadir dari unsur
KPU dan 304 pihak dari kuasa hukum. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa Termohon
juga secara signifikan menggunakan pendampingan kuasa hukum dalam proses sidang
pendahuluan. Sementara itu, pada kategori Pemberi Keterangan, terdapat 547 pihak yang
hadir dalam persidangan. Seluruh pihak pada kategori tersebut merupakan unsur Bawaslu
sehingga peran Bawaslu dalam sidang pendahuluan cukup signifikan sebagai pemberi

keterangan.
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Tabel 2.2.3 Jumlah Pihak yang Hadir dalam Pemeriksaan
Persidangan Tahap 1 Menurut Klasifikasi Para Pihak

m @ @)

Pemohon Prinsipal 61
Kuasa Hukum 461
Termohon KPU 308
Kuasa Hukum 301
Pihak Terkait Prinsipal 30
Kuasa Hukum 495
Pemberi Keterangan Bawaslu 576
Non Bawaslu 0

Berdasarkan Tabel 2.2.3, dapat diketahui bahwa secara total pihak yang hadir
dalam pemeriksaan persidangan tahap 1 sebanyak 2.232 pihak. Pada kategori Pemohon,
terdapat 61 pihak prinsipal dan 461 pihak kuasa hukum yang menghadiri pemeriksaan
persidangan tahap 1. Pada kategori Termohon, terdapat 308 pihak KPU dan 301 pihak kuasa
hukum yang hadir. Kemudian, pada kategori Pihak Terkait, terdapat 30 pihak prinsipal dan
495 pihak kuasa hukum yang hadir. Sementara itu, pada kategori Pemberi Keterangan,
pihak yang hadir sejumlah 576 pihak dari unsur Bawaslu. Pola kehadiran para pihak dalam
pemeriksaan persidangan tahap 1 ini sama dengan pola kehadiran pihak dalam sidang

pendahuluan.

" T ) Mahkamah Konstitusi Dalam Angka 2025 49



PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (N

UMUM KEPALA DAERAH

Tabel 2.24 Jumlah Pihak yang Hadir dalam Pleno Pengucapan
Putusan Tahap 1 Menurut Klasifikasi Para Pihak

m @ @)

Pemohon Prinsipal 35
Kuasa Hukum 268
Termohon KPU 208
Kuasa Hukum 230
Pihak Terkait Prinsipal x]
Kuasa Hukum 305
Pemberi Keterangan Bawaslu 331
Non Bawaslu 0

Berdasarkan Tabel 2.2.4, dapat diketahui bahwa secara total pihak yang hadir
dalam pengucapan putusan tahap 1 sebanyak 1.420 pihak. Pada kategori Pemohon,
terdapat 35 pihak prinsipal dan 268 pihak kuasa hukum yang menghadiri pengucapan
putusan tahap 1. Pada kategori Termohon, terdapat 208 pihak KPU dan 230 pihak kuasa
hukum yang hadir. Kemudian, pada kategori Pihak Terkait, terdapat 43 pihak prinsipal dan
305 pihak kuasa hukum yang hadir. Sementara itu, pada kategori Pemberi Keterangan,
pihak yang hadir sejumlah 331 pihak dari unsur Bawaslu. Meskipun jumlah pihak yang
hadir dalam pengucapan putusan tahap 1 ini tidak sebanding dengan jumlah pihak yang
hadir dalam sidang pendahuluan dan pemeriksaan persidangan tahap 1, tetapi pola
kehadirannnya tetap sama. Pada kategori Pemohon dan Termohon lebih banyak dihadiri

oleh kuasa hukum dan pada kategori Pemberi Keterangan seluruhnya dihadiri oleh

Bawaslu.
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Tabel 2.2.5 Jumlah Pihak yang Hadir dalam Pemeriksaan
Persidangan Tahap 2 Menurut Klasifikasi Para Pihak

m @ @)

Pemohon Prinsipal 5
Kuasa Hukum 109
Saksi/Ahli 137
Termohon KPU 60
Kuasa Hukum 68
Saksi/Ahli 130
Pihak Terkait Prinsipal 7
Kuasa Hukum 116
Saksi/Ahli 14
Pemberi Keterangan Bawaslu 119
Non Bawaslu 13

Berdasarkan Tabel 2.2.5, jumlah pihak yang hadir dalam pemeriksaan tahap 2
tercatat sebanyak 906 pihak. Jumlah ini sangat berbeda dengan jumlah pihak yang hadir
pada persidangan-persidangan sebelumnya karena beberapa perkara sudah diputus
dalam pengucapan putusan tahap 1. Perbedaan lainnya juga terlihat dari adanya saksi/ahli
serta Pemberi Ketrangan non Bawaslu yang hadir dalam persidangan ini. Pada kategori
Pemohon, total pihak yang hadir sejumlah 251 pihak. Kemudian, total pihak yang hadir
pada kategori Termohon dan Pihak Terkait masing-masing sejumlah 258 dan 265 pihak.
Sementara itu, pada kategori Pemberi Keterangan, total pihak yang hadir sejumlah 132

pihak.
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Tabel 2.2.6 Jumlah Pihak yang Hadir dalam Sidang Pleno
Pengucapan Putusan Tahap 2 Menurut Klasifikasi Para

Pihak
© MedfiesiPaaPhak  miahPhak

m @ 3)
Pemohon Prinsipal 4
Kuasa Hukum L)

Termohon KPU 28
Kuasa Hukum 37

Pihak Terkait Prinsipal 0
Kuasa Hukum 45

Pemberi Keterangan Bawaslu 40
Non Bawaslu 0

Berdasarkan Tabel 2.2.6, dapat diketahui bahwa secara total pihak yang hadir
dalam pengucapan putusan tahap 2 sebanyak 196 pihak. Pada kategori Pemohon,
terdapat 4 pihak prinsipal dan 42 pihak kuasa hukum yang menghadiri pengucapan
putusan tahap 2. Pada kategori Termohon, terdapat 28 pihak KPU dan 37 pihak kuasa
hukum yang hadir. Kemudian, pada kategori Pihak Terkait, terdapat 45 pihak kuasa hukum
yang hadir. Sementara itu, pada kategori Pemberi Keterangan, pihak yang hadir sejumlah
40 pihak dari unsur Bawaslu. Pola kehadiran para pihak dalam pengucapan putusan tahap

2 ini sama dengan pola kehadiran pihak dalam pengucapan putusan tahap 1.
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Tabel 2.2.7 Jumlah Alat Bukti Perkara PHPUKADA Menurut Panel
Sidang dan Klasifikasi Para Pihak

U] @ @) @) () (6)

Panel | 8636 521 4691 4665 23203
Panel Il 12581 4525 6696 6711 30513
Panel Il 6248 2569 5413 4981 1921

Berdasarkan Tabel 2.1.7, alat bukti yang digunakan dalam penanganan perkara
PHPUKADA tahun 2025 bersumber dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Pemberi
Keterangan (Bawaslu). Secara total terdapat 72.927 alat bukti yang terdiri dari 23.203 alat
bukti untuk Panel |, 30.513 alat bukti untuk Panel Il, dan 19.211 alat bukti untuk Panel Ill.
Pada Panel | terdapat 8.636 alat bukti dari Pemohon, 5.211 alat bukti dari Termohon, 4.691
alat bukti dari Pihak Terkait, dan 4.665 alat bukti dari Bawaslu. Sedangkan pada Panel ||
terdapat 12.581 alat bukti dari Pemohon, 4.525 alat bukti dari Termohon, 6.696 alat bukti
dari Pihak Terkait, dan 6.711 alat bukti dari Bawaslu. Sementara itu, pada Panel lll terdapat
6.248 alat bukti dari Pemohon, 2.569 alat bukti dari Termohon, 5.413 alat bukti dari Pihak
Terkait, dan 4.981 alat bukti dari Bawaslu.
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23 PUTUSAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH
Tabel 2.3.1 Jumlah Putusan Perkara PHPUKADA Menurut Jenis Amar
Putusan
C ensmarhwsn umhPusn
M [v)]
Dikabulkan 26
Ditolak 9
Tidak Dapat Diterima 232
Ditarik Kembali 29
Gugur 8
Tidak Berwenang 6

Berdasarkan Tabel 2.3.1, dari 310 perkara PHPUKADA yang diregistrasi tahun
2025, semuanya telah diputus melalui sidang pleno pengucapan putusan tahap 1 dan
sidang pleno pengucapan putusan tahap 2. Jika dirinci berdasarkan amar putusannya,
sebanyak 26 perkara atau 8,39 persen dikabulkan, 9 perkara atau 2,90 persen ditolak,
232 perkara atau 74,84 persen tidak dapat diterima, 29 perkara atau 9,35 persen ditarik
kembali, 8 perkara atau 2,58 persen gugur, dan 6 perkara atau 1,94 persen tidak berwenang.
Sebagian besar perkara diputus dengan amar putusan tidak dapat diterima karena
permohonan yang diajukan melewati tenggang waktu pengajuan, bukan dari pasangan
calon atau pemantau, kabur, atau tidak memenuhi ambang batas. Sementara itu, dari 26
perkara dengan amar dikabulkan, 24 perkara diantaranya mendapat perintah Mahkamah
untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Sementara itu, 2 perkara
lainnya terdiri dari 1 putusan yang memerintahkan untuk menyelenggarakan rekapitulasi
suara ulang dan 1 putusan lainnya memerintahkan untuk melakukan perbaikan diktum SK

KPU.
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24 PERMOHONAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM KEPALA DAERAH PASCA PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Tabel 2.4.1 Jumlah Permohonan Perkara PHPUKADA Pasca PSU
Menurut Jenis Pemohon dan Prosedur Pengajuan
Permohonan

(1) (2) (3) (4)

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil 0 1 1
Gubernur

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 8 n 19

Pasangan Calon Walikota dan Wakil 1 0 1
Walikota

Pemantau 1 0 1

Lain-lain 1 1 2

BerdasarkanTabel 2.4.1, dari beberapa perkara PHPUKADA dengan amar putusan
dikabulkan yang diperintahkan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Pemungutan
Suara Ulang (PSU), dapat diketahui bahwa jumlah permohonan perkara PHPUKADA pasca
PSU tahun 2025 sebanyak 24 permohonan. Dilihat berdasarkan prosedur pengajuannya,
11 permohonan atau 45,83 persen diajukan secara luring (offline), sedangkan 13 lainnya
atau 54,17 persen diajukan secara daring (online). Kemudian, jika dilihat berdasarkan jenis
pemohon, permohonan paling banyak diajukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil
Bupati, yaitu sebanyak 19 permohonan. Selanjutnya, kategori lain-lain mengajukan 2
permohonan. Sementara itu, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan
calon Walikota dan Wakil Walikota, serta Pemantau masing-masing mengajukan 1

permohonan.
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25 PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM KEPALA DAERAH PASCA PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Tabel 2.5.1 Jumlah Perkara PHPUKADA Pasca PSU yang Diregistrasi
Menurut Panel Sidang dan Klasifikasi Kepala Daerah

U} @) 3) (@) (5)

Panel | 0 9 0 9
Panel Il 1 5 1 7
Panel Ill 0 6 2 8

Berdasarkan Tabel 2.5.1, penanganan perkara PHPUKADA pasca PSU tahun 2025
dilaksanakan melalui tiga panel sidang, yaitu Panel |, Panel Il, dan Panel Ill. Dari total 24
perkara yang diregistrasi, perkara yang ditangani pada Panel | sebanyak 9 perkara atau
37,50 persen, semua perkara tersebut merupakan perkara PHPUKADA Bupati. Kemudian,
perkara yang ditangani pada Panel Il sebanyak 7 perkara atau 29,17 persen, terdiri dari
1 perkara PHPUKADA Gubernur, 5 perkara PHPUKADA Bupati, dan 1 perkara PHPUKADA
Walikota. Sementara itu, perkara yang ditangani pada Panel Ill sebanyak 8 perkara atau
33,33 persen, terdiri dari 6 perkara PHPUKADA Bupati dan 2 PHPUKADA Walikota.
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Tabel 2.5.2 Jumlah Alat Bukti Perkara PHPUKADA Pasca PSU
Menurut Panel Sidang dan Klasifikasi Para Pihak

U} @) @) (@) (5) (6)

Panel | 498 444 389 556 1887
Panel Il 473 262 480 474 1689
Panel Ill 759 289 a7 460 1925

Berdasarkan Tabel 2.4.2, secara total terdapat 5.501 alat bukti yang digunakan
dalam penanganan perkara PHPUKADA pasca PSU tahun 2025. Jumlah tersebut terdiri
dari 1.887 alat bukti untuk Panel |, 1.689 alat bukti untuk Panel Il, dan 1.925 alat bukti untuk
Panel lll. Pada Panel | terdapat 498 alat bukti dari Pemohon, 444 alat bukti dari Termohon,
389 alat bukti dari Pihak Terkait, dan 556 alat bukti dari Bawaslu. Sedangkan pada Panel
Il terdapat 473 alat bukti dari Pemohon, 262 alat bukti dari Termohon, 480 alat bukti dari
Pihak Terkait, dan 474 alat bukti dari Bawaslu. Sementara itu, pada Panel lll terdapat 759
alat bukti dari Pemohon, 289 alat bukti dari Termohon, 417 alat bukti dari Pihak Terkait, dan
460 alat bukti dari Bawaslu.
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2.6 PUTUSAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

KEPALA DAERAH PASCA PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Tabel 2.6.1 Jumlah Putusan Perkara PHPUKADA Pasca PSU Menurut

Jenis Amar Putusan

U] @)

Dikabulkan 1
Ditolak 2
Tidak Dapat Diterima 21
Ditarik Kembali 0
Gugur 0
Tidak Berwenang 0

Berdasarkan Tabel 2.6.1, dari 24 perkara PHPUKADA Pasca PSU yang diregistrasi

tahun 2025, semuanya telah diputus melalui sidang pleno pengucapan putusan tahap 1

dan sidang pleno pengucapan putusan tahap 2. Jiki dirinci berdasarkan amar putusannya,

sebanyak 1 perkara atau 4,17 persen dikabulkan, 2 perkara atau 8,33 persen ditolak, dan

21 perkara atau 87,50 persen tidak dapat diterima.
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Tabel 2.6.2 Rata-Rata Waktu Penyelesaian Perkara PHPUKADA
Menurut Jenis Amar Putusan

(M @)

Dikabulkan 32
Ditolak 29
Tidak Dapat Diterima 19
Ditarik Kembali 19
Gugur 19
Tidak Berwenang 19

Berdasarkan Tabel 2.6.2, rata-rata waktu penyelesaian perkara PHPUKADA
secara keseluruhan adalah 21 hari. Jika ditinjau berdasarkan jenis amar putusan, terdapat
variasi durasi penyelesaian perkara. Perkara yang dikabulkan memiliki rata-rata waktu
penyelesaian paling lama, yaitu 32 hari. Hal ini dikarenakan perkara tersebut harus melalui
tahap pemeriksaan persidangan tahap 2 sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama
sampai akhirnya dibacakan putusannya pada sidang pleno pengucapan putusan tahap
2. Kemudian, perkara dengan amar ditolak juga diselesaikan dalam rata-rata waktu yang
cukup lama, yaitu 29 hari. Hal ini juga terjadi karena beberapa perkara dengan amar
putusan tersebut harus melalui pemeriksaan persidangan tahap 2. Sementara itu, perkara
yang tidak dapat diterima, ditarik kembali, gugur, dan dinyatakan tidak berwenang

masing-masing memiliki rata-rata waktu penyelesaian 19 hari.
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Terdapat 1 permohonan perkara SKLN yang
ditangani Mahkamah pada tahun 2025.
Permohonan ini berkaitan dengan sengketa

antara Lembaga Pengawas Reformasi
Indonesia Kalimantan Selatan dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Banjarbaru. Permohonan tersebut
diajukan secara daring (online) oleh Lembaga Pengawas Reformasi Indonesia Kalimantan Selatan. Permohonan
ini kemudian diregistrasi di e-BRPK dengan nomor perkara 1/SKLN-XXI11/2025 untuk kemudian ditangani oleh
Mahkamah.

Sosozgmo

Tahap Persidangan:

@ Pemeriksaan Pendahuluan |

@ Pemeriksaan Pendahuluan If (Perbaikan Permohonan)
@ Pemeriksaan Persidangan

@ Sidang Pleno Pengucapan Putusan

Pihak yang hadir dalam persidangan perkara SKLN hanya pihak Pemohon. Sidang Pemeriksaan Pendahuluan
I dihadiri oleh 1 orang prinsipal dan 2 orang kuasa hukum Pemohon. Dalam persidangan tersebut, dilakukan
konfirmasi pencabutan perkara sehingga tidak dilanjutkan ke tahapan Perbaikan Permohonan dan dilanjut-
kan ke Sidang Pleno Pengucapan Putusan. Sidang Pleno Pengucapan Putusan dihadiri oleh pihak kuasa
hukum Pemohon, yakni sebanyak 2 orang. Dalam persidangan tersebut, perkara 1/SKLN-XXI11/2025 diputus
dengan amar Ditarik Kembali. Lama penyelesaian dan rata-rata waktu penyelesaian perkara SKLN adalah 23
hari kerja.






BAB Il

SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA

1. Data penanganan yang 9.  Lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau
dikompilasikan time  reference termohon dalam perkara sengketa kewenangan

perkara konstitusi

menggunakan

(referensi waktu) putusan perkara setahun terakhir
atau perkara yang ditangani dalam setahun
terakhir, yakni pada 1 Januari s.d. 31 Desember
2025. Dengan ini, perkara dalam proses yang lalu
(perkara dari tahun-tahun sebelumnya yang masih
dalam proses dan belum dijatuhkan putusan) juga
dikumpulkan datanya.

Lembaga Negara adalah lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara
adalah kewenangan yang dapat berupa wewenang/
hak dan tugas/kewajiban lembaga negara yang
diberikan oleh UUD 1945.

konstitusional lembaga negara adalah sebagai
berikut:

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);

Dewan Perwakilan Daerah (DPD);

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
Presiden;

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
Pemerintahan Daerah (Pemda); atau
Lembaga negara lain yang kewenangannya
diberikan oleh UUD 1945.

Mahkamah Agung (MA) tidak dapat menjadi pihak,
baik sebagai pemohon ataupun termohon dalam
sengketa kewenangan teknis peradilan (yustisial).

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara 10. Penjelasan tambahan

adalah perselisihan atau perbedaan pendapat yang a.  Pemohon dan/atau termohon dapat
berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan antara didampingi atau diwakili oleh kuasa
dua atau lebih lembaga negara. Kewenangan hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus
yang dipersengketakan adalah kewenangan yang untuk itu.

diberikan atau ditentukan oleh UUD 1945. b. ~ Dalam hal pemohon dan/atau termohon
Para pihak dalam perkara SKLN adalah sebagai didampingi oleh selain kuasanya, pemohon
berikut. dan/atau termohon harus membuat surat
a.  Pemohon; keterangan yang khusus untuk itu.

b.  Termohon; dan ¢.  Surat kuasa khusus dan surat keterangan
¢.  PihakTerkait. khusus harus ditunjukkan dan diserahkan
Pemohon adalah lembaga negara yang kepada Mahkamah.

menganggap  kewenangan  konstitusionalnya  11.  Prosedur pengajuan permohonan adalah
diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau mekanisme penyerahan berkas permohonan
dirugikan oleh lembaga negara yang lain. Pemohon perkara konstitusi yang diajukan oleh Pemohon
harus mempunyai kepentingan langsung terhadap kepada Mahkamah yang dapat dilakukan secara
kewenangan yang dipersengketakan. elektronik atau secara fisik. Pengajuan permohonan
Termohon adalah lembaga negara yang dianggap secara fisik disebut juga luring (offline), sementara
telah mengambil, mengurangi, menghalangi, itu pengajuan permohonan secara elektronik
mengabaikan, dan/atau merugikan pemohon. disebut sebagai daring (online).

Pihak Terkait adalah pihak yang diminta oleh ~ 12.  Nomor Permohonan adalah kode unik yang

Mahkamah untuk memberikan keterangan dan/
atau mengajukan alat bukti lainnya.

diberikan kepada setiap surat permohonan perkara
konstitusi yang diajukan oleh pemohon sebagai
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tanda bukti bahwa surat permohonan telah diterima
dan dicatat untuk pertama kalinya dalam Buku
Pengajuan Permohonan Pemohon (e-BP3).

Status Registrasi Perkara adalah status
administratif akhir dari sebuah permohonan
perkara konstitusi yang apabila telah memenuhi
syarat formil dan materiil permohonan akan dicatat
dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik
(e-BRPK). Permohonan yang tidak dicatat dalam
e-BRPK karena tidak memenuhi persyaratan sesuai
jangka waktu yang ditetapkan memiliki status tidak
diregistrasi. Sedangkan Permohonan yang telah
memenuhi persyaratan akan dicatat dalam e-BRPK
memiliki status diregistrasi.

Tanggal Registrasi adalah tanggal ketika suatu
perkara konstitusi diterima dan dicatat dalam Buku
Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).
Nomor Perkara adalah kode unik yang diberikan
kepada setiap perkara konstitusi yang diajukan oleh
pemohon dan telah dicatat dalam Buku Registrasi
Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).

Persidangan perkara SKLN dilaksanakan melalui:

a.  Pemeriksaan Pendahuluan;

b.  Pemeriksaan Persidangan; dan

¢.  Pengucapan Putusan.

Pemeriksaan Pendahuluan adalah sidang yang
dilaksanakan untuk beberapa hal sebagai berikut:
a.  memeriksa kelengkapan permohonan;

b.  meminta penjelasan Pemohon tentang

materi  permohonan  yang  mencakup
kewenangan ~ Mahkamah,  kedudukan
hukum (legal standing) Pemohon, dan pokok
permohonan;

¢ wajib memberi nasihat kepada Pemohon,
baik mengenai kelengkapan administrasi,
materi permohonan, maupun pelaksanaan
tertib persidangan;

d.  wajib mendengar keterangan Termohon
dalam hal adanya permohonan untuk
menghentikan ~ sementara  pelaksanaan
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21.

22.

kewenangan yang dipersengketakan;

e.  memeriksa kelengkapan alat-alat bukti yang
telah dan akan diajukan oleh Pemohon.

Pemeriksaan Persidangan adalah sidang yang

dilaksanakan untuk beberapa hal sebagai berikut:

a.  memeriksa  materi permohonan yang
diajukan Pemohon;

b.  mendengarkan  keterangan
tanggapan Termohon;

¢.  memeriksa dan mengesahkan alat bukti
tertulis maupun alat bukti lainnya, baik yang
diajukan oleh Temohon, Termohon, maupun
oleh Pihak Terkait langsung;

d.  mendengarkan keterangan pihak-pihak
terkait apabila ada dan/atau diperlukan
oleh Mahkamah, baik Pihak Terkait yang
mempunyai kepentingan langsung maupun
kepentingan yang tidak langsung;

e.  mendengarkan keterangan Ahli dan Saksi,
baik yang diajukan oleh pemohon maupun
oleh termohon.

Alat Bukti dalam perkara PUU berupa:

a.  suratatau tulisan;

b.  keterangan para pihak;

¢ keterangan ahli;

d.  keterangan saksi;

e

f.

dan/atau

keterangan pihak lain;

alat bukti lain; dan/atau
g.  petunjuk.
Pengucapan Putusan Mahkamah adalah sidang
yang dilaksanakan untuk mengucapkan putusan,
termasuk ketetapan oleh Mahkamah dalam Sidang
Pleno terbuka untuk umum.
Status Putusan Perkara adalah perkembangan
penanganan suatu perkara, terkait dengan perkara
dalam proses atau telah melalui seluruh tahapan
persidangan dan telah diucapkan putusan akhirnya
oleh Mahkamah.
Putusan Mahkamah adalah vonis majelis hakim
untuk menyelesaikan suatu perkara konstitusi yang



23.

24,

25.

diajukan oleh Pemohon dan telah dicatat dalam Buku

Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik, diperiksa

dan diputuskan dalam RPH, serta diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum, termasuk ketetapan.

Putusan Mahkamah digolongkan menjadi beberapa

jenis amar putusan sebagai berikut:

a.  Dikabulkan: dalam hal Permohonan
beralasan menurut hukum, Mahkamah
menyatakan Permohonan dikabulkan.

b.  Ditolak: dalam hal Permohonan tidak
beralasan menurut hukum, Mahkamah
menyatakan Permohonan ditolak.

¢.  Tidak Dapat Diterima: dalam hal Pemohon
dan/atau Permohonannya tidak memenuhi
syarat formil permohonan, Mahkamah
menyatakan  Permohonan tidak dapat
diterima.

d.  Ditarik Kembali: dalam hal Pemohon
mengajukan penarikan atau pencabutan
Permohonan paling lama sebelum perkara
diputus oleh Mahkamah.

e.  Gugur: dalam hal Pemohon dan/atau kuasa
hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan
Pendahuluan tanpa alasan yang sah
meskipun telah dipanggil secara sah dan
patut, Mahkamah menyatakan Permohonan
qugur.

. Tidak Berwenang: dalam hal Permohonan
bukan merupakan kewenangan Mahkamah.

Tanggal Putusan adalah tanggal saat Mahkamah

membacakan putusan untuk suatu perkara

konstitusi.

Lama Penyelesaian Perkara adalah lama waktu

yang diperlukan dalam menyelesaikan satu perkara

konstitusi sejak perkara diregistrasi sampai putusan
dibacakan.

Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah, yaitu hari

Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur

resmi yang ditetapkan oleh pemerintah.

PENJELASAN TEKNIS
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3.1 PERMOHONAN PERKARA SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA
NEGARA
Tabel 3.1.1 Jumlah Permohonan Perkara SKLN Menurut Prosedur

Pengajuan Permohonan dan Status Registrasi

M @) @) ()

Luring (offline) 0 0 0

Daring (online)

Berdasarkan Tabel 3.1.1, hanya terdapat 1 permohonan perkara Sengketa

Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) yang ditangani Mahkamah Konstitusi pada tahun
2025. Permohonan ini berkaitan dengan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara
Lembaga Pengawas Reformasi Indonesia Kalimantan Selatan dengan Sentra Penegakan
Hukum Terpadu Kota Banjarbaru. Permohonan tersebut diajukan secara daring (online)

oleh Lembaga Pengawas Reformasi Indonesia Kalimantan Selatan.
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3.2 PENANGANAN PERKARA SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA
NEGARA
Tabel 3.2.1 Jumlah Perkara SKLN yang Diregistrasi Menurut Status
Putusan
(1 @
Diputus 1

Belum Diputus

Berdasarkan Tabel 3.2.1, 1 permohonan perkara SKLN yang diajukan pada tahun
2025 telah diregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).
Perkara tersebut juga telah diputus dalam sidang pleno pengucapan putusan. Dengan
demikian, seluruh perkara SKLN yang ditangani Mahkamah Konstitusi tahun 2025 telah

berhasil diselesaikan pada tahun yang sama.
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Tabel 3.2.2 Jumlah Pemohon yang Hadir dalam Pemeriksaan
Pendahuluan | Menurut Klasifikasi Pemohon

m @)

Prinsipal 1

Kuasa Hukum 2

Berdasarkan Tabel 3.2.2, tercatat total 3 pemohon yang hadir dalam pemeriksaan
pendahuluan | penanganan perkara SKLN tahun 2025. Dari jumlah tersebut, 1 pemohon
atau 33,33 persen merupakan pemohon prinsipal yang hadir secara langsung, sedangkan
2 pemohon atau 66,67 persen lainnya merupakan kuasa hukum yang mendampingi
pemohon. Dalam persidangan ini, pemohon melakukan konfirmasi pencabutan
permohonan, sehingga persidangan tidak dilanjutkan dalam tahap pemeriksaan

pendahuluan Il (perbaikan permohonan) dan pemeriksaan persidangan.
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Tabel 3.2.3 Jumlah Pemohon yang Hadir dalam Pemeriksaan
Pendahuluan Il (Perbaikan Permohonan) Menurut
Klasifikasi Pemohon

m @)

Prinsipal

Kuasa Hukum -
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Tabel 3.2.4 Jumlah Pihak yang Hadir dalam Pemeriksaan
Persidangan Menurut Klasifikasi Para Pihak

m () 3)

Pemohon Prinsipal -
Kuasa Hukum =
Saksi/Ahli =
Termohon Prinsipal -
Kuasa Hukum =
Saksi/Ahli -
Pihak Terkait Prinsipal -
Kuasa Hukum =

Saksi/Ahli ;
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Tabel 3.2.5 Jumlah Pihak yang Hadir dalam Sidang Pleno
Pengucapan Putusan Menurut Klasifikasi Para Pihak

m @ @)

Pemohon Prinsipal 0
Kuasa Hukum 2
Termohon Prinsipal 0
Kuasa Hukum 0
Pihak Terkait Prinsipal 0
Kuasa Hukum 0

Berdasarkan Tabel 3.2.5, pihak yang hadir dalam sidang pleno pengucapan
putusan penanganan perkara SKLN tahun 2025 berjumlah 2 pihak. Kedua pihak tersebut
merupakan kuasa hukum yang mewakili pemohon. Sementara itu, tidak terdapat
pemohon prinsipal yang hadir dalam persidangan ini, begitu juga dengan pihak Termohon

dan Pihak Terkait, baik sebagai prinsipal maupun kuasa hukum.
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Tabel 3.2.6 Jumlah Alat Bukti Perkara SKLN Menurut Klasifikasi Para
Pihak

m @)

Pemohon 8
Termohon 0
Pihak Terkait 0

Berdasarkan Tabel 3.2.6, alat bukti yang digunakan dalam penanganan perkara
SKLN tahun 2025 hanya bersumber dari Pemohon sejumlah 8 alat bukti. Sementara itu,
dari pihak lain, yaitu Termohon dan Pihak Terkait, tidak ada alat bukti yang digunakan
dalam proses persidangan. Hal ini terjadi karena persidangan perkara SKLN tersebut hanya

berjalan sampai pemeriksaan pendahuluan | yang masih melibatkan pihak Pemohon saja.
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3.3 PUTUSAN PERKARA SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA
NEGARA
Tabel 3.3.1 Jumlah Putusan Perkara SKLN Menurut Jenis Amar
Putusan
C esmarhwsn umihPusn
(U] 0]
Dikabulkan 0
Ditolak 0
Tidak Dapat Diterima 0
Ditarik Kembali 1
Gugur 0
Tidak Berwenang

Berdasarkan Tabel 3.3.1, 1 perkara SKLN yang diregistrasi tahun 2025 telah
diputus melalui sidang pleno pengucapan putusan. Amar putusan untuk perkara tersebut
adalah ditarik kembali. Pemohon telah melakukan konfirmasi pencabutan permohonan
pada pemeriksaan pendahuluan I. Pencabutan tersebut dilakukan dengan alasan
pemohon telah mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Banjarbaru terkait dengan
penetapan status tersangka terhadap pemohon dan pemohon juga telah mengajukan

permohonan pengujian undang-undang terkait.
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Tabel 3.3.2 Rata-Rata Waktu Penyelesaian Perkara SKLN Menurut
Jenis Amar Putusan

m @

Dikabulkan 0
Ditolak 0
Tidak Dapat Diterima 0
Ditarik Kembali 23
Gugur 0
Tidak Berwenang 0

Berdasarkan Tabel 3.3.2, perkara SKLN dengan amar putusan ditarik kembali
membutuhkan waktu 23 hari untuk menyelesaikannya. Waktu penyelesaian ini cukup
cepat karena perkara tersebut hanya melalui sidang pemeriksaan pendahuluan | dan
sidang pleno pengucapan putusan. Mengingat hanya ada 1 perkara SKLN yang ditangani
pada tahun 2025 dengan amar putusan ditarik kembali, sehingga secara keseluruhan rata-

rata waktu penyelesaian perkara SKLN pada tahun 2025 juga 23 hari.
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+ Jumlah Perkara Konstitusi yang Diregistrasi
‘ Menurut Jenis Perkara Konstitusi )

PUU
366
(52,21%) SKIN

A ottt (o,|l4%)
101
perkara N .PHP;’;?DA
(47,65%)

Perkara konstitusi yang ditangani sepanjang 2025
yang telah diregistrasi adalah sebanyak 701 perka-
ra. Perkara PUU adalah jenis perkara konstitusi
yang paling banyak diregistrasi, yakni sebanyak
366 perkara (52,21 persen).

PUU
o = = o3752%)

SKLN
o==o (014%)

rd

85,31%

PHPUKADA
e = = o (4765%)

Dari seluruh perkara konstitusi yang ditangani
sepanjang 2025, sebanyak 85,31 persen telah
diputus oleh Mahkamah. Sedangkan 14,69 persen
sisanya masih belum diputus sehingga akan
ditangani pada tahun selanjutnya.

e e e e e e e e e e e

PUU
cee, B
(43,98%) SKLN

598 /’. T om
o--o 34
(55,85%)

Perkara konstitusi yang diputus sepanjang 2025
mencapai 598 perkara. Putusan perkara paling
banyak disumbangkan oleh perkara PHPUKADA,
yakni sebanyak 334 perkara (55,85 persen).

-
PHPUKADA - 21

Rata-rata waktu penyelesaian perkara konstitusi
secara keseluruhan adalah 42 hari kerja. Jenis
perkara yang memiliki rata-rata waktu penyelesa-
ian paling lama adalah perkara PUU. Hal ini dapat
terjadi karena pemeriksaan persidangan dalam
perkara PUU memerlukan proses yang cenderung
lebih panjang sehingga harus melalui beberapa
kali persidangan.






BAB IV

PERKARA KONSTITUSI
Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).
Nomor Perkara adalah kode unik yang diberikan

1. Data penanganan perkara konstitusi yang
dikompilasikan menggunakan time reference 5.

(referensi waktu) putusan perkara setahun terakhir
atau perkara yang ditangani dalam setahun
terakhir, yakni pada 1 Januari s.d. 31 Desember
2025. Dengan ini, perkara dalam proses yang lalu
(perkara dari tahun-tahun sebelumnya yang masih
dalam proses dan belum dijatuhkan putusan) juga
dikumpulkan datanya.
Jenis Perkara Konstitusi adalah macam
persoalan yang berkaitan dengan ketentuan dan
aturan tentang ketatanegaraan (undang-undang
dasar dan sebagainya) yang menjadi kewenangan
lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang
berkenaan dengan konstitusi.  Jenis perkara
konstitusi sebagaimana kewenangan Mahkamah
Konstitusi yang telah dijelaskan sebelumnya, yakni:
a.  pengujian undang-undang (PUU)
b.  sengketa kewenangan kembaga negara
(SKLN)
¢.  perselisihan hasil pemillihan umum (PHPU)
d.  pemakzulan (pendapat DPR)
e.  pembubaran partai politik
f. perselisihan  hasil pemilihan  Gubernur,
Bupati, dan Walikota (PHPUKADA)
Status Registrasi Perkara adalah status
administratif akhir dari sebuah permohonan
perkara konstitusi yang apabila telah memenuhi
syarat formil dan materiil permohonan akan dicatat
dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik
(e-BRPK). Permohonan yang tidak dicatat dalam
e-BRPK karena tidak memenuhi persyaratan sesuai
jangka waktu yang ditetapkan memiliki status tidak
diregistrasi. Sedangkan Permohonan yang telah
memenuhi persyaratan akan dicatat dalam e-BRPK
memiliki status diregistrasi.
Tanggal Registrasi adalah tanggal ketika suatu
perkara konstitusi diterima dan dicatat dalam Buku

kepada setiap perkara konstitusi yang diajukan oleh

pemohon dan telah dicatat dalam Buku Registrasi

Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).

Pengucapan Putusan Mahkamah adalah sidang

yang dilaksanakan untuk mengucapkan putusan,

termasuk ketetapan oleh Mahkamah dalam Sidang

Pleno terbuka untuk umum.

Status Putusan Perkara adalah perkembangan

penanganan suatu perkara, terkait dengan perkara

dalam proses atau telah melalui seluruh tahapan
persidangan dan telah diucapkan putusan akhirnya
oleh Mahkamah.

Putusan Mahkamah adalah vonis majelis hakim

untuk menyelesaikan suatu perkara konstitusi yang

diajukan oleh Pemohon dan telah dicatat dalam Buku

Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik, diperiksa

dan diputuskan dalam RPH, serta diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum, termasuk ketetapan.

Putusan Mahkamah digolongkan menjadi beberapa

jenis amar putusan sebagai berikut:

a.  Dikabulkan: dalam hal  Permohonan
beralasan menurut hukum, Mahkamah
menyatakan Permohonan dikabulkan.

b.  Ditolak: dalam hal Permohonan tidak
beralasan menurut hukum, Mahkamah
menyatakan Permohonan ditolak.

¢.  Tidak Dapat Diterima: dalam hal Pemohon
dan/atau Permohonannya tidak memenuhi
syarat formil permohonan, Mahkamah
menyatakan ~ Permohonan tidak dapat
diterima.

d.  Ditarik Kembali: dalam hal Pemohon
mengajukan penarikan atau pencabutan
Permohonan paling lama sebelum perkara
diputus oleh Mahkamah.

e.  Gugur: dalam hal Pemohon dan/atau kuasa
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hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan
Pendahuluan tanpa alasan yang sah
meskipun telah dipanggil secara sah dan
patut, Mahkamah menyatakan Permohonan
qugur.
. Tidak Berwenang: dalam hal Permohonan
bukan merupakan kewenangan Mahkamah.
Tanggal Putusan adalah tanggal saat Mahkamah
membacakan putusan untuk suatu perkara
konstitusi.
Lama Penyelesaian Perkara adalah lama waktu
yang diperlukan dalam menyelesaikan satu perkara
konstitusi sejak perkara diregistrasi sampai putusan
dibacakan.
Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah, yaitu hari
Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur
resmi yang ditetapkan oleh pemerintah.
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4.1 PENANGANAN PERKARA KONSTITUSI

Tabel 4.1.1 Jumlah Perkara Konstitusi yang Diregistrasi Menurut
Jenis Perkara Konstitusi

M @)

Pengujian Undang-Undang 366
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara 1
Perselisihan Hasil Pemillihan Umum 0
Pendapat DPR (Pemakzulan) 0
Pembubaran Partai Politik 0

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah

Berdasarkan Tabel 4.1.1, secara keseluruhan jumlah perkara konstitusi yang telah
diregistrasi dan ditangani pada tahun 2025 adalah 701 perkara. Jumlah tersebut terdiri
dari perkara Pengujian Undang-Undang (PUU), Sengketa Kewenangan Lembaga Negara
(SKLN), dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPUKADA). Perkara PUU
masih mendominasi keseluruhan perkara yang telah diregistrasi dan ditangani Mahkamah
Konstitusi pada tahun 2025, yaitu sejumlah 366 perkara. Meskipun demikian, pada tahun
ini jumlah perkara PHPUKADA yang diregistrasi juga tidak jauh berbeda dengan perkara
PUU, yaitu sebanyak 334 perkara. Di samping dua jenis perkara tersebut, Mahkamah
Konstitusi juga meregistrasi 1 perkara SKLN pada tahun 2025.
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4.2 PUTUSAN PERKARA KONSTITUSI

Tabel 4.2.1 Jumlah Putusan Perkara Konstitusi Menurut Jenis
Perkara Konstitusi dan Jenis Amar Putusan

M @) @) @) ) (6) @ ®)

Pengujian Undang-Undang 33 87 % Y] 5 0 263
Sengketa Kewenangan 0 0 0 1 0 0 .
Lembaga Negara

Perselisihan Hasil

Pemillihan Umum v v 0 0 0 0 0
Pendapat DPR

(Pemakzulan) v 0 0 0 0 0 0
Pembubaran Partai Politik 0 0 0 0 0 0 0
Perselisihan Hasil Pemilihan 57 " 2% 2 . . o

Umum Kepala Daerah

Berdasarkan Tabel 4.2.1, dari 701 perkara konstitusi yang ditangani Mahkamah
Konstitusi pada tahun 2025, 598 diantaranya telah berhasil diselesaikan dan diputus
melalui sidang pleno pengucapan putusan. Lebih dari setengah perkara konstitusi
yang berhasil diselesaikan, diputus dengan amar putusan tidak dapat diterima, yaitu
sebanyak 349 perkara atau 58,36 persen. Sementara itu, sebanyak 60 perkara atau 10,03
persen dikabulkan, 98 perkara atau 16,39 persen ditolak, 72 perkara atau 12,04 persen
ditarik kembali, 13 perkara atau 2,17 persen gugur dan 6 perkara atau 1,00 persen tidak

berwenang.
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Tabel 4.2.2 Distribusi Persentase Putusan Perkara Konstitusi
Menurut Jenis Perkara Konstitusi dan Jenis Amar
Putusan

U] 0] 3) @) () (6) U] ®)
Pengujian Undang-Undang 12.55 33.08 36.50 15.97 1.90 0.00 100.00

Sengketa Kewenangan

0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00
Lembaga Negara

Perselisihan Hasil

- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pemillihan Umum

Pendapat DPR

(Pemakzulan) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pembubaran Partai Politik 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Perselisihan Hasil Pemilihan

8.08 3.29 75.75 8.68 240 1.80 100.00
Umum Kepala Daerah

Berdasarkan Tabel 4.2.2, distribusi persentase amar putusan pada perkara
Pengujian Undang-Undang (PUU) paling banyak yaitu putusan dengan amar tidak dapat
diterima sebesar 36,50 persen, sedangkan paling sedikit yaitu putusan dengan amar tidak
berwenang sebesar 0,00 persen. Begitu juga pada perkara Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Kepala Daerah (PHPUKADA), persentase paling banyak yaitu putusan dengan amar
tidak dapat diterima sebesar 75,75 persen dan paling sedikit yaitu putusan dengan amar
tidak berwenang sebesar 1,80 persen. Sementara itu, pada perkara Sengketa Kewenangan
Lembaga Negara (SKLN), 100,00 persen perkara yang berhasil diselesaikan diputus dengan

amar putusan ditarik kembali.
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Tabel 4.2.3 Persentase Perkara Konstitusi yang Diputus Menurut
Jenis Perkara Konstitusi

(U] @)

Pengujian Undang-Undang 31.52
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara 0.14
Perselisihan Hasil Pemillihan Umum 0
Pendapat DPR (Pemakzulan) 0
Pembubaran Partai Politik 0
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah 47.65

Berdasarkan Tabel 4.2.3, persentase perkara konstitusi yang diputus pada tahun
2025 sebesar 85,31 persen. Dari persentase tersebut, perkara Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Kepala Daerah (PHPUKADA) menyumbang paling banyak, yaitu sebesar 47,65
persen, sedangkan perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) menyumbang sebesar 37,52
persen. Sementara itu, perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) hanya

menyumbang 0,14 persen karena hanya terdapat 1 putusan pada perkara tersebut.
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Tabel 4.2.4 Rata-Rata Waktu Penyelesaian Perkara Konstitusi
Menurut Jenis Perkara Konstitusi

(U} @)

Pengujian Undang-Undang 69
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara 23
Perselisihan Hasil Pemillihan Umum 0
Pendapat DPR (Pemakzulan) 0
Pembubaran Partai Politik 0

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah

Berdasarkan Tabel 4.2.4, rata-rata waktu penyelesaian perkara konstitusi secara
keseluruhan adalah 42 hari. Jika ditinjau berdasarkan jenis perkara konstitusi, terdapat
variasi durasi penyelesaian perkara. Perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) memiliki
rata-rata waktu penyelesaian paling lama, yaitu 69 hari. Sementara itu, perkara Sengketa
Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala
Daerah (PHPUKADA) memiliki rata-rata waktu penyelesaian yang hampir sama, yaitu 23
hari dan 21 hari.

o0® 83

Mahkamah Konstitusi Dalam Angka 2025






LAMPIRAN







D HAMPIRAN

Lampiran 1 Permohonan Perkara PUU

(U] @ @) @) (5)
1 125/PUU/PAN.MK/AP3/09/2023  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum
2 164/PUU/PAN.MK/AP3/11/2023  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum
3 173/PUU/PAN.MK/AP3/12/2023  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional
4 177/PUU/PAN.MK/AP3/12/2023  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan,
Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai
Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota
Bontang sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 47 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Nunukan,  Kabupaten  Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai
Timur, dan Kota Bontang
5 7/PUU/PAN.MK/AP3/01/2024 Pengujian Materiil  Undang-Undang Online Materiil
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris
6 10/PUU/PAN.MK/AP3/01/2024  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 1Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah
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7 21/PUU/PAN.MK/AP3/02/2024  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 1Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah

8  23/PUU/PAN.MK/AP3/02/2024  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 1Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah

9 42/PUU/PAN.MK/AP3/03/2024  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan

10 37/PUU/PAN.MK/AP3/03/2024  Pengujian Materiil Undang Undang Online Materiil
Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan

11 31/PUU/PAN.MK/AP3/02/2024  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum

12 58/PUU/PAN.MK/AP3/05/2024  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 9 Tahun 2010 tentang
Keprotokolan

13 71/PUU/PAN.MK/AP3/06/2024  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2009 tentang Pertambangan Mineral
Dan Batubara

14 74/PUU/PAN.MK/AP3/06/2024  Pengujian Materiil Kitab Undang- Online Materiil
Undang Hukum Dagang
15 38/PUU/PAN.MK/AP3/03/2024  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris
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16 73/PUU/PAN.MK/AP3/06/2024  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor

Keuangan

17 75/PUU/PAN.MK/AP3/06/2024  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan
Perumahan Rakyat

18 77/PUU/PAN.MK/AP3/06/2024  Pengujian Materiil Undang-Undang Offline Materiil
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum

19 79/PUU/PAN.MK/AP3/06/2024  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil

Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa

20 83/PUU/PAN.MK/AP3/07/2024  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan
Perumahan Rakyat

21 90/PUU/PAN.MK/AP3/07/2024  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat

22 88/PUU/PAN.MK/AP3/07/2024  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil

Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

23 95/PUU/PAN.MK/AP3/07/2024  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum

24 100/PUU/PAN.MK/AP3/07/2024  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil

Nomor 1Tahun 2024 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik

25 102/PUU/PAN.MK/AP3/07/2024  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil

Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa
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26 106/PUU/PAN.MK/AP3/07/2024  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan
27 103/PUU/PAN.MK/AP3/07/2024  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil

Nomor 37 Tahun 2004 tentang

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang

28 108/PUU/PAN.MK/AP3/08/2024  Pengujian Materiil Kitab Undang- Offline Materiil

Undang Hukum Pidana dan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 11Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik

29 115/PUU/PAN.MK/AP3/09/2024  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara

30 117/PUU/PAN.MK/AP3/09/2024  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil

Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan dan Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia
31 123/PUU/PAN.MK/AP3/09/2024  Pengujian Materiil Peraturan Online Materiil
Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitya
Urusan Piutang Negara
32 128/PUU/PAN.MK/AP3/09/2024  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
33 133/PUU/PAN.MK/AP3/09/2024  Pengujian  Formil ~ Undang-Undang Online Formil
Nomor 32 Tahun 2024 tentang
Perubahan  Atas  Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
dan Ekosistemnya
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34 130/PUU/PAN.MK/AP3/09/2024  Pengujian Materiil Undang-Undang Offline Materiil
Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

35  132/PUU/PAN.MK/AP3/09/2024  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan
Perumahan Rakyat

36 135/PUU/PAN.MK/AP3/09/2024  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum dan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang
37 138/PUU/PAN.MK/AP3/09/2024  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
38 118/PUU/PAN.MK/AP3/09/2024  Pengujian Materiil Undang-Undang Offline Materiil
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana

39 140/PUU/PAN.MK/AP3/09/2024  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan  Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan PerUndang-
Undangan

" T ) Mahkamah Konstitusi Dalam Angka 2025 91



LAMPIRAN

Lanjutan Lampiran 1

U] @ @) ) )

40  145/PUU/PAN.MK/AP3/10/2024  Pengujian Materiil Undang-Undang Offline Materiil
Nomor 20 Tahun 1999 tentang
Pengesahan llo Convention Nomor
138 Concerning Minimum Age For
Admission To Employment (Konvensi
llo Mengenai Usia Minimum untuk
Diperbolehkan  Bekerja);  Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan
sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang  Perkawinan  sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perbahan Atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana

41 146/PUU/PAN.MK/AP3/10/2024  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Pencegahan  dan  Pemberantasan
Perusakan Hutan sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan  Peraturan  Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Ketja menjadi
Undang-Undang

42 141/PUU/PAN.MK/AP3/09/2024  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
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43 125/PUU/PAN.MK/AP3/09/2024  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

44 139/PUU/PAN.MK/AP3/09/2024  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil

Nomor 27 Tahun 2022 tentang
Pelindungan Data Pribadi
45 147/PUU/PAN.MK/AP3/10/2024  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan
46  148/PUU/PAN.MK/AP3/10/2024  Pengujian Material Undang-Undang Online Materiil
Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 1Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan ~ Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota Menjadi Undang-Undang
47 149/PUU/PAN.MK/AP3/10/2024  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 1Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan  Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota Menjadi Undang-Undang
48 150/PUU/PAN.MK/AP3/10/2024  Pengujian Materiil Undang Undang Online Materiil
Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor

Keuangan

49 151/PUU/PAN.MK/AP3/10/2024  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan
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50  152/PUU/PAN.MK/AP3/10/2024  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan ~ Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah
51 155/PUU/PAN.MK/AP3/11/2024  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
52 153/PUU/PAN.MK/AP3/10/2024  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan ~ juncto  Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara
53 156/PUU/PAN.MK/AP3/11/2024  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
54 154/PUU/PAN.MK/AP3/11/2024  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
juncto  Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi
55 157/PUU/PAN.MK/AP3/11/2024  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen
56  160/PUU/PAN.MK/AP3/11/2024  Pengujian Materiil Undang-Undang Offline Materiil
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
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57 158/PUU/PAN.MK/AP3/11/2024  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan ~ Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah
58  159/PUU/PAN.MK/AP3/11/2024  Pengujian Materiil Undang-Undang Offline Materiil
Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan  Atas  Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan PerUndang-
Undangan
59  161/PUU/PAN.MK/AP3/11/2024  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 37 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi

60  162/PUU/PAN.MK/AP3/11/2024  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum

61  163/PUU/PAN.MK/AP3/11/2024  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil

Nomor 28 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan dan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002
tentang Pengadilan Pajak
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62 164/PUU/PAN.MK/AP3/11/2024  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan ~ Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah; dan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
63 165/PUU/PAN.MK/AP3/11/2024  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana

64  167/PUU/PAN.MK/AP3/12/2024  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan

65  168/PUU/PAN.MK/AP3/12/2024  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum

66  169/PUU/PAN.MK/AP3/12/2024 ~ Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil

Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 1Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan ~ Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota Menjadi Undang-Undang
67  170/PUU/PAN.MK/AP3/12/2024  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan
68  171/PUU/PAN.MK/AP3/12/2024  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan
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69  172/PUU/PAN.MK/AP3/12/2024  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum
70 174/PUU/PAN.MK/AP3/12/2024  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil

Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
71 176/PUU/PAN.MK/AP3/12/2024  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Perubahan  Atas  Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia

72 177/PUU/PAN.MK/AP3/12/2024  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan

73 178/PUU/PAN.MK/AP3/12/2024  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil

Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi
dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2006 tentang Bantuan Timbal Balik
Dalam Masalah Pidana
74 179/PUU/PAN.MK/AP3/12/2024  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil

Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Pencegahan  dan  Pemberantasan
Perusakan Hutan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan ~ Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang

75  180/PUU/PAN.MK/AP3/12/2024  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan

76 182/PUU/PAN.MK/AP3/12/2024  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil

Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
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77 183/PUU/PAN.MK/AP3/12/2024  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara

78 166/PUU/PAN.MK/AP3/12/2024  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 21 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor
3Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

79 175/PUU/PAN.MK/AP3/12/2024  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan

80  173/PUU/PAN.MK/AP3/12/2024  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil

Nomor 1Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik
81  181/PUU/PAN.MK/AP3/12/2024  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 36 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
Pajak  Penghasilan dan  Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
82 184/PUU/PAN.MK/AP3/12/2024  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batu Bara
83 1/PUU/PAN.MK/AP3/01/2025 Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan
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84 2/PUU/PAN.MK/AP3/01/2025 Pengujian  Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 1Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan  Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
85  3/PUU/PAN.MK/AP3/01/2025 Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

86  4/PUU/PAN.MK/AP3/01/2025 Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan

87 5/PUU/PAN.MK/AP3/01/2025 Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi

88  6/PUU/PAN.MK/AP3/01/2025 Pengujian  Materiil Undang-Undang Online Materiil

Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan  Peraturan  Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang

89  7/PUU/PAN.MK/AP3/01/2025 Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum

90  8/PUU/PAN.MK/AP3/01/2025 Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil

Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman
91 9/PUU/PAN.MK/AP3/01/2025 Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia
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92 10/PUU/PAN.MK/AP3/02/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara

93 11/PUU/PAN.MK/AP3/02/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan
Produk Halal

94 12/PUU/PAN.MK/AP3/02/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum

95  13/PUU/PAN.MK/AP3/02/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara

96 14/PUU/PAN.MK/AP3/02/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil

Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan

97 15/PUU/PAN.MK/AP3/02/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara

98  16/PUU/PAN.MK/AP3/02/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil

Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia

99  17/PUU/PAN.MK/AP3/02/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan

100 18/PUU/PAN.MK/AP3/02/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil

Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia

101 19/PUU/PAN.MK/AP3/02/2025  Pengujian Materiil Kitab Undang- Online Materiil
Undang Hukum Pidana
102 20/PUU/PAN.MK/AP3/02/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia
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103 21/PUU/PAN.MK/AP3/02/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara
104 22/PUU/PAN.MK/AP3/02/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil

Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan PerUndang-
Undangan
105  23/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan PerUndang-
Undangan
106  24/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik dan Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan ~ Rayat,  Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah

107  25/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata
Uang

108  26/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil

Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara
109 27/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak
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110  28/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Perubahan  Atas  Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia
111 29/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

112 30/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
113 31/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil

Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara
114 32/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil

Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga

atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2003 tentang Mahkamah Konstitusi

115 33/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
116  34/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil

Nomor 1Tahun 2025 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang—Undang Nomor 19
Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara
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117 35/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 37 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi
118  36/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 1Tahun 2025 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang—Undang Nomor 19
Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara
119  37/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025  Pengujian Materil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 1Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan  Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota menjadi Undang-Undang
120 38/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia

121 39/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

122 40/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum

123 41/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara

124 42/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil

Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan ~ Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah
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125  43/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh
126  44/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil

Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara
127 45/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan ~ Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
128  46/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara

129  47/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi

130  48/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025  Pengujian  Formil ~ Undang-Undang Online Formil

Nomor 3 Tahun 2025 tentang

Perubahan  Atas  Undang-Undang

Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara

Nasional Indonesia

131 49/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil

Nomor 4 Tahun 2023 tentang

Pengembangan dan Penguatan Sektor

Keuangan
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132 50/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan ~ Rakyat, ~Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah
133 51/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Offline Materiil
Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan PerUndang-
Undangan
134 52/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Offline Materiil
Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial
135 53/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana
136 54/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan  Atas  Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik

137 55/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara

138 56/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025  Pengujian Formil dan Materiil Undang- Online Formil dan
Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Materiil

Perubahan  atas  Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia
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139 57/PUU/PAN.MK/AP3/04/2025

140  58/PUU/PAN.MK/AP3/04/2025

141 59/PUU/PAN.MK/AP3/04/2025

142 60/PUU/PAN.MK/AP3/04/2025

143 61/PUU/PAN.MK/AP3/04/2025

144 62/PUU/PAN.MK/AP3/04/2025

145 63/PUU/PAN.MK/AP3/04/2025
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Pengujian  Materiil Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Perubahan  Atas  Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia
Pengujian  Formil  Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara
Pengujian  Formil  Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara
Pengujian Materiil Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata
Pengujian  Materiil Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris; Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang
Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta
Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan
Tanah; dan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2011 tentang Rumah Susun
Pengujian  Materill Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
Pengujian Materiil Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

@
Online

Online

Online

Online

Online

Online

Offline

(5)
Materiil

Formil

Formil

Materiil

Materiil

Materiil

Materiil
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146 64/PUU/PAN.MK/AP3/04/2025  Pengujian Materiil Reglemen Acara Online Materiil
Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan
Madura (Reglement Tot Regeling Van
Het Rechtswezen In De Gewesten
Buiten Java En Madura (RBg) yang
diundangkan dan divalidasi dengan
Undang-Undang Darurat Nomor 1
Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan
Sementara Untuk Menyelenggarakan
Kesatuan Susunan Kekuasaan dan
Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil dan
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman

147  65/PUU/PAN.MK/AP3/04/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat

148  66/PUU/PAN.MK/AP3/04/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional dan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi
149 67/PUU/PAN.MK/AP3/04/2025  Pengujian  Formil ~Undang-Undang Online Formil
Nomor 3 Tahun 2025 tentang
Perubahan  Atas  Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia
150  68/PUU/PAN.MK/AP3/04/2025  Pengujian  Formil ~ Undang-Undang Online Formil
Nomor 3 Tahun 2025 tentang
Perubahan  atas  Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia
151 69/PUU/PAN.MK/AP3/04/2025  Pengujian  Formil ~ Undang-Undang Online Formil
Nomor 3 Tahun 2025 tentang
Perubahan  atas  Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia
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152 70/PUU/PAN.MK/AP3/04/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara

153 71/PUU/PAN.MK/AP3/04/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan

154 72/PUU/PAN.MK/AP3/04/2025  Pengujian  Formil ~ Undang-Undang Online Formil

Nomor 3 Tahun 2025 tentang
Perubahan  Atas  Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia
155 73/PUU/PAN.MK/AP3/04/2025  Pengujian  Formil ~Undang-Undang Online Formil

Nomor 3 Tahun 2025 tentang
Perubahan  Atas  Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia

156  74/PUU/PAN.MK/AP3/04/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan

157 75/PUU/PAN.MK/AP3/04/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan ~ Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja
158  76/PUU/PAN.MK/AP3/04/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 3 Tahun 2025 tentang
Perubahan  Atas  Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia
159 77/PUU/PAN.MK/AP3/04/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Offline Materiil
Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
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160  78/PUU/PAN.MK/AP3/04/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia

161 79/PUU/PAN.MK/AP3/05/2025  Pengujian  Formil ~ Undang-Undang Online Formil
Nomor 3 Tahun 2025 tentang
Perubahan  Atas  Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia

162 80/PUU/PAN.MK/AP3/05/2025  Pengujian  Formil ~Undang-Undang Offline Formil
Nomor 3 Tahun 2025 tentang
Perubahan  Atas  Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tentara
Nasional Indonesia

163 81/PUU/PAN.MK/AP3/05/2025  Pengujian Formil dan Materiil Undang- Online Formil dan
Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Materiil
Perubahan  atas  Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia

164  82/PUU/PAN.MK/AP3/05/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara dan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum

165  83/PUU/PAN.MK/AP3/05/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia

166  84/PUU/PAN.MK/AP3/05/2025  Pengujian  Formil ~Undang-Undang Online Formil
Nomor 3 Tahun 2025 tentang
Perubahan  Atas  Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia
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167  85/PUU/PAN.MK/AP3/05/2025  Pengujian  Formil ~ Undang-Undang Online Formil
Nomor 3 Tahun 2025 tentang
Perubahan  Atas  Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia
168  86/PUU/PAN.MK/AP3/05/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Offline Materiil
Nomor 3 Tahun 2025 tentang
Perubahan  Atas  Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia
169  87/PUU/PAN.MK/AP3/05/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia
170 88/PUU/PAN.MK/AP3/05/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 3 Tahun 2025 tentang
Perubahan  Atas  Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia
171 89/PUU/PAN.MK/AP3/05/2025  Pengujian Materill Undang-Undang Online Materiil
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia
172 90/PUU/PAN.MK/AP3/05/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 1Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan ~ Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

173 91/PUU/PAN.MK/AP3/05/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum

174 92/PUU/PAN.MK/AP3/05/2025  Pengujian Materill Undang-Undang Online Materiil

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia
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175 93/PUU/PAN.MK/AP3/05/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial
176  94/PUU/PAN.MK/AP3/05/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 1Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan  Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota Menjadi Undang-Undang

177 95/PUU/PAN.MK/AP3/05/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen

178 96/PUU/PAN.MK/AP3/05/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil

Nomor 1Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan ~ Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

179 97/PUU/PAN.MK/AP3/05/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata
Uang

180  98/PUU/PAN.MK/AP3/06/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil

Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
181 99/PUU/PAN.MK/AP3/06/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan
Produk Halal sebagaimana telah diubah
dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Cipta Kerja
182 100/PUU/PAN.MK/AP3/06/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-
Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah
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183 101/PUU/PAN.MK/AP3/06/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Offline Materiil
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi
184 102/PUU/PAN.MK/AP3/06/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan  Peraturan  Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang
185 103/PUU/PAN.MK/AP3/06/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia

186  104/PUU/PAN.MK/AP3/06/2025  Pengujian Materil Undang-Undang Offline Materiil
Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
187 105/PUU/PAN.MK/AP3/06/2025  Pengujian Materill Undang-Undang Online Materiil

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia
188  106/PUU/PAN.MK/AP3/06/2025  Pengujian  Materil Undang-Undang Online Materiil

Nomor 1Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan ~ Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota Menjadi Undang-Undang

189 107/PUU/PAN.MK/AP3/06/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Offline Materiil
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi

190  108/PUU/PAN.MK/AP3/06/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-
Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah
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191 109/PUU/PAN.MK/AP3/06/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara
192 110/PUU/PAN.MK/AP3/06/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih
dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme
193 111/PUU/PAN.MK/AP3/06/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Offline Materiil
Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi

194 112/PUU/PAN.MK/AP3/06/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi

195 113/PUU/PAN.MK/AP3/06/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil

Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
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196  114/PUU/PAN.MK/AP3/06/2025  Pengujian Materiil Undang- Online Materiil
Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang  Administrasi Pemerintahan
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang dan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara
197  115/PUU/PAN.MK/AP3/07/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 1Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan ~ Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota Menjadi Undang-Undang
198  116/PUU/PAN.MK/AP3/07/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional
199 117/PUU/PAN.MK/AP3/07/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan  Peraturan  Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang
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200  118/PUU/PAN.MK/AP3/07/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan ~ dan  Pengelolaan
Lingkungan Hidup sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan  Pemerintah ~ Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang
201 119/PUU/PAN.MK/AP3/07/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 2Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2008 tentang Partai Politik
202 120/PUU/PAN.MK/AP3/07/2025  Pengujian Materill Undang-Undang Online Materiil
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia
203 121/PUU/PAN.MK/AP3/07/2025  Pengujian Materill Undang-Undang Online Materiil
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia
204 122/PUU/PAN.MK/AP3/07/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Offline Materiil
Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan PerUndang-
Undangan
205  123/PUU/PAN.MK/AP3/07/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara dan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara

206  124/PUU/PAN.MK/AP3/07/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum
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207 125/PUU/PAN.MK/AP3/07/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Perubahan  Atas  Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia
208  126/PUU/PAN.MK/AP3/07/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
209 127/PUU/PAN.MK/AP3/07/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum dan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2015 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, Dan Walikota
210  128/PUU/PAN.MK/AP3/07/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum dan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang
211 129/PUU/PAN.MK/AP3/07/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera,
Bahasa, dan Lambang Negara, serta
Lagu Kebangsaan
212 130/PUU/PAN.MK/AP3/07/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
juncto  Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi
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213 131/PUU/PAN.MK/AP3/07/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor
61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008
tentang Kementerian Negara
214 132/PUU/PAN.MK/AP3/07/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan PerUndang-Undangan dan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi
215 133/PUU/PAN.MK/AP3/07/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas
216 134/PUU/PAN.MK/AP3/07/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum dan Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan ~ Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah
217 135/PUU/PAN.MK/AP3/07/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 27 Tahun 2022 tentang
Pelindungan Data Pribadi
218 136/PUU/PAN.MK/AP3/07/2025  Pengujian  Formil ~ Undang-Undang Online Formil
Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi
Sumatera Utara
219 137/PUU/PAN.MK/AP3/07/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial
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220  138/PUU/PAN.MK/AP3/07/2025  "Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 27 Tahun 2022 tentang
Pelindungan Data Pribadi

221 139/PUU/PAN.MK/AP3/08/2025  Pengujian Materil  Undang-Undang Online Materiil
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia

222 140/PUU/PAN.MK/AP3/08/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Perubahan  Atas  Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia

223 141/PUU/PAN.MK/AP3/08/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria

224 142/PUU/PAN.MK/AP3/08/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor

Keuangan

225 143/PUU/PAN.MK/AP3/08/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat

226 144/PUU/PAN.MK/AP3/08/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum

227 145/PUU/PAN.MK/AP3/08/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia
228 146/PUU/PAN.MK/AP3/08/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 15 Tahun 1997 tentang
Ketransmigrasian

229  147/PUU/PAN.MK/AP3/08/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan
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230  148/PUU/PAN.MK/AP3/08/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum
231 149/PUU/PAN.MK/AP3/08/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Offline Materiil

Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara

232 150/PUU/PAN.MK/AP3/08/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

233 151/PUU/PAN.MK/AP3/08/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan

234 152/PUU/PAN.MK/AP3/08/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil

Nomor 11 tahun 1969 tentang Pensiun
Pegawai dan Pensiun Janda/Duda
Pegawai
235 153/PUU/PAN.MK/AP3/08/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Offline Materiil
Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan PerUndang-
Undangan
236 154/PUU/PAN.MK/AP3/08/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Offline Materiil
Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan PerUndang-
Undangan
237 155/PUU/PAN.MK/AP3/08/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor
61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008
tentang Kementerian Negara
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238 156/PUU/PAN.MK/AP3/08/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum Jo Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang

239 157/PUU/PAN.MK/AP3/08/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Offline Materiil
Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan

sebagaimana terakhir diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan
240 158/PUU/PAN.MK/AP3/08/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara
241 159/PUU/PAN.MK/AP3/08/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan
Keempat Atas Undang-Undang Nomor
4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara
242 160/PUU/PAN.MK/AP3/08/2025  Pengujian Materil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan ~ Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah
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243 161/PUU/PAN.MK/AP3/09/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

244 162/PUU/PAN.MK/AP3/09/2025  Surat pencabutan perkara Nomor 138/ Online -
PUU-XXIII/2025

245 163/PUU/PAN.MK/AP3/09/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 2Tahun 2025 tentang Perubahan
Keempat Atas Undang-Undang Nomor
4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara

246 164/PUU/PAN.MK/AP3/09/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan

247 165/PUU/PAN.MK/AP3/09/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum

248 166/PUU/PAN.MK/AP3/09/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Offline Materiil

Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
249 167/PUU/PAN.MK/AP3/09/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor

Keuangan

250  168/PUU/PAN.MK/AP3/09/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara
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251 169/PUU/PAN.MK/AP3/09/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik jo. Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik
252 170/PUU/PAN.MK/AP3/09/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Offline Materiil
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia
253 171/PUU/PAN.MK/AP3/09/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan  Peraturan  Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang
254 172/PUU/PAN.MK/AP3/09/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara
255 173/PUU/PAN.MK/AP3/09/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan dan  Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan

256 174/PUU/PAN.MK/AP3/09/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
257 175/PUU/PAN.MK/AP3/09/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil

Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia
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258  176/PUU/PAN.MK/AP3/09/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera,
Bahasa, dan Lambang Negara, serta
Lagu Kebangsaan

259  177/PUU/PAN.MK/AP3/09/2025  Pengujian  Undang-Undang  Nomor Offline Materiil
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik

260  178/PUU/PAN.MK/AP3/09/2025  Pengujian Materil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan

261 179/PUU/PAN.MK/AP3/09/2025  Pengujian Materill Undang-Undang Online Materiil

Nomor 12 Tahun 1980 Hak Keuangan/
Administratif Pimpinan dan Anggota
Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta
Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/
Tinggi Negara dan Bekas Anggota
Lembaga Tinggi Negara

262 180/PUU/PAN.MK/AP3/09/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan

263 181/PUU/PAN.MK/AP3/09/2025  Pengujian  Materil Undang-Undang Offline Materiil
Nomor 40 Tahun 2009 tentang
Kepemudaan

264 182/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Offline Materiil

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris Jo Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

Tentang Jabatan Notaris

265  183/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

266  184/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil

Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang
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267  185/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara
sebagaimana telah diubah terakhir
dengan  Undang-Undang ~ Nomor
2 Tahun 2025 tentang Perubahan
Keempat Atas Undang-Undang Nomor
4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara
268  186/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia
269  187/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara
sebagaimana diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025
tentang Perubahan Keempat Atas
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara
270  188/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 1Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan  Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota Menjadi Undang-Undang
271 189/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Offline Materiil
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan  sebagaimana  telah
diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan
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272 190/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota
Negara, Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022
tentang Ibu Kota Negara, Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang
Kabupaten Penajam Paser Utara,
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999
tentang Kabupaten Kutai Kartanegara,
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024
tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta,
dan Undang-Undang Nomor 151 Tahun
2024 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Provinsi Daerah Khusus Jakarta

273 191/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera,
Bahasa, dan Lambang Negara, serta
Lagu Kebangsaan dan Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata
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274 192/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025  Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Online Materiil
Tahun 2009 tentang Perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung,
Undang Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
sebagaimana telah diubah dengan
Undang Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Undang Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial,
Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi,
dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara
275 193/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025  Pengujian Materiil Undang Undang Online Materiil
Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan
Keempat atas Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara
276 194/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak
Keuangan/Administratif Pimpinan dan
Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi
Negara serta Bekas Lembaga Tertinggi/
Tinggi Negara
277 195/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025  Pengujian Materii Undang-Undang Offline Materiil
Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
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278  196/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Bagi Provinsi Papua
279 197/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik jo Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik
280  198/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025  Pengujian Materill Undang-Undang Online Materiil
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia
281 199/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 7Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi
282 200/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan
Atas  Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Indonesia dan Undang-Undang Nomor
34Tahun 2004 tentang Tentara Nasional

Indonesia

283 201/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah
Susun

284 202/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil

Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan ~ Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah
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285  203/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025  Pengujian Materil Undang-Undang Offline Materiil
Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan PerUndang-
Undangan
286  204/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Offline Materiil
Nomor 61 Tahun 2024 tentang
Perubahan  Atas  Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara
287 205/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Offline Materiil
Nomor 61 Tahun 2024 tentang
Perubahan  Atas  Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara
288  206/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan
Keempat Atas Undang-Undang Nomor
4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara
289  207/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025  Pengujian  Materil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan  Peraturan  Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang
290  208/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Offline Materiil
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana
291 209/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Offline Materiil
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama
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292 210/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Offline Materiil
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia
293 211/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025  Pengujian Materiil Undang Undang Online Materiil

Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan  sebagaimana  telah
diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan  Peraturan  Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Ketja menjadi
Undang-Undang
294 212/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-
Benda yang Berkaitan dengan Tanah
295 213/PUU/PAN.MK/AP3/11/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 3 Tahun 2025 tentang
Perubahan  atas  Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia
296 214/PUU/PAN.MK/AP3/11/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi
297 215/PUU/PAN.MK/AP3/11/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah diubah terakhir
dengan  Undang-Undang  Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan  Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang
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298 216/PUU/PAN.MK/AP3/11/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan
299  217/PUU/PAN.MK/AP3/11/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil

Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan  Peraturan  Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang
300 218/PUU/PAN.MK/AP3/11/2025  Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Offline Materiil
Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Aceh dan
Perubahan Peraturan Pembentukan
Propinsi Sumatera Utara
301 219/PUU/PAN.MK/AP3/11/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Offline Materiil
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris juncto Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris
302 220/PUU/PAN.MK/AP3/11/2025  Permohonan  pencabutan  Gugatan Online -
perkara 193/ PUU-XXIII/2025 Pengujian
Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2021 tentang perubahan ke dua atas
Undang-Undang nomor 2001 Tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
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304 222/PUU/PAN.MK/AP3/11/2025

305  223/PUU/PAN.MK/AP3/11/2025

306  224/PUU/PAN.MK/AP3/11/2025
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Pengujian  Materiil Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1Tahun 2022 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum menjadi
Undang-Undang  juncto  Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 19
Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 23 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023
tentang Pencalonan Peserta Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden,
serta Peraturan  Komisi  Pemilihan
Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah

Pengujian Materiil - Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
Pengujian Materiil Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja
Sosial dan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir
Miskin

Pengujian Materiil  Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum
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307  225/PUU/PAN.MK/AP3/11/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

308  226/PUU/PAN.MK/AP3/11/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 1 Tahun 1970 tentang
Keselamatan Kerja

309 227/PUU/PAN.MK/AP3/11/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Offline Materiil
Nomor 40 Tahun 2009 tentang
Kepemudaan

310  228/PUU/PAN.MK/AP3/11/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil

Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil  Negara dan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia

311 229/PUU/PAN.MK/AP3/11/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara

312 230/PUU/PAN.MK/AP3/11/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Offline Materiil
Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

313 231/PUU/PAN.MK/AP3/11/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Offline Materiil
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen

314 232/PUU/PAN.MK/AP3/11/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil

Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
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Pengujian  Materiil Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota
Negara dan Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022
tentang Ibu Kota Negara, Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan
Undang-Undang Nomor 151 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Provinsi Daerah Khusus Jakarta, serta
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum dan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Penetapan  Peraturan  Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum menjadi
Undang-Undang

Pengujian Materiil Undang Undang
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia

Pengujian Materiil Undang-Undang
Nomor 2Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
bagi Provinsi Papua dan Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
Pengujian Materiil - Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana
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319 237/PUU/PAN.MK/AP3/11/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Offline Materiil
Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban

320  238/PUU/PAN.MK/AP3/11/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Offline Materiil
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum

321 239/PUU/PAN.MK/AP3/11/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil

Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen
322 240/PUU/PAN.MK/AP3/11/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen
323 241/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor
61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008
tentang Kementerian Negara
324 242/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 14 Tahun 2025 tentang
Perubahan  Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji dan
Umrah
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325  243/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 3 Tahun 2025 tentang
Perubahan  Atas  Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia
326 244/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Offline Materiil
Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun
Pegawai dan Pensiun Janda/Duda
Pegawai
327 245/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian  Negara sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor
61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008
tentang Kementerian Negara
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Pengujian Materiil Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-
Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum, Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung,
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009
tentang Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi, Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Badan Usaha Milik Negara sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara

Pengujian  Materiil Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan

Pengujian  Materiil Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi
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331 249/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak

332 250/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025  Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Offline Materiil
Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Aceh dan
Perubahan Peraturan Pembentukan
Propinsi Sumatera Utara

333 251/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 1 Tahun 1970 tentang
Keselamatan Kerja

334 252/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum

335 253/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil

Nomor 23 Tahun 2003 tentang
Pendidikan Nasional

336 254/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan

337 255/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil

Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak
Pidana Kekerasan Seksual

338 256/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
339 257/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Offline Materiil

Nomor 5Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2002 tentang Grasi
340  258/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Offline Materiil

Nomor 61 Tahun 2024 tentang
Perubahan  Atas  Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara
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341 259/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Offline Materiil
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia
342 260/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil

Nomor 65 Tahun 2024 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
343 261/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan ~ Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah
344 262/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan  Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan PerUndang-
Undangan
345 263/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Republik Indonesia
346 264/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa
347 265/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 31Tahun 1997 tentang Peradilan
Militer
348  266/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana
349 267/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang
Amnesti dan Abolisi
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350  268/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Offline Materiil
Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
351 269/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 2 Tahun 2025 perihal Perubahan
Keempat Atas Undang-Undang Nomor
4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara
352 270/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan  sebagaimana  diubah
terakhir  dengan  Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor
1Tahun 1974 tentang Perkawinan
353 271/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Offline Materiil
Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 1Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan  Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota Menjadi Undang-Undang
354 272/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana dan
Undang-Undang Nomor ... Tahun ...
tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana

355 273/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur
Sipil Negara

356 274/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil

Nomor 27 Tahun 2022 tentang
Perlindungan Data Pribadi
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357 275/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain
Industri
358  276/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil

Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota

Negara sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2023 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022

tentang |bu Kota Negara

359 277/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana

360 278/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Offline Materiil
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen

361  279/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan  Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang sebagaimana telah mengubah
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999
tentang Telekomunikasi
362 280/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana
363 281/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana
364  282/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
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365 283/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem
Nasional llmu Pengetahuan dan
Teknologi serta Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

366  284/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
367  285/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil

Nomor 3 Tahun 2025 tentang
Perubahan  atas  Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia
368  286/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana
369  287/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana
370  288/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana
371 289/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Offline Materiil
Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi dan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
372 290/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025  Pengujian Materiil Undang-Undang Online Materiil
Nomor 27 Tahun 2022 tentang
Pelindungan Data Pribadi
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No Nomor Permohonan Status Registrasi Nomor Perkara
U] @ (6] (@)

1 125/PUU/PAN.MK/AP3/09/2023 Diregistrasi 129/PUU-XXI/2023
2 164/PUU/PAN.MK/AP3/11/2023 Diregistrasi 166/PUU-XXI/2023
3 173/PUU/PAN.MK/AP3/12/2023 Diregistrasi 3/PUU-XXII/2024
4 177/PUU/PAN.MK/AP3/12/2023 Diregistrasi 10/PUU-XXII/2024
5 7/PUU/PAN.MK/AP3/01/2024 Diregistrasi 14/PUU-XXII/2024
6 10/PUU/PAN.MK/AP3/01/2024 Diregistrasi 19/PUU-XXII/2024
7 21/PUU/PAN.MK/AP3/02/2024 Diregistrasi 31/PUU-XXII/2024
8  23/PUU/PAN.MK/AP3/02/2024 Diregistrasi 32/PUU-XXII/2024
9 42/PUU/PAN.MK/AP3/03/2024 Diregistrasi 49/PUU-XXII/2024
10 37/PUU/PAN.MK/AP3/03/2024 Diregistrasi 50/PUU-XXII/2024
11 31/PUU/PAN.MK/AP3/02/2024 Diregistrasi 62/PUU-XXII/2024
12 58/PUU/PAN.MK/AP3/05/2024 Diregistrasi 66/PUU-XXI1/2024
13 71/PUU/PAN.MK/AP3/06/2024 Diregistrasi 77/PUU-XXII/2024
14 74/PUU/PAN.MK/AP3/06/2024 Diregistrasi 83/PUU-XXII/2024
15 38/PUU/PAN.MK/AP3/03/2024 Diregistrasi 84/PUU-XXII/2024
16 73/PUU/PAN.MK/AP3/06/2024 Diregistrasi 85/PUU-XXI1/2024
17 75/PUU/PAN.MK/AP3/06/2024 Diregistrasi 86/PUU-XXII/2024
18 77/PUU/PAN.MK/AP3/06/2024 Diregistrasi 87/PUU-XXII/2024
19 79/PUU/PAN.MK/AP3/06/2024 Diregistrasi 92/PUU-XXII/2024
20 83/PUU/PAN.MK/AP3/07/2024 Diregistrasi 96/PUU-XXI1/2024
21 90/PUU/PAN.MK/AP3/07/2024 Diregistrasi 97/PUU-XXII/2024
22 88/PUU/PAN.MK/AP3/07/2024 Diregistrasi 100/PUU-XXII/2024
23 95/PUU/PAN.MK/AP3/07/2024 Diregistrasi 101/PUU-XXII/2024
24 100/PUU/PAN.MK/AP3/07/2024 Diregistrasi 105/PUU-XXII/2024
25 102/PUU/PAN.MK/AP3/07/2024 Diregistrasi 107/PUU-XXII/2024
26 106/PUU/PAN.MK/AP3/07/2024 Diregistrasi 111/PUU-XXII/2024
27 103/PUU/PAN.MK/AP3/07/2024 Diregistrasi 112/PUU-XXII/2024
28 108/PUU/PAN.MK/AP3/08/2024 Diregistrasi 115/PUU-XXII/2024
29 115/PUU/PAN.MK/AP3/09/2024 Diregistrasi 121/PUU-XXII/2024
30 117/PUU/PAN.MK/AP3/09/2024 Diregistrasi 124/PUU-XXII/2024
31 123/PUU/PAN.MK/AP3/09/2024 Diregistrasi 128/PUU-XXII/2024
32 128/PUU/PAN.MK/AP3/09/2024 Diregistrasi 131/PUU-XXII/2024
33 133/PUU/PAN.MK/AP3/09/2024 Diregistrasi 132/PUU-XXII/2024
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130/PUU/PAN.MK/AP3/09/2024
132/PUU/PAN.MK/AP3/09/2024
135/PUU/PAN.MK/AP3/09/2024
138/PUU/PAN.MK/AP3/09/2024
118/PUU/PAN.MK/AP3/09/2024
140/PUU/PAN.MK/AP3/09/2024
145/PUU/PAN.MK/AP3/10/2024
146/PUU/PAN.MK/AP3/10/2024
141/PUU/PAN.MK/AP3/09/2024
125/PUU/PAN.MK/AP3/09/2024
139/PUU/PAN.MK/AP3/09/2024
147/PUU/PAN.MK/AP3/10/2024
148/PUU/PAN.MK/AP3/10/2024
149/PUU/PAN.MK/AP3/10/2024
150/PUU/PAN.MK/AP3/10/2024
151/PUU/PAN.MK/AP3/10/2024
152/PUU/PAN.MK/AP3/10/2024
155/PUU/PAN.MK/AP3/11/2024
153/PUU/PAN.MK/AP3/10/2024
156/PUU/PAN.MK/AP3/11/2024
154/PUU/PAN.MK/AP3/11/2024
157/PUU/PAN.MK/AP3/11/2024
160/PUU/PAN.MK/AP3/11/2024
158/PUU/PAN.MK/AP3/11/2024
159/PUU/PAN.MK/AP3/11/2024
161/PUU/PAN.MK/AP3/11/2024
162/PUU/PAN.MK/AP3/11/2024
163/PUU/PAN.MK/AP3/11/2024
164/PUU/PAN.MK/AP3/11/2024
165/PUU/PAN.MK/AP3/11/2024
167/PUU/PAN.MK/AP3/12/2024
168/PUU/PAN.MK/AP3/12/2024
169/PUU/PAN.MK/AP3/12/2024
170/PUU/PAN.MK/AP3/12/2024

Status Registrasi
()]
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
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Nomor Perkara
(4)
133/PUU-XXII/2024
134/PUU-XXII/2024
135/PUU-XXII/2024
142/PUU-XXII/2024
143/PUU-XXII/2024
144/PUU-XXII/2024
146/PUU-XXII/2024
147/PUU-XXII/2024
148/PUU-XXII/2024
150/PUU-XXII/2024
151/PUU-XXII/2024
152/PUU-XXII/2024
153/PUU-XXII/2024
154/PUU-XXII/2024
155/PUU-XXII/2024
156/PUU-XXII/2024
157/PUU-XXII/2024
158/PUU-XXII/2024
159/PUU-XXII/2024
160/PUU-XXII/2024
161/PUU-XXII/2024
162/PUU-XXII/2024
163/PUU-XXII/2024
164/PUU-XXII/2024
165/PUU-XXII/2024
166/PUU-XXII/2024
167/PUU-XXII/2024
168/PUU-XXII/2024
169/PUU-XXII/2024
170/PUU-XXII/2024
171/PUU-XXII/2024
172/PUU-XXII/2024
173/PUU-XXII/2024
174/PUU-XXII/2024
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68  171/PUU/PAN.MK/AP3/12/2024 Diregistrasi 175/PUU-XXII/2024
69  172/PUU/PAN.MK/AP3/12/2024 Diregistrasi 176/PUU-XXII/2024
70 174/PUU/PAN.MK/AP3/12/2024 Diregistrasi 177/PUU-XXII/2024
71 176/PUU/PAN.MK/AP3/12/2024 Diregistrasi 178/PUU-XXII/2024
72 177/PUU/PAN.MK/AP3/12/2024 Diregistrasi 179/PUU-XXII/2024
73 178/PUU/PAN.MK/AP3/12/2024 Diregistrasi 180/PUU-XXII/2024
74 179/PUU/PAN.MK/AP3/12/2024 Diregistrasi 181/PUU-XXII/2024
75  180/PUU/PAN.MK/AP3/12/2024 Diregistrasi 182/PUU-XXII/2024
76 182/PUU/PAN.MK/AP3/12/2024 Diregistrasi 183/PUU-XXII/2024
77 183/PUU/PAN.MK/AP3/12/2024 Diregistrasi 184/PUU-XXII/2024
78  166/PUU/PAN.MK/AP3/12/2024 Diregistrasi 185/PUU-XXII/2024
79 175/PUU/PAN.MK/AP3/12/2024 Diregistrasi 186/PUU-XXII/2024
80  173/PUU/PAN.MK/AP3/12/2024 Diregistrasi 187/PUU-XXII/2024
81  181/PUU/PAN.MK/AP3/12/2024 Diregistrasi 188/PUU-XXII/2024
82 184/PUU/PAN.MK/AP3/12/2024 Diregistrasi 189/PUU-XXII/2024
83 1/PUU/PAN.MK/AP3/01/2025 Diregistrasi 1/PUU-XXINI/2025
84 2/PUU/PAN.MK/AP3/01/2025 Diregistrasi 2/PUU-XXIlI/2025
85  3/PUU/PAN.MK/AP3/01/2025 Diregistrasi 3/PUU-XXIII/2025
86  4/PUU/PAN.MK/AP3/01/2025 Diregistrasi 4/PUU-XXIII/2025
87 5/PUU/PAN.MK/AP3/01/2025 Diregistrasi 5/PUU-XXII1/2025
88  6/PUU/PAN.MK/AP3/01/2025 Diregistrasi 6/PUU-XXIII/2025
89 7/PUU/PAN.MK/AP3/01/2025 Diregistrasi 7/PUU-XXIII/2025
90  8/PUU/PAN.MK/AP3/01/2025 Diregistrasi 8/PUU-XXII1/2025
91 9/PUU/PAN.MK/AP3/01/2025 Diregistrasi 9/PUU-XXII1/2025
92 10/PUU/PAN.MK/AP3/02/2025 Tidak Diregistrasi -

93 11/PUU/PAN.MK/AP3/02/2025 Diregistrasi 17/PUU-XXIII/2025
94 12/PUU/PAN.MK/AP3/02/2025 Diregistrasi 18/PUU-XXIII/2025
95 13/PUU/PAN.MK/AP3/02/2025 Diregistrasi 10/PUU-XXIII/2025
96  14/PUU/PAN.MK/AP3/02/2025 Diregistrasi 11/PUU-XXIII/2025
97 15/PUU/PAN.MK/AP3/02/2025 Diregistrasi 12/PUU-XXIII/2025
98  16/PUU/PAN.MK/AP3/02/2025 Diregistrasi 14/PUU-XXIII/2025
99 17/PUU/PAN.MK/AP3/02/2025 Diregistrasi 13/PUU-XXIII/2025
100 18/PUU/PAN.MK/AP3/02/2025 Diregistrasi 15/PUU-XXIII/2025
101 19/PUU/PAN.MK/AP3/02/2025 Diregistrasi 16/PUU-XXIII/2025
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102
103
104
105
106
107
108
109
110
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112
113
114
115
116
17
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

Nomor Permohonan

()
20/PUU/PAN.MK/AP3/02/2025
21/PUU/PAN.MK/AP3/02/2025
22/PUU/PAN.MK/AP3/02/2025
23/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025
24/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025
25/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025
26/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025
27/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025
28/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025
29/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025
30/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025
31/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025
32/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025
33/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025
34/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025
35/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025
36/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025
37/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025
38/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025
39/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025
40/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025
41/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025
42/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025
43/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025
44/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025
45/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025
46/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025
47/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025
48/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025
49/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025
50/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025
51/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025
52/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025
53/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025

Status Registrasi
(3)
Diregistrasi
Diregistrasi
Tidak Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi

LAMPIRAN

Nomor Perkara
(4)
19/PUU-XXIII/2025
21/PUU-XXI11/2025
20/PUU-XXIN/2025
22/PUU-XXII/2025
23/PUU-XXI11/2025
24/PUU-XXIN/2025
25/PUU-XXIN/2025
26/PUU-XXIN/2025
29/PUU-XXI11/2025
30/PUU-XXIN/2025
35/PUU-XXII/2025
27/PUU-XXII/2025
28/PUU-XXI11/2025
38/PUU-XXIN/2025
31/PUU-XXII/2025
39/PUU-XXII/2025
32/PUU-XXI11/2025
33/PUU-XXIN/2025
37/PUU-XXIN/2025
34/PUU-XXIN/2025
36/PUU-XXI11/2025
41/PUU-XXIN/2025
40/PUU-XXIN/2025
44/PUU-XXIN/2025
42/PUU-XXI11/2025
43/PUU-XXIN/2025
46/PUU-XXIN/2025
45/PUU-XXIN/2025
61/PUU-XXI11/2025
47/PUU-XXIN/2025
48/PUU-XXIN/2025
49/PUU-XXII/2025
50/PUU-XXI11/2025

Mahkamah Konstitusi Dalam Angka 2025



LAMPIRAN

Lanjutan Lampiran 2

No
)
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169

Nomor Permohonan

)
54/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025
55/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025
56/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025
57/PUU/PAN.MK/AP3/04/2025
58/PUU/PAN.MK/AP3/04/2025
59/PUU/PAN.MK/AP3/04/2025
60/PUU/PAN.MK/AP3/04/2025
61/PUU/PAN.MK/AP3/04/2025
62/PUU/PAN.MK/AP3/04/2025
63/PUU/PAN.MK/AP3/04/2025
64/PUU/PAN.MK/AP3/04/2025
65/PUU/PAN.MK/AP3/04/2025
66/PUU/PAN.MK/AP3/04/2025
67/PUU/PAN.MK/AP3/04/2025
68/PUU/PAN.MK/AP3/04/2025
69/PUU/PAN.MK/AP3/04/2025
70/PUU/PAN.MK/AP3/04/2025
71/PUU/PAN.MK/AP3/04/2025
72/PUU/PAN.MK/AP3/04/2025
73/PUU/PAN.MK/AP3/04/2025
74/PUU/PAN.MK/AP3/04/2025
75/PUU/PAN.MK/AP3/04/2025
76/PUU/PAN.MK/AP3/04/2025
77/PUU/PAN.MK/AP3/04/2025
78/PUU/PAN.MK/AP3/04/2025
79/PUU/PAN.MK/AP3/05/2025
80/PUU/PAN.MK/AP3/05/2025
81/PUU/PAN.MK/AP3/05/2025
82/PUU/PAN.MK/AP3/05/2025
83/PUU/PAN.MK/AP3/05/2025
84/PUU/PAN.MK/AP3/05/2025
85/PUU/PAN.MK/AP3/05/2025
86/PUU/PAN.MK/AP3/05/2025
87/PUU/PAN.MK/AP3/05/2025

Status Registrasi
(3)
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi

Nomor Perkara
(4)
51/PUU-XXII/2025
73/PUU-XXI11/2025
57/PUU-XXII/2025
67/PUU-XXIN/2025
52/PUU-XXII/2025
64/PUU-XXI11/2025
59/PUU-XXII/2025
72/PUU-XXIN/2025
62/PUU-XXII/2025
53/PUU-XXI11/2025
63/PUU-XXII/2025
54/PUU-XXIN/2025
60/PUU-XXII/2025
55/PUU-XXI11/2025
58/PUU-XXIN/2025
56/PUU-XXIN/2025
80/PUU-XXII/2025
65/PUU-XXI11/2025
66/PUU-XXII/2025
69/PUU-XXII/2025
70/PUU-XXII/2025
86/PUU-XXI11/2025
68/PUU-XXII/2025
71/PUU-XXIN/2025
76/PUU-XXII/2025
74/PUU-XXI11/2025
75/PUU-XXII/2025
79/PUU-XXII/2025
77/PUU-XXII/2025
78/PUU-XXI11/2025
83/PUU-XXII/2025
81/PUU-XXII/2025
82/PUU-XXII/2025
85/PUU-XXI11/2025
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Lanjutan Lampiran 2

No
)
170
7m
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203

Nomor Permohonan

)
88/PUU/PAN.MK/AP3/05/2025
89/PUU/PAN.MK/AP3/05/2025
90/PUU/PAN.MK/AP3/05/2025
91/PUU/PAN.MK/AP3/05/2025
92/PUU/PAN.MK/AP3/05/2025
93/PUU/PAN.MK/AP3/05/2025
94/PUU/PAN.MK/AP3/05/2025
95/PUU/PAN.MK/AP3/05/2025
96/PUU/PAN.MK/AP3/05/2025
97/PUU/PAN.MK/AP3/05/2025
98/PUU/PAN.MK/AP3/06/2025
99/PUU/PAN.MK/AP3/06/2025
100/PUU/PAN.MK/AP3/06/2025
101/PUU/PAN.MK/AP3/06/2025
102/PUU/PAN.MK/AP3/06/2025
103/PUU/PAN.MK/AP3/06/2025
104/PUU/PAN.MK/AP3/06/2025
105/PUU/PAN.MK/AP3/06/2025
106/PUU/PAN.MK/AP3/06/2025
107/PUU/PAN.MK/AP3/06/2025
108/PUU/PAN.MK/AP3/06/2025
109/PUU/PAN.MK/AP3/06/2025
110/PUU/PAN.MK/AP3/06/2025
111/PUU/PAN.MK/AP3/06/2025
112/PUU/PAN.MK/AP3/06/2025
113/PUU/PAN.MK/AP3/06/2025
114/PUU/PAN.MK/AP3/06/2025
115/PUU/PAN.MK/AP3/07/2025
116/PUU/PAN.MK/AP3/07/2025
117/PUU/PAN.MK/AP3/07/2025
118/PUU/PAN.MK/AP3/07/2025
119/PUU/PAN.MK/AP3/07/2025
120/PUU/PAN.MK/AP3/07/2025
121/PUU/PAN.MK/AP3/07/2025

Status Registrasi
(3)
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi

LAMPIRAN

Nomor Perkara
(4)
92/PUU-XXII/2025
84/PUU-XXI11/2025
88/PUU-XXII/2025
87/PUU-XXIN/2025
93/PUU-XXII/2025
89/PUU-XXI11/2025
90/PUU-XXII/2025
99/PUU-XXIN/2025
91/PUU-XXII/2025
94/PUU-XXI11/2025
95/PUU-XXII/2025
96/PUU-XXII/2025
97/PUU-XXII/2025
98/PUU-XXI11/2025
100/PUU-XXII/2025
101/PUU-XXIN/2025
102/PUU-XXII/2025
103/PUU-XXIII/2025
104/PUU-XXII/2025
113/PUU-XXII/2025
107/PUU-XXII/2025
115/PUU-XXIII/2025
105/PUU-XXII/2025
106/PUU-XXII/2025
108/PUU-XXII/2025
125/PUU-XXIII/2025
109/PUU-XXII/2025
110/PUU-XXII1/2025
111/PUU-XXII/2025
112/PUU-XXIII/2025
119/PUU-XXII/2025
122/PUU-XXII/2025
114/PUU-XXII/2025
116/PUU-XXIII/2025
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LAMPIRAN

Lanjutan Lampiran 2

No
)

204
205
206
207
208
209
210
21
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237

Nomor Permohonan

)
122/PUU/PAN.MK/AP3/07/2025
123/PUU/PAN.MK/AP3/07/2025
124/PUU/PAN.MK/AP3/07/2025
125/PUU/PAN.MK/AP3/07/2025
126/PUU/PAN.MK/AP3/07/2025
127/PUU/PAN.MK/AP3/07/2025
128/PUU/PAN.MK/AP3/07/2025
129/PUU/PAN.MK/AP3/07/2025
130/PUU/PAN.MK/AP3/07/2025
131/PUU/PAN.MK/AP3/07/2025
132/PUU/PAN.MK/AP3/07/2025
133/PUU/PAN.MK/AP3/07/2025
134/PUU/PAN.MK/AP3/07/2025
135/PUU/PAN.MK/AP3/07/2025
136/PUU/PAN.MK/AP3/07/2025
137/PUU/PAN.MK/AP3/07/2025
138/PUU/PAN.MK/AP3/07/2025
139/PUU/PAN.MK/AP3/08/2025
140/PUU/PAN.MK/AP3/08/2025
141/PUU/PAN.MK/AP3/08/2025
142/PUU/PAN.MK/AP3/08/2025
143/PUU/PAN.MK/AP3/08/2025
144/PUU/PAN.MK/AP3/08/2025
145/PUU/PAN.MK/AP3/08/2025
146/PUU/PAN.MK/AP3/08/2025
147/PUU/PAN.MK/AP3/08/2025
148/PUU/PAN.MK/AP3/08/2025
149/PUU/PAN.MK/AP3/08/2025
150/PUU/PAN.MK/AP3/08/2025
151/PUU/PAN.MK/AP3/08/2025
152/PUU/PAN.MK/AP3/08/2025
153/PUU/PAN.MK/AP3/08/2025
154/PUU/PAN.MK/AP3/08/2025
155/PUU/PAN.MK/AP3/08/2025

Status Registrasi
(3)
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi

Nomor Perkara
(4)
117/PUU-XXII/2025
118/PUU-XXIII/2025
120/PUU-XXII/2025
121/PUU-XXII1/2025
123/PUU-XXII/2025
124/PUU-XXIII/2025
126/PUU-XXII/2025
127/PUU-XXIN/2025
136/PUU-XXII/2025
128/PUU-XXIII/2025
129/PUU-XXII/2025
130/PUU-XXIN1/2025
131/PUU-XXII1/2025
137/PUU-XXIII/2025
134/PUU-XXIN/2025
132/PUU-XXINI/2025
135/PUU-XXII/2025
133/PUU-XXIII/2025
138/PUU-XXII/2025
142/PUU-XXII/2025
139/PUU-XXII/2025
140/PUU-XXIII/2025
141/PUU-XXII/2025
147/PUU-XXII/2025
148/PUU-XXII/2025
143/PUU-XXIII/2025
146/PUU-XXII/2025
144/PUU-XXII/2025
145/PUU-XXIN/2025
149/PUU-XXIII/2025
150/PUU-XXII/2025
151/PUU-XXII/2025
152/PUU-XXII/2025
153/PUU-XXIII/2025
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Lanjutan Lampiran 2

No
)

238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
27

Nomor Permohonan

)
156/PUU/PAN.MK/AP3/08/2025
157/PUU/PAN.MK/AP3/08/2025
158/PUU/PAN.MK/AP3/08/2025
159/PUU/PAN.MK/AP3/08/2025
160/PUU/PAN.MK/AP3/08/2025
161/PUU/PAN.MK/AP3/09/2025
162/PUU/PAN.MK/AP3/09/2025
163/PUU/PAN.MK/AP3/09/2025
164/PUU/PAN.MK/AP3/09/2025
165/PUU/PAN.MK/AP3/09/2025
166/PUU/PAN.MK/AP3/09/2025
167/PUU/PAN.MK/AP3/09/2025
168/PUU/PAN.MK/AP3/09/2025
169/PUU/PAN.MK/AP3/09/2025
170/PUU/PAN.MK/AP3/09/2025
171/PUU/PAN.MK/AP3/09/2025
172/PUU/PAN.MK/AP3/09/2025
173/PUU/PAN.MK/AP3/09/2025
174/PUU/PAN.MK/AP3/09/2025
175/PUU/PAN.MK/AP3/09/2025
176/PUU/PAN.MK/AP3/09/2025
177/PUU/PAN.MK/AP3/09/2025
178/PUU/PAN.MK/AP3/09/2025
179/PUU/PAN.MK/AP3/09/2025
180/PUU/PAN.MK/AP3/09/2025
181/PUU/PAN.MK/AP3/09/2025
182/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025
183/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025
184/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025
185/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025
186/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025
187/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025
188/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025
189/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025

Status Registrasi
(3)
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Tidak Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi

LAMPIRAN

Nomor Perkara
(4)
154/PUU-XXII/2025
155/PUU-XXIII/2025
156/PUU-XXII/2025
157/PUU-XXIN/2025
159/PUU-XXII/2025
158/PUU-XXIII/2025
160/PUU-XXIN/2025
161/PUU-XXII/2025
162/PUU-XXIII/2025
163/PUU-XXII/2025
164/PUU-XXII/2025
165/PUU-XXII/2025
166/PUU-XXIII/2025
167/PUU-XXII/2025
168/PUU-XXII/2025
169/PUU-XXII/2025
170/PUU-XXIII/2025
171/PUU-XXII/2025
172/PUU-XXII/2025
173/PUU-XXII/2025
174/PUU-XXINI/2025
175/PUU-XXIN/2025
176/PUU-XXII/2025
177/PUU-XXII/2025
178/PUU-XXIII/2025
179/PUU-XXII/2025
180/PUU-XXII/2025
181/PUU-XXII/2025
182/PUU-XXIII/2025
183/PUU-XXII/2025
184/PUU-XXII/2025
185/PUU-XXII/2025
186/PUU-XXIII/2025
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LAMPIRAN

Lanjutan Lampiran 2

No
(]
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305

Nomor Permohonan

)]
190/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025
191/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025
192/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025
193/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025
194/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025
195/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025
196/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025
197/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025
198/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025
199/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025
200/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025
201/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025
202/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025
203/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025
204/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025
205/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025
206/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025
207/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025
208/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025
209/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025
210/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025
211/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025
212/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025
213/PUU/PAN.MK/AP3/11/2025
214/PUU/PAN.MK/AP3/11/2025
215/PUU/PAN.MK/AP3/11/2025
216/PUU/PAN.MK/AP3/11/2025
217/PUU/PAN.MK/AP3/11/2025
218/PUU/PAN.MK/AP3/11/2025
219/PUU/PAN.MK/AP3/11/2025
220/PUU/PAN.MK/AP3/11/2025
221/PUU/PAN.MK/AP3/11/2025
222/PUU/PAN.MK/AP3/11/2025
223/PUU/PAN.MK/AP3/11/2025

Status Registrasi
(3)
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Tidak Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Tidak Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi

Nomor Perkara
(4)
187/PUU-XXIII/2025
188/PUU-XXIII/2025
189/PUU-XXIII/2025
190/PUU-XXII1/2025
191/PUU-XXIII/2025
192/PUU-XXIIl/2025
193/PUU-XXIII/2025
194/PUU-XXII/2025
195/PUU-XXIII/2025
196/PUU-XXIIl/2025
197/PUU-XXIII/2025
198/PUU-XXII/2025
199/PUU-XXIII/2025
200/PUU-XXII1/2025
201/PUU-XXII/2025
202/PUU-XXIII/2025
203/PUU-XXII1/2025
204/PUU-XXIII/2025
205/PUU-XXII/2025
206/PUU-XXIII/2025
207/PUU-XXII1/2025
208/PUU-XXIII/2025
209/PUU-XXIII/2025
210/PUU-XXII/2025
211/PUU-XXII1/2025
212/PUU-XXIII/2025
213/PUU-XXIII/2025
214/PUU-XXII/2025
215/PUU-XXII1/2025
216/PUU-XXIII/2025
217/PUU-XXII/2025
218/PUU-XXII1/2025
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Lanjutan Lampiran 2

No
(U]
306
307
308
309
310
3N
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339

Nomor Permohonan

@)

224/PUU/PAN.MK/AP3/11/2025
225/PUU/PAN.MK/AP3/11/2025
226/PUU/PAN.MK/AP3/11/2025
227/PUU/PAN.MK/AP3/11/2025
228/PUU/PAN.MK/AP3/11/2025
229/PUU/PAN.MK/AP3/11/2025
230/PUU/PAN.MK/AP3/11/2025
231/PUU/PAN.MK/AP3/11/2025
232/PUU/PAN.MK/AP3/11/2025
233/PUU/PAN.MK/AP3/11/2025
234/PUU/PAN.MK/AP3/11/2025
235/PUU/PAN.MK/AP3/11/2025
236/PUU/PAN.MK/AP3/11/2025
237/PUU/PAN.MK/AP3/11/2025
238/PUU/PAN.MK/AP3/11/2025
239/PUU/PAN.MK/AP3/11/2025
240/PUU/PAN.MK/AP3/11/2025
241/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025
242/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025
243/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025
244/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025
245/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025
246/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025
247/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025
248/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025
249/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025
250/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025
251/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025
252/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025
253/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025
254/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025
255/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025
256/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025
257/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025

Status Registrasi
3)
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi

LAMPIRAN

Nomor Perkara
(O]
219/PUU-XXIII/2025
220/PUU-XXIII/2025
221/PUU-XXI11/2025
222/PUU-XXI11/2025
223/PUU-XXIII/2025
224/PUU-XXIII/2025
225/PUU-XXI11/2025
226/PUU-XXI11/2025
227/PUU-XXII/2025
228/PUU-XXIII/2025
229/PUU-XXI11/2025
230/PUU-XXI11/2025
231/PUU-XXII/2025
232/PUU-XXIII/2025
233/PUU-XXI11/2025
234/PUU-XXI11/2025
235/PUU-XXIII/2025
236/PUU-XXIII/2025
237/PUU-XXI11/2025
238/PUU-XXI11/2025
239/PUU-XXIII/2025
240/PUU-XXIII/2025
241/PUU-XXI11/2025
242/PUU-XXI11/2025
243/PUU-XXIII/2025
244/PUU-XXIII/2025
245/PUU-XXI11/2025
246/PUU-XXI11/2025
247/PUU-XXII/2025
248/PUU-XXIII/2025
249/PUU-XXI11/2025
250/PUU-XXI11/2025
251/PUU-XXIII/2025
252/PUU-XXIII/2025
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No
(U]
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
3N
372

Nomor Permohonan

()
258/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025
259/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025
260/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025
261/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025
262/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025
263/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025
264/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025
265/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025
266/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025
267/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025
268/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025
269/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025
270/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025
271/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025
272/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025
273/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025
274/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025
275/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025
276/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025
277/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025
278/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025
279/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025
280/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025
281/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025
282/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025
283/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025
284/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025
285/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025
286/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025
287/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025
288/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025
289/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025
290/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025

Status Registrasi
3)
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Tidak Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi

Nomor Perkara
(O]
253/PUU-XXIII/2025
254/PUU-XXIII/2025
255/PUU-XXI11/2025
256/PUU-XXI11/2025
257/PUU-XXII/2025
258/PUU-XXIII/2025
259/PUU-XXI11/2025
260/PUU-XXI11/2025
261/PUU-XXIII/2025
262/PUU-XXIII/2025
263/PUU-XXI11/2025
264/PUU-XXI11/2025
265/PUU-XXIII/2025
266/PUU-XXIII/2025
267/PUU-XXI11/2025
268/PUU-XXI11/2025
269/PUU-XXIII/2025
270/PUU-XXI11/2025
271/PUU-XXI11/2025
272/PUU-XXIII/2025
273/PUU-XXIII/2025
274/PUU-XXI11/2025
275/PUU-XXI11/2025
276/PUU-XXIII/2025
277/PUU-XXIII/2025
278/PUU-XXI11/2025
279/PUU-XXI11/2025
280/PUU-XXIII/2025
281/PUU-XXIII/2025
282/PUU-XXI11/2025
283/PUU-XXI11/2025
284/PUU-XXIII/2025
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Lampiran 3 Jumlah Alat Bukti Perkara PUU Menurut Klasifikasi
Para Pihak
U] 0] (3) (4) (5)
1 129/PUU-XXI/2023 2 0 0
2 166/PUU-XXI/2023 2 6 0
3 3/PUU-XXII/2024 12 0 0
4 10/PUU-XXII/2024 82 7 28
5 14/PUU-XXII/2024 6 2 0
6 19/PUU-XXII/2024 127 0 0
7 31/PUU-XXII/2024 93 0 0
8  32/PUU-XXII/2024 4 0 0
9 49/PUU-XXII/2024 12 7 0
10 50/PUU-XXII/2024 8 2 0
11 62/PUU-XXII/2024 8 0 0
12 66/PUU-XXII/2024 44 0 0
13 77/PUU-XXII/2024 21 24 0
14 83/PUU-XXII/2024 13 0 78
15  84/PUU-XXII/2024 28 0 0
16 85/PUU-XXII/2024 34 0 12
17 86/PUU-XXII/2024 4 7 12
18 87/PUU-XXII/2024 8 3 0
19 92/PUU-XXII/2024 34 0 0
20 96/PUU-XXII/2024 38 7 12
21 97/PUU-XXII/2024 21 0 22
22 100/PUU-XXII/2024 3 0 0
23 101/PUU-XXII/2024 9 3 0
24 105/PUU-XXII/2024 176 3 0
25 107/PUU-XXII/2024 22 0 0
26 111/PUU-XXII/2024 28 29 0
27 112/PUU-XXII/2024 44 6 0
28 115/PUU-XXII/2024 5 3 0
29 121/PUU-XXII/2024 23 0 0
30 124/PUU-XXII/2024 10 0 0
31 128/PUU-XXII/2024 48 0 0
32 131/PUU-XXII/2024 N 0 0
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33 132/PUU-XXII/2024 32 98 0
34 133/PUU-XXII/2024 7 0 0
35 134/PUU-XXII/2024 73 6 12
36 135/PUU-XXII/2024 6 0 0
37 142/PUU-XXII/2024 14 0 0
38 143/PUU-XXII/2024 0 0
39 144/PUU-XXII/2024 0 0
40 146/PUU-XXII/2024 n 0 0
41 147/PUU-XXII/2024 30 4 0
42 148/PUU-XXII/2024 16 0 0
43 150/PUU-XXII/2024 10 0 0
44 151/PUU-XXII/2024 12 3 0
45 152/PUU-XXII/2024 1 7
46 153/PUU-XXII/2024 0 0
47 154/PUU-XXII/2024 0 0
48 155/PUU-XXII/2024 24 0 0
49 156/PUU-XXII/2024 26 n 0
50 157/PUU-XXII/2024 5 0 0
51 158/PUU-XXII/2024 22 0 0
52 159/PUU-XXII/2024 13 0 0
53 160/PUU-XXII/2024 7 0 0
54 161/PUU-XXII/2024 6 0 0
55 162/PUU-XXII/2024 8 0 0
56 163/PUU-XXII/2024 9 0 0
57 164/PUU-XXII/2024 7 0 0
58 165/PUU-XXII/2024 4 0 0
59 166/PUU-XXII/2024 30 0 0
60  167/PUU-XXII/2024 17 0 0
61  168/PUU-XXII/2024 22 0 0
62 169/PUU-XXII/2024 6 0 0
63 170/PUU-XXII/2024 8 0 0
64 171/PUU-XXII/2024 33 0 0
65  172/PUU-XXII/2024 6 0 0
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66  173/PUU-XXII/2024 15 0 0
67  174/PUU-XXII/2024 7 0 0
68  175/PUU-XXII/2024 19 0 0
69  176/PUU-XXII/2024 14 0 0
70 177/PUU-XXII/2024 98 0 0
71 178/PUU-XXII/2024 18 0 1

72 179/PUU-XXII/2024 3 0 0
73 180/PUU-XXII/2024 20 28 17
74 181/PUU-XXII/2024 12 56 0
75 182/PUU-XXII/2024 19 31 0
76 183/PUU-XXII/2024 9 0 60
77 184/PUU-XXII/2024 56 0 32
78 185/PUU-XXII/2024 7 9 0
79 186/PUU-XXII/2024 8 0 0
80  187/PUU-XXII/2024 14 0 0
81 188/PUU-XXII/2024 26 8 0
82 189/PUU-XXII/2024 5 0 0
83 1/PUU-XXINI/2025 14 0 0
84 2/PUU-XXII/2025 12 0 0
85 3/PUU-XXIII/2025 13 0 0
86 4/PUU-XXIII/2025 0 0 0
87 5/PUU-XXINI/2025 0 0 0
88  6/PUU-XXIII/2025 12 0 0
89 7/PUU-XXII/2025 0 0 0
90  8/PUU-XXIII/2025 0 0 0
91 9/PUU-XXIII/2025 0 12 29
92 17/PUU-XXIII/2025 9 0 0
93 18/PUU-XXIII/2025 0 0 0
94 10/PUU-XXII/2025 34 0 0
95 11/PUU-XXIII/2025 47 5 0
96 12/PUU-XXIII/2025 6 0 0
97 14/PUU-XXIII/2025 13 0 0
98 13/PUU-XXIII/2025 8 0 0
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99 15/PUU-XXINI/2025 23 12 29
100 16/PUU-XXIII/2025 19 0 0
101 19/PUU-XXIII/2025 67 3 0
102 21/PUU-XXIII/2025 12 0 0
103 20/PUU-XXIII/2025 5 0 0
104 22/PUU-XXIII/2025 6 0 0
105 23/PUU-XXIII/2025 3 0 0
106  24/PUU-XXIII/2025 7 0 0
107 25/PUU-XXIII/2025 5 0 0
108  26/PUU-XXIII/2025 3 0 0
109 29/PUU-XXIII/2025 23 0 0
110 30/PUU-XXIII/2025 5 0 0
11 35/PUU-XXIII/2025 24 0 0
112 27/PUU-XXIII/2025 24 0 0
113 28/PUU-XXIII/2025 106 0 10
114 38/PUU-XXIII/2025 9 0 0
115 31/PUU-XXIII/2025 33 0 0
116 39/PUU-XXIII/2025 1 0 0
117 32/PUU-XXIII/2025 30 0 0
118 33/PUU-XXIII/2025 4 0 0
119 37/PUU-XXIII/2025 20 0 9
120 34/PUU-XXIII/2025 23 0 0
121 36/PUU-XXIII/2025 20 0 0
122 41/PUU-XXIII/2025 42 0 0
123 40/PUU-XXIII/2025 23 0 0
124 44/PUU-XXIII/2025 19 0 0
125 42/PUU-XXIII/2025 8 0 0
126 43/PUU-XXIII/2025 8 0 0
127 46/PUU-XXIII/2025 8 0 0
128 45/PUU-XXIII/2025 46 74 0
129 61/PUU-XXIII/2025 22 0 0
130 47/PUU-XXIII/2025 9 0 0
131 48/PUU-XXIII/2025 18 0 0
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132 49/PUU-XXIII/2025 5 0 0
133 50/PUU-XXIII/2025 10 0 0
134 51/PUU-XXIII/2025 12 0 0
135 73/PUU-XXIII/2025 0 0 0
136 57/PUU-XXIII/2025 0 0 0
137 67/PUU-XXIII/2025 8 12 29
138 52/PUU-XXIII/2025 43 32 0
139 64/PUU-XXIII/2025 39 32 0
140 59/PUU-XXIII/2025 12 0 0
141 72/PUU-XXII1/2025 36 0 0
142 62/PUU-XXII1/2025 9 0 0
143 53/PUU-XXIII/2025 18 0 0
144 63/PUU-XXIII/2025 9 0 0
145 54/PUU-XXII1/2025 23 5 9
146 60/PUU-XXII1/2025 48 38 m
147 55/PUU-XXIII/2025 12 0 0
148 58/PUU-XXIII/2025 18 0 0
149 56/PUU-XXIII/2025 0 74 0
150  80/PUU-XXIII/2025 21 0 0
151 65/PUU-XXIII/2025 8 0 0
152 66/PUU-XXIII/2025 10 0 0
153 69/PUU-XXIII/2025 46 76 0
154 70/PUU-XXII1/2025 4 0 0
155 86/PUU-XXIII/2025 9 0 0
156 68/PUU-XXIII/2025 5 33 0
157 71/PUU-XXIII/2025 13 0 0
158 76/PUU-XXII1/2025 9 0 0
159 74/PUU-XXIII/2025 34 0 0
160 75/PUU-XXIII/2025 7 76 0
161 79/PUU-XXIII/2025 LX) 0 0
162 77/PUU-XXII1/2025 32 0 0
163 78/PUU-XXIII/2025 14 0 0
164  83/PUU-XXIII/2025 24 0 0
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165 81/PUU-XXIII/2025 127 76 0
166 82/PUU-XXIII/2025 6 0 0
167 85/PUU-XXIII/2025 3 0 0
168 92/PUU-XXIII/2025 17 0 0
169  84/PUU-XXIII/2025 12 0 0
170 88/PUU-XXIII/2025 0 0
171 87/PUU-XXII1/2025 0 0
172 93/PUU-XXIII/2025 0 0
173 89/PUU-XXIII/2025 21 0 0
174 90/PUU-XXII1/2025 16 0 0
175 99/PUU-XXII1/2025 6 34 0
176 91/PUU-XXIII/2025 35 0 0
177 94/PUU-XXIII/2025 3 0 0
178 95/PUU-XXIII/2025 8 0 0
179 96/PUU-XXIII/2025 2 0 0
180 97/PUU-XXIII/2025 5 0 0
181 98/PUU-XXIII/2025 4 0 0
182 100/PUU-XXIII/2025 0 6 0
183 101/PUU-XXIII/2025 16 0 0
184 102/PUU-XXIII/2025 22 0 0
185 103/PUU-XXINI/2025 10 0 0
186 104/PUU-XXIII/2025 38 0 0
187 113/PUU-XXIII/2025 6 0 0
188 107/PUU-XXIII/2025 3 0 0
189 115/PUU-XXINI/2025 4 0 0
190 105/PUU-XXIII/2025 7 0 0
191 106/PUU-XXII1/2025 14 0 0
192 108/PUU-XXIII/2025 2 0 0
193 125/PUU-XXIII/2025 12 0 0
194 109/PUU-XXII1/2025 20 0 0
195 110/PUU-XXIII/2025 17 0 0
196 111/PUU-XXIII/2025 21 0 0
197 112/PUU-XXIII/2025 137 2 0
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198 119/PUU-XXINI/2025 39 0 0
199 122/PUU-XXIII/2025 7 0 0
200  114/PUU-XXIII/2025 22 3 0
201 116/PUU-XXIII/2025 18 0 0
202 117/PUU-XXIII/2025 9 0 0
203 118/PUU-XXIII/2025 10 0 0
204 120/PUU-XXIII/2025 4 0 0
205 121/PUU-XXIII/2025 4 0 0
206 123/PUU-XXIII/2025 68 5 0
207 124/PUU-XXIII/2025 15 0 0
208 126/PUU-XXIII/2025 10 0 0
209 127/PUU-XXIII/2025 30 0 0
210 136/PUU-XXIII/2025 17 0 0
211 128/PUU-XXII/2025 6 0 0
212 129/PUU-XXIII/2025 5 0 0
213 130/PUU-XXII/2025 17 n 0
214 131/PUU-XXIII/2025 10 0 0
215 137/PUU-XXIII/2025 25 2 0
216 134/PUU-XXII/2025 n 0 0
217 132/PUU-XXII/2025 7 0 0
218 135/PUU-XXIII/2025 55 2 0
219 133/PUU-XXIII/2025 7 0 0
220 138/PUU-XXIII/2025 13 0 0
221 142/PUU-XXIII/2025 4 0 0
222 139/PUU-XXIII/2025 M 0 0
223 140/PUU-XXIII/2025 24 0 0
224 141/PUU-XXIII/2025 26 0 0
225 147/PUU-XXIII/2025 42 0 0
226 148/PUU-XXIII/2025 3 0 0
227 143/PUU-XXIII/2025 0 108 0
228 146/PUU-XXIII/2025 8 0 0
229 144/PUU-XXIII/2025 25 0 0
230 145/PUU-XXIII/2025 0 12 6
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231 149/PUU-XXIII/2025 7
232 150/PUU-XXII/2025 3
233 151/PUU-XXII/2025 n

234 152/PUU-XXIII/2025
235 153/PUU-XXIII/2025
236 154/PUU-XXIII/2025
237 155/PUU-XXII/2025 12
238 156/PUU-XXIII/2025 3
239 157/PUU-XXIII/2025
240 159/PUU-XXIII/2025
241 158/PUU-XXIII/2025 30
242 160/PUU-XXIII/2025 15
243 161/PUU-XXIII/2025
244 162/PUU-XXII/2025

O O O O ©O ©O O © © ©O O O ©O ©O O © © © o o o o o

O O O O O O O O O W O O ©O © © © © © © © © © © © ©O © © o o o o o o

245 163/PUU-XXII/2025 23
246 164/PUU-XXIII/2025 20
247 165/PUU-XXII/2025 12
248 166/PUU-XXIII/2025 0
249 167/PUU-XXII/2025 24
250  168/PUU-XXIII/2025 25
251 169/PUU-XXII/2025 3
252 170/PUU-XXIII/2025 15
253 171/PUU-XXIII/2025 8
254 172/PUU-XXIII/2025 20 10
255 173/PUU-XXIII/2025 4 0
256 174/PUU-XXIII/2025 34 0
257 175/PUU-XXII/2025 16 0
258 176/PUU-XXIII/2025 19 0
259 177/PUU-XXIII/2025 23 0
260  178/PUU-XXII/2025 8 0
261 179/PUU-XXII/2025 16 0
262 180/PUU-XXIII/2025 17 0
263 181/PUU-XXIII/2025 10 0
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264 182/PUU-XXIII/2025 13 0 0
265  183/PUU-XXIII/2025 10 0 0
266 184/PUU-XXIII/2025 83 0 0
267 185/PUU-XXIII/2025 19 0 0
268  186/PUU-XXIII/2025 64 0 0
269 187/PUU-XXIII/2025 2 0 0
270 188/PUU-XXIII/2025 n 0 0
271 189/PUU-XXIII/2025 25 0 5
272 190/PUU-XXII/2025 4 0 0
273 191/PUU-XXIII/2025 37 0 0
274 192/PUU-XXII/2025 15 0 0
275 193/PUU-XXIII/2025 0 0 0
276 194/PUU-XXIII/2025 15 0 0
277 195/PUU-XXII/2025 14 0 0
278 196/PUU-XXII/2025 6 0 0
279 197/PUU-XXIII/2025 124 46 0
280 198/PUU-XXIII/2025 32 0 0
281 199/PUU-XXIII/2025 9 0 0
282 200/PUU-XXIII/2025 6 0 0
283 201/PUU-XXIII/2025 16 0 0
284 202/PUU-XXIII/2025 16 0 0
285 203/PUU-XXIII/2025 59 0 0
286 204/PUU-XXIII/2025 37 0 0
287 205/PUU-XXIII/2025 7 0 0
288 206/PUU-XXIII/2025 7 0 0
289 207/PUU-XXIII/2025 0 0 0
290  208/PUU-XXIII/2025 12 0 0
291 209/PUU-XXIII/2025 8 0 0
292 210/PUU-XXIII/2025 14 0 0
293 211/PUU-XXIII/2025 39 0 0
294 212/PUU-XXII/2025 8 0 0
295 213/PUU-XXIII/2025 49 0 0
296 214/PUU-XXIII/2025 1 0 0
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297 215/PUU-XXII/2025 12 0 0
298 216/PUU-XXIII/2025 n 0 0
299 217/PUU-XXIII/2025 n 0 0
300  218/PUU-XXIII/2025 0 0
301 219/PUU-XXII/2025 0 0
302 220/PUU-XXIII/2025 0 0
303 221/PUU-XXIII/2025 10 0 0
304 222/PUU-XXIII/2025 0 0
305 223/PUU-XXIII/2025 0 0
306 224/PUU-XXIII/2025 0 0
307 225/PUU-XXII/2025 44 0 0
308 226/PUU-XXIII/2025 13 0 0
309 227/PUU-XXIII/2025 12 0 0
310 228/PUU-XXIII/2025 0 0
311 229/PUU-XXII/2025 0 0
312 230/PUU-XXIII/2025 0 0
313 231/PUU-XXIII/2025 13 0 0
314 232/PUU-XXII/2025 9 0 0
315 233/PUU-XXII/2025 15 0 0
316 234/PUU-XXIII/2025 10 0 0
317 235/PUU-XXII/2025 14 0 0
318 236/PUU-XXIII/2025 7 0 0
319 237/PUU-XXIII/2025 12 0 0
320 238/PUU-XXIII/2025 16 0 0
321 239/PUU-XXIII/2025 0 0
322 240/PUU-XXIII/2025 8 0 0
323 241/PUU-XXIII/2025 10 0 0
324 242/PUU-XXIII/2025 0 0 0
325 243/PUU-XXIII/2025 44 0 0
326 244/PUU-XXIII/2025 27 0 0
327 245/PUU-XXIII/2025 9 0 0
328  246/PUU-XXIII/2025 8 0 0
329 247/PUU-XXIII/2025 12 0 0
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330  248/PUU-XXIII/2025 2 0 0
331 249/PUU-XXIII/2025 16 0 0
332 250/PUU-XXIII/2025 n 0 0
333 251/PUU-XXIII/2025 0 0 0
334 252/PUU-XXIII/2025 12 0 0
335 253/PUU-XXIII/2025 21 0 0
336 254/PUU-XXIII/2025 12 0 0
337 255/PUU-XXIII/2025 20 0 0
338 256/PUU-XXIII/2025 27 0 0
339 257/PUU-XXIII/2025 30 0 0
340 258/PUU-XXIII/2025 25 0 0
341 259/PUU-XXIII/2025 9 0 0
342 260/PUU-XXIII/2025 14 0 0
343 261/PUU-XXII/2025 34 0 0
344 262/PUU-XXIII/2025 0 0 0
345 263/PUU-XXIII/2025 7 0 0
346 264/PUU-XXIII/2025 2 0 0
347 265/PUU-XXII/2025 9 0 0
348 266/PUU-XXIII/2025 8 0 0
349 267/PUU-XXIII/2025 10 0 0
350  268/PUU-XXIII/2025 0 0 0
351 269/PUU-XXII/2025 16 0 0
352 270/PUU-XXII/2025 12 0 0
353 271/PUU-XXIII/2025 28 0 0
354 272/PUU-XXIII/2025 n 0 0
355 273/PUU-XXII/2025 4 0 0
356 274/PUU-XXIII/2025 20 0 0
357 275/PUU-XXIII/2025 26 0 0
358 276/PUU-XXII/2025 18 0 0
359 277/PUU-XXIII/2025 24 0 0
360  278/PUU-XXIII/2025 6 0 0
361 279/PUU-XXIII/2025 0 0 0
362 280/PUU-XXIII/2025 24 0 0
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363 281/PUU-XXIII/2025 18 0 0
364 282/PUU-XXIII/2025 21 0 0
365 283/PUU-XXIII/2025 0 0
366  284/PUU-XXIII/2025 0 0 0
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Lampiran 4 Perkara PUU yang Diregistrasi
No Nomor Perkara Status Putusan
(1) ) @)
1 129/PUU-XXI/2023 Diputus
2 166/PUU-XXI/2023 Diputus
3 3/PUU-XXII/2024 Diputus
4 10/PUU-XXII/2024 Diputus
5 14/PUU-XXII/2024 Diputus
6 19/PUU-XXII/2024 Diputus
7 31/PUU-XXII/2024 Diputus
8 32/PUU-XXII/2024 Diputus
9 49/PUU-XXII/2024 Diputus
10 50/PUU-XXII/2024 Diputus
11 62/PUU-XXII/2024 Diputus
12 66/PUU-XXII/2024 Diputus
13 77/PUU-XXII/2024 Diputus
14 83/PUU-XXII/2024 Diputus
15 84/PUU-XXII/2024 Diputus
16 85/PUU-XXII/2024 Diputus
17 86/PUU-XXII/2024 Diputus
18 87/PUU-XXII/2024 Diputus
19 92/PUU-XXII/2024 Diputus
20 96/PUU-XXII/2024 Diputus
21 97/PUU-XXII/2024 Diputus
22 100/PUU-XXII/2024 Diputus
23 101/PUU-XXII/2024 Diputus
24 105/PUU-XXII/2024 Diputus
25 107/PUU-XXII/2024 Diputus
26 111/PUU-XXII/2024 Belum Diputus
27 112/PUU-XXII/2024 Diputus
28 115/PUU-XXII/2024 Diputus
29 121/PUU-XXII/2024 Diputus
30 124/PUU-XXII/2024 Diputus
31 128/PUU-XXII/2024 Diputus
32 131/PUU-XXII/2024 Diputus
33 132/PUU-XXII/2024 Diputus
34 133/PUU-XXII/2024 Diputus
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Lanjutan Lampiran 4

No Nomor Perkara Status Putusan
m (0] (3)
35 134/PUU-XXII/2024 Diputus
36 135/PUU-XXII/2024 Diputus
37 142/PUU-XXII/2024 Diputus
38 143/PUU-XXII/2024 Diputus
39 144/PUU-XXII/2024 Diputus
40  146/PUU-XXII/2024 Diputus
41 147/PUU-XXII/2024 Diputus
42 148/PUU-XXII/2024 Diputus
43 150/PUU-XXII/2024 Diputus
44 151/PUU-XXII/2024 Diputus
45 152/PUU-XXII/2024 Diputus
46 153/PUU-XXII/2024 Diputus
47 154/PUU-XXII/2024 Diputus
48 155/PUU-XXII/2024 Diputus
49 156/PUU-XXII/2024 Belum Diputus
50  157/PUU-XXII/2024 Diputus
51 158/PUU-XXII/2024 Diputus
52 159/PUU-XXII/2024 Diputus
53 160/PUU-XXII/2024 Diputus
54 161/PUU-XXII/2024 Diputus
55 162/PUU-XXII/2024 Diputus
56 163/PUU-XXII/2024 Diputus
57 164/PUU-XXII/2024 Diputus
58  165/PUU-XXII/2024 Diputus
59 166/PUU-XXII/2024 Diputus
60  167/PUU-XXII/2024 Diputus
61  168/PUU-XXII/2024 Diputus
62 169/PUU-XXII/2024 Diputus
63 170/PUU-XXII/2024 Diputus
64 171/PUU-XXII/2024 Diputus
65  172/PUU-XXII/2024 Diputus
66  173/PUU-XXII/2024 Diputus
67  174/PUU-XXII/2024 Diputus
68  175/PUU-XXII/2024 Diputus
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176/PUU-XXII/2024
177/PUU-XXII/2024
178/PUU-XXII/2024
179/PUU-XXI1/2024
180/PUU-XXII/2024
181/PUU-XXII/2024
182/PUU-XXII/2024
183/PUU-XXII/2024
184/PUU-XXII/2024
185/PUU-XXII/2024
186/PUU-XXI1/2024
187/PUU-XXII/2024
188/PUU-XXII/2024
189/PUU-XXII/2024
1/PUU-XXIII/2025

2/PUU-XXIII/2025

3/PUU-XXII/2025

4/PUU-XXI11/2025

5/PUU-XXIII/2025

6/PUU-XXIII/2025

7/PUU-XXII/2025

8/PUU-XXII1/2025

9/PUU-XXIII/2025

17/PUU-XXI11/2025
18/PUU-XXII/2025
10/PUU-XXIII/2025
11/PUU-XXIII/2025
12/PUU-XXII1/2025
14/PUU-XXII1/2025
13/PUU-XXIII/2025
15/PUU-XXIII/2025
16/PUU-XXII1/2025
19/PUU-XXI11/2025
21/PUU-XXI11/2025

Nomor Perkara

(0]

LAMPIRAN

Status Putusan

3)
Diputus
Diputus
Diputus
Diputus
Diputus
Diputus

Belum Diputus
Diputus
Diputus
Diputus
Diputus
Diputus
Diputus
Diputus
Diputus
Diputus
Diputus
Diputus
Diputus
Diputus
Diputus
Diputus
Diputus
Diputus
Diputus
Diputus
Diputus
Diputus
Diputus
Diputus
Diputus
Diputus
Diputus
Diputus
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No Nomor Perkara Status Putusan
(1) ) 3)
103 20/PUU-XXIII/2025 Diputus
104 22/PUU-XXIII/2025 Diputus
105 23/PUU-XXIII/2025 Diputus
106  24/PUU-XXIII/2025 Diputus
107 25/PUU-XXIII/2025 Diputus
108  26/PUU-XXIII/2025 Diputus
109 29/PUU-XXIII/2025 Diputus
110 30/PUU-XXIII/2025 Diputus
11 35/PUU-XXIII/2025 Diputus
112 27/PUU-XXIII/2025 Diputus
113 28/PUU-XXIII/2025 Diputus
114 38/PUU-XXIII/2025 Diputus
115 31/PUU-XXIII/2025 Diputus
116 39/PUU-XXIII/2025 Diputus
17 32/PUU-XXIII/2025 Diputus
118 33/PUU-XXIII/2025 Diputus
119 37/PUU-XXIII/2025 Diputus
120 34/PUU-XXIII/2025 Diputus
121 36/PUU-XXIII/2025 Diputus
122 41/PUU-XXIII/2025 Diputus
123 40/PUU-XXIII/2025 Diputus
124 44/PUU-XXIII/2025 Diputus
125 42/PUU-XXIII/2025 Diputus
126 43/PUU-XXIII/2025 Diputus
127 46/PUU-XXIII/2025 Diputus
128 45/PUU-XXIII/2025 Diputus
129 61/PUU-XXIII/2025 Diputus
130 47/PUU-XXIII/2025 Diputus
131 48/PUU-XXIII/2025 Diputus
132 49/PUU-XXIII/2025 Diputus
133 50/PUU-XXIII/2025 Diputus
134 51/PUU-XXIII/2025 Diputus
135 73/PUU-XXIII/2025 Diputus
136 57/PUU-XXIII/2025 Diputus
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(U]

137
138
139
140
14
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

67/PUU-XXII1/2025
52/PUU-XXI11/2025
64/PUU-XXI11/2025
59/PUU-XXI11/2025
72/PUU-XXII1/2025
62/PUU-XXI11/2025
53/PUU-XXI11/2025
63/PUU-XXII1/2025
54/PUU-XXII1/2025
60/PUU-XXII1/2025
55/PUU-XXI11/2025
58/PUU-XXII1/2025
56/PUU-XXII1/2025
80/PUU-XXII1/2025
65/PUU-XXI11/2025
66/PUU-XXI11/2025
69/PUU-XXII1/2025
70/PUU-XXI11/2025
86/PUU-XXI11/2025
68/PUU-XXII1/2025
71/PUU-XXII1/2025
76/PUU-XXI11/2025
74/PUU-XXI11/2025
75/PUU-XXI11/2025
79/PUU-XXII1/2025
77/PUU-XXII1/2025
78/PUU-XXI11/2025
83/PUU-XXII1/2025
81/PUU-XXII1/2025
82/PUU-XXII1/2025
85/PUU-XXI11/2025
92/PUU-XXII1/2025
84/PUU-XXII1/2025
88/PUU-XXII1/2025

Nomor Perkara

(0]

LAMPIRAN

Status Putusan

3)
Diputus
Diputus
Diputus
Diputus
Diputus
Diputus
Diputus
Diputus
Diputus

Belum Diputus
Diputus
Diputus
Diputus
Diputus
Diputus
Diputus
Diputus
Diputus
Diputus
Diputus

Belum Diputus
Diputus
Diputus
Diputus
Diputus
Diputus
Diputus
Diputus
Diputus
Diputus
Diputus
Diputus
Diputus
Diputus
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No Nomor Perkara Status Putusan
(1)) ) (3)

171 87/PUU-XXIII/2025 Diputus
172 93/PUU-XXIII/2025 Diputus
173 89/PUU-XXIII/2025 Diputus
174 90/PUU-XXIII/2025 Diputus
175 99/PUU-XXIII/2025 Diputus
176 91/PUU-XXIII/2025 Diputus
177 94/PUU-XXIII/2025 Diputus
178 95/PUU-XXIII/2025 Diputus
179 96/PUU-XXIII/2025 Diputus
180  97/PUU-XXIII/2025 Diputus
181 98/PUU-XXIII/2025 Diputus
182 100/PUU-XXIII/2025 Belum Diputus
183 101/PUU-XXIII/2025 Diputus
184 102/PUU-XXIII/2025 Diputus
185  103/PUU-XXIII/2025 Diputus
186 104/PUU-XXIII/2025 Diputus
187 113/PUU-XXIII/2025 Diputus
188 107/PUU-XXIII/2025 Diputus
189 115/PUU-XXIII/2025 Diputus
190 105/PUU-XXIII/2025 Diputus
191 106/PUU-XXIII/2025 Belum Diputus
192 108/PUU-XXIII/2025 Diputus
193 125/PUU-XXIII/2025 Diputus
194 109/PUU-XXIII/2025 Diputus
195 110/PUU-XXIII/2025 Diputus
196 111/PUU-XXINI/2025 Diputus
197 112/PUU-XXIII/2025 Belum Diputus
198 119/PUU-XXIII/2025 Diputus
199 122/PUU-XXIII/2025 Diputus
200 114/PUU-XXIII/2025 Diputus
201 116/PUU-XXIII/2025 Diputus
202 117/PUU-XXIII/2025 Diputus
203 118/PUU-XXIII/2025 Diputus
204 120/PUU-XXIII/2025 Diputus

Mahkamah Konstitusi Dalam Angka 2025 X ]




Lanjutan Lampiran 4

(U]
205
206
207
208
209
210
M
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238

121/PUU-XXIII/2025
123/PUU-XXIII/2025
124/PUU-XXII/2025
126/PUU-XXIII/2025
127/PUU-XXIII/2025
136/PUU-XXIII/2025
128/PUU-XXIlI/2025
129/PUU-XXIII/2025
130/PUU-XXIII/2025
131/PUU-XXIII/2025
137/PUU-XXII/2025
134/PUU-XXIII/2025
132/PUU-XXIII/2025
135/PUU-XXIII/2025
133/PUU-XXIlI/2025
138/PUU-XXIII/2025
142/PUU-XXIII/2025
139/PUU-XXIII/2025
140/PUU-XXII/2025
141/PUU-XXIII/2025
147/PUU-XXIII/2025
148/PUU-XXIII/2025
143/PUU-XXII/2025
146/PUU-XXIII/2025
144/PUU-XXIII/2025
145/PUU-XXIII/2025
149/PUU-XXII/2025
150/PUU-XXIII/2025
151/PUU-XXIII/2025
152/PUU-XXIII/2025
153/PUU-XXIlI/2025
154/PUU-XXIII/2025
155/PUU-XXIII/2025
156/PUU-XXIII/2025

Nomor Perkara

(0]

LAMPIRAN

Status Putusan

3)
Diputus
Belum Diputus
Diputus
Diputus
Diputus
Belum Diputus
Diputus
Diputus
Belum Diputus
Diputus
Belum Diputus
Diputus
Diputus
Belum Diputus
Diputus
Diputus
Diputus
Belum Diputus
Diputus
Diputus
Diputus
Diputus
Belum Diputus
Diputus
Diputus
Belum Diputus
Diputus
Diputus
Diputus
Diputus
Diputus
Diputus
Diputus
Diputus
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LAMPIRAN

Lanjutan Lampiran 4

(U]
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272

157/PUU-XXIII/2025
159/PUU-XXIII/2025
158/PUU-XXIII/2025
160/PUU-XXIII/2025
161/PUU-XXIII/2025
162/PUU-XXIII/2025
163/PUU-XXIII/2025
164/PUU-XXIII/2025
165/PUU-XXIII/2025
166/PUU-XXIII/2025
167/PUU-XXII/2025
168/PUU-XXIII/2025
169/PUU-XXIII/2025
170/PUU-XXIII/2025
171/PUU-XXIl/2025
172/PUU-XXIII/2025
173/PUU-XXIII/2025
174/PUU-XXIII/2025
175/PUU-XXII/2025
176/PUU-XXIII/2025
177/PUU-XXIII/2025
178/PUU-XXIII/2025
179/PUU-XXII/2025
180/PUU-XXIII/2025
181/PUU-XXIII/2025
182/PUU-XXIII/2025
183/PUU-XXIlI/2025
184/PUU-XXIII/2025
185/PUU-XXIII/2025
186/PUU-XXIII/2025
187/PUU-XXII/2025
188/PUU-XXIII/2025
189/PUU-XXIII/2025
190/PUU-XXIII/2025

Nomor Perkara

(0]

Status Putusan

3)
Diputus
Diputus
Diputus

Belum Diputus
Diputus
Diputus
Diputus

Belum Diputus
Diputus
Diputus
Diputus

Belum Diputus
Diputus
Diputus
Diputus

Belum Diputus

Belum Diputus
Diputus
Diputus

Belum Diputus
Diputus
Diputus
Diputus

Belum Diputus

Belum Diputus
Diputus
Diputus

Belum Diputus
Diputus
Diputus
Diputus

Belum Diputus

Belum Diputus
Diputus
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U]
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306

191/PUU-XXII/2025
192/PUU-XXIII/2025
193/PUU-XXIII/2025
194/PUU-XXIII/2025
195/PUU-XXIlI/2025
196/PUU-XXIII/2025
197/PUU-XXIII/2025
198/PUU-XXIII/2025
199/PUU-XXIlI/2025
200/PUU-XXII1/2025
201/PUU-XXII1/2025
202/PUU-XXII1/2025
203/PUU-XXI11/2025
204/PUU-XXI11/2025
205/PUU-XXII1/2025
206/PUU-XXII1/2025
207/PUU-XXI11/2025
208/PUU-XXII1/2025
209/PUU-XXII1/2025
210/PUU-XXII1/2025
211/PUU-XXI11/2025
212/PUU-XXII1/2025
213/PUU-XXII1/2025
214/PUU-XXII1/2025
215/PUU-XXI11/2025
216/PUU-XXI11/2025
217/PUU-XXII1/2025
218/PUU-XXII1/2025
219/PUU-XXI11/2025
220/PUU-XXI11/2025
221/PUU-XXII1/2025
222/PUU-XXII1/2025
223/PUU-XXI11/2025
224/PUU-XXI11/2025

Nomor Perkara

@)

LAMPIRAN

Status Putusan

@)
Belum Diputus
Belum Diputus

Diputus
Diputus
Diputus
Diputus
Belum Diputus
Belum Diputus
Diputus
Diputus
Diputus
Belum Diputus
Belum Diputus
Belum Diputus
Diputus
Diputus
Diputus
Belum Diputus
Diputus
Belum Diputus
Belum Diputus
Belum Diputus
Belum Diputus
Diputus
Diputus
Belum Diputus
Belum Diputus
Belum Diputus
Diputus
Diputus
Diputus
Belum Diputus
Belum Diputus
Diputus
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No Nomor Perkara Status Putusan
(1) @ (3)

307 225/PUU-XXIN/2025 Belum Diputus
308 226/PUU-XXIII/2025 Belum Diputus
309 227/PUU-XXIN/2025 Belum Diputus
310 228/PUU-XXII/2025 Belum Diputus
311 229/PUU-XXIN/2025 Diputus
312 230/PUU-XXIII/2025 Belum Diputus
313 231/PUU-XXIN/2025 Belum Diputus
314 232/PUU-XXIII/2025 Belum Diputus
315 233/PUU-XXIN/2025 Belum Diputus
316 234/PUU-XXIII/2025 Belum Diputus
317 235/PUU-XXII/2025 Belum Diputus
318 236/PUU-XXIII/2025 Belum Diputus
319 237/PUU-XXIN/2025 Belum Diputus
320 238/PUU-XXIII/2025 Belum Diputus
321 239/PUU-XXII/2025 Belum Diputus
322 240/PUU-XXII/2025 Belum Diputus
323 241/PUU-XXIN/2025 Belum Diputus
324 242/PUU-XXIII/2025 Belum Diputus
325 243/PUU-XXII/2025 Belum Diputus
326 244/PUU-XXIII/2025 Belum Diputus
327 245/PUU-XXINI/2025 Belum Diputus
328 246/PUU-XXIII/2025 Belum Diputus
329 247/PUU-XXIN/2025 Belum Diputus
330 248/PUU-XXIII/2025 Belum Diputus
331 249/PUU-XXIII/2025 Belum Diputus
332 250/PUU-XXIII/2025 Belum Diputus
333 251/PUU-XXII/2025 Belum Diputus
334 252/PUU-XXIII/2025 Belum Diputus
335 253/PUU-XXII/2025 Belum Diputus
336 254/PUU-XXIII/2025 Belum Diputus
337 255/PUU-XXII/2025 Belum Diputus
338 256/PUU-XXIII/2025 Belum Diputus
339 257/PUU-XXIII/2025 Belum Diputus
340 258/PUU-XXIII/2025 Belum Diputus
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No

U]
34
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366

259/PUU-XXI11/2025
260/PUU-XXI11/2025
261/PUU-XXII1/2025
262/PUU-XXI11/2025
263/PUU-XXI1/2025
264/PUU-XXI11/2025
265/PUU-XXI11/2025
266/PUU-XXI11/2025
267/PUU-XXI11/2025
268/PUU-XXI11/2025
269/PUU-XXI11/2025
270/PUU-XXI11/2025
271/PUU-XXI11/2025
272/PUU-XXI11/2025
273/PUU-XXI11/2025
274/PUU-XX11/2025
275/PUU-XXI11/2025
276/PUU-XXI11/2025
277/PUU-XXI11/2025
278/PUU-XXII1/2025
279/PUU-XXI11/2025
280/PUU-XXI11/2025
281/PUU-XXII1/2025
282/PUU-XXI11/2025
283/PUU-XXI11/2025
284/PUU-XXI11/2025

Nomor Perkara

@)

LAMPIRAN

Status Putusan

(3)
Belum Diputus
Belum Diputus
Belum Diputus
Belum Diputus
Belum Diputus
Belum Diputus
Belum Diputus
Belum Diputus
Belum Diputus
Belum Diputus
Belum Diputus
Belum Diputus
Belum Diputus
Belum Diputus
Belum Diputus
Belum Diputus
Belum Diputus
Belum Diputus
Belum Diputus
Belum Diputus
Belum Diputus
Belum Diputus
Belum Diputus
Belum Diputus
Belum Diputus
Belum Diputus
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HAMPIRAN G

Lampiran 5 Jumlah Pemohon yang Hadir dalam Pemeriksaan
Pendahuluan | Perkara PUU Menurut Klasifikasi
Pemohon

)

@)

=
=
=

129/PUU-XXI/2023
166/PUU-XXI/2023
3/PUU-XXI1/2024

10/PUU-XXII/2024
14/PUU-XXII/2024
19/PUU-XXII/2024
31/PUU-XXII/2024
32/PUU-XXI1/2024
49/PUU-XXI1/2024
10 50/PUU-XXII/2024

11 62/PUU-XXII/2024
12 66/PUU-XXII/2024
13 77/PUU-XXII/2024
14 83/PUU-XXII/2024
15 84/PUU-XXII/2024
16 85/PUU-XXII/2024
17 86/PUU-XXII/2024
18 87/PUU-XXII/2024
19 92/PUU-XXII/2024
20 96/PUU-XXII/2024
21 97/PUU-XXII/2024
22 100/PUU-XXII/2024
23 101/PUU-XXII/2024
24 105/PUU-XXII/2024
25 107/PUU-XXII/2024
26 111/PUU-XXII/2024
27 112/PUU-XXII/2024
28 115/PUU-XXII/2024
29 121/PUU-XXII/2024
30 124/PUU-XXII/2024
31 128/PUU-XXII/2024
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Lanjutan Lampiran 5

) @ @)
32 131/PUU-XXII/2024
33 132/PUU-XXII/2024
34 133/PUU-XXII/2024
35 134/PUU-XXII/2024
36 135/PUU-XXII/2024
37 142/PUU-XXII/2024
38 143/PUU-XXII/2024
39 144/PUU-XXII/2024
40 146/PUU-XXII/2024
41 147/PUU-XXII/2024
42 148/PUU-XXII/2024
43 150/PUU-XXII/2024
44 151/PUU-XXII/2024
45 152/PUU-XXII/2024
46 153/PUU-XXII/2024
47 154/PUU-XXII/2024
48 155/PUU-XXII/2024
49 156/PUU-XXII/2024
50  157/PUU-XXII/2024
51 158/PUU-XXII/2024
52 159/PUU-XXII/2024
53 160/PUU-XXII/2024
54 161/PUU-XXII/2024
55 162/PUU-XXII/2024
56 163/PUU-XXII/2024
57 164/PUU-XXII/2024
58  165/PUU-XXII/2024
59 166/PUU-XXII/2024
60  167/PUU-XXII/2024
61  168/PUU-XXII/2024
62 169/PUU-XXII/2024
63 170/PUU-XXII/2024
64 171/PUU-XXII/2024
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LAMPIRAN

Lanjutan Lampiran 5

1) @
65  172/PUU-XXII/2024

66  173/PUU-XXII/2024

67  174/PUU-XXII/2024

68 175/PUU-XXII/2024

69  176/PUU-XXII/2024

70 177/PUU-XXII/2024

71 178/PUU-XXII/2024

72 179/PUU-XXII/2024

73 180/PUU-XXII/2024

74 181/PUU-XXII/2024

75 182/PUU-XXII/2024

76 183/PUU-XXII/2024

77 184/PUU-XXII/2024 4
78 185/PUU-XXII/2024 1
79 186/PUU-XXII/2024
80  187/PUU-XXII/2024
81 188/PUU-XXII/2024
82 189/PUU-XXII/2024
83 1/PUU-XXIII/2025
84 2/PUU-XXII/2025
85 3/PUU-XXIII/2025
86 4/PUU-XXIII/2025
87 5/PUU-XXIII/2025
88 6/PUU-XXII/2025
89  7/PUU-XXII/2025
90  8/PUU-XXIII/2025
91 9/PUU-XXIII/2025
92 17/PUU-XXIII/2025
93 18/PUU-XXIII/2025
94 10/PUU-XXIII/2025
95 T1/PUU-XXINl/2025
96 12/PUU-XXIII/2025
97 14/PUU-XXIII/2025
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D HAMPIRAN

Lanjutan Lampiran 5

) @) @) (C)
98 13/PUU-XXIII/2025 4 2
99 15/PUU-XXIII/2025 3 0
100 16/PUU-XXII1/2025 0 3
101 19/PUU-XXIII/2025 3 0
102 21/PUU-XXIII/2025 1 0
103 20/PUU-XXIII/2025 0 2
104 22/PUU-XXII1/2025 1 2
105 23/PUU-XXIII/2025 1 1
106 24/PUU-XXII1/2025 2 0
107 25/PUU-XXIII/2025 0 12
108 26/PUU-XXII1/2025 1 7
109 29/PUU-XXIII/2025 4 n
110 30/PUU-XXIII/2025 6 0
111 35/PUU-XXII1/2025 4 2
112 27/PUU-XXII1/2025 6 3
113 28/PUU-XXIII/2025 0 7
114 38/PUU-XXIII/2025 1 0
115 31/PUU-XXII1/2025 2 6
116 39/PUU-XXIII/2025 0 1
117 32/PUU-XXIII/2025 1 2
118 33/PUU-XXIII/2025 1 2
119 37/PUU-XXIII/2025 0 13
120 34/PUU-XXIII/2025 4 1
121 36/PUU-XXIII/2025 1 0
122 41/PUU-XXIII/2025 5 0
123 40/PUU-XXIII/2025 3 5
124 44/PUU-XXII1/2025 2 3
125 42/PUU-XXIII/2025 0 1
126 43/PUU-XXIII/2025 3 0
127 46/PUU-XXIII/2025 1 0
128 45/PUU-XXIII/2025 4 2
129 61/PUU-XXIII/2025 3 6
130 47/PUU-XXIII/2025 2 0

" T ) Mahkamah Konstitusi Dalam Angka 2025 179



LAMPIRAN

Lanjutan Lampiran 5

1) @)
131 48/PUU-XXIII/2025
132 49/PUU-XXIII/2025
133 50/PUU-XXIII/2025
134 51/PUU-XXIII/2025
135 73/PUU-XXIII/2025
136 57/PUU-XXIII/2025
137 67/PUU-XXIII/2025
138 52/PUU-XXIII/2025
139 64/PUU-XXIII/2025
140 59/PUU-XXIII/2025
141 72/PUU-XXIII/2025
142 62/PUU-XXIII/2025
143 53/PUU-XXIII/2025
144 63/PUU-XXII1/2025
145 54/PUU-XXII1/2025
146 60/PUU-XXIII/2025
147 55/PUU-XXII1/2025
148 58/PUU-XXIII/2025
149 56/PUU-XXII1/2025
150 80/PUU-XXIII/2025
151 65/PUU-XXIII/2025
152 66/PUU-XXIII/2025
153 69/PUU-XXIII/2025
154 70/PUU-XXIII/2025
155 86/PUU-XXIII/2025
156 68/PUU-XXIII/2025
157 71/PUU-XXII1/2025
158 76/PUU-XXIII/2025
159 74/PUU-XXII1/2025
160 75/PUU-XXII1/2025
161 79/PUU-XXIII/2025
162 77/PUU-XXIII/2025
163 78/PUU-XXIII/2025
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D HAMPIRAN

Lanjutan Lampiran 5

(U] @
164 83/PUU-XXIII/2025
165 81/PUU-XXIII/2025
166 82/PUU-XXIII/2025
167 85/PUU-XXIII/2025
168 92/PUU-XXIII/2025
169 84/PUU-XXIII/2025
170 88/PUU-XXIII/2025
171 87/PUU-XXII1/2025
172 93/PUU-XXIII/2025
173 89/PUU-XXIII/2025
174 90/PUU-XXII1/2025
175 99/PUU-XXII1/2025
176 91/PUU-XXII1/2025
177 94/PUU-XXIII/2025
178 95/PUU-XXIII/2025
179 96/PUU-XXII1/2025
180 97/PUU-XXIII/2025
181 98/PUU-XXIII/2025
182 100/PUU-XXIII/2025
183 101/PUU-XXIII/2025
184 102/PUU-XXIII/2025
185 103/PUU-XXIII/2025
186 104/PUU-XXIII/2025
187 113/PUU-XXIII/2025
188 107/PUU-XXINI/2025
189 115/PUU-XXIII/2025
190 105/PUU-XXIII/2025
191 106/PUU-XXII1/2025
192 108/PUU-XXINI/2025
193 125/PUU-XXIII/2025
194 109/PUU-XXII1/2025
195 110/PUU-XXIII/2025
196 111/PUU-XXINI/2025
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LAMPIRAN

Lanjutan Lampiran 5

) @
197 112/PUU-XXIII/2025
198 119/PUU-XXINI/2025
199 122/PUU-XXIII/2025
200  114/PUU-XXIII/2025
201 116/PUU-XXIII/2025
202 117/PUU-XXIII/2025
203 118/PUU-XXIII/2025
204 120/PUU-XXII/2025
205 121/PUU-XXIII/2025
206 123/PUU-XXIII/2025
207 124/PUU-XXIII/2025
208 126/PUU-XXIII/2025
209 127/PUU-XXIII/2025
210 136/PUU-XXIII/2025
211 128/PUU-XXII/2025
212 129/PUU-XXIII/2025
213 130/PUU-XXIII/2025
214 131/PUU-XXIII/2025
215 137/PUU-XXIII/2025
216 134/PUU-XXIII/2025
217 132/PUU-XXII/2025
218 135/PUU-XXIII/2025
219 133/PUU-XXIII/2025
220 138/PUU-XXIII/2025
221 142/PUU-XXIII/2025
222 139/PUU-XXIII/2025
223 140/PUU-XXIII/2025
224 141/PUU-XXIII/2025
225 147/PUU-XXIII/2025
226 148/PUU-XXIII/2025
227 143/PUU-XXIII/2025
228 146/PUU-XXIII/2025
229 144/PUU-XXIII/2025
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Lanjutan Lampiran 5

) @
230 145/PUU-XXII/2025
231 149/PUU-XXIII/2025
232 150/PUU-XXIII/2025
233 151/PUU-XXIII/2025
234 152/PUU-XXII/2025
235 153/PUU-XXII/2025
236 154/PUU-XXIII/2025
237 155/PUU-XXII/2025
238 156/PUU-XXIII/2025
239 157/PUU-XXIII/2025
240 159/PUU-XXIII/2025
241 158/PUU-XXII/2025
242 160/PUU-XXII/2025
243 161/PUU-XXIII/2025
244 162/PUU-XXIII/2025
245 163/PUU-XXIII/2025
246 164/PUU-XXIII/2025
247 165/PUU-XXII/2025
248 166/PUU-XXIII/2025
249 167/PUU-XXIII/2025
250  168/PUU-XXIII/2025
251 169/PUU-XXII/2025
252 170/PUU-XXIII/2025
253 171/PUU-XXIIl/2025
254 172/PUU-XXIII/2025
255 173/PUU-XXIII/2025
256 174/PUU-XXIII/2025
257 175/PUU-XXIII/2025
258 176/PUU-XXIII/2025
259 177/PUU-XXIII/2025
260  178/PUU-XXIII/2025
261 179/PUU-XXIII/2025
262 180/PUU-XXIII/2025
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LAMPIRAN

Lanjutan Lampiran 5

(U] @
263 181/PUU-XXIII/2025
264 182/PUU-XXIII/2025
265  183/PUU-XXIII/2025
266 184/PUU-XXIII/2025
267 185/PUU-XXIII/2025
268 186/PUU-XXIII/2025
269 187/PUU-XXIII/2025
270 188/PUU-XXIII/2025
271 189/PUU-XXIII/2025
272 190/PUU-XXIII/2025
273 191/PUU-XXIII/2025
274 192/PUU-XXII/2025
275 193/PUU-XXIII/2025
276 194/PUU-XXIII/2025
277 195/PUU-XXII/2025
278 196/PUU-XXII/2025
279 197/PUU-XXII/2025
280 198/PUU-XXIII/2025
281 199/PUU-XXIII/2025
282 200/PUU-XXIII/2025
283 201/PUU-XXII/2025
284 202/PUU-XXIII/2025
285 203/PUU-XXIII/2025
286 204/PUU-XXIII/2025
287 205/PUU-XXIII/2025
288 206/PUU-XXIII/2025
289 207/PUU-XXIII/2025
290  208/PUU-XXIII/2025
291 209/PUU-XXIII/2025
292 210/PUU-XXIII/2025
293 211/PUU-XXIII/2025
294 212/PUU-XXIII/2025
295 213/PUU-XXIII/2025
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D HAMPIRAN

Lanjutan Lampiran 5

) @ @)
296 214/PUU-XXIII/2025 0
297 215/PUU-XXII/2025 1
298 216/PUU-XXIII/2025 1
299 217/PUU-XXIII/2025 1
300 218/PUU-XXIII/2025 2
301 219/PUU-XXII/2025 1
302 220/PUU-XXIII/2025 1
303 221/PUU-XXIII/2025 1
304 222/PUU-XXIII/2025 6
305 223/PUU-XXIII/2025 0
306 224/PUU-XXIII/2025 1

0
1
1
1
0
7
0
1
1

=

307 225/PUU-XXIII/2025
308 226/PUU-XXIII/2025
309 227/PUU-XXIII/2025
310 228/PUU-XXIII/2025
311 229/PUU-XXIII/2025
312 230/PUU-XXII/2025
313 231/PUU-XXII/2025
314 232/PUU-XXIII/2025
315 233/PUU-XXIII/2025
316 234/PUU-XXIII/2025 10
317 235/PUU-XXII/2025 13
318 236/PUU-XXIII/2025 1
319 237/PUU-XXIII/2025 1
320 238/PUU-XXIII/2025 4
321 239/PUU-XXIII/2025 1
322 240/PUU-XXIII/2025 1
323 241/PUU-XXIII/2025 2

O O U1 NN ©O ©O © © ©O © © V00 © © Ww o —m oo oo oo m OO o o o o o —m o o

324 242/PUU-XXIII/2025 n
325 243/PUU-XXIII/2025 9
326 244/PUU-XXIII/2025 0
327 245/PUU-XXIII/2025 1
328 246/PUU-XXIII/2025 1
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LAMPIRAN

Lanjutan Lampiran 5

(U] @
329 247/PUU-XXIII/2025

330  248/PUU-XXIII/2025

331 249/PUU-XXIII/2025

332 250/PUU-XXIII/2025

333 251/PUU-XXII/2025

334 252/PUU-XXIII/2025

335 253/PUU-XXIII/2025

336 254/PUU-XXIII/2025

337 255/PUU-XXII/2025 10
338 256/PUU-XXIII/2025 -
339 257/PUU-XXIII/2025 =
340 258/PUU-XXIII/2025 =
341 259/PUU-XXII/2025 °
342 260/PUU-XXIII/2025 - =
343 261/PUU-XXIII/2025 = =
344 262/PUU-XXIII/2025 = =
345 263/PUU-XXII/2025 ° =
346 264/PUU-XXIII/2025 - -
347 265/PUU-XXII/2025 = =
348 266/PUU-XXIII/2025 = =
349 267/PUU-XXIII/2025 ° =
350 268/PUU-XXIII/2025 - -
351 269/PUU-XXII/2025 = =
352 270/PUU-XXII/2025 = =
353 271/PUU-XXIII/2025 ° =
354 272/PUU-XXIII/2025 - -
355 273/PUU-XXIII/2025 = =
356 274/PUU-XXIII/2025 = =
357 275/PUU-XXIII/2025 ° =
358 276/PUU-XXIII/2025 - -
359 277/PUU-XXIII/2025 = =
360  278/PUU-XXIII/2025 = =
361 279/PUU-XXIII/2025 ° =
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Lanjutan Lampiran 5

1) @ @) (C)
362 280/PUU-XXIII/2025 - -
363 281/PUU-XXIII/2025 = =
364 282/PUU-XXIII/2025 = =
365  283/PUU-XXIII/2025 ° =
366 284/PUU-XXIII/2025 - -
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HAMPIRAN G

Lampiran 6 Jumlah Pemohon yang Hadir dalam Pemeriksaan
Pendahuluan Il (Perbaikan Permohonan) Perkara
PUU Menurut Klasifikasi Pemohon

() @ @) )
129/PUU-XXI/2023 0
166/PUU-XXI/2023 1
3/PUU-XXI1/2024 1
10/PUU-XXII/2024 2
14/PUU-XXII/2024 18

19/PUU-XXII/2024 1
31/PUU-XXI1/2024 0
32/PUU-XXII/2024 2
49/PUU-XXI1/2024 1
10 50/PUU-XXII/2024 1
11 62/PUU-XXII/2024 4
12 66/PUU-XXII/2024 2
13 77/PUU-XXII/2024 1
14 83/PUU-XXII/2024 0
15 84/PUU-XXII/2024 1
16 85/PUU-XXII/2024 2
17 86/PUU-XXII/2024 0
18 87/PUU-XXII/2024 4
19 92/PUU-XXII/2024 0
0
4
1
2
0
3
1
0
0
0
2
0

O 0 N OV B W N =

20 96/PUU-XXII/2024

21 97/PUU-XXII/2024

22 100/PUU-XXII/2024
23 101/PUU-XXII/2024
24 105/PUU-XXII/2024
25 107/PUU-XXII/2024
26 111/PUU-XXII/2024
27 112/PUU-XXII/2024
28 115/PUU-XXII/2024

w w o, AW =0 RN ON LSOm0 VT O O W W NN Uy O

29 121/PUU-XXII/2024 10
30 124/PUU-XXII/2024 10
31 128/PUU-XXII/2024 3
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Lanjutan Lampiran 6

U] @
32 131/PUU-XXII/2024
33 132/PUU-XXII/2024
34 133/PUU-XXII/2024
35 134/PUU-XXII/2024
36 135/PUU-XXII/2024
37 142/PUU-XXII/2024
38 143/PUU-XXII/2024
39 144/PUU-XXII/2024
40 146/PUU-XXII/2024
41 147/PUU-XXII/2024
42 148/PUU-XXII/2024
43 150/PUU-XXII/2024
44 151/PUU-XXII/2024
45 152/PUU-XXII/2024
46 153/PUU-XXII/2024
47 154/PUU-XXII/2024
48 155/PUU-XXII/2024
49 156/PUU-XXII/2024
50  157/PUU-XXII/2024
51 158/PUU-XXII/2024
52 159/PUU-XXII/2024
53 160/PUU-XXII/2024
54 161/PUU-XXII/2024
55 162/PUU-XXII/2024
56 163/PUU-XXII/2024
57 164/PUU-XXII/2024
58  165/PUU-XXII/2024
59 166/PUU-XXII/2024
60  167/PUU-XXII/2024
61  168/PUU-XXII/2024
62 169/PUU-XXII/2024
63 170/PUU-XXII/2024
64 171/PUU-XXII/2024
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LAMPIRAN

Lanjutan Lampiran 6

U] @

65  172/PUU-XXII/2024

66  173/PUU-XXII/2024

67  174/PUU-XXII/2024

68  175/PUU-XXII/2024

69 176/PUU-XXII/2024

70 177/PUU-XXII/2024

71 178/PUU-XXII/2024

72 179/PUU-XXII/2024

73 180/PUU-XXII/2024

74 181/PUU-XXII/2024

75 182/PUU-XXII/2024

76 183/PUU-XXII/2024

77 184/PUU-XXII/2024

78 185/PUU-XXII/2024

79 186/PUU-XXII/2024 1

80  187/PUU-XXII/2024 n

81 188/PUU-XXII/2024 0

82 189/PUU-XXII/2024 0
1
1
1
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83 1/PUU-XXIII/2025
84 2/PUU-XXIII/2025
85 3/PUU-XXINI/2025
86 4/PUU-XXIII/2025 °
87 5/PUU-XXIII/2025 °
88 6/PUU-XXIII/2025

89 7/PUU-XXINI/2025

90  8/PUU-XXII/2025

91 9/PUU-XXIII/2025

92 17/PUU-XXIII/2025
93 18/PUU-XXIII/2025 ° =
94 10/PUU-XXIII/2025
95 11/PUU-XXIIl/2025
96 12/PUU-XXIII/2025
97 14/PUU-XXIII/2025
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Lanjutan Lampiran 6

(1) @
98 13/PUU-XXIII/2025
99 15/PUU-XXIII/2025
100 16/PUU-XXII1/2025
101 19/PUU-XXIII/2025
102 21/PUU-XXIII/2025
103 20/PUU-XXIII/2025
104 22/PUU-XXII1/2025
105 23/PUU-XXIII/2025
106 24/PUU-XXII1/2025
107 25/PUU-XXIII/2025
108 26/PUU-XXII1/2025
109 29/PUU-XXIII/2025
110 30/PUU-XXIII/2025
111 35/PUU-XXII1/2025
112 27/PUU-XXII1/2025
113 28/PUU-XXIII/2025
114 38/PUU-XXIII/2025
115 31/PUU-XXII1/2025
116 39/PUU-XXIII/2025
117 32/PUU-XXIII/2025
118 33/PUU-XXIII/2025
119 37/PUU-XXIII/2025
120 34/PUU-XXIII/2025
121 36/PUU-XXIII/2025
122 41/PUU-XXIII/2025
123 40/PUU-XXIII/2025
124 44/PUU-XXII1/2025
125 42/PUU-XXIII/2025
126 43/PUU-XXIII/2025
127 46/PUU-XXIII/2025
128 45/PUU-XXIII/2025
129 61/PUU-XXIII/2025
130 47/PUU-XXIII/2025
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Lanjutan Lampiran 6

) @) @) (C)
131 48/PUU-XXIII/2025 6
132 49/PUU-XXIII/2025 1
133 50/PUU-XXIII/2025 0
134 51/PUU-XXIII/2025 3
135 73/PUU-XXIII/2025 - -
136 57/PUU-XXIII/2025 = =
137 67/PUU-XXIII/2025
138 52/PUU-XXIII/2025
139 64/PUU-XXIII/2025
140 59/PUU-XXIII/2025
141 72/PUU-XXIII/2025
142 62/PUU-XXIII/2025
143 53/PUU-XXIII/2025
144 63/PUU-XXII1/2025
145 54/PUU-XXII1/2025
146 60/PUU-XXIII/2025
147 55/PUU-XXII1/2025
148 58/PUU-XXIII/2025
149 56/PUU-XXII1/2025
150 80/PUU-XXIII/2025
151 65/PUU-XXIII/2025
152 66/PUU-XXIII/2025
153 69/PUU-XXIII/2025
154 70/PUU-XXIII/2025
155 86/PUU-XXIII/2025
156 68/PUU-XXIII/2025
157 71/PUU-XXII1/2025
158 76/PUU-XXIII/2025
159 74/PUU-XXII1/2025
160 75/PUU-XXII1/2025
161 79/PUU-XXIII/2025
162 77/PUU-XXIII/2025
163 78/PUU-XXIII/2025
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164 83/PUU-XXIII/2025 0
165 81/PUU-XXIII/2025 10

166 82/PUU-XXIII/2025
167 85/PUU-XXIII/2025
168 92/PUU-XXII/2025
169  84/PUU-XXIII/2025
170 88/PUU-XXIII/2025
171 87/PUU-XXIII/2025
172 93/PUU-XXIII/2025
173 89/PUU-XXIII/2025
174 90/PUU-XXII1/2025
175 99/PUU-XXII1/2025
176 91/PUU-XXIII/2025
177 94/PUU-XXIII/2025
178 95/PUU-XXIII/2025
179 96/PUU-XXII1/2025
180 97/PUU-XXIII/2025
181 98/PUU-XXIII/2025
182 100/PUU-XXIII/2025
183 101/PUU-XXIII/2025
184 102/PUU-XXIII/2025
185 103/PUU-XXIII/2025
186 104/PUU-XXIII/2025
187 113/PUU-XXIII/2025
188 107/PUU-XXINI/2025
189 115/PUU-XXIII/2025
190 105/PUU-XXIII/2025
191 106/PUU-XXIII/2025
192 108/PUU-XXINI/2025
193 125/PUU-XXIII/2025
194 109/PUU-XXII1/2025
195 110/PUU-XXIII/2025
196 111/PUU-XXINI/2025
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197 112/PUU-XXIII/2025
198 119/PUU-XXINI/2025 2 0

199 122/PUU-XXIII/2025

200  114/PUU-XXIII/2025 2 0
201 116/PUU-XXIII/2025 1 0
202 117/PUU-XXIII/2025 - -
203 118/PUU-XXIII/2025 2 3
204 120/PUU-XXIII/2025 0 4
205 121/PUU-XXIII/2025 1 4
206 123/PUU-XXIII/2025 0 3
207 124/PUU-XXIII/2025 3 1
208 126/PUU-XXIII/2025 2 0
209 127/PUU-XXIII/2025 3 3
210 136/PUU-XXIII/2025 0 8
211 128/PUU-XXII/2025 2 0
212 129/PUU-XXIII/2025 1 4
213 130/PUU-XXII/2025 2 4
214 131/PUU-XXIII/2025 0 7
215 137/PUU-XXIII/2025 1 0
216 134/PUU-XXIII/2025 1 0
217 132/PUU-XXII/2025 0 2
218 135/PUU-XXIII/2025 0 6
219 133/PUU-XXIII/2025 2 5
220 138/PUU-XXIII/2025 0 1
221 142/PUU-XXIII/2025 0 1
222 139/PUU-XXIII/2025 4 4
223 140/PUU-XXIII/2025 2 1
224 141/PUU-XXIII/2025 5 0
225 147/PUU-XXIII/2025 1 0
226 148/PUU-XXIII/2025 1 0
227 143/PUU-XXIII/2025 1 3
228 146/PUU-XXIII/2025 1 0
229 144/PUU-XXIII/2025 3 0
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230 145/PUU-XXII/2025 1 3
231 149/PUU-XXIII/2025 0 2
232 150/PUU-XXIII/2025 1 0
233 151/PUU-XXII/2025 1 0
234 152/PUU-XXII/2025 1 0
235 153/PUU-XXIII/2025 - -

236 154/PUU-XXIII/2025 1 0
237 155/PUU-XXII/2025 0 4
238 156/PUU-XXIII/2025 6 0
239 157/PUU-XXIII/2025 1 0
240 159/PUU-XXII/2025 2 0
241 158/PUU-XXIII/2025 1 0
242 160/PUU-XXIII/2025 0 1
243 161/PUU-XXIII/2025 1 2
244 162/PUU-XXII/2025 2 0
245 163/PUU-XXIII/2025 5 0
246 164/PUU-XXIII/2025 7 4
247 165/PUU-XXII/2025 1 0
248 166/PUU-XXIII/2025 1 0
249 167/PUU-XXII/2025 1 2
250  168/PUU-XXIII/2025 0 4
251 169/PUU-XXII/2025 0 1
252 170/PUU-XXIII/2025 0 4
253 171/PUU-XXIII/2025 = =
254 172/PUU-XXIII/2025 0 2
255 173/PUU-XXIII/2025 1 2
256 174/PUU-XXIII/2025 1 0
257 175/PUU-XXII/2025 1 2
258 176/PUU-XXIII/2025 5 1
259 177/PUU-XXIII/2025 1 0
260  178/PUU-XXIII/2025 3 0
261 179/PUU-XXII/2025 2 0
262 180/PUU-XXIII/2025 0 4
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263 181/PUU-XXIII/2025
264 182/PUU-XXIII/2025
265  183/PUU-XXIII/2025
266 184/PUU-XXIII/2025
267  185/PUU-XXIII/2025
268 186/PUU-XXIII/2025 1
269 187/PUU-XXIII/2025
270  188/PUU-XXIII/2025
271 189/PUU-XXIII/2025
272 190/PUU-XXIII/2025
273 191/PUU-XXIII/2025
274 192/PUU-XXII/2025
275 193/PUU-XXII/2025
276 194/PUU-XXIII/2025
277 195/PUU-XXII/2025
278 196/PUU-XXIII/2025
279 197/PUU-XXIII/2025
280 198/PUU-XXIII/2025
281 199/PUU-XXIII/2025
282 200/PUU-XXIII/2025
283 201/PUU-XXII/2025
284 202/PUU-XXIII/2025
285 203/PUU-XXIII/2025
286 204/PUU-XXIII/2025
287 205/PUU-XXIII/2025
288 206/PUU-XXIII/2025
289 207/PUU-XXIII/2025
290  208/PUU-XXIII/2025
291 209/PUU-XXIII/2025
292 210/PUU-XXIII/2025
293 211/PUU-XXIII/2025
294 212/PUU-XXIII/2025
295 213/PUU-XXIII/2025
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296 214/PUU-XXIII/2025 = =
297 215/PUU-XXIII/2025 1 0
298 216/PUU-XXII/2025 1 3
299 217/PUU-XXIII/2025 1 6
300  218/PUU-XXIII/2025 2 0
301 219/PUU-XXII/2025 1 0
302 220/PUU-XXIII/2025 = =
303 221/PUU-XXIII/2025 1 0
304 222/PUU-XXIII/2025 5 0
305 223/PUU-XXIII/2025 0 2
306 224/PUU-XXIII/2025 = =
307 225/PUU-XXII/2025 0 6
308  226/PUU-XXIII/2025 1 0
309 227/PUU-XXIII/2025 1 0
310 228/PUU-XXIII/2025 1 0
311 229/PUU-XXIII/2025 = =
312 230/PUU-XXIII/2025 5 0
313 231/PUU-XXII/2025 5 0
314 232/PUU-XXIII/2025 1 0
315 233/PUU-XXIII/2025 0 0
316 234/PUU-XXIII/2025 2 3
317 235/PUU-XXIII/2025 4 3

318 236/PUU-XXIII/2025 = =
319 237/PUU-XXII/2025 =

320 238/PUU-XXIII/2025 - =
321 239/PUU-XXIII/2025 - -
322 240/PUU-XXIII/2025 = =
323 241/PUU-XXIII/2025 = =
324 242/PUU-XXIII/2025 - =
325 243/PUU-XXIII/2025 - -
326 244/PUU-XXIII/2025 = =
327 245/PUU-XXIII/2025 = =
328  246/PUU-XXIII/2025 - =
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329 247/PUU-XXIII/2025 = =
330  248/PUU-XXIII/2025 - =
331 249/PUU-XXIII/2025 ° =
332 250/PUU-XXIII/2025 = =
333 251/PUU-XXII/2025 = =
334 252/PUU-XXIII/2025 - =
335 253/PUU-XXIII/2025 = =
336 254/PUU-XXIII/2025 = =
337 255/PUU-XXII/2025 ° =
338 256/PUU-XXIII/2025 - =
339 257/PUU-XXIII/2025 = =
340 258/PUU-XXIII/2025 = =
341 259/PUU-XXII/2025 ° =
342 260/PUU-XXIII/2025 - =
343 261/PUU-XXIII/2025 = =
344 262/PUU-XXIII/2025 = =
345 263/PUU-XXII/2025 ° =
346 264/PUU-XXIII/2025 - -
347 265/PUU-XXII/2025 = =
348 266/PUU-XXIII/2025 = =
349 267/PUU-XXIII/2025 ° =
350 268/PUU-XXIII/2025 - -
351 269/PUU-XXII/2025 = =
352 270/PUU-XXII/2025 = =
353 271/PUU-XXIII/2025 ° =
354 272/PUU-XXIII/2025 - -
355 273/PUU-XXIII/2025 = =
356 274/PUU-XXIII/2025 = =
357 275/PUU-XXIII/2025 ° =
358 276/PUU-XXIII/2025 - -
359 277/PUU-XXIII/2025 = =
360  278/PUU-XXIII/2025 = =
361 279/PUU-XXIII/2025 ° =
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362 280/PUU-XXIII/2025 - -
363 281/PUU-XXIII/2025 = =
364 282/PUU-XXIII/2025 = =
365  283/PUU-XXIII/2025 ° =
366 284/PUU-XXIII/2025 - -
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Lampiran 7 Jumlah Pihak yang Hadir dalam Pemeriksaan
Persidangan Perkara PUU Menurut Klasifikasi Para
Pihak

(1) 2) (3) 4) (5) (6) 7 (8) 9) (10) (1)
1 129/PUU-XXI/2023 1 3 1 0 13 0 0 0 0
2 166/PUU-XXI/2023 1 6 2 0 15 0 0 0 0
3 3/PUU-XXII/2024 2 1 4 0 35 2 20 0 0
4 10/PUU-XXII/2024 7 8 0 0 10 0 0 n 0
5 14/PUU-XXII/2024 16 9 8 0 9 4 0 20 0
6 19/PUU-XXII/2024 14 2 6 0 32 5 0 0 0
7 31/PUU-XXII/2024 1 1 5 0 32 5 0 0 0
8  32/PUU-XXII/2024 4 3 5 0 32 5 0 0 0
9 49/PUU-XXII/2024 1 4 2 0 32 10 0 0 0
10 50/PUU-XXII/2024 1 0 0 0 32 10 0 0 0
1 62/PUU-XXII/2024 4 0 0 0 8 0 0 23 0
12 66/PUU-XXII/2024 2 6 4 0 0 0 0 0
13 77/PUU-XXII/2024 1 0 0 0 21 4 0 0 0
14 83/PUU-XXII/2024 0 2 1 0 13 0 0 12 0
15 84/PUU-XXII/2024 - - - - - - - - -
16 85/PUU-XXII/2024 3 2 2 0 15 2 0 13 0
17 86/PUU-XXII/2024 1 9 0 0 22 3 8 2 0
18 87/PUU-XXII/2024 4 0 0 0 8 0 0 9 0
19 92/PUU-XXII/2024 14 2 1 0 16 0 0 0 0
20 96/PUU-XXII/2024 0 4 2 0 22 3 8 2 0
21 97/PUU-XXII/2024 3 6 6 0 18 2 13 0 0
22 100/PUU-XXII/2024 1 3 3 0 10 0 0 3 0
23 101/PUU-XXII/2024 2 2 0 0 8 0 0 20 0
24 105/PUU-XXII/2024 1 4 3 0 17 1 0 0 0
25 107/PUU-XXII/2024 4 5 2 0 8 0 0 0 0
26 111/PUU-XXII/2024 5 3 4 0 37 4 9 2 0
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27 112/PUU-XXII/2024 0 9 1 0 9 1 0 16 0
28 115/PUU-XXII/2024 0 1 0 0 17 1 0 0 0
29 121/PUU-XXII/2024 4 6 2 0 28 3 0 0 0
30 124/PUU-XXII/2024 = = = = = = = = =
31 128/PUU-XXII/2024 0 3 5 0 21 0 3 0 0
32 131/PUU-XXII/2024 = = = = = = = = =
33 132/PUU-XXII/2024 4 12 2 0 14 2 0 0 0
34 133/PUU-XXII/2024 = = = = = = = = =
35 134/PUU-XXII/2024 9 4 3 0 22 3 8 2 0
36 135/PUU-XXII/2024 1 4 1 0 12 0 0 0 0
37 142/PUU-XXII/2024 0 7 2 0 16 1 7 8 0

38 143/PUU-XXII/2024 = - - - - = . . -
39 144/PUU-XXII/2024 - - - - - = 5 . -
40 146/PUU-XXII/2024 - - - - - = - . -
41 147/PUU-XXII/2024 0 6 4 0 17 3 0 0 0
42 148/PUU-XXII/2024 = - - - - = . . -
43 150/PUU-XXII/2024 - - - - - = 5 . -
44 151/PUU-XXII/2024 2
45 152/PUU-XXII/2024 6
46 153/PUU-XXII/2024 = - - - - = . . -
47 154/PUU-XXII/2024 - - - - - = 5 . -
48 155/PUU-XXII/2024 - - - - - = - . -
49 156/PUU-XXII/2024 2 6 3 0 37 4 9 2 0
50  157/PUU-XXII/2024 - - - - - = = . -
51 158/PUU-XXII/2024 - - - - s = 5 . -
52 159/PUU-XXII/2024 - - - - - = - . -
53 160/PUU-XXII/2024 - - - - - 5 . - -
54 161/PUU-XXII/2024 1 8 2 0 16 1 7 8 0
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55 162/PUU-XXII/2024 = - - - - = . . -
56 163/PUU-XXII/2024 - - - - S = - . -
57 164/PUU-XXII/2024 - - - - . - . - -
58 165/PUU-XXII/2024 = - - - - = . . -
59 166/PUU-XXII/2024 = - - - - = . . -
60  167/PUU-XXII/2024 - - - - S = - . -
61  168/PUU-XXII/2024 - - - - . - . - -
62 169/PUU-XXII/2024 4 3 3 0 13 0 0 0 0
63 170/PUU-XXII/2024 = - - - - = . . -
64 171/PUU-XXII/2024 - - - - S = - . -
65  172/PUU-XXII/2024 - - - - - - . - -
66  173/PUU-XXII/2024 = - - - - = . . -
67  174/PUU-XXII/2024 = - - - - = 5 . -
68  175/PUU-XXII/2024 - - - - - = - . -
69  176/PUU-XXII/2024 - - - - - - . - -
70 177/PUU-XXII/2024 = - - - - = . . -
71 178/PUU-XXII/2024 = - - - - = 5 . -
72 179/PUU-XXII/2024 - - - - - = - . -

73 180/PUU-XXII/2024 6 1 4 0 25 3 18 2 0
74 181/PUU-XXII/2024 0 7 3 0 19 3 1 1 0
75 182/PUU-XXII/2024 39 2 4 0 46 4 13 4 0
76 183/PUU-XXII/2024 1 0 0 0 15 1 2 23 0
77 184/PUU-XXII/2024 15 1 2 0 27 0 17 0
78 185/PUU-XXII/2024 2 7 2 0 22 2 0 0 0

79 186/PUU-XXII/2024 = - - - 5 = - - -
80 187/PUU-XXII/2024 - - - - S = - . -
81 188/PUU-XXII/2024 5 3 0 0 22 1 0 0 0
82 189/PUU-XXII/2024 = - - - S = - - -
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83 1/PUU-XXIII/2025 - - - - S . - . -
84 2/PUU-XXII/2025 - - - - - = - . -
85 3/PUU-XXIII/2025 - - = - = - . - -
86 4/PUU-XXIII/2025 - - - - - = . : -
87 5/PUU-XXIII/2025 - - - - S . - . -
88 6/PUU-XXII/2025 - - - - - = - . -
89  7/PUU-XXII/2025 - - = - = - . - -
90  8/PUU-XXIII/2025 - - - - - = . : -
91 9/PUU-XXIII/2025 - - - - S . - . -
92 17/PUU-XXIII/2025 - - - - - = - . -
93 18/PUU-XXIII/2025 - - - - = - . - -
94 10/PUU-XXIII/2025 6 16 4 0 26 1 0 0 0
95 T1/PUU-XXINI/2025 = - - - s s - . -
96 12/PUU-XXIII/2025 - - - - - = - . -
97 14/PUU-XXIII/2025 - - - - = - . - -

—_

98 13/PUU-XXIII/2025 2 0 2 0 24 6 21 1 0
99 15/PUU-XXIII/2025 = = = = > = = = =
100 16/PUU-XXIII/2025 3 0 1 0 23 2 0 0 0
101 19/PUU-XXII1/2025 = = = = - = = = =
102 21/PUU-XXIII/2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0

103 20/PUU-XXIII/2025 - - - - s s - - -
104 22/PUU-XXIII/2025 - - - - - = - . -
105 23/PUU-XXIII/2025 - - - - - 5 . - -
106 24/PUU-XXII1/2025 - - - - s = - - -
107 25/PUU-XXII1/2025 - - - - s s - - -
108 26/PUU-XXIII/2025 - - - - - = - . -
109 29/PUU-XXIII/2025 - - - - - 5 . - -
110 30/PUU-XXIII/2025 - - - - s = - - -
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111 35/PUU-XXII1/2025 = - - - S . - - -

112 27/PUU-XXIII/2025 - - - - - = - . -

113 28/PUU-XXIII/2025 2 7
114 38/PUU-XXIII/2025 1 0
115 31/PUU-XXII1/2025 = - - - S . - - -
116 39/PUU-XXIII/2025 - - - - - = - . -
17 32/PUU-XXII1/2025 - - - - = - . - -
118 33/PUU-XXIII/2025 = - - - - = . - -
119 37/PUU-XXIII/2025 1 9 4 0 26 1 21 6 0
120 34/PUU-XXIII/2025 - - - - - = - . -
121 36/PUU-XXIII/2025 - - - - = - . - -
122 41/PUU-XXIII/2025 = - - - - = . - -
123 40/PUU-XXIII/2025 3 5 0 0 0 0 0
124 44/PUU-XXIII/2025 1 3 0 0 28 0 0 0 0
125 42/PUU-XXIII/2025 - - - - = - . - -
126 43/PUU-XXIII/2025 3 0 0 0 28 0 0 0 0
127 46/PUU-XXIII/2025 = - - - s s - - -
128 45/PUU-XXIII/2025 3 3 1 0 33 7 0 0 0
129 61/PUU-XXIII/2025 - - - - = - . - -
130 47/PUU-XXIII/2025 = - - - - = . - -
131 48/PUU-XXIII/2025 = - - - s s - - -
132 49/PUU-XXIII/2025 - - - - - = - . -
133 50/PUU-XXIII/2025 - - - - - 5 . - -
134 51/PUU-XXIII/2025 = - - - s = - - -
135 73/PUU-XXIII/2025 = - - - s s - - -
136 57/PUU-XXIII/2025 - - - - - = - . -
137 67/PUU-XXIII/2025 6 0 1 0 24 6 21 1 0
138 52/PUU-XXIII/2025 2 2 0 0 40 4 0 0 0

=T\
o o
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139 64/PUU-XXIII/2025 8 2 4 0 40 4 0 0 0
140 59/PUU-XXIII/2025 - - - - - = - - -
141 72/PUU-XXII1/2025 - - = - = - . - -
142 62/PUU-XXII1/2025 = - - - - = . : -
143 53/PUU-XXIII/2025 = - - - - = . . -
144 63/PUU-XXIII/2025 - - - - - = - - -

—_

9) (10 (1)

145 54/PUU-XXII1/2025 2 8 2 0 26 8 0 0
146 60/PUU-XXII1/2025 5 8 4 0 22 4 9 3 0
147 55/PUU-XXIII/2025 = = = = = = = = =
148 58/PUU-XXIII/2025 = = = = = = = =
149 56/PUU-XXIII/2025 3 2 1 0 33 7 0 0 0
150 80/PUU-XXIII/2025 0 4 0 0 28 0 0 0 0

151 65/PUU-XXIII/2025 - - - - s s - - -
152 66/PUU-XXIII/2025 - - - - - = - . -
153 69/PUU-XXIII/2025 5 0 2 0 33 7 0 0 0
154 70/PUU-XXII1/2025 - - - - - = . - -
155 86/PUU-XXIII/2025 - - - - s s - - -
156 68/PUU-XXIII/2025 5 0 0 0 25 0 0 5 0
157 71/PUU-XXIII/2025 0 0 2 0 0
158 76/PUU-XXIII/2025 - - - - - = . - -
159 74/PUU-XXIII/2025 - - - - s s - - -
160 75/PUU-XXIII/2025 4 0 2 0 33 7 0 0 0
161 79/PUU-XXIII/2025 - - - - - 5 . - -
162 77/PUU-XXII1/2025 - - - - s = - - -
163 78/PUU-XXIII/2025 - - - - s s - - -
164  83/PUU-XXIII/2025 - - - - - = - . -
165 81/PUU-XXIII/2025 0 10 2 0 33 7 0 0 0
166 82/PUU-XXIII/2025 4 0 0 0 25 0 0 0 0

[ T I 205

Mahkamah Konstitusi Dalam Angka 2025



LAMPIRAN

Lanjutan Lampiran 7

(V) @) @) @ (5) (6) ™ ®) 9) @) (1)
167 85/PUU-XXIII/2025 = - - - - = . . -
168 92/PUU-XXIII/2025 1 0 0 0 25 0 0 5 0

169 84/PUU-XXIII/2025 - - - - = - . - -
170 88/PUU-XXIII/2025 - - - - - = . - -
171 87/PUU-XXII/2025 - - - - S . - - -
172 93/PUU-XXIII/2025 - - - - - = - . -
173 89/PUU-XXIII/2025 - - - - = - . - -
174 90/PUU-XXII1/2025 - - - - - = . - -
175 99/PUU-XXII1/2025 1 0 3 0 27 2 0 0 0
176 91/PUU-XXIII/2025 - - - - - = - . -
177 94/PUU-XXII1/2025 - - - - = - . - -
178 95/PUU-XXII1/2025 - - - - - = . - -
179 96/PUU-XXII1/2025 - - - - s s - - -
180 97/PUU-XXIII/2025 - - - - - = - . -
181 98/PUU-XXIII/2025 - - - - = - . - -
182 100/PUU-XXIII/2025 0 5 1 0 26 4 0 0 0
183 101/PUU-XXIII/2025 - - - - s s - - -
184 102/PUU-XXINI/2025 - - - - - = - . -
185 103/PUU-XXIII/2025 - - - - = - . - -
186 104/PUU-XXIII/2025 = - - - - = . - -
187 113/PUU-XXIII/2025 - - - - s s - - -
188 107/PUU-XXINI/2025 - - - - - = - . -
189 115/PUU-XXIII/2025 - - - - - 5 . - -
190 105/PUU-XXIII/2025 - - - - s = - - -
191 106/PUU-XXIII/2025 3 0 0 0 22 2 0 14 0
192 108/PUU-XXINI/2025 - - - - - = - . -
193 125/PUU-XXIII/2025 - - - - - 5 . - -
194 109/PUU-XXII1/2025 - - - - s = - - -

206 Mahkamah Konstitusi Dalam Angka 2025



D HAMPIRAN

Lanjutan Lampiran 7

U] @ @) @ (5) (6) @ ®) 9) (10 (1)
195 110/PUU-XXIII/2025 - = = = - . - . _
196 111/PUU-XXIII/2025 - - = . . - - . _
197 112/PUU-XXIII/2025 13 13 4 0 35 4 0 0 0
198 119/PUU-XXIII/2025 - - - s - B, - . i
199 122/PUU-XXIII/2025 - - - = = - - - -
200 114/PUU-XXIII/2025 2 2 3 0 23 2 0 0 0
201 116/PUU-XXIII/2025 - - = = - - - B i
202 117/PUU-XXINI/2025 - - - s - B, - . i
203 118/PUU-XXIII/2025 - - - = = - - - -
204 120/PUU-XXIII/2025 - - = . . - - . _
205 121/PUU-XXIIN/2025 - - = . - - . B i
206 123/PUU-XXIII/2025 0 2 2 0 27 3 0 8 0
207 124/PUU-XXIII/2025 - - = = - - - R _
208 126/PUU-XXIII/2025 - - = = . - - B _
209 127/PUU-XXIII/2025 - - = . - - . B i
210 136/PUU-XXIII/2025 0 8 2 0 22 2 0 0 0
211 128/PUU-XXIII/2025 - - = = - - - R _
212 129/PUU-XXIII/2025 - - = = . - - B _

—_

213 130/PUU-XXII/2025 1 4 3 0 27 2 0 0 0
214 131/PUU-XXIII/2025 = = = = = = = = =
215 137/PUU-XXIII/2025 1 0 1 0 26 1 0 0 0

216 134/PUU-XXIII/2025 - - - = - = . - -
217 132/PUU-XXII/2025 = - - - S = - - _
218 135/PUU-XXIII/2025 5 7 3 0 26 1 0 0 0
219 133/PUU-XXIII/2025 - - - - = - . - -
220 138/PUU-XXIII/2025 - - - - - = . - -
221 142/PUU-XXIII/2025 = - - - S . - - -
222 139/PUU-XXIII/2025 0 4 2 0 29 1 0 7 0
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223 140/PUU-XXIII/2025 1 3 2 0 25 1 0 0 0
224 141/PUU-XXIII/2025 - - - - - = - - -
225 147/PUU-XXIII/2025 - - - - = - . - -
226 148/PUU-XXIII/2025 - - - - - = . : -
227 143/PUU-XXIII/2025 3 5 4 0 32 4 0 28 0
228 146/PUU-XXIII/2025 - - - - - = - - -
229 144/PUU-XXIII/2025 - - - - = - . - -
230 145/PUU-XXIII/2025 2 3 2 0 24 1 0 17 0
231 149/PUU-XXIII/2025 = - - - - = . . -
232 150/PUU-XXIII/2025 - - - - - = - - -
233 151/PUU-XXIII/2025 - - - - = - . - -
234 152/PUU-XXII/2025 = - - - - = . . -
235 153/PUU-XXII/2025 - - - - - = 5 . -
236 154/PUU-XXIII/2025 - - - - - = - - -
237 155/PUU-XXII/2025 - - - - = - . - -
238 156/PUU-XXIII/2025 = - - - - = . . -
239 157/PUU-XXIII/2025 - - - - - = 5 . -
240 159/PUU-XXIII/2025 - - - - - = - - -
241 158/PUU-XXII/2025 - - - - = - . - -
242 160/PUU-XXIII/2025 1 3 2 0 19 0 0 0 0
243 161/PUU-XXII/2025 - - - - - = 5 . -
244 162/PUU-XXIII/2025 - - - - - = - - -
245 163/PUU-XXII/2025 - - - - - 5 . - -
246 164/PUU-XXIII/2025 2 5 2 0 26 1 0 7 0
247 165/PUU-XXII/2025 - - - - s = 5 . -
248 166/PUU-XXIII/2025 - - - - - = - - -
249 167/PUU-XXIII/2025 - - - - - 5 . - -
250  168/PUU-XXIII/2025 9 2 1 0 25 0 0 0 0

—_
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—_

9) (100 (1)
251 169/PUU-XXIII/2025 - - - - = - . - _

252 170/PUU-XXIII/2025 = - - - - = . - -

253 171/PUU-XXIII/2025 - - - - s s - - -

254 172/PUU-XXIII/2025 0 4 1
255 173/PUU-XXIII/2025 1 1 2
256 174/PUU-XXIII/2025 = - - - - = . - -
257 175/PUU-XXII/2025 - - - - s s - - -
258 176/PUU-XXIII/2025 7 1 0 0 22 0 0 0 0
259 177/PUU-XXIII/2025 - - - - = - . - -
260 178/PUU-XXII/2025 - - - - s = - - -
261 179/PUU-XXII/2025 - - - - s s - - -

262 180/PUU-XXIII/2025 0 4 0 0 16 0 0 13 0
263 181/PUU-XXIII/2025 0 2 0 0 24 1 0 0 0
264 182/PUU-XXIII/2025 2 4 1 0 24 0 0 0 0

265  183/PUU-XXIII/2025 - - - - s s - - -
266 184/PUU-XXIII/2025 3 8 3 0 23 4 0 0 0
267 185/PUU-XXIII/2025 - - - - - 5 . - -
268  186/PUU-XXIII/2025 - - - - s = - - -
269 187/PUU-XXII/2025 - - - - s s - - -

270 188/PUU-XXIII/2025 3 1 2 0 22 3 0 0 0
271 189/PUU-XXII/2025 1 2 1 0 26 2 0 24 0
272 190/PUU-XXIII/2025 = = = = = = = = =
273 191/PUU-XXIII/2025 7 0 0 0 22 0 0 0 0

274 192/PUU-XXIII/2025 - - - - - = - . -
275 193/PUU-XXIII/2025 = - - - - 5 . - -
276 194/PUU-XXIII/2025 - - - - s = - - -
277 195/PUU-XXII/2025 - - - - s s - - -
278 196/PUU-XXIII/2025 - - - - - = - . -
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279 197/PUU-XXIII/2025 6 5 0 0 28 0 0 0 0
280 198/PUU-XXIII/2025 = - - - - = . - -
281 199/PUU-XXII/2025 - - - - s s - - -
282 200/PUU-XXIII/2025 - - - - - = - . -
283 201/PUU-XXIII/2025 - - - - = - . - -
284 202/PUU-XXIII/2025 1 3 1 0 16 0 0 0 0
285 203/PUU-XXII/2025 - - - - s s - - -
286 204/PUU-XXIII/2025 - - - - - = - . -
287 205/PUU-XXIII/2025 - - - - = - . - -
288 206/PUU-XXIII/2025 - - - - s = - - -
289 207/PUU-XXIII/2025 - - - - s s - - -
290  208/PUU-XXIII/2025 - - - - - = - . -
291 209/PUU-XXII/2025 - - - - - 5 . - -
292 210/PUU-XXII/2025 3 5 0 0 0 0
293 211/PUU-XXIII/2025 1 0 0 0 23 0 0
294 212/PUU-XXIII/2025 - - - - - = - . -
295 213/PUU-XXIII/2025 - - - - - 5 . - -
296 214/PUU-XXIII/2025 - - - - = o . -

297 215/PUU-XXII/2025 - - - - s s - - -
298 216/PUU-XXIII/2025 - - - - - = - . -
299 217/PUU-XXIII/2025 - - - - - 5 . - -
300  218/PUU-XXIII/2025 - - - - s = - - -
301 219/PUU-XXII/2025 - - - - s s - - -
302 220/PUU-XXIII/2025 - - - - - = - . -
303 221/PUU-XXIII/2025 = - - - - 5 . - -
304 222/PUU-XXII/2025 - - - - s = - - -
305 223/PUU-XXIII/2025 - - - - s s - - -
306 224/PUU-XXIII/2025 - - - - - = - . -
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307 225/PUU-XXIII/2025 - - - - = - . - _
308 226/PUU-XXIII/2025 = - - - - = . - -
309 227/PUU-XXIII/2025 - - - - s s - - -
310 228/PUU-XXIII/2025 - - - - - = - . -
311 229/PUU-XXII/2025 - - - - = - . - -
312 230/PUU-XXII/2025 = - - - - = . - -
313 231/PUU-XXII/2025 - - - - s s - - -
314 232/PUU-XXIII/2025 - - - - - = - . -
315 233/PUU-XXIII/2025 - - - - = - . - -
316 234/PUU-XXIII/2025 - - - - s = - - -
317 235/PUU-XXIII/2025 - - - - s s - - -
318 236/PUU-XXIII/2025 - - - - - = - . -
319 237/PUU-XXIII/2025 - - - - - 5 . - -
320 238/PUU-XXIII/2025 - - - - s = - - -
321 239/PUU-XXIII/2025 - - - - s s - - -
322 240/PUU-XXIII/2025 - - - - - = - . -
323 241/PUU-XXIII/2025 - - - - - 5 . - -
324 242/PUU-XXIII/2025 - - - - s = - - -
325 243/PUU-XXIII/2025 - - - - s s - - -
326 244/PUU-XXIII/2025 - - - - - = - . -
327 245/PUU-XXIII/2025 - - - - - 5 . - -
328 246/PUU-XXIII/2025 - - - - s = - - -
329 247/PUU-XXIII/2025 - - - - s s - - -
330  248/PUU-XXIII/2025 - - - - - = - . -
331 249/PUU-XXIII/2025 = - - - - 5 . - -
332 250/PUU-XXII/2025 - - - - s = - - -
333 251/PUU-XXIII/2025 - - - - s s - - -
334 252/PUU-XXIII/2025 - - - - - = - . -

=
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335 253/PUU-XXIII/2025 = - - - S . - - _
336 254/PUU-XXIII/2025 - - - - - = - . -
337 255/PUU-XXII/2025 - - - - = - . - -
338 256/PUU-XXIII/2025 - - - - - = . - -
339 257/PUU-XXIII/2025 = - - - S . - - -
340  258/PUU-XXIII/2025 - - - - - = - . -
341 259/PUU-XXII/2025 - - - - = - . - -
342 260/PUU-XXIII/2025 - - - - - = . - -
343 261/PUU-XXIII/2025 = - - - S . - - -
344 262/PUU-XXIII/2025 - - - - - = - . -
345 263/PUU-XXIII/2025 - - - - = - . - -
346 264/PUU-XXIII/2025 = - - - - = . - -
347 265/PUU-XXIII/2025 - - - - s s - - -
348 266/PUU-XXIII/2025 - - - - - = - . -
349 267/PUU-XXIII/2025 - - - - = - . - -
350 268/PUU-XXIII/2025 = - - - - = . - -
351 269/PUU-XXII/2025 - - - - s s - - -
352 270/PUU-XXIII/2025 - - - - - = - . -
353 271/PUU-XXIII/2025 - - - - = - . - -
354 272/PUU-XXIII/2025 = - - - - = . - -
355 273/PUU-XXIII/2025 - - - - s s - - -
356 274/PUU-XXIII/2025 - - - - - = - . -
357 275/PUU-XXIII/2025 - - - - - 5 . - -
358 276/PUU-XXIII/2025 - - - - s = - - -
359 277/PUU-XXIII/2025 - - - - s s - - -
360  278/PUU-XXIII/2025 - - - - - = - . -
361 279/PUU-XXIII/2025 - - - - - 5 . - -
362 280/PUU-XXIII/2025 - - - - s = - - -
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363 281/PUU-XXIII/2025 = - - - S . - - _
364  282/PUU-XXIII/2025 - - - - - = - . -
365  283/PUU-XXIII/2025 - - - - s = - . -
366 284/PUU-XXIII/2025 = - - - - = . - -
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Lampiran 8 Jumlah Pihak yang Hadir dalam Sidang Pleno
Pengucapan Putusan Perkara PUU Menurut
Klasifikasi Para Pihak

m (2) 3) 4) (5) (6) 7) (8)
1 129/PUU-XXI/2023 1 1 0 10 0 0
2 166/PUU-XXI/2023 1 2 0 10 0 0
3 3/PUU-XXII/2024 5 6 0 4 0 0
4 10/PUU-XXII/2024 1 3 0 6 1 6
5 14/PUU-XXII/2024 38 4 0 9 0 4
6 19/PUU-XXII/2024 5 1 0 16 0 0
7 31/PUU-XXII/2024 1 2 0 16 0 0
8  32/PUU-XXII/2024 1 3 0 16 0 0
9 49/PUU-XXII/2024 1 4 0 15 0 0
10 50/PUU-XXII/2024 1 0 0 15 0 0
11 62/PUU-XXII/2024 4 0 0 " 0 0
12 66/PUU-XXII/2024 2 6 0 6 0 0
13 77/PUU-XXII/2024 1 0 0 18 0 0
14 83/PUU-XXII/2024 0 1 0 7 7 6
15 84/PUU-XXII/2024 2 0 0 0 0 0
16 85/PUU-XXII/2024 1 1 0 15 0 6
17 86/PUU-XXII/2024 1 0 0 10 4 0
18 87/PUU-XXII/2024 4 0 0 10 0 0
19 92/PUU-XXII/2024 14 2 0 6 0 0

20 96/PUU-XXII/2024 0 4 0 10 4 0

21 97/PUU-XXII/2024 3 7 0 21 7 0

22 100/PUU-XXII/2024 1 3 0 7 0 0

23 101/PUU-XXII/2024 2 3 0 10 0 0

24 105/PUU-XXII/2024 1 4 0 17 0 0

25 107/PUU-XXII/2024 2 1 0 6 0 0

26 111/PUU-XXII/2024 -
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m 2) 3) (4) (5) (6) ) 8)
27 112/PUU-XXII/2024 0 3 0 n 0 4
28 115/PUU-XXII/2024 0 2 0 23 0 0
29 121/PUU-XXII/2024 4 2 0 19 0 0
30 124/PUU-XXII/2024 1 5 0 0 0 0
31 128/PUU-XXII/2024 0 3 0 24 0 0
32 131/PUU-XXII/2024 0 2 0 0 0 0
33 132/PUU-XXII/2024 12 7 0 19 0 0
34 133/PUU-XXII/2024 1 0 0 0 0 0
35 134/PUU-XXII/2024 1 2 0 10 4 0
36 135/PUU-XXII/2024 1 3 0 12 0 0
37 142/PUU-XXII/2024 3 5 0 15 5 0
38 143/PUU-XXII/2024 3 0 0 0 0 0
39 144/PUU-XXII/2024 1 0 0 0 0 0
40 146/PUU-XXII/2024 0 2 0 0 0 0
41 147/PUU-XXII/2024 0 4 0 7 0 0
42 148/PUU-XXII/2024 1 0 0 0 0 0
43 150/PUU-XXII/2024 0 4 0 0 0 0
44 151/PUU-XXII/2024 2 0 0 18 0 0
45 152/PUU-XXII/2024 3 0 0 24 0 0
46 153/PUU-XXII/2024 0 2 0 0 0 0
47 154/PUU-XXII/2024 1 2 0 0 0 0
48 155/PUU-XXII/2024 0 3 0 0 0 0
49 156/PUU-XXII/2024 > = > > ° >
50  157/PUU-XXII/2024 0 1 0 0 0 0
51 158/PUU-XXII/2024 0 2 0 0 0 0
52 159/PUU-XXII/2024 1 0 0 0 0 0
53 160/PUU-XXII/2024 0 1 0 0 0 0
54 161/PUU-XXII/2024 1 2 0 15 0 5
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55 162/PUU-XXII/2024 0 0 0 0 0 0
56 163/PUU-XXII/2024 0 1 0 0 0 0
57 164/PUU-XXII/2024 1 1 0 0 0 0
58  165/PUU-XXII/2024 0 1 0 0 0 0
59 166/PUU-XXII/2024 1 2 0 0 0 0
60  167/PUU-XXII/2024 2 3 0 0 0 0
61  168/PUU-XXII/2024 0 1 0 0 0 0
62 169/PUU-XXII/2024 0 2 0 7 0 0
63 170/PUU-XXII/2024 0 4 0 0 0 0
64  171/PUU-XXII/2024 9 0 0 0 0 0
65  172/PUU-XXII/2024 1 0 0 0 0 0
66  173/PUU-XXII/2024 1 0 0 0 0 0
67  174/PUU-XXII/2024 1 0 0 0 0 0
68  175/PUU-XXII/2024 2 0 0 0 0 0
69  176/PUU-XXII/2024 2 0 0 0 0 0
70 177/PUU-XXII/2024 3 2 0 0 0 0
71 178/PUU-XXII/2024 1 5 0 0 0 0
72 179/PUU-XXII/2024 1 0 0 0 0 0
73 180/PUU-XXII/2024 0 1 0 19 6 3
74 181/PUU-XXII/2024 1 6 0 6 0 0
75 182/PUU-XXII/2024 s = > s = s
76 183/PUU-XXII/2024 1 0 0 20 0 17
77 184/PUU-XXII/2024 7 1 0 15 0 0
78 185/PUU-XXII/2024 3 0 0 7 0 0
79 186/PUU-XXII/2024 1 0 0 0 0 0
80  187/PUU-XXII/2024 10 0 0 0 0 0
81 188/PUU-XXII/2024 2 0 24 0 0
82 189/PUU-XXII/2024 0 0 0 0 0 0

PAL Mahkamah Konstitusi Dalam Angka 2025



D HAMPIRAN

Lanjutan Lampiran 8

U] @) @) @ ) (6) @ ®)
83 1/PUU-XXINI/2025 1 0 0 0 0 0
84 2/PUU-XXIII/2025 0 0 0 0 0 0
85 3/PUU-XXIII/2025 1 0 0 0 0 0
86 4/PUU-XXINI/2025 0 0 0 0 0 0
87 5/PUU-XXINI/2025 0 0 0 0 0 0
88 6/PUU-XXIII/2025 1 0 0 0 0 0
89 7/PUU-XXIII/2025 4 0 0 0 0 0
90  8/PUU-XXINI/2025 2 0 0 0 0 0
91 9/PUU-XXIII/2025 0 4 0 27 4 0
92 17/PUU-XXIII/2025 2 3 0 0 0 0
93 18/PUU-XXIII/2025 0 0 0 0 0 0
94 10/PUU-XXIII/2025 2 0 0 0 0 0
95 11/PUU-XXIIl/2025 3 6 0 33 0 0
96 12/PUU-XXIII/2025 0 0 0 0 0 0
97 14/PUU-XXIII/2025 1 0 0 0 0 0
98 13/PUU-XXIII/2025 5 2 0 0 0 0
99 15/PUU-XXIII/2025 2 0 0 27 4 0
100 16/PUU-XXIII/2025 3 2 0 0 0 0
101 19/PUU-XXII1/2025 3 0 0 13 0 0
102 21/PUU-XXIII/2025 0 0 0 0 0 0
103 20/PUU-XXIII/2025 0 1 0 0 0 0
104 22/PUU-XXII1/2025 2 3 0 0 0 0
105 23/PUU-XXIII/2025 1 2 0 0 0 0
106 24/PUU-XXIII/2025 2 0 0 0 0 0
107 25/PUU-XXIII/2025 0 1 0 0 0 0
108 26/PUU-XXIII/2025 0 0 0 0 0 0
109 29/PUU-XXIII/2025 2 8 0 0 0 0
110 30/PUU-XXIII/2025 4 0 0 0 0 0
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(1) @
111 35/PUU-XXIII/2025
112 27/PUU-XXII1/2025
113 28/PUU-XXIII/2025
114 38/PUU-XXIII/2025
115 31/PUU-XXIII/2025
116 39/PUU-XXII1/2025
17 32/PUU-XXII1/2025
118 33/PUU-XXIII/2025
119 37/PUU-XXIII/2025
120 34/PUU-XXIII/2025
121 36/PUU-XXIII/2025
122 41/PUU-XXIII/2025
123 40/PUU-XXIII/2025
124 44/PUU-XXII1/2025
125 42/PUU-XXIII/2025
126 43/PUU-XXIII/2025
127 46/PUU-XXIII/2025
128 45/PUU-XXIII/2025
129 61/PUU-XXIII/2025
130 47/PUU-XXIII/2025
131 48/PUU-XXIII/2025
132 49/PUU-XXIII/2025
133 50/PUU-XXIII/2025
134 51/PUU-XXIII/2025
135 73/PUU-XXIII/2025
136 57/PUU-XXIII/2025
137 67/PUU-XXII1/2025
138 52/PUU-XXIII/2025
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139 64/PUU-XXIII/2025 1 1 0 7 0 0
140 59/PUU-XXIII/2025 0 1 0 0 0 0
141 72/PUU-XXIII/2025 1 0 0 0 0 0
142 62/PUU-XXIII/2025 1 0 0 0 0 0
143 53/PUU-XXIII/2025 3 0 0 0 0 0
144 63/PUU-XXIII/2025 0 1 0 0 0 0
145 54/PUU-XXIII/2025 2 5 0 21 3 0
146 60/PUU-XXIII/2025 > > - - - -
147 55/PUU-XXIII/2025 3 0 0 0 0 0
148 58/PUU-XXIII/2025 2 4 0 0 0 0
149 56/PUU-XXIII/2025 2 2 0 5 0 0
150 80/PUU-XXIII/2025 0 3 0 4 0 0
151 65/PUU-XXIII/2025 0 0 0 0 0 0
152 66/PUU-XXIII/2025 4 0 0 0 0 0
153 69/PUU-XXIII/2025 4 0 0 5 0 0
154 70/PUU-XXIII/2025 0 0 0 0 0 0
155 86/PUU-XXIII/2025 0 0 0 0 0 0
156 68/PUU-XXIII/2025 2 0 0 13 0 1
157 71/PUU-XXIII/2025 > > ° > = >
158 76/PUU-XXIII/2025 0 0 0 0 0 0
159 74/PUU-XXIII/2025 4 0 0 0 0 0
160 75/PUU-XXIII/2025 3 0 0 5 0 0
161 79/PUU-XXIII/2025 6 0 0 0 0 0
162 77/PUU-XXIII/2025 1 0 0 0 0 0
163 78/PUU-XXIII/2025 0 0 0 0 0 0
164 83/PUU-XXIII/2025 5 0 0 0 0 0
165 81/PUU-XXIII/2025 0 2 0 5 0 0
166 82/PUU-XXIII/2025 2 0 0 5 0 0

[ T I 219

Mahkamah Konstitusi Dalam Angka 2025



LAMPIRAN

Lanjutan Lampiran 8

) @) @) @) (5) (6) @) (]
167 85/PUU-XXIII/2025 0 0 0 0 0 0
168 92/PUU-XXIII/2025 0 0 0 13 0 1
169 84/PUU-XXIII/2025 0 0 0 0 0 0
170 88/PUU-XXIII/2025 2 0 0 0 0 0
171 87/PUU-XXIII/2025 2 0 0 0 0 0
172 93/PUU-XXIII/2025 0 0 0 0 0 0
173 89/PUU-XXIII/2025 0 6 0 0 0 0
174 90/PUU-XXIII/2025 3 1 0 0 0 0
175 99/PUU-XXII1/2025 1 0 0 8 0 0
176 91/PUU-XXII1/2025 1 1 0 0 0 0
177 94/PUU-XXII1/2025 0 0 0 0 0 0
178 95/PUU-XXIII/2025 1 0 0 0 0 0
179 96/PUU-XXII1/2025 2 1 0 0 0 0
180 97/PUU-XXIII/2025 0 3 0 0 0 0
181 98/PUU-XXIII/2025 0 1 0 0 0 0
182 100/PUU-XXIII/2025 - > > - >
183 101/PUU-XXIII/2025 0 0 0 0 0 0
184 102/PUU-XXIII/2025 1 0 0 0 0 0
185 103/PUU-XXIII/2025 0 0 0 0 0 0
186 104/PUU-XXINI/2025 4 0 0 0 0 0
187 113/PUU-XXIII/2025 2 0 0 0 0 0
188 107/PUU-XXIII/2025 0 0 0 0 0 0
189 115/PUU-XXIII/2025 0 0 0 0 0 0
190 105/PUU-XXINI/2025 1 0 0 0 0 0
191 106/PUU-XXIII/2025 > = s s = s
192 108/PUU-XXIII/2025 1 0 0 0 0 0
193 125/PUU-XXIII/2025 1 0 0 0 0 0
194 109/PUU-XXINI/2025 1 1 0 0 0 0
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195 110/PUU-XXIII/2025 1 0 0 0 0 0
196 111/PUU-XXINI/2025 2 1 0 0 0 0
197 112/PUU-XXIII/2025 - - - - - -
198 119/PUU-XXIII/2025 2 0 0 0 0 0
199 122/PUU-XXIII/2025 0 1 0 0 0 0
200  114/PUU-XXIII/2025 1 0 0 13 0 0
201 116/PUU-XXINI/2025 0 0 0 0 0 0
202 117/PUU-XXIII/2025 0 0 0 0 0 0
203 118/PUU-XXIII/2025 1 3 0 0 0 0
204 120/PUU-XXIII/2025 0 2 0 0 0 0
205 121/PUU-XXIII/2025 0 1 0 0 0 0
206 123/PUU-XXIII/2025 = = = = = =
207 124/PUU-XXIII/2025 0 1 0 0 0 0
208 126/PUU-XXIII/2025 2 0 0 0 0 0
209 127/PUU-XXIII/2025 2 0 0 0 0 0
210 136/PUU-XXIII/2025 = = = = = =
211 128/PUU-XXII/2025 1 0 0 0 0 0
212 129/PUU-XXIII/2025 0 2 0 0 0 0
213 130/PUU-XXIII/2025 - = - - = -
214 131/PUU-XXIII/2025 0 5 0 0 0 0

215 137/PUU-XXIII/2025 s = > s = s
216 134/PUU-XXIII/2025 1

217 132/PUU-XXIII/2025 0 1
218 135/PUU-XXIII/2025 = = = =
219 133/PUU-XXIII/2025 0 2 0 0
220 138/PUU-XXIII/2025 0 1 0 0
221 142/PUU-XXIII/2025 0 1 0 0
222 139/PUU-XXII/2025 = = = = = =

o
o o
o o
o o
o o

o o o
o o o
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223 140/PUU-XXIII/2025 3 1 0 10 0 0
224 141/PUU-XXIII/2025 3 0 0 0 0 0
225 147/PUU-XXIII/2025 2 0 0 0 0 0
226 148/PUU-XXIII/2025 0 0 0 0 0 0
227 143/PUU-XXIII/2025 s = > s = s
228 146/PUU-XXIII/2025 0 0 0 0 0 0
229 144/PUU-XXIII/2025 3 0 0 0 0 0
230 145/PUU-XXIII/2025 = = = = = =
231 149/PUU-XXIII/2025 0 1 0 0 0 0
232 150/PUU-XXIII/2025 1 0 0 0 0 0
233 151/PUU-XXIII/2025 1 0 0 0 0 0
234 152/PUU-XXII/2025 1 0 0 0 0 0
235 153/PUU-XXII/2025 1 0 0 0 0 0
236 154/PUU-XXIII/2025 1 0 0 0 0 0
237 155/PUU-XXII/2025 0 3 0 0 0 0
238 156/PUU-XXIII/2025 5 0 0 0 0 0
239 157/PUU-XXIII/2025 1 0 0 0 0 0
240 159/PUU-XXIII/2025 2 0 0 0 0 0
241 158/PUU-XXII/2025 1 0 0 0 0 0
242 160/PUU-XXIII/2025 = = = = = =
243 161/PUU-XXII/2025 0 0 0 0 0 0
244 162/PUU-XXIII/2025 2 0 0 0 0 0
245 163/PUU-XXII/2025 4 0 0 0 0 0
246 164/PUU-XXIII/2025 = = = = = =
247 165/PUU-XXII/2025 1 0 0 0 0 0
248 166/PUU-XXIII/2025 0 0 0 0 0 0
249 167/PUU-XXIII/2025 1 0 0 0 0

250  168/PUU-XXIII/2025 - - - 5 - -
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251 169/PUU-XXII/2025 1 0 0 0 0
252 170/PUU-XXIII/2025 3 0 0 0 0
253 171/PUU-XXIII/2025 0 0 0 0 0
254 172/PUU-XXIII/2025 = = = = = =
255 173/PUU-XXIII/2025 s = > s = s
256 174/PUU-XXIII/2025 1 0 0 0 0 0
257 175/PUU-XXIII/2025 2 1 0 0 0 0
258 176/PUU-XXIII/2025 = = = = = =
259 177/PUU-XXIII/2025 1 1 0 0 0 0
260  178/PUU-XXIII/2025 4 0 0 0 0 0
261 179/PUU-XXIII/2025 2 0 0 0 0 0

262 180/PUU-XXIII/2025 = = = = = =
263 181/PUU-XXIII/2025 s = > s = s
264 182/PUU-XXIII/2025 1

265  183/PUU-XXIII/2025 0 1
266 184/PUU-XXIII/2025 = = = =
267  185/PUU-XXIII/2025 3 0 0 0
268 186/PUU-XXIII/2025 9 0 0 0
269  187/PUU-XXIII/2025 1 0 0 0
270 188/PUU-XXII/2025 = = = = = =
271 189/PUU-XXII/2025 s = > s = s
272 190/PUU-XXIII/2025 3 0 0 0 0 0
273 191/PUU-XXIII/2025 > = > > ° >
274 192/PUU-XXIII/2025 = = = = = =
275 193/PUU-XXII/2025 1 1
276 194/PUU-XXIII/2025 1 0
277 195/PUU-XXII/2025 0 0
278 196/PUU-XXIII/2025 0 0

o
o o
foy]
o o
o o

o o o
o o o
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279 197/PUU-XXIII/2025 - - S 5 - -

280 198/PUU-XXIII/2025 = = > > = >
281 199/PUU-XXII/2025 5 0 0 0 0 0
282 200/PUU-XXIII/2025 0 0 0 0 0 0
283 201/PUU-XXIII/2025 1 1 0 0 0 0
284 202/PUU-XXIII/2025 = = > > = >
285 203/PUU-XXIII/2025 s = s s = s
286 204/PUU-XXIII/2025 = = = = = =
287 205/PUU-XXIII/2025 0 0 0 0 0 0
288 206/PUU-XXIII/2025 1 0 0 0 0 0
289 207/PUU-XXII/2025 1 0 0 0 0 0
290  208/PUU-XXIII/2025 = = = = = =
291 209/PUU-XXII/2025 0 0 0 0 0 0
292 210/PUU-XXIII/2025 = = - - = -
293 211/PUU-XXIII/2025 s = > s = s
294 212/PUU-XXIII/2025 = = = = = =
295 213/PUU-XXIII/2025 - - - - - -
296  214/PUU-XXIII/2025 0
297 215/PUU-XXII/2025

298 216/PUU-XXIII/2025 = = = = = =
299 217/PUU-XXIII/2025 - - - - - -
300 218/PUU-XXII/2025 = = - - = -
301 219/PUU-XXII/2025 1 0 0 0 0 0
302 220/PUU-XXIII/2025 0 0 0 0 0 0
303 221/PUU-XXIII/2025 0 0 0 0 0 0
304 222/PUU-XXII/2025 - - - - = -
305 223/PUU-XXIII/2025 s = > s = s
306  224/PUU-XXIII/2025 0 0 0 0 0 0
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307 225/PUU-XXIII/2025 - - - - - -
308 226/PUU-XXIII/2025 - - - . - -
309 227/PUU-XXIII/2025 - - 5 5 - -
310 228/PUU-XXIII/2025 - - - 5 - 8
311 229/PUU-XXII/2025 0 0 0 0 0 0
312 230/PUU-XXIII/2025 - - - . - -
313 231/PUU-XXII/2025 - - 5 5 - -
314 232/PUU-XXIII/2025 - - - 5 - 8
315 233/PUU-XXIII/2025 - - - - - -
316 234/PUU-XXIII/2025 - - S 5 - -
317 235/PUU-XXIII/2025 - - S 5 - -
318 236/PUU-XXIII/2025 - - S - - -
319 237/PUU-XXIII/2025 - - s . - .
320 238/PUU-XXIII/2025 - - S 5 - -
321 239/PUU-XXIII/2025 - - S 5 - -
322 240/PUU-XXIII/2025 - - S - - -
323 241/PUU-XXIII/2025 - - s . - .
324 242/PUU-XXIII/2025 - - S 5 - -
325 243/PUU-XXIII/2025 - - S 5 - -
326 244/PUU-XXIII/2025 - - S - - -
327 245/PUU-XXIII/2025 - - s . - .
328 246/PUU-XXIII/2025 - - S 5 - -
329 247/PUU-XXIII/2025 - - S 5 - -
330  248/PUU-XXIII/2025 - - S - - -
331 249/PUU-XXIII/2025 - - s . . .
332 250/PUU-XXII/2025 - - S 5 - -
333 251/PUU-XXIII/2025 - - S 5 - -
334 252/PUU-XXIII/2025 - - S - - -
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335 253/PUU-XXIII/2025 - - S 5 - -
336 254/PUU-XXIII/2025 - - - 5 - .
337 255/PUU-XXII/2025 - - 5 5 - -
338 256/PUU-XXIII/2025 - - S 5 - -
339 257/PUU-XXIII/2025 - - S 5 - -
340 258/PUU-XXIII/2025 - - - 5 - .
341 259/PUU-XXIII/2025 - - 5 5 - -
342 260/PUU-XXIII/2025 - - S 5 - -
343 261/PUU-XXIII/2025 - - S 5 - -
344 262/PUU-XXII/2025 - - - 5 - .
345 263/PUU-XXIII/2025 - - 5 5 - -
346  264/PUU-XXIII/2025 - - S 5 - -
347 265/PUU-XXIII/2025 - - . - - .
348 266/PUU-XXIII/2025 - = - . - -
349 267/PUU-XXII/2025 - - 5 5 - -
350  268/PUU-XXIII/2025 - - S 5 - -
351 269/PUU-XXIII/2025 - - . - - .
352 270/PUU-XXIII/2025 - = - . - -
353 271/PUU-XXIII/2025 - - 5 5 - -
354 272/PUU-XXIII/2025 - - S 5 - -
355 273/PUU-XXIII/2025 - - . - - .
356 274/PUU-XXIII/2025 - = - . - -
357 275/PUU-XXII/2025 - - 5 5 - -
358 276/PUU-XXIII/2025 - - S 5 - -
359 277/PUU-XXIII/2025 - - 5 - - -
360  278/PUU-XXIII/2025 - - - . - -
361 279/PUU-XXII/2025 - - 5 5 - -
362 280/PUU-XXIII/2025 - - S 5 - -
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363 281/PUU-XXIII/2025 - - 5 5 - -
364  282/PUU-XXIII/2025 - - S = - -
365  283/PUU-XXIII/2025 - - s . - -
366 284/PUU-XXIII/2025 - - - = - -
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No Nomor Perkara el L) Jenis Amar Putusan
Undang-Undang

m 0)] (3) (4)

1 129/PUU-XXI/2023 Materiil Tidak Dapat Diterima
2 166/PUU-XXI/2023 Materiil Dikabulkan
3 3/PUU-XXII/2024 Materiil Dikabulkan
4 10/PUU-XXII/2024 Materiil Ditolak
5 14/PUU-XXII/2024 Materiil Ditolak
6 19/PUU-XXII/2024 Materiil Dikabulkan
7 31/PUU-XXII/2024 Materiil Ditolak
8  32/PUU-XXII/2024 Materiil Ditolak
9 49/PUU-XXII/2024 Materiil Dikabulkan
10 50/PUU-XXII/2024 Materiil Ditolak
11 62/PUU-XXII/2024 Materiil Dikabulkan
12 66/PUU-XXII/2024 Materiil Ditolak
13 77/PUU-XXII/2024 Materiil Ditolak
14 83/PUU-XXII/2024 Materiil Dikabulkan
15 84/PUU-XXII/2024 Materiil Dikabulkan
16 85/PUU-XXII/2024 Materiil Dikabulkan
17 86/PUU-XXII/2024 Materiil Tidak Dapat Diterima
18 87/PUU-XXII/2024 Materiil Tidak Dapat Diterima
19 92/PUU-XXII/2024 Materiil Dikabulkan
20 96/PUU-XXII/2024 Materiil Dikabulkan
21 97/PUU-XXII/2024 Materiil Ditolak
22 100/PUU-XXII/2024 Materiil Dikabulkan
23 101/PUU-XXII/2024 Materiil Tidak Dapat Diterima
24 105/PUU-XXII/2024 Materiil Dikabulkan
25 107/PUU-XXII/2024 Materiil Tidak Dapat Diterima
26 112/PUU-XXII/2024 Materiil Ditolak
27 115/PUU-XXI1/2024 Materiil Dikabulkan
28 121/PUU-XXII/2024 Materiil Dikabulkan
29 124/PUU-XXII/2024 Materiil Ditolak
30 128/PUU-XXII/2024 Materiil Ditolak
31 131/PUU-XXII/2024 Materiil Ditolak
32 132/PUU-XXII/2024 Formil Ditolak
33 133/PUU-XXII/2024 Materiil Tidak Dapat Diterima
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134/PUU-XXII/2024
135/PUU-XXI1/2024
142/PUU-XXII/2024
143/PUU-XXII/2024
144/PUU-XXII/2024
146/PUU-XXI1/2024
147/PUU-XXII/2024
148/PUU-XXII/2024
150/PUU-XXII/2024
151/PUU-XXI1/2024
152/PUU-XXII/2024
153/PUU-XXII/2024
154/PUU-XXII/2024
155/PUU-XXI1/2024
157/PUU-XXII/2024
158/PUU-XXII/2024
159/PUU-XXII/2024
160/PUU-XXI1/2024
161/PUU-XXII/2024
162/PUU-XXII/2024
163/PUU-XXII/2024
164/PUU-XXI1/2024
165/PUU-XXII/2024
166/PUU-XXII/2024
167/PUU-XXII/2024
168/PUU-XXI1/2024
169/PUU-XXII/2024
170/PUU-XXII/2024
171/PUU-XXII/2024
172/PUU-XXI1/2024
173/PUU-XXII/2024
174/PUU-XXII/2024
175/PUU-XXII/2024

Nomor Perkara

@)

Jenis Pengujian
Undang-Undang

(3)
Materiil
Materiil
Materiil
Materiil
Materiil
Materiil
Materiil
Materiil
Materiil
Materiil
Materiil
Materiil
Materiil
Materiil
Materiil
Materiil
Materiil
Materiil
Materiil
Materiil
Materiil
Materiil
Materiil
Materiil
Materiil
Materiil
Materiil
Materiil
Materiil
Materiil
Materiil
Materiil
Materiil

LAMPIRAN

Jenis Amar Putusan

@)
Tidak Dapat Diterima
Dikabulkan
Ditolak
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Ditolak
Ditolak
Dikabulkan
Dikabulkan
Ditolak
Ditarik Kembali
Dikabulkan
Ditarik Kembali
Ditolak
Ditolak
Ditolak
Ditolak
Ditolak
Tidak Dapat Diterima
Ditolak
Ditolak
Ditolak
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Dikabulkan
Ditolak
Tidak Dapat Diterima
Ditarik Kembali
Tidak Dapat Diterima
Ditolak
Ditarik Kembali
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No Nomor Perkara Jenis Pengujian Jenis Amar Putusan
Undang-Undang

U] @ (6] @)

67  176/PUU-XXII/2024 Materiil Dikabulkan
68  177/PUU-XXII/2024 Materiil Ditolak
69  178/PUU-XXII/2024 Materiil Tidak Dapat Diterima
70 179/PUU-XXII/2024 Materiil Tidak Dapat Diterima
71 180/PUU-XXII/2024 Materiil Ditolak
72 181/PUU-XXII/2024 Materiil Dikabulkan
73 183/PUU-XXII/2024 Materiil Dikabulkan
74 184/PUU-XXII/2024 Materiil Ditolak
75 185/PUU-XXII/2024 Materiil Dikabulkan
76 186/PUU-XXII/2024 Materiil Ditarik Kembali
77 187/PUU-XXII/2024 Materiil Tidak Dapat Diterima
78 188/PUU-XXII/2024 Materiil Ditolak
79 189/PUU-XXII/2024 Materiil Ditarik Kembali
80  1/PUU-XXIII/2025 Materiil Tidak Dapat Diterima
81 2/PUU-XXIII/2025 Materiil Tidak Dapat Diterima
82 3/PUU-XXIII/2025 Materiil Ditolak
83 4/PUU-XXIII/2025 Materiil Ditarik Kembali
84 5/PUU-XXII/2025 Materiil Ditarik Kembali
85  6/PUU-XXIII/2025 Materiil Tidak Dapat Diterima
86  7/PUU-XXIII/2025 Materiil Ditarik Kembali
87  8/PUU-XXIII/2025 Materiil Ditarik Kembali
88 9/PUU-XXIII/2025 Materiil Tidak Dapat Diterima
89 17/PUU-XXIII/2025 Materiil Tidak Dapat Diterima
90  18/PUU-XXIII/2025 Materiil Gugur
91 10/PUU-XXIII/2025 Materiil Tidak Dapat Diterima
92 11/PUU-XXIIl/2025 Materiil Ditolak
93 12/PUU-XXIII/2025 Materiil Tidak Dapat Diterima
94 14/PUU-XXIII/2025 Materiil Tidak Dapat Diterima
95 13/PUU-XXIIl/2025 Materiil Ditolak
96 15/PUU-XXIII/2025 Materiil Dikabulkan
97 16/PUU-XXIIl/2025 Materiil Ditolak
98 19/PUU-XXIII/2025 Materiil Ditolak
99 21/PUU-XXIII/2025 Materiil Tidak Dapat Diterima
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U]
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
m
12
113
114
15
116
117
18
19
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

20/PUU-XXI11/2025
22/PUU-XXI11/2025
23/PUU-XXI11/2025
24/PUU-XXI11/2025
25/PUU-XXI11/2025
26/PUU-XXI11/2025
29/PUU-XXII1/2025
30/PUU-XXI11/2025
35/PUU-XXII1/2025
27/PUU-XXI11/2025
28/PUU-XXI11/2025
38/PUU-XXII1/2025
31/PUU-XXI1/2025
39/PUU-XXI11/2025
32/PUU-XXII1/2025
33/PUU-XXI11/2025
37/PUU-XXII1/2025
34/PUU-XXI11/2025
36/PUU-XXI11/2025
41/PUU-XXI11/2025
40/PUU-XXI11/2025
44/PUU-XXI11/2025
42/PUU-XXI11/2025
43/PUU-XXII1/2025
46/PUU-XXI11/2025
45/PUU-XXI11/2025
61/PUU-XXI11/2025
47/PUU-XXII1/2025
48/PUU-XXI11/2025
49/PUU-XXI11/2025
50/PUU-XXI11/2025
51/PUU-XXII1/2025
73/PUU-XXI11/2025

Nomor Perkara

@)

Jenis Pengujian
Undang-Undang

(3)
Materiil
Materiil
Materiil
Materiil
Materiil
Materiil
Materiil
Materiil
Materiil
Materiil
Materiil
Materiil
Materiil
Materiil
Materiil
Materiil
Materiil
Materiil
Materiil
Materiil
Materiil
Materiil
Materiil
Materiil
Materiil

Formil
Materiil
Materiil
Materiil
Materiil
Materiil
Materiil
Materiil

LAMPIRAN

Jenis Amar Putusan

@
Ditarik Kembali
Ditolak
Tidak Dapat Diterima
Ditarik Kembali
Ditolak
Ditarik Kembali
Ditolak
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Dikabulkan
Tidak Dapat Diterima
Dikabulkan
Ditarik Kembali
Dikabulkan
Ditarik Kembali
Ditolak
Ditolak
Ditolak
Ditolak
Ditolak
Tidak Dapat Diterima
Ditolak
Tidak Dapat Diterima
Ditarik Kembali
Tidak Dapat Diterima
Ditolak
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Ditolak
Ditolak
Ditolak
Ditarik Kembali
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No Nomor Perkara d::'::;':ﬁ::;:; Jenis Amar Putusan
U] @ (6] @

133 57/PUU-XXIII/2025 Formil dan Materiil Ditarik Kembali
134 67/PUU-XXII1/2025 Materiil Tidak Dapat Diterima
135 52/PUU-XXIII/2025 Formil Tidak Dapat Diterima
136 64/PUU-XXII1/2025 Formil Ditolak
137 59/PUU-XXIII/2025 Materiil Ditarik Kembali
138 72/PUU-XXIII/2025 Materiil Tidak Dapat Diterima
139 62/PUU-XXII1/2025 Materiil Ditolak
140  53/PUU-XXIII/2025 Materiil Ditolak
141 63/PUU-XXIII/2025 Materiil Ditolak
142 54/PUU-XXII1/2025 Materiil Ditolak
143 55/PUU-XXIII/2025 Formil Tidak Dapat Diterima
144 58/PUU-XXIIl/2025 Formil Tidak Dapat Diterima
145 56/PUU-XXIII/2025 Formil Tidak Dapat Diterima
146 80/PUU-XXII1/2025 Materiil Tidak Dapat Diterima
147 65/PUU-XXIII/2025 Materiil Tidak Dapat Diterima
148 66/PUU-XXII1/2025 Formil Tidak Dapat Diterima
149 69/PUU-XXIII/2025 Formil Tidak Dapat Diterima
150  70/PUU-XXII1/2025 Materiil Ditolak
151 86/PUU-XXIII/2025 Materiil Gugur
152 68/PUU-XXIII/2025 Materiil Ditarik Kembali
153 76/PUU-XXIIl/2025 Materiil Tidak Dapat Diterima
154 74/PUU-XXIII/2025 Formil Tidak Dapat Diterima
155 75/PUU-XXIIl/2025 Formil Tidak Dapat Diterima
156 79/PUU-XXIIl/2025 Formil dan Materiil Tidak Dapat Diterima
157 77/PUU-XXIII/2025 Materiil Ditolak
158 78/PUU-XXIIl/2025 Materiil Tidak Dapat Diterima
159 83/PUU-XXIII/2025 Formil Tidak Dapat Diterima
160  81/PUU-XXII1/2025 Formil Ditolak
161 82/PUU-XXIII/2025 Materiil Ditarik Kembali
162 85/PUU-XXIII/2025 Materiil Ditarik Kembali
163 92/PUU-XXIII/2025 Materiil Ditarik Kembali
164 84/PUU-XXIII/2025 Materiil Ditolak
165  88/PUU-XXIII/2025 Materiil Ditarik Kembali
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No Nomor Perkara Jenis Pengujian Jenis Amar Putusan
Undang-Undang

U] @ (6] @

166 87/PUU-XXIII/2025 Materiil Ditolak
167 93/PUU-XXIII/2025 Materiil Ditolak
168 89/PUU-XXII1/2025 Materiil Ditolak
169 90/PUU-XXII1/2025 Materiil Ditolak
170 99/PUU-XXII1/2025 Materiil Ditolak
171 91/PUU-XXIII/2025 Materiil Dikabulkan
172 94/PUU-XXII1/2025 Materiil Ditolak
173 95/PUU-XXIII/2025 Materiil Tidak Dapat Diterima
174 96/PUU-XXIIl/2025 Materiil Tidak Dapat Diterima
175 97/PUU-XXIII/2025 Materiil Tidak Dapat Diterima
176 98/PUU-XXIII/2025 Materiil Tidak Dapat Diterima
177 101/PUU-XXIII/2025 Materiil Ditarik Kembali
178 102/PUU-XXIII/2025 Materiil Ditolak
179 103/PUU-XXIII/2025 Materiil Ditolak
180 104/PUU-XXIII/2025 Materiil Dikabulkan
181 113/PUU-XXIII/2025 Materiil Tidak Dapat Diterima
182 107/PUU-XXII/2025 Materiil Tidak Dapat Diterima
183 115/PUU-XXIII/2025 Materiil Tidak Dapat Diterima
184 105/PUU-XXII1/2025 Materiil Ditolak
185 108/PUU-XXIII/2025 Materiil Tidak Dapat Diterima
186 125/PUU-XXIII/2025 Materiil Tidak Dapat Diterima
187 109/PUU-XXIII/2025 Materiil Ditolak
188 110/PUU-XXII1/2025 Materiil Ditolak
189 111/PUU-XXIII/2025 Materiil Ditolak
190  119/PUU-XXIII/2025 Materiil Dikabulkan
191 122/PUU-XXIII/2025 Materiil Ditarik Kembali
192 114/PUU-XXIII/2025 Materiil Dikabulkan
193 116/PUU-XXIII/2025 Materiil Ditolak
194 117/PUU-XXII1/2025 Materiil Gugur
195 118/PUU-XXIII/2025 Materiil Tidak Dapat Diterima
196  120/PUU-XXII1/2025 Materiil Ditolak
197 121/PUU-XXIII/2025 Materiil Tidak Dapat Diterima
198 124/PUU-XXIII/2025 Materiil Tidak Dapat Diterima
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No Nomor Perkara ;ﬁ:‘::;;?:";:; Jenis Amar Putusan
(1) @ @) ]

199 126/PUU-XXIII/2025 Materiil Tidak Dapat Diterima
200 127/PUU-XXII/2025 Materiil Tidak Dapat Diterima
201 128/PUU-XXIII/2025 Materiil Dikabulkan
202 129/PUU-XXIII/2025 Materiil Ditolak
203 131/PUU-XXIII/2025 Materiil Tidak Dapat Diterima
204 134/PUU-XXII/2025 Formil Tidak Dapat Diterima
205 132/PUU-XXIII/2025 Materiil Dikabulkan
206 133/PUU-XXIII/2025 Materiil Tidak Dapat Diterima
207 138/PUU-XXIII/2025 Materiil Ditarik Kembali
208  142/PUU-XXIII/2025 Materiil Ditarik Kembali
209 140/PUU-XXIII/2025 Materiil Ditolak
210 141/PUU-XXIII/2025 Materiil Ditolak
211 147/PUU-XXIN/2025 Materiil Ditolak
212 148/PUU-XXII/2025 Materiil Ditarik Kembali
213 146/PUU-XXIII/2025 Materiil Ditarik Kembali
214 144/PUU-XXIII/2025 Materiil Tidak Dapat Diterima
215 149/PUU-XXIII/2025 Materiil Ditolak
216 150/PUU-XXII/2025 Materiil Tidak Dapat Diterima
217 151/PUU-XXIII/2025 Materiil Tidak Dapat Diterima
218 152/PUU-XXIII/2025 Materiil Ditarik Kembali
219 153/PUU-XXIII/2025 Materiil Ditarik Kembali
220 154/PUU-XXII/2025 Materiil Ditolak
221 155/PUU-XXII/2025 Materiil Tidak Dapat Diterima
222 156/PUU-XXIII/2025 Materiil Tidak Dapat Diterima
223 157/PUU-XXIII/2025 Materiil Tidak Dapat Diterima
224 159/PUU-XXII/2025 Materiil Ditolak
225 158/PUU-XXIII/2025 Materiil Ditolak
226 161/PUU-XXIII/2025 Materiil Tidak Dapat Diterima
227 162/PUU-XXIII/2025 Materiil Ditarik Kembali
228 163/PUU-XXIII/2025 Materiil Tidak Dapat Diterima
229 165/PUU-XXII/2025 Materiil Tidak Dapat Diterima
230 166/PUU-XXIII/2025 Materiil Tidak Dapat Diterima
231 167/PUU-XXIII/2025 Materiil Ditolak
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Lanjutan Lampiran 9

No Nomor Perkara Jenis Pengujian Jenis Amar Putusan
Undang-Undang

U] @ (6] @)

232 169/PUU-XXIII/2025 Materiil Ditarik Kembali
233 170/PUU-XXIII/2025 Materiil Tidak Dapat Diterima
234 171/PUU-XXIII/2025 Materiil Ditarik Kembali
235 174/PUU-XXIII/2025 Materiil Tidak Dapat Diterima
236 175/PUU-XXII/2025 Materiil Tidak Dapat Diterima
237 177/PUU-XXIII/2025 Materiil Tidak Dapat Diterima
238 178/PUU-XXIII/2025 Materiil Tidak Dapat Diterima
239 179/PUU-XXII/2025 Materiil Ditolak
240 182/PUU-XXIII/2025 Materiil Ditarik Kembali
241 183/PUU-XXIII/2025 Materiil Ditolak
242 185/PUU-XXIII/2025 Materiil Ditolak
243 186/PUU-XXIII/2025 Materiil Tidak Dapat Diterima
244 187/PUU-XXIII/2025 Materiil Tidak Dapat Diterima
245 190/PUU-XXIII/2025 Materiil Tidak Dapat Diterima
246 193/PUU-XXII/2025 Materiil Ditarik Kembali
247 194/PUU-XXII/2025 Materiil Ditolak
248 195/PUU-XXIII/2025 Materiil Tidak Dapat Diterima
249 196/PUU-XXIII/2025 Materiil Tidak Dapat Diterima
250 199/PUU-XXIII/2025 Materiil Ditolak
251 200/PUU-XXII/2025 Materiil Ditolak
252 201/PUU-XXIII/2025 Materiil Tidak Dapat Diterima
253 205/PUU-XXIII/2025 Materiil Tidak Dapat Diterima
254 206/PUU-XXIII/2025 Materiil Tidak Dapat Diterima
255 207/PUU-XXIII/2025 Materiil Ditarik Kembali
256 209/PUU-XXIII/2025 Materiil Tidak Dapat Diterima
257 214/PUU-XXIII/2025 Materiil Gugur
258  215/PUU-XXIII/2025 Materiil Tidak Dapat Diterima
259 219/PUU-XXIII/2025 Materiil Ditarik Kembali
260 220/PUU-XXIII/2025 Materiil Gugur
261 221/PUU-XXIII/2025 Materiil Ditarik Kembali
262 224/PUU-XXIII/2025 Materiil Ditarik Kembali
263 229/PUU-XXIII/2025 Materiil Ditarik Kembali
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LAMPIRAN

Putusan Perkara PUU Bersyarat Menurut Jenis
Putusan Pengujian Undang-Undang Bersyarat

Lampiran 10

No Nomor Perkara Jenis Putusan Pengujian Undang-Undang Bersyarat
m 0] (3)
1 166/PUU-XXI/2023 Inkonstitusional Bersyarat
2 3/PUU-XXII/2024 Inkonstitusional Bersyarat
3 19/PUU-XXII/2024 Inkonstitusional Bersyarat
4 49/PUU-XXII/2024 Inkonstitusional Bersyarat
5 83/PUU-XXII/2024 Inkonstitusional Bersyarat
6  84/PUU-XXII/2024 Inkonstitusional Bersyarat
7 85/PUU-XXII/2024 Inkonstitusional Bersyarat
8 92/PUU-XXII/2024 Inkonstitusional Bersyarat
9 96/PUU-XXII/2024 Konstitusional Bersyarat
10 105/PUU-XXI1/2024 Inkonstitusional Bersyarat
11 115/PUU-XXI1/2024 Inkonstitusional Bersyarat
12 121/PUU-XXII/2024 Inkonstitusional Bersyarat
13 135/PUU-XXII/2024 Inkonstitusional Bersyarat
14 150/PUU-XXI1/2024 Inkonstitusional Bersyarat
15 151/PUU-XXI1/2024 Inkonstitusional Bersyarat
16 154/PUU-XXII/2024 Inkonstitusional Bersyarat
17 169/PUU-XXII/2024 Inkonstitusional Bersyarat
18 176/PUU-XXI1/2024 Inkonstitusional Bersyarat
19 181/PUU-XXII/2024 Inkonstitusional Bersyarat
20 183/PUU-XXII/2024 Inkonstitusional Bersyarat
21 185/PUU-XXII/2024 Inkonstitusional Bersyarat
22 15/PUU-XXIIl/2025 Inkonstitusional Bersyarat
23 28/PUU-XXIIl/2025 Inkonstitusional Bersyarat
24 31/PUU-XXIII/2025 Inkonstitusional Bersyarat
25 32/PUU-XXIIl/2025 Inkonstitusional Bersyarat
26 104/PUU-XXIIl/2025 Inkonstitusional Bersyarat
27 119/PUU-XXIIl/2025 Inkonstitusional Bersyarat
28 128/PUU-XXIII/2025 Inkonstitusional Bersyarat
29 132/PUU-XXIIl/2025 Inkonstitusional Bersyarat
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Lampiran 11

Lama Penyelesaian Perkara PUU

No Nomor Perkara Tallggal .
Registrasi

(1) (2) 3)

1 129/PUU-XXI/2023 25/09/2023
2 166/PUU-XXI/2023 04/12/2023
3 3/PUU-XXII/2024 03/01/2024
4 10/PUU-XXII/2024 09/01/2024
5 14/PUU-XXII/2024 15/01/2024
6 19/PUU-XXII/2024 18/01/2024
7 31/PUU-XXII/2024 13/02/2024
8  32/PUU-XXII/2024 13/02/2024
9 49/PUU-XXII/2024 13/06/2024
10 50/PUU-XXII/2024 13/06/2024
11 62/PUU-XXII/2024 01/07/2024
12 66/PUU-XXII/2024 01/07/2024
13 77/PUU-XXII/2024 11/07/2024
14 83/PUU-XXII/2024 17/07/2024
15  84/PUU-XXII/2024 17/07/2024
16 85/PUU-XXII/2024 17/07/2024
17 86/PUU-XXII/2024 17/07/2024
18 87/PUU-XXII/2024 17/07/2024
19 92/PUU-XXII/2024 23/07/2024
20 96/PUU-XXII/2024 25/07/2024
21 97/PUU-XXII/2024 25/07/2024
22 100/PUU-XXII/2024 31/07/2024
23 101/PUU-XXII/2024 31/07/2024
24 105/PUU-XXII/2024 06/08/2024
25 107/PUU-XXII/2024 06/08/2024
26 112/PUU-XXII/2024 20/08/2024
27 115/PUU-XXII/2024 20/08/2024
28 121/PUU-XXII/2024 10/09/2024
29 124/PUU-XXII/2024 12/09/2024
30 128/PUU-XXII/2024 17/09/2024
31 131/PUU-XXII/2024 19/09/2024
32 132/PUU-XXII/2024 24/09/2024
33 133/PUU-XXII/2024 24/09/2024

o0

Tanggal
Putusan
(O]
02/01/2025
02/01/2025
27/05/2025
17/09/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
02/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
29/09/2025
02/01/2025
03/01/2025
29/09/2025
28/08/2025
03/01/2025
02/01/2025
29/04/2025
03/01/2025
26/06/2025
29/04/2025
16/10/2025
02/01/2025
14/08/2025
03/01/2025
17/07/2025
02/01/2025

LAMPIRAN

Lama Penyelesaian
Perkara (Hari Kerja)

()
307
258
328
398
232
229
213
213
140
140
129
130
122
18
118
118
288
17
114
282
261
108
107
175
104
200
165
262

76
215

73
190
69
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Lanjutan Lampiran 11

Tanggal Tanggal Lama Penyelesaian
No L 2T Regi?t!:asi Putl?fan Perkara (Hyari Kerja)
(U] ()] 3) (4) (5)
34 134/PUU-XXII/2024 24/09/2024 29/09/2025 240
35 135/PUU-XXII/2024 25/09/2024 26/06/2025 175
36 142/PUU-XXII/2024 03/10/2024 17/12/2025 290
37 143/PUU-XXII/2024 03/10/2024 03/01/2025 63
38 144/PUU-XXII/2024 08/10/2024 03/01/2025 60
39 146/PUU-XXII/2024 08/10/2024 03/01/2025 60
40  147/PUU-XXII/2024 10/10/2024 16/10/2025 241
41 148/PUU-XXII/2024 10/10/2024 03/01/2025 58
42 150/PUU-XXII/2024 17/10/2024 03/01/2025 53
43 151/PUU-XXII/2024 17/10/2024 30/07/2025 182
44 152/PUU-XXI1/2024 17/10/2024 14/08/2025 193
45 153/PUU-XXII/2024 23/10/2024 02/01/2025 48
46 154/PUU-XXII/2024 23/10/2024 02/01/2025 48
47 155/PUU-XXI1/2024 23/10/2024 02/01/2025 48
48 157/PUU-XXII/2024 31/10/2024 02/01/2025 42
49 158/PUU-XXII/2024 06/11/2024 02/01/2025 38
50  159/PUU-XXII/2024 07/11/2024 03/01/2025 38
51 160/PUU-XXII/2024 12/11/2024 02/01/2025 34
52 161/PUU-XXII/2024 12/11/2024 17/12/2025 262
53 162/PUU-XXII/2024 12/11/2024 03/01/2025 35
54 163/PUU-XXII/2024 18/11/2024 02/01/2025 30
55 164/PUU-XXII/2024 18/11/2024 02/01/2025 30
56 165/PUU-XXII/2024 20/11/2024 03/01/2025 29
57 166/PUU-XXII/2024 20/11/2024 02/01/2025 28
58  167/PUU-XXII/2024 20/11/2024 02/01/2025 28
59  168/PUU-XXII/2024 28/11/2024 21/03/2025 75
60  169/PUU-XXII/2024 28/11/2024 30/10/2025 216
61  170/PUU-XXII/2024 06/12/2024 03/01/2025 17
62 171/PUU-XXII/2024 06/12/2024 21/03/2025 69
63 172/PUU-XXII/2024 06/12/2024 03/01/2025 17
64  173/PUU-XXII/2024 06/12/2024 02/01/2025 16
65  174/PUU-XXII/2024 10/12/2024 21/03/2025 67
66  175/PUU-XXII/2024 10/12/2024 21/03/2025 67
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Lanjutan Lampiran 11

No

Nomor Perkara

0]

176/PUU-XXI1/2024
177/PUU-XXII/2024
178/PUU-XXII/2024
179/PUU-XXII/2024
180/PUU-XXI1/2024
181/PUU-XXII/2024
183/PUU-XXII/2024
184/PUU-XXII/2024
185/PUU-XXII/2024
186/PUU-XXII/2024
187/PUU-XXII/2024
188/PUU-XXII/2024
189/PUU-XXII/2024
1/PUU-XXII1/2025

2/PUU-XXI11/2025

3/PUU-XXIII/2025

4/PUU-XXII/2025

5/PUU-XXIII/2025

6/PUU-XXI11/2025

7/PUU-XXIII/2025

8/PUU-XXIII/2025

9/PUU-XXII/2025

17/PUU-XXIII/2025
18/PUU-XXII1/2025
10/PUU-XXII1/2025
11/PUU-XXII1/2025
12/PUU-XXIII/2025
14/PUU-XXIII/2025
13/PUU-XXI11/2025
15/PUU-XXII1/2025
16/PUU-XXIII/2025
19/PUU-XXIII/2025
21/PUU-XXI11/2025

Tanggal
Registrasi

3)

10/12/2024
12/12/2024
12/12/2024
18/12/2024
18/12/2024
18/12/2024
27/12/2024
27/12/2024
30/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
31/12/2024
19/02/2025
19/02/2025
19/02/2025
19/02/2025
19/02/2025
19/02/2025
19/02/2025
19/02/2025
19/02/2025
25/02/2025
25/02/2025
25/02/2025
25/02/2025
25/02/2025
04/03/2025
04/03/2025
04/03/2025
06/03/2025
06/03/2025
06/03/2025

Tanggal
Putusan
(4)
21/03/2025
21/03/2025
21/03/2025
21/03/2025
30/07/2025
16/10/2025
30/07/2025
14/08/2025
13/11/2025
21/03/2025
29/04/2025
14/08/2025
21/03/2025
29/04/2025
29/04/2025
29/04/2025
21/03/2025
21/03/2025
29/04/2025
29/04/2025
29/04/2025
16/10/2025
29/04/2025
14/08/2025
14/05/2025
14/05/2025
14/05/2025
16/10/2025
14/05/2025
14/05/2025
29/04/2025
13/11/2025
29/04/2025

LAMPIRAN

Lama Penyelesaian
Perkara (Hari Kerja)

)
67
65
65
61
138
192
133
144
206
54
73
142
54
4
41
4
22
22
41
4
4
153
37
106
45
45
45
144
40
40
30
162
30
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Lanjutan Lampiran 11

Tanggal Tanggal Lama Penyelesaian
LD LA Regigtgrasi Putzgan Perkara (Hyari Kerja)
(1) (2) 3) (4) (5)
100 20/PUU-XXIII/2025 10/03/2025 17/07/2025 77
101 22/PUU-XXIII/2025 10/03/2025 14/05/2025 36
102 23/PUU-XXIII/2025 10/03/2025 14/05/2025 36
103 24/PUU-XXIII/2025 11/03/2025 14/05/2025 35
104 25/PUU-XXIII/2025 11/03/2025 27/05/2025 44
105 26/PUU-XXIII/2025 11/03/2025 14/05/2025 35
106 29/PUU-XXIII/2025 13/03/2025 27/05/2025 42
107 30/PUU-XXIII/2025 13/03/2025 17/12/2025 181
108  35/PUU-XXIII/2025 13/03/2025 27/05/2025 42
109  27/PUU-XXIII/2025 13/03/2025 27/05/2025 42
110 28/PUU-XXIII/2025 14/03/2025 27/05/2025 41
11 38/PUU-XXIII/2025 14/03/2025 28/08/2025 102
112 31/PUU-XXIII/2025 18/03/2025 14/05/2025 30
113 39/PUU-XXIII/2025 18/03/2025 05/06/2025 44
114 32/PUU-XXIII/2025 18/03/2025 17/07/2025 Al
115 33/PUU-XXIII/2025 18/03/2025 05/06/2025 44
116 37/PUU-XXIII/2025 20/03/2025 17/12/2025 176
117 34/PUU-XXIII/2025 20/03/2025 30/10/2025 142
118 36/PUU-XXIII/2025 20/03/2025 05/06/2025 42
119 41/PUU-XXIII/2025 20/03/2025 14/08/2025 89
120 40/PUU-XXIII/2025 09/04/2025 05/06/2025 35
121 44/PUU-XXIII/2025 09/04/2025 26/06/2025 48
122 42/PUU-XXIII/2025 09/04/2025 30/10/2025 135
123 43/PUU-XXIII/2025 09/04/2025 30/10/2025 135
124 46/PUU-XXIII/2025 23/04/2025 17/09/2025 95
125 45/PUU-XXIII/2025 23/04/2025 05/06/2025 26
126 61/PUU-XXIII/2025 23/04/2025 05/06/2025 26
127 47/PUU-XXIII/2025 23/04/2025 05/06/2025 26
128 48/PUU-XXIII/2025 23/04/2025 26/06/2025 39
129 49/PUU-XXIII/2025 24/04/2025 26/06/2025 38
130 50/PUU-XXIII/2025 24/04/2025 26/06/2025 38
131 51/PUU-XXIII/2025 24/04/2025 17/09/2025 94
132 73/PUU-XXIII/2025 24/04/2025 26/06/2025 38
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Lanjutan Lampiran 11

No

)
133
134
135
136
137
138
139
140
4
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

Nomor Perkara

57/PUU-XXII1/2025
67/PUU-XXII1/2025
52/PUU-XXII1/2025
64/PUU-XXI11/2025
59/PUU-XXII1/2025
72/PUU-XXII1/2025
62/PUU-XXII1/2025
53/PUU-XXI11/2025
63/PUU-XXI11/2025
54/PUU-XXII1/2025
55/PUU-XXII1/2025
58/PUU-XXI11/2025
56/PUU-XXI11/2025
80/PUU-XXII1/2025
65/PUU-XXI11/2025
66/PUU-XXI11/2025
69/PUU-XXI11/2025
70/PUU-XXI11/2025
86/PUU-XXII1/2025
68/PUU-XXI11/2025
76/PUU-XXI11/2025
74/PUU-XXI11/2025
75/PUU-XXI11/2025
79/PUU-XXI11/2025
77/PUU-XXI11/2025
78/PUU-XXII1/2025
83/PUU-XXII1/2025
81/PUU-XXI11/2025
82/PUU-XXI11/2025
85/PUU-XXII1/2025
92/PUU-XXII1/2025
84/PUU-XXII1/2025
88/PUU-XXII1/2025

Tanggal
Registrasi

()] (3)
24/04/2025
25/04/2025
25/04/2025
25/04/2025
25/04/2025
28/04/2025
28/04/2025
28/04/2025
28/04/2025
30/04/2025
30/04/2025
30/04/2025
30/04/2025
30/04/2025
30/04/2025
02/05/2025
02/05/2025
05/05/2025
05/05/2025
05/05/2025
06/05/2025
06/05/2025
06/05/2025
06/05/2025
08/05/2025
08/05/2025
08/05/2025
16/05/2025
16/05/2025
16/05/2025
20/05/2025
20/05/2025
23/05/2025

Tanggal
Putusan
(4)
28/08/2025
05/06/2025
17/09/2025
27/05/2025
05/06/2025
05/06/2025
14/08/2025
26/06/2025
26/06/2025
17/09/2025
26/06/2025
05/06/2025
16/10/2025
30/10/2025
17/09/2025
26/06/2025
03/07/2025
05/06/2025
05/06/2025
17/09/2025
03/07/2025
03/07/2025
03/07/2025
05/06/2025
30/10/2025
17/09/2025
16/10/2025
26/06/2025
03/07/2025
26/06/2025
26/06/2025
17/07/2025
13/11/2025

LAMPIRAN

Lama Penyelesaian
Perkara (Hari Kerja)

)
81
24
93
19
24
23
70
36
36
90
34
21
m
121
90
33
37
19
19
88
35
35
35
18
116
85
106
25
29
25
23
37
17
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Lanjutan Lampiran 11

Tanggal Tanggal Lama Penyelesaian
LD LA Regigtgrasi Putzgan Perkara (Hyari Kerja)
(1) (2) 3) (4) (5)
166  87/PUU-XXIII/2025 27/05/2025 17/07/2025 32
167 93/PUU-XXIII/2025 27/05/2025 13/11/2025 15
168  89/PUU-XXIII/2025 27/05/2025 03/07/2025 22
169 90/PUU-XXIII/2025 03/06/2025 30/10/2025 102
170 99/PUU-XXIII/2025 03/06/2025 17/07/2025 29
171 91/PUU-XXIII/2025 03/06/2025 17/07/2025 29
172 94/PUU-XXIII/2025 05/06/2025 17/07/2025 27
173 95/PUU-XXIII/2025 05/06/2025 17/07/2025 27
174 96/PUU-XXIII/2025 05/06/2025 17/07/2025 27
175 97/PUU-XXIII/2025 05/06/2025 17/07/2025 27
176 98/PUU-XXIII/2025 11/06/2025 30/10/2025 98
177 101/PUU-XXIII/2025 19/06/2025 30/07/2025 28
178 102/PUU-XXIII/2025 19/06/2025 30/07/2025 28
179 103/PUU-XXIII/2025 24/06/2025 30/07/2025 25
180  104/PUU-XXII/2025 24/06/2025 30/07/2025 25
181 113/PUU-XXIII/2025 26/06/2025 30/07/2025 23
182 107/PUU-XXIII/2025 01/07/2025 30/07/2025 21
183 115/PUU-XXIII/2025 01/07/2025 30/07/2025 21
184 105/PUU-XXIII/2025 04/07/2025 14/08/2025 29
185  108/PUU-XXIII/2025 04/07/2025 14/08/2025 29
186  125/PUU-XXIII/2025 10/07/2025 14/08/2025 25
187 109/PUU-XXIII/2025 10/07/2025 14/08/2025 25
188  110/PUU-XXIII/2025 16/07/2025 13/11/2025 84
189 111/PUU-XXIII/2025 16/07/2025 14/08/2025 21
190 119/PUU-XXIII/2025 16/07/2025 14/08/2025 21
191 122/PUU-XXIII/2025 16/07/2025 14/08/2025 21
192 114/PUU-XXIII/2025 21/07/2025 28/08/2025 27
193 116/PUU-XXIII/2025 21/07/2025 28/08/2025 27
194 117/PUU-XXIII/2025 24/07/2025 28/08/2025 24
195 118/PUU-XXIII/2025 24/07/2025 28/08/2025 24
196  120/PUU-XXIII/2025 24/07/2025 14/08/2025 15
197 121/PUU-XXIII/2025 24/07/2025 28/08/2025 24
198 124/PUU-XXIII/2025 28/07/2025 28/08/2025 22
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199 126/PUU-XXII/2025 28/07/2025 28/08/2025 22
200 127/PUU-XXIII/2025 31/07/2025 28/08/2025 19
201 128/PUU-XXIII/2025 31/07/2025 28/08/2025 19
202 129/PUU-XXIII/2025 31/07/2025 28/08/2025 19
203 131/PUU-XXINI/2025 05/08/2025 16/10/2025 50
204 134/PUU-XXIII/2025 05/08/2025 17/09/2025 29
205 132/PUU-XXIII/2025 05/08/2025 17/09/2025 29
206  133/PUU-XXIII/2025 05/08/2025 17/09/2025 29
207 138/PUU-XXIII/2025 12/08/2025 17/09/2025 24
208  142/PUU-XXIII/2025 12/08/2025 13/11/2025 65
209 140/PUU-XXIII/2025 12/08/2025 29/09/2025 32
210 141/PUU-XXIII/2025 20/08/2025 17/09/2025 19
211 147/PUU-XXIII/2025 20/08/2025 17/09/2025 19
212 148/PUU-XXIII/2025 20/08/2025 17/09/2025 19
213 146/PUU-XXIII/2025 20/08/2025 13/11/2025 60
214 144/PUU-XXIII/2025 20/08/2025 17/09/2025 19
215 149/PUU-XXIII/2025 21/08/2025 17/09/2025 18
216 150/PUU-XXIII/2025 22/08/2025 29/09/2025 25
217 151/PUU-XXIII/2025 22/08/2025 29/09/2025 25
218 152/PUU-XXIII/2025 22/08/2025 29/09/2025 25
219 153/PUU-XXIII/2025 22/08/2025 17/09/2025 17
220 154/PUU-XXIII/2025 27/08/2025 29/09/2025 22
221 155/PUU-XXIII/2025 27/08/2025 29/09/2025 22
222 156/PUU-XXIII/2025 27/08/2025 29/09/2025 22
223 157/PUU-XXIII/2025 01/09/2025 29/09/2025 19
224 159/PUU-XXIII/2025 01/09/2025 16/10/2025 32
225 158/PUU-XXIII/2025 08/09/2025 16/10/2025 28
226 161/PUU-XXIII/2025 10/09/2025 16/10/2025 26
227 162/PUU-XXIII/2025 12/09/2025 16/10/2025 24
228 163/PUU-XXIII/2025 15/09/2025 16/10/2025 23
229 165/PUU-XXIII/2025 17/09/2025 16/10/2025 21
230 166/PUU-XXIII/2025 17/09/2025 16/10/2025 21
231 167/PUU-XXIII/2025 17/09/2025 30/10/2025 31
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232 169/PUU-XXIII/2025 19/09/2025 16/10/2025 19
233 170/PUU-XXIII/2025 25/09/2025 30/10/2025 25
234 171/PUU-XXIII/2025 25/09/2025 16/10/2025 15
235 174/PUU-XXIII/2025 30/09/2025 30/10/2025 22
236 175/PUU-XXIII/2025 30/09/2025 30/10/2025 22
237 177/PUU-XXIII/2025 30/09/2025 30/10/2025 22
238 178/PUU-XXIII/2025 01/10/2025 30/10/2025 21
239 179/PUU-XXIII/2025 01/10/2025 30/10/2025 21
240  182/PUU-XXIII/2025 03/10/2025 17/12/2025 53
241 183/PUU-XXIII/2025 06/10/2025 13/11/2025 28
242 185/PUU-XXIII/2025 08/10/2025 13/11/2025 26
243 186/PUU-XXIII/2025 10/10/2025 13/11/2025 24
244 187/PUU-XXIII/2025 13/10/2025 13/11/2025 23
245 190/PUU-XXIII/2025 14/10/2025 27/11/2025 32
246 193/PUU-XXIII/2025 16/10/2025 27/11/2025 30
247 194/PUU-XXIII/2025 20/10/2025 27/11/2025 28
248 195/PUU-XXIII/2025 22/10/2025 27/11/2025 26
249 196/PUU-XXIII/2025 22/10/2025 27/11/2025 26
250 199/PUU-XXIII/2025 27/10/2025 27/11/2025 23
251 200/PUU-XXIII/2025 27/10/2025 27/11/2025 23
252 201/PUU-XXIII/2025 27/10/2025 27/11/2025 23
253 205/PUU-XXIII/2025 29/10/2025 27/11/2025 21
254 206/PUU-XXIII/2025 31/10/2025 27/11/2025 19
255 207/PUU-XXIII/2025 31/10/2025 27/11/2025 19
256 209/PUU-XXIII/2025 03/11/2025 27/11/2025 18
257 214/PUU-XXIII/2025 10/11/2025 27/11/2025 13
258 215/PUU-XXIII/2025 10/11/2025 17/12/2025 27
259 219/PUU-XXIII/2025 12/11/2025 17/12/2025 25
260 220/PUU-XXIII/2025 12/11/2025 17/12/2025 25
261 221/PUU-XXIII/2025 13/11/2025 17/12/2025 24
262 224/PUU-XXIII/2025 17/11/2025 27/11/2025 8
263 229/PUU-XXIII/2025 21/11/2025 17/12/2025 18
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1 1/PAN.MK/e-AP3/12/2024 Kalimantan  Kabupaten Bupati Paslon Online
Tengah Murung Raya Bupati
2 2/PAN.MK/e-AP3/12/2024 Sumatera Kabupaten Bupati Paslon Online
Barat Pasaman Bupati
3 3/PAN.MK/e-AP3/12/2024 Sumatera Kabupaten Empat ~ Bupati Lain-lain Online
Selatan Lawang
4 4/PAN.MK/e-AP3/12/2024  Sulawesi Kabupaten Buton Bupati Paslon Offline
Tenggara Tengah Bupati
5 5/PAN.MK/e-AP3/12/2024 Kalimantan  Kota Banjarbaru Walikota Pemantau Offline
Selatan
6  6/PAN.MK/e-AP3/12/2024 Kalimantan  Kota Banjarbaru Walikota Lain-lain Offline
Selatan
7 7/PAN.MK/e-AP3/12/2024 Kalimantan  Kota Banjarbaru Walikota Lain-lain Offline
Selatan
8  8/PAN.MK/e-AP3/12/2024 Aceh Kota Walikota Paslon Offline
Lhokseumawe Walikota
9 9/PAN.MK/e-AP3/12/2024 Kalimantan  Kota Banjarbaru Walikota Lain-lain Online
Selatan
10  10/PAN.MK/e- JawaBarat  Kabupaten Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Pangandaran Bupati
11 11/PAN.MK/e- Sulawesi Kabupaten Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Utara Bolaang Bupati
Mongondow
Selatan
12 12/PAN.MK/e- Aceh Kabupaten Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Bireuen Bupati
13 13/PAN.MK/e- Sumatera Kota Padang Walikota Paslon Online
AP3/12/2024 Barat Panjang Walikota
14 14/PAN.MK/e- Sumatera Kabupaten Ogan Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Selatan Komering Ulu Bupati
15 15/PAN.MK/e- Aceh Kota Langsa Walikota Paslon Online
AP3/12/2024 Walikota
16 16/PAN.MK/e- Sumatera Kabupaten Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Barat Pasaman Bupati
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17 17/PAN.MK/e- Aceh Kota Langsa Walikota Paslon Online
AP3/12/2024 Walikota

18 18/PAN.MK/e- Sulawesi Kota Parepare Walikota Paslon Offline
AP3/12/2024 Selatan Walikota

19 19/PAN.MK/e- Maluku Utara  Kabupaten Pulau Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Morotai Bupati

20 20/PAN.MK/e- Lampung Kabupaten Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Pesawaran Bupati

21 21/PAN.MK/e- Riau Kabupaten Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Kuantan Singingi Bupati

22 22/PAN.MK/e- JawaTengah  Kabupaten Klaten Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Bupati

23 23/PAN.MK/e- Sulawesi Kota Tomohon Walikota Paslon Offline
AP3/12/2024 Utara Walikota

24 24/PAN.MK/e- Sumatera Kabupaten Empat  Bupati Lain-lain Offline
AP3/12/2024 Selatan Lawang

25  25/PAN.MK/e- Sumatera Kabupaten Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Selatan Banyuasin Bupati

26 26/PAN.MK/e- Sulawesi Kota Manado Walikota Paslon Offline
AP3/12/2024 Utara Walikota

27 27/PAN.MK/e- Sulawesi Kota Bau Bau Walikota Paslon 0ffline
AP3/12/2024 Tenggara Walikota

28 28/PAN.MK/e- Kalimantan  Kabupaten Barito Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Tengah Utara Bupati

29 29/PAN.MK/e- Riau Kabupaten Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Kampar Bupati

30 30/PAN.MK/e- JawaTimur  Kabupaten Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Magetan Bupati

31 31/PAN.MK/e- Riau Kabupaten Rokan Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Hilir Bupati

32 32/PAN.MK/e- Sumatera Kabupaten Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Utara Mandailing Natal Bupati

33 33/PAN.MK/e- Sumatera Kabupaten Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Utara Labuhanbatu Bupati

Selatan
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34 34/PAN.MK/e- Riau Kabupaten Rokan Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Hulu Bupati

35 35/PAN.MK/e- Sulawesi Kabupaten Toraja Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Selatan Utara Bupati

36 36/PAN.MK/e- Sumatera Kabupaten Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Barat Pasaman Barat Bupati

37 37/PAN.MK/e- Gorontalo Kabupaten Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Pohuwato Bupati

38 38/PAN.MK/e- Lampung Kabupaten Pesisir Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Barat Bupati

39 39/PAN.MK/e- Lampung Kabupaten Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Mesuiji Bupati

40  40/PAN.MK/e- Gorontalo Kota Gorontalo Walikota Paslon Offline
AP3/12/2024 Walikota

41 41/PAN.MK/e- Nusa Kota Bima Walikota Paslon Online
AP3/12/2024 Tenggara Walikota

Barat

42 42/PAN.MK/e- Maluku Utara  Kota Ternate Walikota Paslon Online
AP3/12/2024 Walikota

43 43/PAN.MK/e- Sumatera Kabupaten Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Barat Pasaman Barat Bupati

44 A4/PAN.MK/e- Aceh Kabupaten Aceh Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Timur Bupati

45 45/PAN.MK/e- JawaTimur  Kabupaten Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Ponorogo Bupati

46 46/PAN.MK/e- Sulawesi Kabupaten Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Utara Bolaang Bupati

Mongondow

47 47/PAN.MK/e- Aceh Kota Sabang Walikota Paslon Online
AP3/12/2024 Walikota

48 48/PAN.MK/e- Lampung Kabupaten Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Tulang Bawang Bupati

49 49/PAN.MK/e- Sulawesi Kabupaten Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Tenggara Konawe Utara Bupati
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50  50/PAN.MK/e- Sumatera Kota Sawahlunto ~ Walikota Paslon Online
AP3/12/2024 Barat Walikota

51 51/PAN.MK/e- Sulawesi Kabupaten Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Utara Kepulauan Talaud Bupati

52 52/PAN.MK/e- Maluku Utara  Kabupaten Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Halmahera Bupati

Selatan

53 53/PAN.MK/e- Sulawesi Kabupaten Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Selatan Bulukumba Bupati

54 54/PAN.MK/e- Sulawesi Kabupaten Buol Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Tengah Bupati

55 55/PAN.MK/e- Gorontalo Kabupaten Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Gorontalo Utara Bupati

56 56/PAN.MK/e- Gorontalo Kabupaten Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Gorontalo Utara Bupati

57 57/PAN.MK/e- Kalimantan ~ Kabupaten Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Barat Melawi Bupati

58  58/PAN.MK/e- Maluku Utara  Kabupaten Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Halmahera Bupati

Selatan

59 59/PAN.MK/e- Sumatera Kabupaten Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Utara Labuhanbatu Bupati

60  60/PAN.MK/e- Sumatera Kota Walikota Paslon Offline
AP3/12/2024 Barat Payakumbuh Walikota

61  61/PAN.MK/e- Sulawesi Kabupaten Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Tenggara Wakatobi Bupati

62  62/PAN.MK/e- JawaBarat  Kabupaten Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Subang Bupati

63  63/PAN.MK/e- JawaTimur  Kabupaten Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Bangkalan Bupati

64  64/PAN.MK/e- Kalimantan ~ Kabupaten Banjar Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Selatan Bupati

65  65/PAN.MK/e- Nusa Kabupaten Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Tenggara Manggarai Barat Bupati

Timur
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66  66/PAN.MK/e- Sumatera Kota Solok Walikota Paslon Online
AP3/12/2024 Barat Walikota

67  67/PAN.MK/e- Maluku Kabupaten Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Kepulauan Aru Bupati

68  68/PAN.MK/e- Bengkulu Kabupaten Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Bengkulu Selatan Bupati

69  69/PAN.MK/e- Maluku Utara  Kabupaten Pulau Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Morotai Bupati

70  70/PAN.MK/e- Banten Kabupaten Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Serang Bupati

71 71/PAN.MK/e- Jambi Kota Sungai Walikota Paslon Online
AP3/12/2024 Penuh Walikota

72 72/PAN.MK/e- Sulawesi Kabupaten Bupati Lain-lain Offline
AP3/12/2024 Barat Pasangkayu

73 73/PAN.MK/e- Riau Kabupaten Siak Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Bupati

74 74/PAN.MK/e- Sumatera Kota Pagar Alam Walikota Paslon Offline
AP3/12/2024 Selatan Walikota

75  75/PAN.MK/e- Sulawesi Kabupaten Parigi Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Tengah Moutong Bupati

76 76/PAN.MK/e- Sulawesi Kabupaten Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Tenggara Konawe Selatan Bupati

77 77/PAN.MK/e- Jambi Kabupaten Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Sarolangun Bupati

78  78/PAN.MK/e- Sulawesi Kabupaten Buton Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Tenggara Bupati

79 79/PAN.MK/e- Sulawesi Kabupaten Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Selatan Takalar Bupati

80  80/PAN.MK/e- Sulawesi Kabupaten Buton Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Tenggara Selatan Bupati

81  81/PAN.MK/e- Kalimantan ~ Kabupaten Berau Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Timur Bupati

82  82/PAN.MK/e- Papua Kabupaten Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Supiori Bupati
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83  83/PAN.MK/e- Sumatera Kabupaten Muara Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Selatan Enim Bupati

84 84/PAN.MK/e- Sulawesi Kabupaten Muna Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Tenggara Bupati

85  85/PAN.MK/e- Jawa Barat Kabupaten Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Bandung Bupati

86  86/PAN.MK/e- Sulawesi Kabupaten Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Utara Minahasa Bupati

Tenggara

87  87/PAN.MK/e- Sulawesi Kabupaten Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Tengah Morowali Utara Bupati

88  88/PAN.MK/e- Sumatera KotaPagar Alam  Walikota Paslon Online
AP3/12/2024 Selatan Walikota

89  89/PAN.MK/e- Riau Kota Dumai Walikota Paslon Online
AP3/12/2024 Walikota

90  90/PAN.MK/e- Kalimantan  Kota Walikota Paslon Online
AP3/12/2024 Tengah Palangkaraya Walikota

91 91/PAN.MK/e- Sumatera Kabupaten Nias Bupati Pemantau Offline
AP3/12/2024 Utara Utara

92 92/PAN.MK/e- Sulawesi Kabupaten Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Utara Minahasa Bupati

93 93/PAN.MK/e- Maluku Utara  Kabupaten Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Halmahera Utara Bupati

94 94/PAN.MK/e- Sumatera Kabupaten Toba Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Utara Bupati

95  95/PAN.MK/e- Riau Kota Pekanbaru Walikota Paslon Online
AP3/12/2024 Walikota

96 96/PAN.MK/e- Kalimantan ~ Kabupaten Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Tengah Lamandau Bupati

97  97/PAN.MK/e- Sulawesi Kota Kendari Walikota Paslon Offline
AP3/12/2024 Tenggara Walikota

98  98/PAN.MK/e- Kepulauan Kabupaten Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Bangka Belitung Timur Bupati

Belitung

250 Mahkamah Konstitusi Dalam Angka 2025



D HAMPIRAN

Lanjutan Lampiran 12

1) @) @) ()] (5) (6) 7
99 99/PAN.MK/e- Kepulauan Kabupaten Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Bangka Bangka Barat Bupati
Belitung
100  100/PAN.MK/e- Nusa Kabupaten Belu Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Tenggara Bupati
Timur
101 101/PAN.MK/e- Papua Barat  Kabupaten Teluk Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Bintuni Bupati
102 102/PAN.MK/e- Bengkulu Kota Bengkulu Walikota Paslon Online
AP3/12/2024 Walikota
103 103/PAN.MK/e- Gorontalo Kabupaten Bone Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Bolango Bupati
104 104/PAN.MK/e- Maluku Utara  Kabupaten Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Halmahera Utara Bupati
105 105/PAN.MK/e- Sulawesi Kabupaten Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Utara Bolaang Bupati
Mongondow
Timur
106 106/PAN.MK/e- Maluku Kabupaten Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Maluku Tengah Bupati
107 107/PAN.MK/e- Sulawesi Kabupaten Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Utara Minahasa Utara Bupati
108  108/PAN.MK/e- Maluku Kabupaten Buru Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Selatan Bupati
109 109/PAN.MK/e- Sulawesi Kabupaten Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Tengah Banggai Bupati
Kepulauan
110 110/PAN.MK/e- Sumatera Kota Palembang Walikota Paslon Offline
AP3/12/2024 Selatan Walikota
111 111/PAN.MK/e- Nusa Kabupaten Rote Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Tenggara Ndao Bupati
Timur
112 112/PAN.MK/e- Sumatera Kabupaten Solok Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Barat Selatan Bupati
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113 113/PAN.MK/e- JawaBarat  Kota Depok Walikota Paslon Online
AP3/12/2024 Walikota

114 114/PAN.MK/e- Sumatera Kabupaten Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Utara Tapanuli Utara Bupati

115 115/PAN.MK/e- JawaTengah  Kabupaten Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Pemalang Bupati

116 116/PAN.MK/e- Kepulauan Kabupaten Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Riau Lingga Bupati

117 117/PAN.MK/e- Sulawesi Kabupaten Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Selatan Pangkajene Dan Bupati

Kepulauan

118 118/PAN.MK/e- Sulawesi Kabupaten Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Utara Minahasa Selatan Bupati

119 119/PAN.MK/e- JawaTimur ~ Kabupaten Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Banyuwangi Bupati

120 120/PAN.MK/e- Jambi Kabupaten Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Kerinci Bupati

121 121/PAN.MK/e- Maluku Utara  Kota Tidore Walikota Paslon Online
AP3/12/2024 Kepulauan Walikota

122 122/PAN.MK/e- Maluku Utara  Kabupaten Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Halmahera Utara Bupati

123 123/PAN.MK/e- Sulawesi Kabupaten Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Selatan Pinrang Bupati

124 124/PAN.MK/e- Nusa Kabupaten Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Tenggara Sumba Barat Bupati

Timur

125 125/PAN.MK/e- Jambi Kabupaten Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Kerinci Bupati

126 126/PAN.MK/e- Nusa Kabupaten Rote Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Tenggara Ndao Bupati

Timur

127 127/PAN.MK/e- Jambi Kabupaten Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Kerinci Bupati

128 128/PAN.MK/e- PapuaBarat  Kabupaten Teluk Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Wondama Bupati
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129 129/PAN.MK/e- Papua Selatan Kabupaten Mappi Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Bupati
130 130/PAN.MK/e- Sumatera Kabupaten Ogan Bupati Pemantau Online
AP3/12/2024 Selatan Ilir
131 131/PAN.MK/e- Kalimantan ~ Kabupaten Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Tengah Katingan Bupati
132 132/PAN.MK/e- JawaTimur  Kabupaten Gresik Bupati Pemantau Online
AP3/12/2024
133 133/PAN.MK/e- JawaBarat  Kabupaten Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Tasikmalaya Bupati
134 134/PAN.MK/e- Papua Selatan Kabupaten Mappi Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Bupati
135 135/PAN.MK/e- Sulawesi Kabupaten Buton Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Tenggara Selatan Bupati
136 136/PAN.MK/e- Maluku Kabupaten Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Maluku Barat Bupati
Daya
137 137/PAN.MK/e- Sumatera Kabupaten Ogan Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Selatan Komering Ulu Bupati
Selatan
138 138/PAN.MK/e- Bengkulu Kabupaten Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Bengkulu Tengah Bupati
139 139/PAN.MK/e- JawaTimur  Kabupaten Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Malang Bupati
140 140/PAN.MK/e- Jambi Kabupaten Muaro  Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Jambi Bupati
141 141/PAN.MK/e- PapuaBarat  Kabupaten Bupati Lain-lain Online
AP3/12/2024 Daya Sorong Selatan
142 142/PAN.MK/e- JawaTimur  Kota Blitar Walikota Paslon Online
AP3/12/2024 Walikota
143 143/PAN.MK/e- PapuaBarat  Kabupaten Bupati Lain-lain Online
AP3/12/2024 Daya Tambrauw
144 144/PAN.MK/e- Sulawesi Kabupaten Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Tenggara Konawe Bupati
Kepulauan
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145 145/PAN.MK/e- PapuaBarat  Kabupaten Fak Bupati Lain-lain Online
AP3/12/2024 Fak

146 146/PAN.MK/e- Sulawesi Kota Palu Walikota Paslon Offline
AP3/12/2024 Tengah Walikota

147 147/PAN.MK/e- Kalimantan  Kota Tarakan Walikota Pemantau Online
AP3/12/2024 Utara

148 148/PAN.MK/e- Lampung Kabupaten Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Pringsewu Bupati

149 149/PAN.MK/e- Sulawesi Kabupaten Buton Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Tenggara Selatan Bupati

150 150/PAN.MK/e- Papua Barat  Kabupaten Raja Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Daya Ampat Bupati

151 151/PAN.MK/e- Sulawesi Kabupaten Sigi Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Tengah Bupati

152 152/PAN.MK/e- Sumatera Kabupaten Tanah Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Barat Datar Bupati

153 153/PAN.MK/e- Sumatera Kabupaten Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Utara TapanuliTengah Bupati

154 154/PAN.MK/e- Sumatera Kabupaten Deli Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Utara Serdang Bupati

155 155/PAN.MK/e- Sulawesi Kabupaten Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Tenggara Kolaka Utara Bupati

156 156/PAN.MK/e- Papua Kabupaten Sarmi Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Bupati

157 157/PAN.MK/e- Papua Kabupaten Sarmi Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Bupati

158 158/PAN.MK/e- Kalimantan ~ Kabupaten Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Utara Nunukan Bupati

159 159/PAN.MK/e- Sumatera Kabupaten Lima Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Barat Puluh Kota Bupati

160  160/PAN.MK/e- Papua Kabupaten Biak Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Numfor Bupati

161 161/PAN.MK/e- Sulawesi Kabupaten Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Tengah Morowali Bupati
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162 162/PAN.MK/e- Banten Kabupaten Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Pandeglang Bupati
163 163/PAN.MK/e- Maluku Kabupaten Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Kepulauan Bupati
Tanimbar
164 164/PAN.MK/e- Sulawesi Kabupaten Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Tengah Donggala Bupati
165  165/PAN.MK/e- Kalimantan  Kabupaten Kutai Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Timur Kartanegara Bupati
166 166/PAN.MK/e- Kalimantan  Kabupaten Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Tengah Kapuas Bupati
167 167/PAN.MK/e- Papua Barat  Kabupaten Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Manokwari Bupati
Selatan
168  168/PAN.MK/e- Kalimantan ~ Kabupaten Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Tengah Kotawaringin Bupati
Timur
169 169/PAN.MK/e- Sumatera Kota Binjai Walikota Paslon Online
AP3/12/2024 Utara Walikota
170  170/PAN.MK/e- Sulawesi Kota Palopo Walikota Paslon Offline
AP3/12/2024 Selatan Walikota
171 171/PAN.MK/e- Kepulauan Kota Batam Walikota Paslon Online
AP3/12/2024 Riau Walikota
172 172/PAN.MK/e- JawaTimur  Kabupaten Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Nganjuk Bupati
173 173/PAN.MK/e- Sulawesi Kabupaten Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Tengah Banggai Bupati
174 174/PAN.MK/e- Papua Barat  Kabupaten Raja Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Daya Ampat Bupati
175 175/PAN.MK/e- Jambi Kabupaten Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Bungo Bupati
176  176/PAN.MK/e- Maluku Kabupaten Buru Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Bupati
177 177/PAN.MK/e- PapuaTengah Kabupaten Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Dogiyai Bupati
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178  178/PAN.MK/e- Sumatera Kabupaten Lahat Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Selatan Bupati
179 179/PAN.MK/e- Nusa Kabupaten Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Tenggara Sumba Barat Bupati
Timur Daya
180  180/PAN.MK/e- PapuaTengah Kabupaten Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Dogiyai Bupati
181 181/PAN.MK/e- JawaBarat  Kabupaten Bogor Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Bupati
182 182/PAN.MK/e- Jambi Kabupaten Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Merangin Bupati
183 183/PAN.MK/e- PapuaTengah Kabupaten Deiyai Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Bupati
184 184/PAN.MK/e- Sulawesi Kabupaten Poso Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Tengah Bupati
185 185/PAN.MK/e- JawaTimur  Kabupaten Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Pamekasan Bupati
186 186/PAN.MK/e- JawaTimur ~ Kabupaten Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Bondowoso Bupati
187 187/PAN.MK/e- Papua Selatan  Provinsi Papua Gubernur Lain-lain Online
AP3/12/2024 Selatan
188 188/PAN.MK/e- Kalimantan ~ Kabupaten Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Tengah Kapuas Bupati
189 189/PAN.MK/e- JawaBarat  Kabupaten Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Cirebon Bupati
190  190/PAN.MK/e- Papua Barat  Kabupaten Fak Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Fak Bupati
191 191/PAN.MK/e- Sulawesi Kabupaten Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Selatan Kepulauan Bupati
Selayar
192 192/PAN.MK/e- Papua Barat  Kabupaten Raja Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Daya Ampat Bupati
193 193/PAN.MK/e- Papua Kabupaten Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Waropen Bupati
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194 194/PAN.MK/e-
AP3/12/2024
195 195/PAN.MK/e-
AP3/12/2024
196 196/PAN.MK/e-
AP3/12/2024
197 197/PAN.MK/e-
AP3/12/2024
198 198/PAN.MK/e-
AP3/12/2024
199 199/PAN.MK/e-
AP3/12/2024
200 200/PAN.MK/e-
AP3/12/2024
201 201/PAN.MK/e-
AP3/12/2024
202 202/PAN.MK/e-
AP3/12/2024
203 203/PAN.MK/e-
AP3/12/2024
204 204/PAN.MK/e-
AP3/12/2024
205 205/PAN.MK/e-
AP3/12/2024
206 206/PAN.MK/e-
AP3/12/2024
207 207/PAN.MK/e-
AP3/12/2024
208  208/PAN.MK/e-
AP3/12/2024
209 209/PAN.MK/e-
AP3/12/2024

210 210/PAN.MK/e-
AP3/12/2024

(3)
Jawa Barat

Sulawesi
Tenggara
PapuaTengah
Kalimantan
Timur

Jawa Timur
Papua Tengah
Maluku Utara
Jawa Tengah
Jawa Barat
Papua

Jawa Timur
Maluku Utara
Jawa Timur
Papua Selatan
Jawa Timur
Sulawesi

Barat

Papua Barat
Daya
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(4)
Kabupaten
Bandung Barat
Kota Kendari

Kabupaten
Dogiyai
Kabupaten Kutai
Kartanegara

Kabupaten
Lamongan

Kabupaten Deiyai

Kabupaten
Halmahera Barat

Kota Semarang

Kabupaten
Gianjur
Kabupaten
Kepulauan Yapen
Kabupaten
Tulungagung
Kabupaten
Halmahera Barat
Kota Probolinggo

Provinsi Papua
Selatan
Kabupaten
Sumenep
Kabupaten
Mamuju
Kabupaten
Sorong Selatan

(5)
Bupati

Walikota
Bupati
Bupati
Bupati
Bupati
Bupati

Walikota
Bupati
Bupati
Bupati
Bupati

Walikota

Gubernur
Bupati
Bupati

Bupati

(6)
Paslon
Bupati
Paslon

Walikota
Paslon
Bupati
Paslon
Bupati
Paslon
Bupati
Paslon
Bupati
Paslon
Bupati

Lain-lain

Paslon
Bupati
Paslon
Bupati
Paslon
Bupati
Paslon
Bupati
Lain-lain

Lain-lain

Paslon
Bupati
Paslon
Bupati
Paslon
Bupati

LAMPIRAN

W)
Online

Offline

Offline

Offline

Offline

Offline

Offline

Online

Offline

Offline

Online

Online

Online

Online

Online

Offline

Offline
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211 211/PAN.MK/e- Maluku Kabupaten Seram Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Bagian Timur Bupati

212 212/PAN.MK/e- Kalimantan ~ Kabupaten Tana Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Utara Tidung Bupati

213 213/PAN.MK/e- Nusa Kabupaten Flores Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Tenggara Timur Bupati

Timur

214 214/PAN.MK/e- Sumatera Kota Padang Walikota Paslon Offline
AP3/12/2024 Barat Walikota

215 215/PAN.MK/e- Papua Barat  Kabupaten Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Manokwari Bupati

216 216/PAN.MK/e- Sumatera Kabupaten Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Utara Samosir Bupati

217 217/PAN.MK/e- PapuaBarat  Kabupaten Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Daya Tambrauw Bupati

218 218/PAN.MK/e- Maluku Utara  Kabupaten Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Halmahera Bupati

Tengah

219 219/PAN.MK/e- Kepulauan Kabupaten Bupati Pemantau Online
AP3/12/2024 Riau Bintan

220 220/PAN.MK/e- Sulawesi Kota Makassar Walikota Paslon Online
AP3/12/2024 Selatan Walikota

221 221/PAN.MK/e- Sumatera Kabupaten Nias Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Utara Selatan Bupati

222 222/PAN.MK/e- Sumatera Kota Medan Walikota Paslon Offline
AP3/12/2024 Utara Walikota

223 223/PAN.MK/e- Maluku Utara  Kabupaten Pulau Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Taliabu Bupati

224 224/PAN.MK/e- JawaBarat  Kota Bekasi Walikota Paslon Offline
AP3/12/2024 Walikota

225 225/PAN.MK/e- Banten Kota Tangerang Walikota Paslon Offline
AP3/12/2024 Selatan Walikota

226 226/PAN.MK/e- Kalimantan  Kabupaten Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Timur Mahakam Ulu Bupati
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227 227/PAN.MK/e- PapuaTengah Kabupaten Bupati Lain-lain Online
AP3/12/2024 Nabire
228 228/PAN.MK/e- Papua Kabupaten Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Keerom Bupati
229 229/PAN.MK/e- Maluku Kabupaten Buru Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Bupati
230 230/PAN.MK/e- Papua Kabupaten Bupati Lain-lain Offline
AP3/12/2024 Pegunungan  Pegunungan
Bintang
231 231/PAN.MK/e- Papua Kabupaten Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Pegunungan  Yahukimo Bupati
232 232/PAN.MK/e- Sumatera Kabupaten Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Barat Kepulauan Bupati
Mentawai
233 233/PAN.MK/e- PapuaBarat  Kabupaten Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Daya Tambrauw Bupati
234 234/PAN.MK/e- Sulawesi Kabupaten Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Selatan Jeneponto Bupati
235 235/PAN.MK/e- Maluku Utara  Kabupaten Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Kepulauan Sula Bupati
236 236/PAN.MK/e- PapuaBarat  Kabupaten Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Daya Maybrat Bupati
237 237/PAN.MK/e- JawaBarat  Kabupaten Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Sukabumi Bupati
238 238/PAN.MK/e- Papua Selatan Kabupaten Asmat ~ Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Bupati
239 239/PAN.MK/e- JawaTimur ~ Kabupaten Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Sampang Bupati
240 240/PAN.MK/e- Papua Selatan Kabupaten Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Merauke Bupati
241 241/PAN.MK/e- Sumatera Kabupaten Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Utara Humbang Bupati
Hasundutan
242 242/PAN.MK/e- Sulawesi Kabupaten Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Barat Mamuju Tengah Bupati
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243 243/PAN.MK/e- Papua Selatan  Provinsi Papua Gubernur Paslon Offline
AP3/12/2024 Selatan Gubernur
244 244/PAN.MK/e- Maluku Kabupaten Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Kepulauan Bupati
Tanimbar
245 245/PAN.MK/e- Papua Kabupaten Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Pegunungan  Nduga Bupati
246 246/PAN.MK/e- Maluku Kabupaten Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Kepulauan Bupati
Tanimbar
247 247/PAN.MK/e- Papua Kabupaten Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Pegunungan  Pegunungan Bupati
Bintang
248 248/PAN.MK/e- Maluku Utara  Provinsi Maluku Gubernur Paslon Online
AP3/12/2024 Utara Gubernur
249 249/PAN.MK/e- Maluku Kota Ambon Walikota Paslon Online
AP3/12/2024 Walikota
250 250/PAN.MK/e- Sumatera Provinsi Gubernur Paslon Offline
AP3/12/2024 Utara Sumatera Utara Gubernur
251 251/PAN.MK/e- Maluku Utara  Kabupaten Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Halmahera Timur Bupati
252 252/PAN.MK/e- Sulawesi Provinsi Sulawesi ~ Gubernur Paslon Offline
AP3/12/2024 Tenggara Tenggara Gubernur
253 253/PAN.MK/e- Papua Kabupaten Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Pegunungan  Mamberamo Bupati
Tengah
254 254/PAN.MK/e- Maluku Utara  Provinsi Maluku Gubernur Paslon Offline
AP3/12/2024 Utara Gubernur
255 255/PAN.MK/e- PapuaTengah Kabupaten Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Nabire Bupati
256 256/PAN.MK/e- Sumatera Kota Walikota Paslon Online
AP3/12/2024 Utara Pematangsiantar Walikota
257 257/PAN.MK/e- PapuaBarat  Kabupaten Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Kaimana Bupati
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()
258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

@)
258/PAN.MK/e-
AP3/12/2024
259/PAN.MK/e-
AP3/12/2024
260/PAN.MK/e-
AP3/12/2024
261/PAN.MK/e-
AP3/12/2024
262/PAN.MK/e-
AP3/12/2024
263/PAN.MK/e-
AP3/12/2024
264/PAN.MK/e-
AP3/12/2024
265/PAN.MK/e-
AP3/12/2024
266/PAN.MK/e-
AP3/12/2024
267/PAN.MK/e-
AP3/12/2024
268/PAN.MK/e-
AP3/12/2024

269/PAN.MK/e-
AP3/12/2024

270/PAN.MK/e-
AP3/12/2024
271/PAN.MK/e-
AP3/12/2024
272/PAN.MK/e-
AP3/12/2024

273/PAN.MK/e-
AP3/12/2024

(3)
Papua Selatan

Papua Tengah

Sulawesi
Selatan

Maluku Utara

Papua Barat
Daya
Papua Selatan

Sulawesi
Utara

Kalimantan
Timur

JawaTengah

Papua Barat
Daya
Jawa Timur

Kepulauan
Bangka
Belitung

Maluku Utara
Maluku

Kalimantan
Tengah

Nusa
Tenggara
Timur
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@
Kabupaten Boven
Digoel
Kabupaten
Mimika
Provinsi Sulawesi
Selatan
Provinsi Maluku
Utara
Kabupaten
Maybrat
Kabupaten Boven
Digoel
Provinsi Sulawesi
Utara
Provinsi
Kalimantan Timur
Provinsi Jawa
Tengah
Kota Sorong

Provinsi Jawa
Timur

Provinsi
Kepulauan
Bangka Belitung
Kabupaten Pulau
Taliabu
Kabupaten
Maluku Tenggara
Provinsi
Kalimantan
Tengah
Kabupaten Timor
Tengah Selatan

(5)
Bupati

Bupati
Gubernur
Gubernur

Bupati

Bupati
Gubernur
Gubernur
Gubernur
Walikota
Gubernur

Gubernur

Bupati
Bupati

Gubernur

Bupati

(6)
Paslon
Bupati
Paslon
Bupati
Paslon

Gubernur
Paslon
Gubernur
Paslon
Bupati
Paslon
Bupati
Paslon
Gubernur
Paslon
Gubernur
Paslon
Gubernur
Paslon
Walikota
Paslon
Gubernur

Paslon
Gubernur

Paslon
Bupati
Paslon
Bupati
Paslon
Gubernur

Paslon
Bupati

LAMPIRAN

(W)
Online

Online

Online

Offline

Offline

Online

Offline

Offline

Online

Offline

Online

Offline

Offline

Offline

Offline

Offline
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274 274/PAN.MK/e- Papua Kabupaten Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Kepulauan Yapen Bupati

275 275/PAN.MK/e- JawaBarat  Kabupaten Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Cirebon Bupati

276 276/PAN.MK/e- PapuaTengah Kabupaten Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Mimika Bupati

277 277/PAN.MK/e- Kalimantan  Kabupaten Barito Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Tengah Selatan Bupati

278  278/PAN.MK/e- Papua Kabupaten Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Jayapura Bupati

279 279/PAN.MK/e- Papua Kabupaten Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Pegunungan  Yalimo Bupati

280  280/PAN.MK/e- Papua Barat  Provinsi Papua Gubernur Paslon Offline
AP3/12/2024 Daya Barat Daya Gubernur

281 281/PAN.MK/e- JawaTimur  Kota Malang Walikota Lain-lain Offline
AP3/12/2024

282 282/PAN.MK/e- Papua Kabupaten Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Pegunungan  Jayawijaya Bupati

283 283/PAN.MK/e- Papua Kota Jayapura Walikota Paslon Online
AP3/12/2024 Walikota

284 284/PAN.MK/e- PapuaTengah Kabupaten Bupati Pemantau Online
AP3/12/2024 Puncak

285 285/PAN.MK/e- Papua Kabupaten Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Mamberamo Bupati

Raya

286  286/PAN.MK/e- Papua Kabupaten Bupati Paslon Offline

AP3/12/2024 Mamberamo Bupati
Raya

287  287/PAN.MK/e- PapuaTengah Kabupaten Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Puncak Bupati

288 288/PAN.MK/e- Sulawesi Provinsi Sulawesi  Gubernur Paslon Offline
AP3/12/2024 Tengah Tengah Gubernur

289 289/PAN.MK/e- Papua Kabupaten Lanny Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Pegunungan  Jaya Bupati
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290  290/PAN.MK/e- Papua Kabupaten Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Mamberamo Bupati
Raya
291 291/PAN.MK/e- PapuaTengah Kabupaten Bupati Lain-lain Online
AP3/12/2024 Puncak
292 292/PAN.MK/e- Sumatera Kabupaten Nias Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Utara Selatan Bupati
293 293/PAN.MK/e- Papua Kabupaten Lanny Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Pegunungan  Jaya Bupati
294 294/PAN.MK/e- Nusa Kabupaten Alor Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Tenggara Bupati
Timur
295 295/PAN.MK/e- PapuaTengah Kabupaten Paniai Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Bupati
296 296/PAN.MK/e- PapuaTengah Kabupaten Intan Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Jaya Bupati
297 297/PAN.MK/e- Papua Provinsi Papua Gubernur Paslon Offline
AP3/12/2024 Pegunungan  Pegunungan Gubernur
298 298/PAN.MK/e- Nusa Kabupaten Sikka Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Tenggara Bupati
Timur
299 299/PAN.MK/e- PapuaTengah  Provinsi Papua Gubernur Paslon Online
AP3/12/2024 Tengah Gubernur
300 300/PAN.MK/e- PapuaTengah Kabupaten Paniai Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Bupati
301 301/PAN.MK/e- Papua Kabupaten Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Pegunungan  Tolikara Bupati
302 302/PAN.MK/e- PapuaTengah Kabupaten Paniai Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Bupati
303 303/PAN.MK/e- Papua Kabupaten Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Pegunungan  Tolikara Bupati
304 304/PAN.MK/e- Nusa Kabupaten Sabu Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Tenggara Raijua Bupati
Timur
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LAMPIRAN

Lanjutan Lampiran 12

m (2) (3) (4) (5) (6) U]

305 305/PAN.MK/e- PapuaTengah Kabupaten Intan Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Jaya Bupati

306 306/PAN.MK/e- Papua Provinsi Papua Gubernur Lain-lain Offline
AP3/12/2024 Pegunungan  Pegunungan

307 307/PAN.MK/e- Papua Kabupaten Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Pegunungan  Tolikara Bupati

308  308/PAN.MK/e- Papua Provinsi Papua Gubernur Paslon Offline
AP3/12/2024 Gubernur

309  309/PAN.MK/e- PapuaTengah Kabupaten Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Puncak Jaya Bupati

310 310/PAN.MK/e- Papua Kabupaten Bupati Paslon Online
AP3/12/2024 Pegunungan  Tolikara Bupati

311 311/PAN.MK/e- PapuaTengah Kabupaten Intan Bupati Pemantau Online
AP3/12/2024 Jaya

312 312/PAN.MK/e- PapuaTengah Provinsi Papua Gubernur Paslon Offline
AP3/12/2024 Tengah Gubernur

313 313/PAN.MK/e- PapuaTengah  Provinsi Papua Gubernur Paslon Offline
AP3/12/2024 Tengah Gubernur

314 314/PAN.MK/e- PapuaTengah Kabupaten Intan Bupati Paslon Offline
AP3/12/2024 Jaya Bupati
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Lampiran 13

NI N L = Y. T S OV R S )

= o ey ey s ey
~N OO BB W N - O

Nomor Permohonan

()
1/PAN.MK/e-AP3/12/2024
2/PAN.MK/e-AP3/12/2024
3/PAN.MK/e-AP3/12/2024
4/PAN.MK/e-AP3/12/2024
5/PAN.MK/e-AP3/12/2024
6/PAN.MK/e-AP3/12/2024
7/PAN.MK/e-AP3/12/2024
8/PAN.MK/e-AP3/12/2024
9/PAN.MK/e-AP3/12/2024
10/PAN.MK/e-AP3/12/2024
11/PAN.MK/e-AP3/12/2024
12/PAN.MK/e-AP3/12/2024
13/PAN.MK/e-AP3/12/2024
14/PAN.MK/e-AP3/12/2024
15/PAN.MK/e-AP3/12/2024
16/PAN.MK/e-AP3/12/2024
17/PAN.MK/e-AP3/12/2024
18/PAN.MK/e-AP3/12/2024
19/PAN.MK/e-AP3/12/2024
20/PAN.MK/e-AP3/12/2024
21/PAN.MK/e-AP3/12/2024
22/PAN.MK/e-AP3/12/2024
23/PAN.MK/e-AP3/12/2024
24/PAN.MK/e-AP3/12/2024
25/PAN.MK/e-AP3/12/2024
26/PAN.MK/e-AP3/12/2024
27/PAN.MK/e-AP3/12/2024
28/PAN.MK/e-AP3/12/2024
29/PAN.MK/e-AP3/12/2024
30/PAN.MK/e-AP3/12/2024
31/PAN.MK/e-AP3/12/2024
32/PAN.MK/e-AP3/12/2024
33/PAN.MK/e-AP3/12/2024
34/PAN.MK/e-AP3/12/2024

Status Registrasi
3)
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi

LAMPIRAN

Status Registrasi Permohonan Perkara PHPUKADA

Nomor Perkara
(4)
01/PHPU.BUP-XXII/2025
02/PHPU.BUP-XXII/2025
03/PHPU.BUP-XXII/2025
04/PHPU.BUP-XXII1/2025
05/PHPU.WAKO-XXII/2025
06/PHPU.WAKO-XXIII/2025
07/PHPU.WAKO-XXIII/2025
08/PHPU.WAKO-XXIII/2025
09/PHPU.WAKO-XXII/2025
10/PHPU.BUP-XXII/2025
11/PHPU.BUP-XXII/2025
12/PHPU.BUP-XXIII/2025
13/PHPU.WAKO-XXIII/2025
14/PHPU.BUP-XXII/2025
15/PHPU.WAKO-XXIII/2025
16/PHPU.BUP-XXIII/2025
17/PHPU.WAKO-XXIII/2025
18/PHPU.WAKO-XXII1/2025
19/PHPU.BUP-XXII/2025
20/PHPU.BUP-XXI11/2025
21/PHPU.BUP-XXI11/2025
22/PHPU.BUP-XXII/2025
23/PHPU.WAKO-XXIII/2025
24/PHPU.BUP-XXII1/2025
25/PHPU.BUP-XXI11/2025
26/PHPU.WAKO-XXII1/2025
27/PHPU.WAKO-XXIII/2025
28/PHPU.BUP-XXI11/2025
29/PHPU.BUP-XXI11/2025
30/PHPU.BUP-XXII/2025
31/PHPU.BUP-XXII/2025
32/PHPU.BUP-XXII1/2025
33/PHPU.BUP-XXII1/2025
34/PHPU.BUP-XXII/2025
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LAMPIRAN

Lanjutan Lampiran 13

No
(1)
35
36
37
38
39
40
4
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Nomor Permohonan

()
35/PAN.MK/e-AP3/12/2024
36/PAN.MK/e-AP3/12/2024
37/PAN.MK/e-AP3/12/2024
38/PAN.MK/e-AP3/12/2024
39/PAN.MK/e-AP3/12/2024
40/PAN.MK/e-AP3/12/2024
41/PAN.MK/e-AP3/12/2024
42/PAN.MK/e-AP3/12/2024
43/PAN.MK/e-AP3/12/2024
44/PAN.MK/e-AP3/12/2024
45/PAN.MK/e-AP3/12/2024
46/PAN.MK/e-AP3/12/2024
47/PAN.MK/e-AP3/12/2024
48/PAN.MK/e-AP3/12/2024
49/PAN.MK/e-AP3/12/2024
50/PAN.MK/e-AP3/12/2024
51/PAN.MK/e-AP3/12/2024
52/PAN.MK/e-AP3/12/2024
53/PAN.MK/e-AP3/12/2024
54/PAN.MK/e-AP3/12/2024
55/PAN.MK/e-AP3/12/2024
56/PAN.MK/e-AP3/12/2024
57/PAN.MK/e-AP3/12/2024
58/PAN.MK/e-AP3/12/2024
59/PAN.MK/e-AP3/12/2024
60/PAN.MK/e-AP3/12/2024
61/PAN.MK/e-AP3/12/2024
62/PAN.MK/e-AP3/12/2024
63/PAN.MK/e-AP3/12/2024
64/PAN.MK/e-AP3/12/2024
65/PAN.MK/e-AP3/12/2024
66/PAN.MK/e-AP3/12/2024
67/PAN.MK/e-AP3/12/2024
68/PAN.MK/e-AP3/12/2024

Status Registrasi
(3)
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi

Mahkamah Konstitusi Dalam Angka 2025

Nomor Perkara
(4)
35/PHPU.BUP-XXII/2025
36/PHPU.BUP-XXIII/2025
37/PHPU.BUP-XXII1/2025
38/PHPU.BUP-XXII1/2025
39/PHPU.BUP-XXII/2025
40/PHPU.WAKO-XXIII/2025
41/PHPU.WAKO-XXIII/2025
42/PHPU.WAKO-XXIII/2025
43/PHPU.BUP-XXIII/2025
44/PHPU.BUP-XXIII/2025
45/PHPU.BUP-XXIII/2025
46/PHPU.BUP-XXIII/2025
47/PHPU.WAKO-XXII1/2025
48/PHPU.BUP-XXIII/2025
49/PHPU.BUP-XXIII/2025
50/PHPU.WAKO-XXIII/2025
51/PHPU.BUP-XXIII/2025
52/PHPU.BUP-XXII/2025
53/PHPU.BUP-XXII1/2025
54/PHPU.BUP-XXI11/2025
55/PHPU.BUP-XXIII/2025
56/PHPU.BUP-XXII/2025
57/PHPU.BUP-XXII1/2025
58/PHPU.BUP-XXI11/2025
59/PHPU.BUP-XXIII/2025
60/PHPU.WAKO-XXIII/2025
61/PHPU.BUP-XXII1/2025
62/PHPU.BUP-XXI11/2025
63/PHPU.BUP-XXIII/2025
64/PHPU.BUP-XXII/2025
65/PHPU.BUP-XXII1/2025
66/PHPU.WAKO-XXIII/2025
67/PHPU.BUP-XXIII/2025
68/PHPU.BUP-XXII/2025



Lanjutan Lampiran 13

Nomor Permohonan

()
69/PAN.MK/e-AP3/12/2024
70/PAN.MK/e-AP3/12/2024
71/PAN.MK/e-AP3/12/2024
72/PAN.MK/e-AP3/12/2024
73/PAN.MK/e-AP3/12/2024
74/PAN.MK/e-AP3/12/2024
75/PAN.MK/e-AP3/12/2024
76/PAN.MK/e-AP3/12/2024
77/PAN.MK/e-AP3/12/2024
78/PAN.MK/e-AP3/12/2024
79/PAN.MK/e-AP3/12/2024
80/PAN.MK/e-AP3/12/2024
81/PAN.MK/e-AP3/12/2024
82/PAN.MK/e-AP3/12/2024
83/PAN.MK/e-AP3/12/2024
84/PAN.MK/e-AP3/12/2024
85/PAN.MK/e-AP3/12/2024
86/PAN.MK/e-AP3/12/2024
87/PAN.MK/e-AP3/12/2024
88/PAN.MK/e-AP3/12/2024
89/PAN.MK/e-AP3/12/2024
90/PAN.MK/e-AP3/12/2024
91/PAN.MK/e-AP3/12/2024
92/PAN.MK/e-AP3/12/2024
93/PAN.MK/e-AP3/12/2024
94/PAN.MK/e-AP3/12/2024
95/PAN.MK/e-AP3/12/2024
96/PAN.MK/e-AP3/12/2024
97/PAN.MK/e-AP3/12/2024
98/PAN.MK/e-AP3/12/2024
99/PAN.MK/e-AP3/12/2024
100/PAN.MK/e-AP3/12/2024
101/PAN.MK/e-AP3/12/2024
102/PAN.MK/e-AP3/12/2024

Status Registrasi
(3)
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi

LAMPIRAN

Nomor Perkara
(4)
69/PHPU.BUP-XXII/2025
70/PHPU.BUP-XXII/2025
71/PHPU.WAKO-XXIII/2025
72/PHPU.BUP-XXII1/2025
73/PHPU.BUP-XXII/2025
74/PHPU.WAKO-XXIII/2025
75/PHPU.BUP-XXI11/2025
76/PHPU.BUP-XXII1/2025
77/PHPU.BUP-XXII/2025
78/PHPU.BUP-XXII/2025
79/PHPU.BUP-XXII1/2025
80/PHPU.BUP-XXII1/2025
81/PHPU.BUP-XXII/2025
82/PHPU.BUP-XXII/2025
83/PHPU.BUP-XXII1/2025
84/PHPU.BUP-XXII1/2025
85/PHPU.BUP-XXIII/2025
86/PHPU.BUP-XXIII/2025
87/PHPU.BUP-XXII1/2025
88/PHPU.WAKO-XXIII/2025
89/PHPU.WAKO-XXII1/2025
90/PHPU.WAKO-XXIII/2025
91/PHPU.BUP-XXII1/2025
92/PHPU.BUP-XXII1/2025
93/PHPU.BUP-XXIII/2025
94/PHPU.BUP-XXII/2025
95/PHPU.WAKO-XXIII/2025
96/PHPU.BUP-XXI11/2025
97/PHPU.WAKO-XXII1/2025
98/PHPU.BUP-XXII/2025
99/PHPU.BUP-XXII1/2025
100/PHPU.BUP-XXIII/2025
101/PHPU.BUP-XXII/2025
102/PHPU.WAKO-XXIII/2025
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LAMPIRAN

Lanjutan Lampiran 13

No
(1
103
104
105
106
107
108
109
110
m
112
113
114
115
116
17
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

Nomor Permohonan

()
103/PAN.MK/e-AP3/12/2024
104/PAN.MK/e-AP3/12/2024
105/PAN.MK/e-AP3/12/2024
106/PAN.MK/e-AP3/12/2024
107/PAN.MK/e-AP3/12/2024
108/PAN.MK/e-AP3/12/2024
109/PAN.MK/e-AP3/12/2024
110/PAN.MK/e-AP3/12/2024
111/PAN.MK/e-AP3/12/2024
112/PAN.MK/e-AP3/12/2024
113/PAN.MK/e-AP3/12/2024
114/PAN.MK/e-AP3/12/2024
115/PAN.MK/e-AP3/12/2024
116/PAN.MK/e-AP3/12/2024
117/PAN.MK/e-AP3/12/2024
118/PAN.MK/e-AP3/12/2024
119/PAN.MK/e-AP3/12/2024
120/PAN.MK/e-AP3/12/2024
121/PAN.MK/e-AP3/12/2024
122/PAN.MK/e-AP3/12/2024
123/PAN.MK/e-AP3/12/2024
124/PAN.MK/e-AP3/12/2024
125/PAN.MK/e-AP3/12/2024
126/PAN.MK/e-AP3/12/2024
127/PAN.MK/e-AP3/12/2024
128/PAN.MK/e-AP3/12/2024
129/PAN.MK/e-AP3/12/2024
130/PAN.MK/e-AP3/12/2024
131/PAN.MK/e-AP3/12/2024
132/PAN.MK/e-AP3/12/2024
133/PAN.MK/e-AP3/12/2024
134/PAN.MK/e-AP3/12/2024
135/PAN.MK/e-AP3/12/2024
136/PAN.MK/e-AP3/12/2024

Status Registrasi
(3)
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Tidak Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
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Nomor Perkara
(4)
103/PHPU.BUP-XXII/2025
104/PHPU.BUP-XXII/2025
105/PHPU.BUP-XXIII/2025
106/PHPU.BUP-XXIII/2025
107/PHPU.BUP-XXII/2025
108/PHPU.BUP-XXII/2025
109/PHPU.BUP-XXIII/2025
110/PHPU.WAKO-XXIIl/2025
111/PHPU.BUP-XXII/2025
112/PHPU.BUP-XXII/2025
113/PHPU.WAKO-XXII1/2025
114/PHPU.BUP-XXIII/2025
115/PHPU.BUP-XXII/2025
116/PHPU.BUP-XXII/2025
117/PHPU.BUP-XXIII/2025
118/PHPU.BUP-XXIII/2025
119/PHPU.BUP-XXII/2025
120/PHPU.BUP-XXII/2025
121/PHPU.WAKO-XXII1/2025
122/PHPU.BUP-XXIII/2025
123/PHPU.BUP-XXII/2025
124/PHPU.BUP-XXII/2025
125/PHPU.BUP-XXIII/2025
126/PHPU.BUP-XXII/2025
127/PHPU.BUP-XXII/2025
128/PHPU.BUP-XXIII/2025
129/PHPU.BUP-XXIII/2025
130/PHPU.BUP-XXII/2025
131/PHPU.BUP-XXII/2025
132/PHPU.BUP-XXIII/2025
133/PHPU.BUP-XXIII/2025
134/PHPU.BUP-XXII/2025
135/PHPU.BUP-XXII/2025



Lanjutan Lampiran 13

No
(1)

137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

Nomor Permohonan

()
137/PAN.MK/e-AP3/12/2024
138/PAN.MK/e-AP3/12/2024
139/PAN.MK/e-AP3/12/2024
140/PAN.MK/e-AP3/12/2024
141/PAN.MK/e-AP3/12/2024
142/PAN.MK/e-AP3/12/2024
143/PAN.MK/e-AP3/12/2024
144/PAN.MK/e-AP3/12/2024
145/PAN.MK/e-AP3/12/2024
146/PAN.MK/e-AP3/12/2024
147/PAN.MK/e-AP3/12/2024
148/PAN.MK/e-AP3/12/2024
149/PAN.MK/e-AP3/12/2024
150/PAN.MK/e-AP3/12/2024
151/PAN.MK/e-AP3/12/2024
152/PAN.MK/e-AP3/12/2024
153/PAN.MK/e-AP3/12/2024
154/PAN.MK/e-AP3/12/2024
155/PAN.MK/e-AP3/12/2024
156/PAN.MK/e-AP3/12/2024
157/PAN.MK/e-AP3/12/2024
158/PAN.MK/e-AP3/12/2024
159/PAN.MK/e-AP3/12/2024
160/PAN.MK/e-AP3/12/2024
161/PAN.MK/e-AP3/12/2024
162/PAN.MK/e-AP3/12/2024
163/PAN.MK/e-AP3/12/2024
164/PAN.MK/e-AP3/12/2024
165/PAN.MK/e-AP3/12/2024
166/PAN.MK/e-AP3/12/2024
167/PAN.MK/e-AP3/12/2024
168/PAN.MK/e-AP3/12/2024
169/PAN.MK/e-AP3/12/2024
170/PAN.MK/e-AP3/12/2024

Status Registrasi
(3)
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Tidak Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi

LAMPIRAN

Nomor Perkara
(4)
136/PHPU.BUP-XXII/2025
137/PHPU.BUP-XXII/2025
138/PHPU.BUP-XXIII/2025
139/PHPU.BUP-XXIII/2025
140/PHPU.BUP-XXII/2025
141/PHPU.WAKO-XXIII/2025
142/PHPU.BUP-XXIII/2025
143/PHPU.BUP-XXIII/2025
144/PHPU.BUP-XXII/2025
145/PHPU.WAKO-XXIII/2025
146/PHPU.WAKO-XXII1/2025
147/PHPU.BUP-XXIII/2025
148/PHPU.BUP-XXII/2025
149/PHPU.BUP-XXIII/2025
150/PHPU.BUP-XXIII/2025
151/PHPU.BUP-XXII/2025
152/PHPU.BUP-XXII/2025
153/PHPU.BUP-XXIII/2025
154/PHPU.BUP-XXIII/2025
155/PHPU.BUP-XXII/2025
156/PHPU.BUP-XXII/2025
157/PHPU.BUP-XXIII/2025
158/PHPU.BUP-XXIII/2025
159/PHPU.BUP-XXII/2025
160/PHPU.BUP-XXII/2025
161/PHPU.BUP-XXIII/2025
162/PHPU.BUP-XXIII/2025
163/PHPU.BUP-XXII/2025
164/PHPU.BUP-XXII/2025
165/PHPU.BUP-XXIII/2025
166/PHPU.BUP-XXIII/2025
167/PHPU.WAKO-XXIII/2025
168/PHPU.WAKO-XXIII/2025
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LAMPIRAN

Lanjutan Lampiran 13

U]

7
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204

Nomor Permohonan

()
171/PAN.MK/e-AP3/12/2024
172/PAN.MK/e-AP3/12/2024
173/PAN.MK/e-AP3/12/2024
174/PAN.MK/e-AP3/12/2024
175/PAN.MK/e-AP3/12/2024
176/PAN.MK/e-AP3/12/2024
177/PAN.MK/e-AP3/12/2024
178/PAN.MK/e-AP3/12/2024
179/PAN.MK/e-AP3/12/2024
180/PAN.MK/e-AP3/12/2024
181/PAN.MK/e-AP3/12/2024
182/PAN.MK/e-AP3/12/2024
183/PAN.MK/e-AP3/12/2024
184/PAN.MK/e-AP3/12/2024
185/PAN.MK/e-AP3/12/2024
186/PAN.MK/e-AP3/12/2024
187/PAN.MK/e-AP3/12/2024
188/PAN.MK/e-AP3/12/2024
189/PAN.MK/e-AP3/12/2024
190/PAN.MK/e-AP3/12/2024
191/PAN.MK/e-AP3/12/2024
192/PAN.MK/e-AP3/12/2024
193/PAN.MK/e-AP3/12/2024
194/PAN.MK/e-AP3/12/2024
195/PAN.MK/e-AP3/12/2024
196/PAN.MK/e-AP3/12/2024
197/PAN.MK/e-AP3/12/2024
198/PAN.MK/e-AP3/12/2024
199/PAN.MK/e-AP3/12/2024
200/PAN.MK/e-AP3/12/2024
201/PAN.MK/e-AP3/12/2024
202/PAN.MK/e-AP3/12/2024
203/PAN.MK/e-AP3/12/2024
204/PAN.MK/e-AP3/12/2024

Status Registrasi
(3)
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
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Nomor Perkara
(4)
169/PHPU.WAKO-XXII1/2025
170/PHPU.BUP-XXII/2025
171/PHPU.BUP-XXIII/2025
172/PHPU.BUP-XXIII/2025
173/PHPU.BUP-XXII/2025
174/PHPU.BUP-XXII/2025
175/PHPU.BUP-XXIII/2025
176/PHPU.BUP-XXIII/2025
177/PHPU.BUP-XXII/2025
178/PHPU.BUP-XXII/2025
179/PHPU.BUP-XXIII/2025
180/PHPU.BUP-XXIII/2025
181/PHPU.BUP-XXII/2025
182/PHPU.BUP-XXII/2025
183/PHPU.BUP-XXIII/2025
184/PHPU.BUP-XXIII/2025
185/PHPU.GUB-XXII/2025
186/PHPU.BUP-XXII/2025
187/PHPU.BUP-XXIII/2025
188/PHPU.BUP-XXIII/2025
189/PHPU.BUP-XXII/2025
190/PHPU.BUP-XXII/2025
191/PHPU.BUP-XXIII/2025
192/PHPU.BUP-XXIII/2025
193/PHPU.WAKO-XXIII/2025
194/PHPU.BUP-XXII/2025
195/PHPU.BUP-XXIII/2025
196/PHPU.BUP-XXIII/2025
197/PHPU.BUP-XXII/2025
198/PHPU.BUP-XXII/2025
199/PHPU.WAKO-XXII1/2025
200/PHPU.BUP-XXI11/2025
201/PHPU.BUP-XXIII/2025
202/PHPU.BUP-XXIII/2025



Lanjutan Lampiran 13

No
()
205
206
207
208
209
210
21
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238

Nomor Permohonan

)
205/PAN.MK/e-AP3/12/2024
206/PAN.MK/e-AP3/12/2024
207/PAN.MK/e-AP3/12/2024
208/PAN.MK/e-AP3/12/2024
209/PAN.MK/e-AP3/12/2024
210/PAN.MK/e-AP3/12/2024
211/PAN.MK/e-AP3/12/2024
212/PAN.MK/e-AP3/12/2024
213/PAN.MK/e-AP3/12/2024
214/PAN.MK/e-AP3/12/2024
215/PAN.MK/e-AP3/12/2024
216/PAN.MK/e-AP3/12/2024
217/PAN.MK/e-AP3/12/2024
218/PAN.MK/e-AP3/12/2024
219/PAN.MK/e-AP3/12/2024
220/PAN.MK/e-AP3/12/2024
221/PAN.MK/e-AP3/12/2024
222/PAN.MK/e-AP3/12/2024
223/PAN.MK/e-AP3/12/2024
224/PAN.MK/e-AP3/12/2024
225/PAN.MK/e-AP3/12/2024
226/PAN.MK/e-AP3/12/2024
227/PAN.MK/e-AP3/12/2024
228/PAN.MK/e-AP3/12/2024
229/PAN.MK/e-AP3/12/2024
230/PAN.MK/e-AP3/12/2024
231/PAN.MK/e-AP3/12/2024
232/PAN.MK/e-AP3/12/2024
233/PAN.MK/e-AP3/12/2024
234/PAN.MK/e-AP3/12/2024
235/PAN.MK/e-AP3/12/2024
236/PAN.MK/e-AP3/12/2024
237/PAN.MK/e-AP3/12/2024
238/PAN.MK/e-AP3/12/2024

Status Registrasi
(3)
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi

LAMPIRAN

Nomor Perkara
(4)
203/PHPU.BUP-XXIII/2025
204/PHPU.WAKO-XXIII/2025
205/PHPU.GUB-XXII/2025
206/PHPU.BUP-XXIII/2025
207/PHPU.BUP-XXIII/2025
208/PHPU.BUP-XXI11/2025
209/PHPU.BUP-XXIII/2025
210/PHPU.BUP-XXIII/2025
211/PHPU.BUP-XXIII/2025
212/PHPU.WAKO-XXIII/2025
213/PHPU.BUP-XXIII/2025
214/PHPU.BUP-XXII/2025
215/PHPU.BUP-XXIII/2025
216/PHPU.BUP-XXI11/2025
217/PHPU.BUP-XXIII/2025
218/PHPU.WAKO-XXII1/2025
219/PHPU.BUP-XXIII/2025
220/PHPU.WAKO-XXIII/2025
221/PHPU.BUP-XXIII/2025
222/PHPU.WAKO-XXIII/2025
223/PHPU.WAKO-XXIII/2025
224/PHPU.BUP-XXI11/2025
225/PHPU.BUP-XXIII/2025
226/PHPU.BUP-XXIII/2025
227/PHPU.BUP-XXIII/2025
228/PHPU.BUP-XXI11/2025
229/PHPU.BUP-XXIII/2025
230/PHPU.BUP-XXIII/2025
231/PHPU.BUP-XXIII/2025
232/PHPU.BUP-XXI11/2025
233/PHPU.BUP-XXIII/2025
234/PHPU.BUP-XXIII/2025
235/PHPU.BUP-XXIII/2025
236/PHPU.BUP-XXI11/2025
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No
()

239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272

Nomor Permohonan

)
239/PAN.MK/e-AP3/12/2024
240/PAN.MK/e-AP3/12/2024
241/PAN.MK/e-AP3/12/2024
242/PAN.MK/e-AP3/12/2024
243/PAN.MK/e-AP3/12/2024
244/PAN.MK/e-AP3/12/2024
245/PAN.MK/e-AP3/12/2024
246/PAN.MK/e-AP3/12/2024
247/PAN.MK/e-AP3/12/2024
248/PAN.MK/e-AP3/12/2024
249/PAN.MK/e-AP3/12/2024
250/PAN.MK/e-AP3/12/2024
251/PAN.MK/e-AP3/12/2024
252/PAN.MK/e-AP3/12/2024
253/PAN.MK/e-AP3/12/2024
254/PAN.MK/e-AP3/12/2024
255/PAN.MK/e-AP3/12/2024
256/PAN.MK/e-AP3/12/2024
257/PAN.MK/e-AP3/12/2024
258/PAN.MK/e-AP3/12/2024
259/PAN.MK/e-AP3/12/2024
260/PAN.MK/e-AP3/12/2024
261/PAN.MK/e-AP3/12/2024
262/PAN.MK/e-AP3/12/2024
263/PAN.MK/e-AP3/12/2024
264/PAN.MK/e-AP3/12/2024
265/PAN.MK/e-AP3/12/2024
266/PAN.MK/e-AP3/12/2024
267/PAN.MK/e-AP3/12/2024
268/PAN.MK/e-AP3/12/2024
269/PAN.MK/e-AP3/12/2024
270/PAN.MK/e-AP3/12/2024
271/PAN.MK/e-AP3/12/2024
272/PAN.MK/e-AP3/12/2024

Status Registrasi
(3)
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Tidak Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
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Nomor Perkara
(4)
237/PHPU.BUP-XXIII/2025
238/PHPU.BUP-XXI11/2025
239/PHPU.BUP-XXIII/2025
240/PHPU.BUP-XXIII/2025
241/PHPU.GUB-XXII/2025
242/PHPU.BUP-XXIII/2025
243/PHPU.BUP-XXIII/2025
244/PHPU.BUP-XXIII/2025
245/PHPU.GUB-XXIII/2025
246/PHPU.WAKO-XXII1/2025
247/PHPU.GUB-XXIII/2025
248/PHPU.BUP-XXIII/2025
249/PHPU.GUB-XXIII/2025
250/PHPU.BUP-XXIII/2025
251/PHPU.GUB-XXIII/2025
252/PHPU.BUP-XXIII/2025
253/PHPU.WAKO-XXIII/2025
254/PHPU.BUP-XXIII/2025
255/PHPU.BUP-XXIII/2025
256/PHPU.BUP-XXIII/2025
257/PHPU.GUB-XXIII/2025
258/PHPU.GUB-XXII/2025
259/PHPU.BUP-XXIII/2025
260/PHPU.BUP-XXIII/2025
261/PHPU.GUB-XXIII/2025
262/PHPU.GUB-XXII/2025
263/PHPU.GUB-XXII/2025
264/PHPU.WAKO-XXIII/2025
265/PHPU.GUB-XXIII/2025
266/PHPU.GUB-XXIN/2025
267/PHPU.BUP-XXIII/2025
268/PHPU.BUP-XXIII/2025
269/PHPU.GUB-XXIII/2025



Lanjutan Lampiran 13

No
(1)
273
274
275
276
271
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306

Nomor Permohonan

()
273/PAN.MK/e-AP3/12/2024
274/PAN.MK/e-AP3/12/2024
275/PAN.MK/e-AP3/12/2024
276/PAN.MK/e-AP3/12/2024
277/PAN.MK/e-AP3/12/2024
278/PAN.MK/e-AP3/12/2024
279/PAN.MK/e-AP3/12/2024
280/PAN.MK/e-AP3/12/2024
281/PAN.MK/e-AP3/12/2024
282/PAN.MK/e-AP3/12/2024
283/PAN.MK/e-AP3/12/2024
284/PAN.MK/e-AP3/12/2024
285/PAN.MK/e-AP3/12/2024
286/PAN.MK/e-AP3/12/2024
287/PAN.MK/e-AP3/12/2024
288/PAN.MK/e-AP3/12/2024
289/PAN.MK/e-AP3/12/2024
290/PAN.MK/e-AP3/12/2024
291/PAN.MK/e-AP3/12/2024
292/PAN.MK/e-AP3/12/2024
293/PAN.MK/e-AP3/12/2024
294/PAN.MK/e-AP3/12/2024
295/PAN.MK/e-AP3/12/2024
296/PAN.MK/e-AP3/12/2024
297/PAN.MK/e-AP3/12/2024
298/PAN.MK/e-AP3/12/2024
299/PAN.MK/e-AP3/12/2024
300/PAN.MK/e-AP3/12/2024
301/PAN.MK/e-AP3/12/2024
302/PAN.MK/e-AP3/12/2024
303/PAN.MK/e-AP3/12/2024
304/PAN.MK/e-AP3/12/2024
305/PAN.MK/e-AP3/12/2024
306/PAN.MK/e-AP3/12/2024

Status Registrasi
(3)
Diregistrasi
Diregistrasi
Tidak Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi
Diregistrasi

LAMPIRAN

Nomor Perkara
(4)
270/PHPU.BUP-XXII/2025
271/PHPU.BUP-XXII/2025

272/PHPU.BUP-XXIII/2025
273/PHPU.BUP-XXII1/2025
274/PHPU.BUP-XXIII/2025
275/PHPU.BUP-XXIII/2025
276/PHPU.GUB-XXIII/2025
277/PHPU.WAKO-XXII1/2025
278/PHPU.BUP-XXIII/2025
279/PHPU.WAKO-XXII1/2025
280/PHPU.BUP-XXIII/2025
281/PHPU.BUP-XXII1/2025
282/PHPU.BUP-XXIII/2025
283/PHPU.BUP-XXIII/2025
284/PHPU.GUB-XXIII/2025
285/PHPU.BUP-XXII1/2025
286/PHPU.BUP-XXIII/2025
287/PHPU.BUP-XXIII/2025
288/PHPU.BUP-XXIII/2025
289/PHPU.BUP-XXII1/2025
290/PHPU.BUP-XXIII/2025
291/PHPU.BUP-XXIII/2025
292/PHPU.BUP-XXIII/2025
293/PHPU.GUB-XXIII/2025
294/PHPU.BUP-XXIII/2025
295/PHPU.GUB-XXIII/2025
296/PHPU.BUP-XXIII/2025
297/PHPU.BUP-XXII1/2025
298/PHPU.BUP-XXIII/2025
299/PHPU.BUP-XXIII/2025
300/PHPU.BUP-XXIII/2025
301/PHPU.BUP-XXII1/2025
302/PHPU.GUB-XXIII/2025
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U] () @) @

307 307/PAN.MK/e-AP3/12/2024 Diregistrasi 303/PHPU.BUP-XXIII/2025
308  308/PAN.MK/e-AP3/12/2024 Diregistrasi 304/PHPU.GUB-XXIII/2025
309 309/PAN.MK/e-AP3/12/2024 Diregistrasi 305/PHPU.BUP-XXIII/2025
310 310/PAN.MK/e-AP3/12/2024 Diregistrasi 306/PHPU.BUP-XXIII/2025
311 311/PAN.MK/e-AP3/12/2024 Diregistrasi 307/PHPU.BUP-XXIII/2025
312 312/PAN.MK/e-AP3/12/2024 Diregistrasi 308/PHPU.GUB-XXIII/2025
313 313/PAN.MK/e-AP3/12/2024 Diregistrasi 309/PHPU.GUB-XXIII/2025
314 314/PAN.MK/e-AP3/12/2024 Diregistrasi 310/PHPU.BUP-XXIII/2025
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Lampiran 14 Jumlah Alat Bukti Perkara PHPUKADA Menurut
Klasifikasi Para Pihak

(1) @) @) @) (5) (6)
1 01/PHPU.BUP-XXIII/2025 108 25 13 10
2 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 17 30 n 20
3 03/PHPU.BUP-XXIII/2025 22 61 10 32
4 04/PHPU.BUP-XXIII/2025 108 114 72 63
5 05/PHPU.WAKO-XXIIl/2025 26 24 13 22
6 06/PHPU.WAKO-XXIIl/2025 20 19 15 22
7 07/PHPU.WAKO-XXIIl/2025 26 20 9 24
8 08/PHPU.WAKO-XXIIl/2025 67 14 51 59
9 09/PHPU.WAKO-XXIIl/2025 8 21 13 23

10 10/PHPU.BUP-XXIII/2025 29 4 29 4

11 11/PHPU.BUP-XXIIl/2025 18 20 13 28

12 12/PHPU.BUP-XXIIl/2025 346 31 106 49

13 13/PHPU.WAKO-XXIII/2025 13 20 n 24

14 14/PHPU.BUP-XXIII/2025 247 91 72 130

15 15/PHPU.WAKO-XXIII/2025 61 37 14 65

16 16/PHPU.BUP-XXIIl/2025 45 28 12 30

17 17/PHPU.WAKO-XXIII/2025 15 15 3 39

18 18/PHPU.WAKO-XXIII/2025 4 0 0 0

19 19/PHPU.BUP-XXIIl/2025 26 9 18 26

20 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 25 45 28 25

21 21/PHPU.BUP-XXIII/2025 49 24 49 50

22 22/PHPU.BUP-XXIII/2025 2 2 5 56

23 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025 72 43 203 93

24 24/PHPU.BUP-XXIII/2025 35 69 9 46

25 25/PHPU.BUP-XXIII/2025 19 7 7 33

26 26/PHPU.WAKO-XXIII/2025 108 8 24 96

27 27/PHPU.WAKO-XXIII/2025 21 18 n 15

28 28/PHPU.BUP-XXIII/2025 70 65 47 22

29 29/PHPU.BUP-XXIII/2025 63 179 57 85

30 30/PHPU.BUP-XXIII/2025 19 124 48 32
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31 31/PHPU.BUP-XXIII/2025 83 57 263 4
32 32/PHPU.BUP-XXIII/2025 35 4 3 16
33 33/PHPU.BUP-XXII/2025 330 39 19 36
34 34/PHPU.BUP-XXIII/2025 271 69 272 38
35 35/PHPU.BUP-XXIII/2025 80 28 62 52
36 36/PHPU.BUP-XXIII/2025 22 42 17 14
37 37/PHPU.BUP-XXIII/2025 20 37 59 61
38 38/PHPU.BUP-XXIII/2025 214 33 3 29
39 39/PHPU.BUP-XXIII/2025 26 47 28 37
40 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025 6 20 M 18
41 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025 65 166 40 104
42 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025 31 8 66 30
43 43/PHPU.BUP-XXIII/2025 18 25 17 80
44 44/PHPU.BUP-XXIII/2025 153 50 33 m
45 45/PHPU.BUP-XXIII/2025 44 14 52 43
46 46/PHPU.BUP-XXIII/2025 9 29 29 18
47 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025 34 12 23 32
48 48/PHPU.BUP-XXIII/2025 100 30 6 68
49 49/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 0 0 0
50  50/PHPU.WAKO-XXIIl/2025 3 10 19 55
51 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 122 3 5 0
52 52/PHPU.BUP-XXIII/2025 164 19 37 109
53 53/PHPU.BUP-XXIII/2025 n 9 15 154
54 54/PHPU.BUP-XXIII/2025 53 14 34 45
55 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 17 26 23 20
56 56/PHPU.BUP-XXIII/2025 n 5 0 0
57 57/PHPU.BUP-XXIII/2025 94 28 25 28
58  58/PHPU.BUP-XXIII/2025 91 n 15 95
59 59/PHPU.BUP-XXIII/2025 1109 465 324 126
60  60/PHPU.WAKO-XXIII/2025 103 14 100 A
61  61/PHPU.BUP-XXIII/2025 67 4 75 0
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62 62/PHPU.BUP-XXIII/2025 182 44 300 78
63 63/PHPU.BUP-XXIII/2025 44 18 39 136
64 64/PHPU.BUP-XXIII/2025 1065 26 28 55
65  65/PHPU.BUP-XXIII/2025 220 40 624 m
66  66/PHPU.WAKO-XXIII/2025 8 0 6 0
67 67/PHPU.BUP-XXIII/2025 17 2 4 0
68  68/PHPU.BUP-XXIII/2025 44 21 20 28
69  69/PHPU.BUP-XXIII/2025 45 5 6 0
70 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 82 33 36 87
71 71/PHPU.WAKO-XXII1/2025 65 25 68 50
72 72/PHPU.BUP-XXIII/2025 37 21 21 74
73 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 166 356 n LX)
74 74/PHPU.WAKO-XXIII/2025 70 83 55 57
75 75/PHPU.BUP-XXIII/2025 4 50 4 81
76 76/PHPU.BUP-XXIII/2025 16 5 8 0
77 77/PHPU.BUP-XXIII/2025 18 7 15 12
78 78/PHPU.BUP-XXIII/2025 30 20 51 13
79 79/PHPU.BUP-XXIII/2025 53 8 20 88
80  80/PHPU.BUP-XXIII/2025 32 53 22 125
81  81/PHPU.BUP-XXIII/2025 3 23 23 47
82 82/PHPU.BUP-XXIII/2025 47 26 n 66
83 83/PHPU.BUP-XXIII/2025 74 61 49 34
84 84/PHPU.BUP-XXIII/2025 4 124 18 0
85 85/PHPU.BUP-XXIII/2025 30 15 18 35
86  86/PHPU.BUP-XXIII/2025 16 10 5 50
87 87/PHPU.BUP-XXIII/2025 68 17 58 57
88 88/PHPU.WAKO-XXIII/2025 350 48 66 107
89 89/PHPU.WAKO-XXIIl/2025 65 19 37 63
90 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025 18 14 15 21
91 91/PHPU.BUP-XXIII/2025 24 26 0 16
92 92/PHPU.BUP-XXIII/2025 24 35 22 37
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93 93/PHPU.BUP-XXIII/2025 52 63 52 115

94 94/PHPU.BUP-XXIII/2025 28 13 8 10

95 95/PHPU.WAKO-XXIIl/2025 295 28 114 68

96 96/PHPU.BUP-XXIII/2025 204 90 54 59

97 97/PHPU.WAKO-XXIII/2025 22 17 21 43

98 98/PHPU.BUP-XXIII/2025 43 20 28 40

99 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 306 186 64 41
100 100/PHPU.BUP-XXIII/2025 22 45 19 33
101 101/PHPU.BUP-XXII/2025 45 13 14 51
102 102/PHPU.WAKO-XXIII/2025 10 0 0 0
103 103/PHPU.BUP-XXIII/2025 46 18 19 19
104 104/PHPU.BUP-XXIII/2025 60 84 61 87
105 105/PHPU.BUP-XXIII/2025 43 16 48 27
106 106/PHPU.BUP-XXIII/2025 14 n 31 58
107 107/PHPU.BUP-XXIII/2025 79 14 21 50
108  108/PHPU.BUP-XXIII/2025 33 ] 19 12
109 109/PHPU.BUP-XXIII/2025 265 35 49 45
110 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025 36 33 47 39
111 111/PHPU.BUP-XXIII/2025 31 17 21 18
112 112/PHPU.BUP-XXII/2025 50 14 20 48
113 113/PHPU.WAKO-XXIII/2025 30 0 0 22
114 114/PHPU.BUP-XXIII/2025 9% 25 31 90
115 115/PHPU.BUP-XXIII/2025 10 14 0 45
116 116/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 0 0 0
117 117/PHPU.BUP-XXIII/2025 44 8 19 84
118 118/PHPU.BUP-XXIII/2025 33 12 17 21
119 119/PHPU.BUP-XXIII/2025 23 n 33 104
120 120/PHPU.BUP-XXIII/2025 47 8 10 259
121 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025 16 34 23 55
122 122/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 8 9 17
123 123/PHPU.BUP-XXIII/2025 52 230 253 234
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124 124/PHPU.BUP-XXIII/2025 37 16 10 34
125 125/PHPU.BUP-XXIII/2025 99 8 n 0
126 126/PHPU.BUP-XXIII/2025 48 8 10 255
127 127/PHPU.BUP-XXIII/2025 68 127 32 69
128 128/PHPU.BUP-XXIII/2025 46 16 9 50
129 129/PHPU.BUP-XXIII/2025 5 4 5 26
130 130/PHPU.BUP-XXIII/2025 81 19 28 15
131 131/PHPU.BUP-XXII/2025 5 9 25 30
132 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 27 22 49 21
133 133/PHPU.BUP-XXIII/2025 2 8 0 0
134 134/PHPU.BUP-XXIII/2025 7 4 8 n
135 135/PHPU.BUP-XXIII/2025 23 18 30 28
136 136/PHPU.BUP-XXIII/2025 164 59 60 160
137 137/PHPU.BUP-XXIII/2025 18 0 0 0
138 138/PHPU.BUP-XXIII/2025 6 0 2 0
139 139/PHPU.BUP-XXIII/2025 833 237 349 37
140 140/PHPU.BUP-XXIII/2025 4 0 0 0
141 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025 32 54 19 106
142 142/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 0 0 0
143 143/PHPU.BUP-XXIII/2025 12 184 155 54
144 144/PHPU.BUP-XXIII/2025 6 0 0 0
145 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025 51 36 4 351
146 146/PHPU.WAKO-XXIII/2025 70 25 21 53
147 147/PHPU.BUP-XXIII/2025 15 16 9 18
148 148/PHPU.BUP-XXIII/2025 10 n 33 29
149 149/PHPU.BUP-XXIII/2025 H 25 35 69
150 150/PHPU.BUP-XXIII/2025 35 40 125 82
151 151/PHPU.BUP-XXIII/2025 9% 62 580 18
152 152/PHPU.BUP-XXIII/2025 60 36 48 28
153 153/PHPU.BUP-XXIII/2025 68 57 72 69
154 154/PHPU.BUP-XXIII/2025 37 19 110 61
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155 155/PHPU.BUP-XXIII/2025 37 33 190 106
156 156/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 0 0 0
157 157/PHPU.BUP-XXII/2025 22 22 22 27
158 158/PHPU.BUP-XXIII/2025 154 30 45 133
159 159/PHPU.BUP-XXIII/2025 88 4 44 92
160 160/PHPU.BUP-XXIII/2025 8 n 0 130
161 161/PHPU.BUP-XXIIl/2025 21 13 38 49
162 162/PHPU.BUP-XXIII/2025 44 10 45 64
163 163/PHPU.BUP-XXIII/2025 26 18 20 29
164  164/PHPU.BUP-XXIII/2025 69 46 44 58
165 165/PHPU.BUP-XXIII/2025 23 n 39 45
166 166/PHPU.BUP-XXIII/2025 63 18 39 45
167 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025 141 26 413 66
168 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 65 32 19 52
169 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025 34 45 34 36
170 170/PHPU.BUP-XXIII/2025 377 201 92 145
171 171/PHPU.BUP-XXIII/2025 224 489 179 124
172 172/PHPU.BUP-XXIII/2025 626 8 184 52
173 173/PHPU.BUP-XXIII/2025 368 94 231 113
174 174/PHPU.BUP-XXIII/2025 91 70 89 53
175 175/PHPU.BUP-XXIII/2025 14 0 0 4
176 176/PHPU.BUP-XXIII/2025 160 21 139 213
177 177/PHPU.BUP-XXII/2025 60 13 9 25
178 178/PHPU.BUP-XXIII/2025 17 0 6 4
179 179/PHPU.BUP-XXIII/2025 23 26 5 60
180  180/PHPU.BUP-XXIII/2025 168 68 59 114
181 181/PHPU.BUP-XXII/2025 54 86 26 7
182 182/PHPU.BUP-XXIII/2025 56 29 20 40
183 183/PHPU.BUP-XXIII/2025 335 28 248 66
184 184/PHPU.BUP-XXIII/2025 59 24 52 36
185 185/PHPU.GUB-XXIII/2025 5 0 0 0
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186 186/PHPU.BUP-XXIII/2025 47 0 0 0
187 187/PHPU.BUP-XXIII/2025 10 14 13 51
188 188/PHPU.BUP-XXIII/2025 130 22 17 86
189 189/PHPU.BUP-XXIII/2025 13 18 0 8
190 190/PHPU.BUP-XXIII/2025 20 14 182 29
191 191/PHPU.BUP-XXIII/2025 33 16 34 27
192 192/PHPU.BUP-XXIII/2025 20 9 13 37
193 193/PHPU.WAKO-XXIII/2025 447 12 205 84
194 194/PHPU.BUP-XXIII/2025 n 9 18 23
195 195/PHPU.BUP-XXIII/2025 54 22 23 23
196 196/PHPU.BUP-XXIII/2025 29 0 0 0
197 197/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 0 0 0
198 198/PHPU.BUP-XXIII/2025 20 n 23 38
199 199/PHPU.WAKO-XXIII/2025 5 22 0 27
200 200/PHPU.BUP-XXIII/2025 152 17 33 155
201 201/PHPU.BUP-XXIII/2025 21 23 7 53
202 202/PHPU.BUP-XXIII/2025 4 37 1928 58
203 203/PHPU.BUP-XXIII/2025 2 8 23 38
204 204/PHPU.WAKO-XXIII/2025 5 10 0 18
205  205/PHPU.GUB-XXIII/2025 0 0 0 0
206 206/PHPU.BUP-XXIII/2025 79 0 33 485
207 207/PHPU.BUP-XXIII/2025 29 13 18 148
208 208/PHPU.BUP-XXIII/2025 30 17 25 52
209 209/PHPU.BUP-XXIII/2025 116 68 23 30
210 210/PHPU.BUP-XXIII/2025 124 4 33 65
211 211/PHPU.BUP-XXII/2025 17 33 17 37
212 212/PHPU.WAKO-XXIII/2025 85 16 114 36
213 213/PHPU.BUP-XXIII/2025 540 21 185 62
214 214/PHPU.BUP-XXIII/2025 8 15 38 n
215 215/PHPU.BUP-XXIII/2025 7 8 12 38
216 216/PHPU.BUP-XXIII/2025 216 15 32 182

" T ) Mahkamah Konstitusi Dalam Angka 2025 281



LAMPIRAN

Lanjutan Lampiran 14

) @) @) ) 6) (6)
217 217/PHPU.BUP-XXIII/2025 27 18 10 47
218 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025 72 16 54 39
219 219/PHPU.BUP-XXIII/2025 35 12 17 23
220 220/PHPU.WAKO-XXIIl/2025 1222 24 3 66
221 221/PHPU.BUP-XXIII/2025 9 13 7 16
222 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025 50 14 33 61
223 223/PHPU.WAKO-XXIII/2025 35 36 19 37
224 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 4 10 75 20
225 225/PHPU.BUP-XXIII/2025 25 37 24 29
226 226/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 0 0 0
227 227/PHPU.BUP-XXIII/2025 72 15 90 54
228 228/PHPU.BUP-XXIII/2025 24 6 5 n
229 229/PHPU.BUP-XXIII/2025 46 97 n 12
230 230/PHPU.BUP-XXIII/2025 85 16 36 72
231 231/PHPU.BUP-XXIII/2025 37 26 8 25
232 232/PHPU.BUP-XXIII/2025 39 104 33 59
233 233/PHPU.BUP-XXIII/2025 125 18 22 107
234 234/PHPU.BUP-XXIII/2025 165 90 37 60
235 235/PHPU.BUP-XXIII/2025 73 506 20 75
236 236/PHPU.BUP-XXIII/2025 43 38 45 179
237 237/PHPU.BUP-XXIII/2025 258 63 240 75
238 238/PHPU.BUP-XXIII/2025 48 44 302 56
239 239/PHPU.BUP-XXIII/2025 16 9 15 15
240 240/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 0 0 0
241 241/PHPU.GUB-XXIII/2025 24 56 25 10
242 242/PHPU.BUP-XXIII/2025 48 16 62 21
243 243/PHPU.BUP-XXIII/2025 19 12 38 L]
244 244/PHPU.BUP-XXIII/2025 n 27 34 39
245 245/PHPU.GUB-XXIII/2025 14 0 0 0
246 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025 17 22 6 12
247 247/PHPU.GUB-XXINI/2025 83 44 287 93
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248 248/PHPU.BUP-XXIII/2025 60 0 0 0
249 249/PHPU.GUB-XXIII/2025 n 13 25 72
250 250/PHPU.BUP-XXIII/2025 25 34 30 30
251 251/PHPU.GUB-XXIII/2025 260 0 0 0
252 252/PHPU.BUP-XXIII/2025 47 28 69 61
253 253/PHPU.WAKO-XXIII/2025 14 12 25 8
254 254/PHPU.BUP-XXIII/2025 99 51 45 108
255 255/PHPU.BUP-XXIII/2025 10 0 4 0
256 256/PHPU.BUP-XXIII/2025 78 15 72 68
257 257/PHPU.GUB-XXIII/2025 78 29 327 87
258 258/PHPU.GUB-XXIN/2025 20 0 0 0
259 259/PHPU.BUP-XXIII/2025 40 49 24 60
260 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 19 12 35 24
261 261/PHPU.GUB-XXIII/2025 5 0 0 0
262 262/PHPU.GUB-XXIN/2025 135 0 65 189
263 263/PHPU.GUB-XXIII/2025 45 16 28 139
264 264/PHPU.WAKO-XXIII/2025 25 19 4 31
265  265/PHPU.GUB-XXIII/2025 189 106 24 146
266 266/PHPU.GUB-XXINI/2025 686 1242 165 45
267 267/PHPU.BUP-XXIII/2025 176 79 75 127
268 268/PHPU.BUP-XXIII/2025 68 67 55 69
269 269/PHPU.GUB-XXIII/2025 0 0 0 0
270 270/PHPU.BUP-XXIII/2025 21 13 25 49
271 271/PHPU.BUP-XXIII/2025 9 12 4 0
272 272/PHPU.BUP-XXIII/2025 77 60 74 54
273 273/PHPU.BUP-XXIII/2025 5 13 2 8
274 274/PHPU.BUP-XXIII/2025 34 46 21 15
275 275/PHPU.BUP-XXIII/2025 45 18 17 28
276 276/PHPU.GUB-XXIII/2025 1834 19 20 130
277 277/PHPU.WAKO-XXIII/2025 14 12 0 14
278 278/PHPU.BUP-XXIII/2025 17 32 69 11
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279 279/PHPU.WAKO-XXIIl/2025 83 n 16 4
280  280/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 0 0 0
281 281/PHPU.BUP-XXIII/2025 7 18 21 61
282 282/PHPU.BUP-XXIII/2025 24 22 28 14
283 283/PHPU.BUP-XXIII/2025 32 30 64 4
284 284/PHPU.GUB-XXIII/2025 1135 23 M 740
285 285/PHPU.BUP-XXIII/2025 80 29 31 20
286 286/PHPU.BUP-XXIII/2025 10 20 17 28
287 287/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 0 0 0
288 288/PHPU.BUP-XXIII/2025 4 n 10 30
289 289/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 0 0 0
290 290/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 0 0 0
291 291/PHPU.BUP-XXIII/2025 84 20 31 23
292 292/PHPU.BUP-XXIII/2025 24 50 20 6
293 293/PHPU.GUB-XXIN/2025 58 16 80 47
294 294/PHPU.BUP-XXIII/2025 12 17 28 35
295 295/PHPU.GUB-XXIII/2025 75 49 44 10
296 296/PHPU.BUP-XXIII/2025 104 26 39 25
297 297/PHPU.BUP-XXIII/2025 28 20 29 124
298 298/PHPU.BUP-XXIII/2025 167 4 32 36
299 299/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 0 0 0
300 300/PHPU.BUP-XXIII/2025 7 35 8 20
301 301/PHPU.BUP-XXIII/2025 14 50 37 6
302 302/PHPU.GUB-XXIII/2025 20 21 16 34
303 303/PHPU.BUP-XXIII/2025 110 25 24 76
304 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 53 35 93 56
305 305/PHPU.BUP-XXIII/2025 86 38 272 14
306 306/PHPU.BUP-XXIII/2025 22 15 19 23
307 307/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 0 0 0
308 308/PHPU.GUB-XXIII/2025 17 45 16 10
309 309/PHPU.GUB-XXIN/2025 29 91 3 17
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310 310/PHPU.BUP-XXIII/2025 76 50 40 8
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Lampiran 15 Perkara PHPUKADA yang Diregistrasi

Klasifikasi Kepala

No Nomor Perkara Daerah Panel Sidang
U] @ (6)] @)

1 01/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Panel |
2 02/PHPU.BUP-XXII/2025 Bupati Panel |
3 03/PHPU.BUP-XXII/2025 Bupati Panel |
4 04/PHPU.BUP-XXIIl/2025 Bupati Panel |
5 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Walikota Panel Ill
6 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Walikota Panel Ill
7 07/PHPU.WAKO-XXIIl/2025 Walikota Panel Ill
8 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Walikota Panel Il
9 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Walikota Panel Ill
10 10/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Panel |
11 11/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Panel Ill
12 12/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Panel Il
13 13/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Walikota Panel |
14 14/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Panel |
15 15/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Walikota Panel Il
16 16/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Panel |
17 17/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Walikota Panel Il
18 18/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Walikota Panel Ill
19 19/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Panel |
20 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Panel Il
21 21/PHPU.BUP-XXII/2025 Bupati Panel Ill
22 22/PHPU.BUP-XXII/2025 Bupati Panel |
23 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Walikota Panel Ill
24 24/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Panel |
25 25/PHPU.BUP-XXII/2025 Bupati Panel |
26 26/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Walikota Panel Ill
27 27/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Walikota Panel |
28 28/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Panel |
29 29/PHPU.BUP-XXII/2025 Bupati Panel Il
30 30/PHPU.BUP-XXII/2025 Bupati Panel |
31 31/PHPU.BUP-XXII/2025 Bupati Panel |
32 32/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Panel |
33 33/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Panel Il
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34/PHPU.BUP-XXIII/2025
35/PHPU.BUP-XXIII/2025
36/PHPU.BUP-XXIII/2025
37/PHPU.BUP-XXIII/2025
38/PHPU.BUP-XXIII/2025
39/PHPU.BUP-XXIII/2025
40/PHPU.WAKO-XXI11/2025
41/PHPU.WAKO-XXIII/2025
42/PHPU.WAKO-XXIII/2025
43/PHPU.BUP-XXIII/2025
44/PHPU.BUP-XXIII/2025
45/PHPU.BUP-XXII/2025
46/PHPU.BUP-XXII/2025
47/PHPU.WAKO-XXIII/2025
48/PHPU.BUP-XXIII/2025
49/PHPU.BUP-XXII/2025
50/PHPU.WAKO-XXIII/2025
51/PHPU.BUP-XXIII/2025
52/PHPU.BUP-XXII1/2025
53/PHPU.BUP-XXIII/2025
54/PHPU.BUP-XXIII/2025
55/PHPU.BUP-XXIII/2025
56/PHPU.BUP-XXII1/2025
57/PHPU.BUP-XXIII/2025
58/PHPU.BUP-XXIII/2025
59/PHPU.BUP-XXIII/2025
60/PHPU.WAKO-XXIII/2025
61/PHPU.BUP-XXIII/2025
62/PHPU.BUP-XXIII/2025
63/PHPU.BUP-XXIII/2025
64/PHPU.BUP-XXI11/2025
65/PHPU.BUP-XXIII/2025
66/PHPU.WAKO-XXIII/2025

(2)

Klasifikasi Kepala
Daerah
(3)
Bupati
Bupati
Bupati
Bupati
Bupati
Bupati
Walikota
Walikota
Walikota
Bupati
Bupati
Bupati
Bupati
Walikota
Bupati
Bupati
Walikota
Bupati
Bupati
Bupati
Bupati
Bupati
Bupati
Bupati
Bupati
Bupati
Walikota
Bupati
Bupati
Bupati
Bupati
Bupati
Walikota

LAMPIRAN

Panel Sidang

(4)
Panel
Panel Ill
Panel |
Panel Ill
Panel Il
Panel Il
Panel Ill
Panel Il
Panel
Panel
Panel Ill
Panel Il
Panel Ill
Panel Ill
Panel Il
Panel |
Panel
Panel
Panel Il
Panel Ill
Panel Ill
Panel Il
Panel Ill
Panel Il
Panel Il
Panel Il
Panel |
Panel |
Panel
Panel
Panel Il
Panel Il
Panel
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67  67/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Panel |
68  68/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Panel |
69  69/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Panel |
70 70/PHPU.BUP-XXII/2025 Bupati Panel Ill
71 71/PHPU.WAKO-XXII/2025 Walikota Panel Il
72 72/PHPU.BUP-XXII/2025 Bupati Panel Ill
73 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Panel |
74 74/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Walikota Panel Ill
75 75/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Panel Ill
76 76/PHPU.BUP-XXII/2025 Bupati Panel |
77 77/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Panel Il
78  78/PHPU.BUP-XXII/2025 Bupati Panel |
79 79/PHPU.BUP-XXII/2025 Bupati Panel Ill
80  80/PHPU.BUP-XXII/2025 Bupati Panel Il
81  81/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Panel Il
82 82/PHPU.BUP-XXII/2025 Bupati Panel |
83 83/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Panel |
84  84/PHPU.BUP-XXII/2025 Bupati Panel |
85  85/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Panel |
86  86/PHPU.BUP-XXII/2025 Bupati Panel ll
87  87/PHPU.BUP-XXII/2025 Bupati Panel Ill
88  88/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Walikota Panel Ill
89  89/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Walikota Panel Il
90  90/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Walikota Panel |
91  91/PHPU.BUP-XXII/2025 Bupati Panel Ill
92 92/PHPU.BUP-XXII/2025 Bupati Panel Ill
93 93/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Panel Il
94 94/PHPU.BUP-XXII/2025 Bupati Panel Il
95 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Walikota Panel Ill
96  96/PHPU.BUP-XXII/2025 Bupati Panel Il
97 97/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Walikota Panel |
98  98/PHPU.BUP-XXII/2025 Bupati Panel Il
99 99/PHPU.BUP-XXII/2025 Bupati Panel |
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U]
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
m
12
113
114
15
116
117
18
19
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

Nomor Perkara

@)

100/PHPU.BUP-XXII/2025
101/PHPU.BUP-XXII1/2025
102/PHPU.WAKO-XXI11/2025
103/PHPU.BUP-XXIII/2025
104/PHPU.BUP-XXII/2025
105/PHPU.BUP-XXII1/2025
106/PHPU.BUP-XXIII/2025
107/PHPU.BUP-XXII/2025
108/PHPU.BUP-XXII/2025
109/PHPU.BUP-XXII1/2025
110/PHPU.WAKO-XXI11/2025
111/PHPU.BUP-XXII/2025
112/PHPU.BUP-XXII/2025
113/PHPU.WAKO-XXIII/2025
114/PHPU.BUP-XXIII/2025
115/PHPU.BUP-XXIII/2025
116/PHPU.BUP-XXII/2025
117/PHPU.BUP-XXII1/2025
118/PHPU.BUP-XXIII/2025
119/PHPU.BUP-XXIII/2025
120/PHPU.BUP-XXIII/2025
121/PHPU.WAKO-XXIII/2025
122/PHPU.BUP-XXIII/2025
123/PHPU.BUP-XXIII/2025
124/PHPU.BUP-XXIII/2025
125/PHPU.BUP-XXII1/2025
126/PHPU.BUP-XXIII/2025
127/PHPU.BUP-XXII/2025
128/PHPU.BUP-XXIII/2025
129/PHPU.BUP-XXII1/2025
130/PHPU.BUP-XXIII/2025
131/PHPU.BUP-XXII/2025
132/PHPU.BUP-XXIII/2025

Klasifikasi Kepala
Daerah

@)
Bupati
Bupati

Walikota

Bupati
Bupati
Bupati
Bupati
Bupati
Bupati
Bupati

Walikota

Bupati
Bupati

Walikota

Bupati
Bupati
Bupati
Bupati
Bupati
Bupati
Bupati

Wialikota

Bupati
Bupati
Bupati
Bupati
Bupati
Bupati
Bupati
Bupati
Bupati
Bupati
Bupati

LAMPIRAN

Panel Sidang

(4)
Panel Ill
Panel Ill
Panel Il
Panel Ill
Panel Ill
Panel Ill
Panel
Panel
Panel Ill
Panel Ill
Panel Ill
Panel Il
Panel
Panel Il
Panel Il
Panel
Panel Ill
Panel Ill
Panel
Panel Il
Panel Il
Panel Il
Panel Ill
Panel Il
Panel Il
Panel Il
Panel Il
Panel
Panel Il
Panel Ill
Panel Il
Panel
Panel
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No Nomor Perkara Daerah Panel Sidang
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133 133/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Panel Il
134 134/PHPU.BUP-XXII/2025 Bupati Panel Il
135 135/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Panel |
136 136/PHPU.BUP-XXII/2025 Bupati Panel Il
137 137/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Panel Il
138 138/PHPU.BUP-XXII/2025 Bupati Panel Il
139 139/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Panel Il
140 140/PHPU.BUP-XXII/2025 Bupati Panel ll
141 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Walikota Panel Il
142 142/PHPU.BUP-XXII/2025 Bupati Panel Ill
143 143/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Panel Il
144 144/PHPU.BUP-XXII/2025 Bupati Panel Il
145 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Walikota Panel Ill
146 146/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Walikota Panel Il
147 147/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Panel Il
148 148/PHPU.BUP-XXII/2025 Bupati Panel Il
149 149/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Panel Ill
150  150/PHPU.BUP-XXII/2025 Bupati Panel |
151 151/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Panel Il
152 152/PHPU.BUP-XXII/2025 Bupati Panel Il
153 153/PHPU.BUP-XXII/2025 Bupati Panel |
154 154/PHPU.BUP-XXII/2025 Bupati Panel |
155 155/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Panel |
156 156/PHPU.BUP-XXII/2025 Bupati Panel Ill
157 157/PHPU.BUP-XXII/2025 Bupati Panel |
158  158/PHPU.BUP-XXII/2025 Bupati Panel Il
159 159/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Panel Il
160  160/PHPU.BUP-XXII/2025 Bupati Panel Il
161  161/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Panel |
162 162/PHPU.BUP-XXII/2025 Bupati Panel Ill
163 163/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Panel |
164  164/PHPU.BUP-XXII/2025 Bupati Panel |
165  165/PHPU.BUP-XXII/2025 Bupati Panel |
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U]

166
167
168
169
170
7
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198

Nomor Perkara

@)

166/PHPU.BUP-XXII/2025
167/PHPU.WAKO-XXIII/2025
168/PHPU.WAKO-XXI11/2025
169/PHPU.WAKO-XXIIl/2025
170/PHPU.BUP-XXII/2025
171/PHPU.BUP-XXII1/2025
172/PHPU.BUP-XXIII/2025
173/PHPU.BUP-XXIII/2025
174/PHPU.BUP-XXII/2025
175/PHPU.BUP-XXII1/2025
176/PHPU.BUP-XXIII/2025
177/PHPU.BUP-XXIII/2025
178/PHPU.BUP-XXII/2025
179/PHPU.BUP-XXII1/2025
180/PHPU.BUP-XXIII/2025
181/PHPU.BUP-XXII/2025
182/PHPU.BUP-XXII/2025
183/PHPU.BUP-XXII1/2025
184/PHPU.BUP-XXIII/2025
185/PHPU.GUB-XXIII/2025
186/PHPU.BUP-XXIII/2025
187/PHPU.BUP-XXII1/2025
188/PHPU.BUP-XXIII/2025
189/PHPU.BUP-XXIII/2025
190/PHPU.BUP-XXIII/2025
191/PHPU.BUP-XXII1/2025
192/PHPU.BUP-XXIII/2025
193/PHPU.WAKO-XXIIl/2025
194/PHPU.BUP-XXIII/2025
195/PHPU.BUP-XXII1/2025
196/PHPU.BUP-XXIII/2025
197/PHPU.BUP-XXII/2025
198/PHPU.BUP-XXIII/2025

Klasifikasi Kepala

Daerah
@)
Bupati
Walikota
Walikota
Walikota
Bupati
Bupati
Bupati
Bupati
Bupati
Bupati
Bupati
Bupati
Bupati
Bupati
Bupati
Bupati
Bupati
Bupati
Bupati
Gubernur
Bupati
Bupati
Bupati
Bupati
Bupati
Bupati
Bupati
Walikota
Bupati
Bupati
Bupati
Bupati
Bupati

LAMPIRAN

Panel Sidang

(4)
Panel
Panel Il
Panel Il
Panel Il
Panel Il
Panel Il
Panel Il
Panel Il
Panel Ill
Panel
Panel
Panel Ill
Panel
Panel
Panel Il
Panel Ill
Panel Ill
Panel Il
Panel Ill
Panel Ill
Panel
Panel
Panel Il
Panel Ill
Panel Il
Panel Il
Panel
Panel
Panel
Panel
Panel Il
Panel Ill
Panel Il
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No Nomor Perkara LAt £ G Panel Sidang
Daerah

U] @ @) @)
199 199/PHPU.WAKO-XXIIl/2025 Walikota Panel |
200  200/PHPU.BUP-XXII1/2025 Bupati Panel |
201 201/PHPU.BUP-XXII1/2025 Bupati Panel |
202 202/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Panel |l
203 203/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Panel Il
204 204/PHPU.WAKO-XXIIl/2025 Walikota Panel |
205 205/PHPU.GUB-XXIII/2025 Gubernur Panel Ill
206 206/PHPU.BUP-XXII1/2025 Bupati Panel Il
207 207/PHPU.BUP-XXII1/2025 Bupati Panel Il
208  208/PHPU.BUP-XXII1/2025 Bupati Panel Il
209 209/PHPU.BUP-XXII1/2025 Bupati Panel |l
210 210/PHPU.BUP-XXII1/2025 Bupati Panel |lI
211 211/PHPU.BUP-XXII1/2025 Bupati Panel |l
212 212/PHPU.WAKO-XXIIl/2025 Walikota Panel |
213 213/PHPU.BUP-XXII1/2025 Bupati Panel |
214 214/PHPU.BUP-XXII1/2025 Bupati Panel Il
215 215/PHPU.BUP-XXII1/2025 Bupati Panel |l
216 216/PHPU.BUP-XXII1/2025 Bupati Panel Il
217 217/PHPU.BUP-XXII1/2025 Bupati Panel Il
218 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Walikota Panel |lI
219 219/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Panel |l
220 220/PHPU.WAKO-XXIIl/2025 Walikota Panel Il
221 221/PHPU.BUP-XXII1/2025 Bupati Panel |
222 222/PHPU.WAKO-XXIIl/2025 Walikota Panel |
223 223/PHPU.WAKO-XXIIl/2025 Walikota Panel Il
224 224/PHPU.BUP-XXII1/2025 Bupati Panel Il
225 225/PHPU.BUP-XXII1/2025 Bupati Panel |lI
226 226/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Panel |l
227 227/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Panel |l
228 228/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Panel Il
229 229/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Panel |lI
230 230/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Panel |
231 231/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Panel |l
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No

)
232
233
234
235
236
237
238
239
240
24
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264

Nomor Perkara

@

232/PHPU.BUP-XXIII/2025
233/PHPU.BUP-XXII1/2025
234/PHPU.BUP-XXII1/2025
235/PHPU.BUP-XXIII/2025
236/PHPU.BUP-XXIII/2025
237/PHPU.BUP-XXII1/2025
238/PHPU.BUP-XXIII/2025
239/PHPU.BUP-XXIII/2025
240/PHPU.BUP-XXIII/2025
241/PHPU.GUB-XXIII/2025
242/PHPU.BUP-XXIII/2025
243/PHPU.BUP-XXIII/2025
244/PHPU.BUP-XXIII/2025
245/PHPU.GUB-XXIII/2025
246/PHPU.WAKO-XXII1/2025
247/PHPU.GUB-XXIII/2025
248/PHPU.BUP-XXIII/2025
249/PHPU.GUB-XXIII/2025
250/PHPU.BUP-XXIII/2025
251/PHPU.GUB-XXIII/2025
252/PHPU.BUP-XXIII/2025
253/PHPU.WAKO-XXIII/2025
254/PHPU.BUP-XXIII/2025
255/PHPU.BUP-XXIII/2025
256/PHPU.BUP-XXIII/2025
257/PHPU.GUB-XXIII/2025
258/PHPU.GUB-XXIII/2025
259/PHPU.BUP-XXIII/2025
260/PHPU.BUP-XXIII/2025
261/PHPU.GUB-XXIII/2025
262/PHPU.GUB-XXIII/2025
263/PHPU.GUB-XXIII/2025
264/PHPU.WAKO-XXII1/2025

Klasifikasi Kepala
Daerah
®3)
Bupati
Bupati
Bupati
Bupati
Bupati
Bupati
Bupati
Bupati
Bupati
Gubernur
Bupati
Bupati
Bupati
Gubernur
Walikota
Gubernur
Bupati
Gubernur
Bupati
Gubernur
Bupati
Walikota
Bupati
Bupati
Bupati
Gubernur
Gubernur
Bupati
Bupati
Gubernur
Gubernur
Gubernur
Walikota

LAMPIRAN

Panel Sidang

(4)
Panel Il
Panel
Panel
Panel
Panel Ill
Panel Ill
Panel Ill
Panel Il
Panel Ill
Panel Ill
Panel
Panel
Panel Il
Panel Ill
Panel Il
Panel
Panel Ill
Panel Il
Panel
Panel Ill
Panel Ill
Panel Ill
Panel Il
Panel Il
Panel Il
Panel Il
Panel Ill
Panel
Panel Il
Panel
Panel Ill
Panel
Panel Ill
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No Nomor Perkara Klasifikasi Kepala Panel Sidang
Daerah

(1) ()] ®3) (4)
265 265/PHPU.GUB-XXIII/2025 Gubernur Panel Il
266 266/PHPU.GUB-XXIII/2025 Gubernur Panel |
267 267/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Panel |
268  268/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Panel |
269 269/PHPU.GUB-XXIII/2025 Gubernur Panel Ill
270  270/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Panel Il
271 271/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Panel |
272 272/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Panel Il
273 273/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Panel |
274 274/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Panel Ill
275 275/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Panel Il
276  276/PHPU.GUB-XXIII/2025 Gubernur Panel |
277 277/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Walikota Panel |
278  278/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Panel Il
279 279/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Walikota Panel Il
280  280/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Panel lll
281 281/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Panel |
282 282/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Panel |
283 283/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Panel lll
284 284/PHPU.GUB-XXIII/2025 Gubernur Panel lll
285 285/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Panel lll
286 286/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Panel |
287 287/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Panel lll
288  288/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Panel lll
289 289/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Panel lll
290 290/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Panel Ill
291 291/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Panel Il
292 292/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Panel lll
293 293/PHPU.GUB-XXIII/2025 Gubernur Panel Il
294 294/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Panel Ill
295 295/PHPU.GUB-XXIII/2025 Gubernur Panel |
296 296/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Panel Il
297 297/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Panel lll
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(U] (V)] 3) @
298 298/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Panel Il
299 299/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Panel Il
300  300/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Panel Il
301 301/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Panel Il
302 302/PHPU.GUB-XXIII/2025 Gubernur Panel Il
303 303/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Panel Il
304 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 Gubernur Panel Il
305  305/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Panel Il
306 306/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Panel Il
307 307/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Panel Il
308  308/PHPU.GUB-XXIII/2025 Gubernur Panel |
309  309/PHPU.GUB-XXIII/2025 Gubernur Panel |
310 310/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Panel Il
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Lampiran 16 Jumlah Pihak yang Hadir dalam Sidang Pendahuluan
Perkara PHPUKADA Menurut Klasifikasi Para Pihak

M

@
01/PHPU.BUP-XXIII/2025
02/PHPU.BUP-XXIII/2025
03/PHPU.BUP-XXIII/2025
04/PHPU.BUP-XXIII/2025
05/PHPU.WAKO-XXIII/2025
06/PHPU.WAKO-XXIII/2025
07/PHPU.WAKO-XXIII/2025
08/PHPU.WAKO-XXIII/2025
09/PHPU.WAKO-XXIII/2025
10 10/PHPU.BUP-XXIII/2025
11 11/PHPU.BUP-XXIIl/2025
12 12/PHPU.BUP-XXIIl/2025
13 13/PHPU.WAKO-XXIII/2025
14 14/PHPU.BUP-XXIII/2025
15 15/PHPU.WAKO-XXIII/2025
16 16/PHPU.BUP-XXIII/2025
17 17/PHPU.WAKO-XXIII/2025
18 18/PHPU.WAKO-XXIII/2025
19 19/PHPU.BUP-XXIIl/2025
20 20/PHPU.BUP-XXIII/2025
21 21/PHPU.BUP-XXIII/2025
22 22/PHPU.BUP-XXIII/2025
23 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025
24 24/PHPU.BUP-XXIII/2025
25 25/PHPU.BUP-XXIII/2025
26 26/PHPU.WAKO-XXIII/2025

A

w
g
=
]
g
=
=
=
)
=

9) (10)
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) @

27 27/PHPU.WAKO-XXII1/2025
28 28/PHPU.BUP-XXIII/2025
29 29/PHPU.BUP-XXIII/2025
30 30/PHPU.BUP-XXIII/2025
31 31/PHPU.BUP-XXIII/2025
32 32/PHPU.BUP-XXIII/2025
33 33/PHPU.BUP-XXIII/2025
34 34/PHPU.BUP-XXIII/2025
35 35/PHPU.BUP-XXIII/2025
36 36/PHPU.BUP-XXIII/2025
37 37/PHPU.BUP-XXIII/2025
38 38/PHPU.BUP-XXIII/2025
39 39/PHPU.BUP-XXII/2025
40 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025
41 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025
42 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025
43 43/PHPU.BUP-XXIII/2025
44 44/PHPU.BUP-XXIII/2025
45 45/PHPU.BUP-XXIII/2025
46 46/PHPU.BUP-XXIII/2025
47 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025
48 48/PHPU.BUP-XXIII/2025
49 49/PHPU.BUP-XXIII/2025
50  50/PHPU.WAKO-XXIII/2025
51 51/PHPU.BUP-XXIII/2025
52 52/PHPU.BUP-XXIII/2025
53 53/PHPU.BUP-XXIII/2025
54 54/PHPU.BUP-XXIII/2025

=
©
=
<
&

(6)

g
=

9) (10)

2
2
2
2
2
2
2
2
2
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2
1
0
2
2
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) @

55 55/PHPU.BUP-XXIII/2025
56 56/PHPU.BUP-XXIII/2025
57 57/PHPU.BUP-XXIII/2025
58  58/PHPU.BUP-XXIII/2025
59 59/PHPU.BUP-XXIII/2025
60  60/PHPU.WAKO-XXIII/2025
61  61/PHPU.BUP-XXIII/2025
62 62/PHPU.BUP-XXIII/2025
63 63/PHPU.BUP-XXIII/2025
64  64/PHPU.BUP-XXIII/2025
65  65/PHPU.BUP-XXIII/2025
66  66/PHPU.WAKO-XXIII/2025
67  67/PHPU.BUP-XXIII/2025
68  68/PHPU.BUP-XXIII/2025
69  69/PHPU.BUP-XXIII/2025
70 70/PHPU.BUP-XXIII/2025
71 71/PHPU.WAKO-XXII1/2025
72 72/PHPU.BUP-XXIII/2025
73 73/PHPU.BUP-XXIII/2025
74 74/PHPU.WAKO-XXIII/2025
75 75/PHPU.BUP-XXIII/2025
76 76/PHPU.BUP-XXIII/2025
77 77/PHPU.BUP-XXIII/2025
78 78/PHPU.BUP-XXIII/2025
79 79/PHPU.BUP-XXIII/2025
80  80/PHPU.BUP-XXIII/2025
81 81/PHPU.BUP-XXIII/2025
82 82/PHPU.BUP-XXIII/2025

=
©
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—
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&
=
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) @
83 83/PHPU.BUP-XXIII/2025
84 84/PHPU.BUP-XXIII/2025
85  85/PHPU.BUP-XXIII/2025
86  86/PHPU.BUP-XXIII/2025
87 87/PHPU.BUP-XXIII/2025
88 88/PHPU.WAKO-XXIII/2025
89 89/PHPU.WAKO-XXIII/2025
90 90/PHPU.WAKO-XXIII/2025
91 91/PHPU.BUP-XXIII/2025
92 92/PHPU.BUP-XXIII/2025
93 93/PHPU.BUP-XXIII/2025
94 94/PHPU.BUP-XXIII/2025
95 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025
96 96/PHPU.BUP-XXIII/2025
97 97/PHPU.BUP-XXIII/2025
98 98/PHPU.BUP-XXIII/2025
99 99/PHPU.BUP-XXIII/2025
100 100/PHPU.BUP-XXIII/2025
101 101/PHPU.BUP-XXIIl/2025
102 102/PHPU.WAKO-XXIII/2025
103 103/PHPU.BUP-XXIII/2025
104 104/PHPU.BUP-XXIII/2025
105 105/PHPU.BUP-XXIII/2025
106 106/PHPU.BUP-XXIII/2025
107 107/PHPU.BUP-XXIII/2025
108 108/PHPU.BUP-XXIII/2025
109 109/PHPU.BUP-XXIII/2025
110 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025

=
©
=
<
&

(6)

g
=

9) (10)

2

2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
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2 0
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2 0
2 0
2 0
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2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
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) @
111 111/PHPU.BUP-XXIII/2025
112 112/PHPU.BUP-XXII/2025
113 113/PHPU.WAKO-XXIII/2025
114 114/PHPU.BUP-XXIII/2025
115 115/PHPU.BUP-XXIII/2025
116 116/PHPU.BUP-XXIII/2025
117 117/PHPU.BUP-XXII/2025
118 118/PHPU.BUP-XXIII/2025
119 119/PHPU.BUP-XXIII/2025
120 120/PHPU.BUP-XXIII/2025
121 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025
122 122/PHPU.BUP-XXIII/2025
123 123/PHPU.BUP-XXIII/2025
124 124/PHPU.BUP-XXIII/2025
125 125/PHPU.BUP-XXIII/2025
126 126/PHPU.BUP-XXIII/2025
127 127/PHPU.BUP-XXIII/2025
128 128/PHPU.BUP-XXIII/2025
129 129/PHPU.BUP-XXII/2025
130 130/PHPU.BUP-XXIII/2025
131 131/PHPU.BUP-XXIII/2025
132 132/PHPU.BUP-XXIII/2025
133 133/PHPU.BUP-XXIII/2025
134 134/PHPU.BUP-XXIII/2025
135 135/PHPU.BUP-XXIII/2025
136 136/PHPU.BUP-XXIII/2025
137 137/PHPU.BUP-XXII/2025
138 138/PHPU.BUP-XXIII/2025

=
©
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g
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9) (10)

o

SEIoiiS] ISl SR E E R EN Yo e B e =
Y Y ISl S R N O L N O
BB S EE R E el B R e e e e e

O O O ©O O ©O ©O ©O O O ©O O O O O O o o o o o o o
NN N N O NN NN 2 NN O O O O©O N N NN NN OO NN — N
N = N = O = NN NN = N = =2 N O O N O NN NN NN NN NN
O O O ©O ©O O O ©O ©O O ©O O O O O o o o o o o o o o o o o

o O O o

300 Mahkamah Konstitusi Dalam Angka 2025



D HAMPIRAN

Lanjutan Lampiran 16

) @
139 139/PHPU.BUP-XXIII/2025
140 140/PHPU.BUP-XXIII/2025
141 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025
142 142/PHPU.BUP-XXIII/2025
143 143/PHPU.BUP-XXIII/2025
144 144/PHPU.BUP-XXIII/2025
145 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025
146 146/PHPU.WAKO-XXIII/2025
147 147/PHPU.BUP-XXIII/2025
148 148/PHPU.BUP-XXIII/2025
149 149/PHPU.BUP-XXIII/2025
150 150/PHPU.BUP-XXIII/2025
151 151/PHPU.BUP-XXIII/2025
152 152/PHPU.BUP-XXIII/2025
153 153/PHPU.BUP-XXIII/2025
154 154/PHPU.BUP-XXIII/2025
155 155/PHPU.BUP-XXIII/2025
156 156/PHPU.BUP-XXIII/2025
157 157/PHPU.BUP-XXII/2025
158 158/PHPU.BUP-XXIII/2025
159 159/PHPU.BUP-XXIII/2025
160 160/PHPU.BUP-XXIII/2025
161 161/PHPU.BUP-XXIII/2025
162 162/PHPU.BUP-XXIII/2025
163 163/PHPU.BUP-XXIII/2025
164  164/PHPU.BUP-XXIII/2025
165 165/PHPU.BUP-XXIII/2025
166 166/PHPU.BUP-XXIII/2025
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g
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Lanjutan Lampiran 16

) @
167 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025
168 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025
169 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025
170 170/PHPU.BUP-XXIII/2025
171 171/PHPU.BUP-XXIII/2025
172 172/PHPU.BUP-XXIII/2025
173 173/PHPU.BUP-XXIII/2025
174 174/PHPU.BUP-XXIII/2025
175 175/PHPU.BUP-XXIII/2025
176 176/PHPU.BUP-XXIII/2025
177 177/PHPU.BUP-XXII/2025
178 178/PHPU.BUP-XXIII/2025
179 179/PHPU.BUP-XXIII/2025
180 180/PHPU.BUP-XXIII/2025
181 181/PHPU.BUP-XXIII/2025
182 182/PHPU.BUP-XXIII/2025
183 183/PHPU.BUP-XXIII/2025
184 184/PHPU.BUP-XXIII/2025
185 185/PHPU.GUB-XXIII/2025
186 186/PHPU.BUP-XXIII/2025
187 187/PHPU.BUP-XXIII/2025
188 188/PHPU.BUP-XXIII/2025
189 189/PHPU.BUP-XXIII/2025
190 190/PHPU.BUP-XXIII/2025
191 191/PHPU.WAKO-XXIII/2025
192 192/PHPU.BUP-XXIII/2025
193 193/PHPU.BUP-XXIII/2025
194 194/PHPU.BUP-XXIII/2025

=
©
=

(5) (6)

g

(8)

9) (10)

o

O O ©O O O O ©O = O =) = O O = O =) =) =2 O 0O = O O o o o o o
EY — SR o I NS N
O O O ©O © ©O © © © © O —m —m O O © © O O O O O o o o o o o
—_— NN N N O NN N O N = = NN NN =2 NN =2 BN NN NN NN o=
=, NN NN RN DNDNN =2 NN NN =2 NN S NN = NN O N = 2N
O O O O © O ©O © © ©O ©O ©O © ©O © © © © O ©o o o o o o o o

302 Mahkamah Konstitusi Dalam Angka 2025



D HAMPIRAN

Lanjutan Lampiran 16

) @
195 195/PHPU.BUP-XXIII/2025
196 196/PHPU.BUP-XXIII/2025
197 197/PHPU.BUP-XXII/2025
198 198/PHPU.BUP-XXIII/2025
199 199/PHPU.WAKO-XXIII/2025
200 200/PHPU.BUP-XXIII/2025
201 201/PHPU.BUP-XXIII/2025
202 202/PHPU.BUP-XXIII/2025
203 203/PHPU.BUP-XXIII/2025
204 204/PHPU.WAKO-XXIII/2025
205  205/PHPU.GUB-XXIII/2025
206 206/PHPU.BUP-XXIII/2025
207 207/PHPU.BUP-XXIII/2025
208 208/PHPU.BUP-XXIII/2025
209 209/PHPU.BUP-XXIII/2025
210 210/PHPU.BUP-XXIII/2025
211 211/PHPU.BUP-XXIII/2025
212 212/PHPU.WAKO-XXIII/2025
213 213/PHPU.BUP-XXIII/2025
214 214/PHPU.BUP-XXIII/2025
215 215/PHPU.BUP-XXIII/2025
216 216/PHPU.BUP-XXIII/2025
217 217/PHPU.BUP-XXIII/2025
218 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025
219 219/PHPU.BUP-XXIII/2025
220 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025
221 221/PHPU.BUP-XXIII/2025
222 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025
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(5) (6)
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9) (10)
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223 223/PHPU.WAKO-XXIII/2025
224 224/PHPU.BUP-XXIII/2025
225 225/PHPU.BUP-XXIII/2025
226 226/PHPU.BUP-XXIII/2025
227 227/PHPU.BUP-XXIII/2025
228 228/PHPU.BUP-XXIII/2025
229 229/PHPU.BUP-XXIII/2025
230 230/PHPU.BUP-XXIII/2025
231 231/PHPU.BUP-XXIII/2025
232 232/PHPU.BUP-XXIII/2025
233 233/PHPU.BUP-XXIII/2025
234 234/PHPU.BUP-XXIII/2025
235 235/PHPU.BUP-XXIII/2025
236 236/PHPU.BUP-XXIII/2025
237 237/PHPU.BUP-XXIII/2025
238 238/PHPU.BUP-XXIII/2025
239 239/PHPU.BUP-XXIII/2025
240 240/PHPU.BUP-XXIII/2025
241 241/PHPU.GUB-XXIII/2025
242 242/PHPU.BUP-XXIII/2025
243 243/PHPU.BUP-XXIII/2025
244 244/PHPU.BUP-XXIII/2025
245 245/PHPU.GUB-XXIII/2025
246 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025
247 247/PHPU.GUB-XXIII/2025
248 248/PHPU.BUP-XXIII/2025
249 249/PHPU.GUB-XXIII/2025
250 250/PHPU.BUP-XXIII/2025
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251 251/PHPU.GUB-XXIII/2025
252 252/PHPU.BUP-XXIII/2025
253 253/PHPU.WAKO-XXIII/2025
254 254/PHPU.BUP-XXIII/2025
255 255/PHPU.BUP-XXIII/2025
256 256/PHPU.BUP-XXIII/2025
257 257/PHPU.GUB-XXIII/2025
258 258/PHPU.GUB-XXIII/2025
259 259/PHPU.BUP-XXIII/2025
260 260/PHPU.BUP-XXIII/2025
261 261/PHPU.GUB-XXIII/2025
262 262/PHPU.GUB-XXIII/2025
263 263/PHPU.GUB-XXIII/2025
264 264/PHPU.WAKO-XXIII/2025
265  265/PHPU.GUB-XXIII/2025
266 266/PHPU.GUB-XXIII/2025
267 267/PHPU.BUP-XXIII/2025
268 268/PHPU.BUP-XXIII/2025
269 269/PHPU.GUB-XXIII/2025
270 270/PHPU.BUP-XXIII/2025
271 271/PHPU.BUP-XXIII/2025
272 272/PHPU.BUP-XXIII/2025
273 273/PHPU.BUP-XXIII/2025
274 274/PHPU.BUP-XXIII/2025
275 275/PHPU.BUP-XXIII/2025
276 276/PHPU.GUB-XXINI/2025
277 277/PHPU.WAKO-XXIIl/2025
278 278/PHPU.BUP-XXIII/2025
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279 279/PHPU.WAKO-XXIIl/2025
280 280/PHPU.BUP-XXIII/2025
281 281/PHPU.BUP-XXIII/2025
282 282/PHPU.BUP-XXIII/2025
283 283/PHPU.BUP-XXIII/2025
284 284/PHPU.GUB-XXIN/2025
285 285/PHPU.BUP-XXIII/2025
286 286/PHPU.BUP-XXIII/2025
287 287/PHPU.BUP-XXIII/2025
288 288/PHPU.BUP-XXIII/2025
289 289/PHPU.BUP-XXIII/2025
290 290/PHPU.BUP-XXIII/2025
291 291/PHPU.BUP-XXIII/2025
292 292/PHPU.BUP-XXIII/2025
293 293/PHPU.GUB-XXIII/2025
294 294/PHPU.BUP-XXIII/2025
295 295/PHPU.GUB-XXIII/2025
296 296/PHPU.BUP-XXIII/2025
297 297/PHPU.BUP-XXIII/2025
298 298/PHPU.BUP-XXIII/2025
299 299/PHPU.BUP-XXIII/2025
300 300/PHPU.BUP-XXIII/2025
301 301/PHPU.BUP-XXIII/2025
302 302/PHPU.GUB-XXIII/2025
303 303/PHPU.BUP-XXIII/2025
304 304/PHPU.GUB-XXIN/2025
305  305/PHPU.BUP-XXIII/2025
306 306/PHPU.BUP-XXIII/2025

=
©

(O]

S
&

(6) @ (8)

9) (10)

o

o O =2 O =) O O O O ) O 0O O O O O = O = O OO O o = o o o o
L R L L e e R S R N R R R R N e — B R N s L = ¥]
Y S S N SRR R S SIS — JONRE LROOR OO
S N T B O R U
L e T T N T N L ) S N T S i NS R N Lt
_ a2 N O N S N = NN NN S NN NNON S NO NN NN
e E e e e e s e e e E e sesEeEeE e E e s e @

306 Mahkamah Konstitusi Dalam Angka 2025



D HAMPIRAN

Lanjutan Lampiran 16

307 307/PHPU.BUP-XXIII/2025
308 308/PHPU.GUB-XXIII/2025
309 309/PHPU.GUB-XXIII/2025
310 310/PHPU.BUP-XXIII/2025
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HAMPIRAN G

Lampiran 17 Jumlah Pihak yang Hadir dalam Pemeriksaan
Persidangan Tahap 1 Perkara PHPUKADA Menurut
Klasifikasi Para Pihak

1 2) (3) (4) (5) (6) W] 8) 9) (10)
1 01/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
2 02/PHPU.BUP-XXII/2025 0 2 1 1 0 2 1 0
3 03/PHPU.BUP-XXII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
4 04/PHPU.BUP-XXIII/2025 1 0 0 1 1 0 2 0
5 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 1 2 1 1 0 1 2 0
6 06/PHPU.WAKO-XXIIl/2025 0 2 1 1 0 1 2 0
7 07/PHPU.WAKO-XXIIl/2025 2 2 1 1 0 1 2 0
8  08/PHPU.WAKO-XXIIl/2025 0 2 1 1 1 1 2 0
9 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025 1 1 1 1 0 2 2 0
10 10/PHPU.BUP-XXIII/2025 = = = = - = - -
11 11/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
12 12/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
13 13/PHPU.WAKO-XXIII/2025 0 2 1 1 1 0 2 0
14 14/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
15 15/PHPU.WAKO-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 1 0
16 16/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 1 0
17 17/PHPU.WAKO-XXIII/2025 0 2 0 2 0 1 1 0
18 18/PHPU.WAKO-XXIII/2025 = = = = - = - -
19 19/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 0
20 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 2 1 0 2 2 0
21 21/PHPU.BUP-XXII/2025 0 2 1 1 0 2 0
22 22/PHPU.BUP-XXIII/2025 = = = = - = = -
23 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025 0 2 1 1 0 1 2 0
24 24/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
25 25/PHPU.BUP-XXII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
26 26/PHPU.WAKO-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
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27 27/PHPU.WAKO-XXIII/2025
28 28/PHPU.BUP-XXIII/2025
29 29/PHPU.BUP-XXIII/2025
30 30/PHPU.BUP-XXIII/2025
31 31/PHPU.BUP-XXIII/2025
32 32/PHPU.BUP-XXIII/2025
33 33/PHPU.BUP-XXIII/2025
34 34/PHPU.BUP-XXIII/2025
35 35/PHPU.BUP-XXIII/2025
36 36/PHPU.BUP-XXIII/2025
37 37/PHPU.BUP-XXIII/2025
38 38/PHPU.BUP-XXIII/2025
39 39/PHPU.BUP-XXIII/2025
40 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025
41 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025
42 42/PHPU.WAKO-XXII1/2025
43 43/PHPU.BUP-XXIII/2025
44 44/PHPU.BUP-XXIII/2025
45 45/PHPU.BUP-XXIII/2025
46 46/PHPU.BUP-XXIII/2025
47 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025
48 48/PHPU.BUP-XXIII/2025
49 49/PHPU.BUP-XXIII/2025
50  50/PHPU.WAKO-XXIII/2025
51 51/PHPU.BUP-XXIII/2025
52 52/PHPU.BUP-XXIII/2025
53 53/PHPU.BUP-XXIII/2025
54 54/PHPU.BUP-XXIII/2025
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55 55/PHPU.BUP-XXIII/2025
56 56/PHPU.BUP-XXIII/2025
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g
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(9) (10)
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N
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o

57 57/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 2 0 2 0
58  58/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
59 59/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
60  60/PHPU.WAKO-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
61  61/PHPU.BUP-XXIII/2025 2 0 1 1 2 0 2 0
62 62/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
63 63/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 0 1 1 1 1 2 0
64  64/PHPU.BUP-XXIII/2025 2 0 2 0 0 2 2 0
65  65/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
66  66/PHPU.WAKO-XXIII/2025 = = = = = = = =
67  67/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
68  68/PHPU.BUP-XXIII/2025 1 1 1 1 1 1 2 0
69  69/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 1 0
70 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
71 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025 1 1 1 1 0 2 2 0
72 72/PHPU.BUP-XXIII/2025 1 0 1 1 0 2 2 0
73 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 1 1 1 1 1 2 0
74 74/PHPU.WAKO-XXIII/2025 0 2 1 1 0 0 2 0
75 75/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 1 1 1 0 2 2 0
76 76/PHPU.BUP-XXIII/2025 2 0 1 1 2 0 2 0
77 717/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
78  78/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
79 79/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
80  80/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
81  81/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 2 0 0 2 2 0
82 82/PHPU.BUP-XXIII/2025 1 1 1 1 0 2 2 0
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83 83/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
84 84/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
85 85/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
86 86/PHPU.BUP-XXIII/2025 1 1 1 1 0 2 2 0
87  87/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
88  88/PHPU.WAKO-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
89  89/PHPU.WAKO-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
90  90/PHPU.WAKO-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 1 0
91 91/PHPU.BUP-XXIII/2025 1 1 1 1 0 0 2 0
92 92/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 0 3 2 0
93 93/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
94 94/PHPU.BUP-XXIII/2025 1 1 1 1 0 2 2 0
95 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
96 96/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
97 97/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 3 0
98 98/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
99 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 0 1 2 0
100 100/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
101 101/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
102 102/PHPU.WAKO-XXIII/2025 = = = = = = = =
103 103/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
104 104/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
105 105/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 2 0 0 2 2 0
106 106/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
107 107/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
108  108/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 0 2 0 2 2 0
109 109/PHPU.BUP-XXIII/2025 1 1 1 1 0 2 2 0
110 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025 0 2 1 1 0 4 2 0
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(U] @) 6 @ 6 (6) (] (] o) (10)
111 111/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 2 0 0 2 2 0
112 112/PHPU.BUP-XXIII/2025 1 1 1 1 0 2 2 0
113 113/PHPU.WAKO-XXIII/2025 = s s = s = s =
114 114/PHPU.BUP-XXIII/2025
115 115/PHPU.BUP-XXIII/2025
116 116/PHPU.BUP-XXIII/2025
117 117/PHPU.BUP-XXIII/2025
118 118/PHPU.BUP-XXIII/2025
119 119/PHPU.BUP-XXIII/2025
120 120/PHPU.BUP-XXIII/2025
121 121/PHPU.WAKO-XXII/2025
122 122/PHPU.BUP-XXIII/2025
123 123/PHPU.BUP-XXIII/2025
124 124/PHPU.BUP-XXIII/2025
125 125/PHPU.BUP-XXIII/2025
126 126/PHPU.BUP-XXIII/2025
127 127/PHPU.BUP-XXIII/2025
128 128/PHPU.BUP-XXIII/2025
129 129/PHPU.BUP-XXIII/2025
130 130/PHPU.BUP-XXIII/2025
131 131/PHPU.BUP-XXIII/2025
132 132/PHPU.BUP-XXIII/2025
133 133/PHPU.BUP-XXIII/2025 = s s =
134 134/PHPU.BUP-XXIII/2025
135 135/PHPU.BUP-XXIII/2025
136 136/PHPU.BUP-XXIII/2025
137 137/PHPU.BUP-XXIII/2025 = s s = s = > =
138 138/PHPU.BUP-XXIII/2025 = > = = = = > =

o o
NN

—

—
o o
o N
NN
o o

_m O ) O O O O O O = O = o o o
_ = N = NN NN NN, N, N NN
O O O ©O © ©O © © © O ©o o o o o o
N NN NN = U NN NN NN NN
NN N NN RN W W N NN NN NN NN
O O O ©O ©O ©O © © © © ©o o o o o o

o = o
N - N
—
—_
o o o
NN
N NN
o o o

312 Mahkamah Konstitusi Dalam Angka 2025



D HAMPIRAN

Lanjutan Lampiran 17

U] @) 6 @ 6 (6) @) ®) () (10)
139 139/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
140 140/PHPU.BUP-XXIII/2025 = > = = > - > >
141 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
142 142/PHPU.BUP-XXIII/2025 = = = = = = = =
143 143/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 2 0 0 2 2 0

144 144/PHPU.BUP-XXIII/2025

145 145/PHPU.WAKO-XXII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
146 146/PHPU.WAKO-XXIII/2025 0 2 2 1 0 2 2 0
147 147/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
148 148/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 1 1 1 0 2 3 0
149 149/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
150 150/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
151 151/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
152 152/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
153 153/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
154 154/PHPU.BUP-XXIII/2025 1 1 2 2 0 2 2 0
155 155/PHPU.BUP-XXIII/2025 1 1 2 2 0 2 2 0
156 156/PHPU.BUP-XXIII/2025 = - = = - = - -
157 157/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
158 158/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
159 159/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 0 4 2 0
160  160/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 0 0 2 0
161 161/PHPU.BUP-XXIII/2025 1 1 2 2 0 2 4 0
162 162/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
163 163/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 2 2 0 2 3 0
164 164/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
165 165/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
166 166/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0

[ T I 313

Mahkamah Konstitusi Dalam Angka 2025



LAMPIRAN

Lanjutan Lampiran 17

U] (2) (3) @ (5) (6) U] (8) 9 (10)
167 167/PHPU.WAKO-XXIIl/2025 0 1 1 1 0 2 2 0
168 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 0 1 1 1 0 2 2 0
169 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
170 170/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
171 171/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
172 172/PHPU.BUP-XXII/2025 0 2 1 1 0 2 3 0
173 173/PHPU.BUP-XXII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
174 174/PHPU.BUP-XXIII/2025 2 0 1 1 0 4 2 0
175 175/PHPU.BUP-XXII/2025 0 1 2 3 0 2 1 0
176  176/PHPU.BUP-XXII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
177 177/PHPU.BUP-XXII/2025 0 1 1 1 1 1 2 0
178 178/PHPU.BUP-XXIII/2025 1 1 2 3 0 2 1 0
179 179/PHPU.BUP-XXII/2025 1 1 1 1 0 2 2 0
180  180/PHPU.BUP-XXII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
181 181/PHPU.BUP-XXII/2025 1 1 1 1 0 1 2 0
182 182/PHPU.BUP-XXIII/2025 1 1 1 1 0 2 2 0
183 183/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
184 184/PHPU.BUP-XXII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
185  185/PHPU.GUB-XXIII/2025 0 0 1 1 0 0 2 0
186 186/PHPU.BUP-XXIII/2025 = - = = = = - -
187  187/PHPU.BUP-XXII/2025 0 2 1 2 0 2 2 0
188  188/PHPU.BUP-XXII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
189  189/PHPU.BUP-XXII/2025 1 1 1 1 0 0 2 0
190  190/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 3 0
191 191/PHPU.WAKO-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
192 192/PHPU.BUP-XXII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
193 193/PHPU.BUP-XXII/2025 0 2 1 1 0 2 3 0
194 194/PHPU.BUP-XXIII/2025 1 1 2 3 0 2 1 0
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195 195/PHPU.BUP-XXIII/2025
196 196/PHPU.BUP-XXIII/2025
197 197/PHPU.BUP-XXIII/2025

=
©
=

(5) (6) 0] (8) 9 (10)

o
N
N
N
o
—_
w
o

198 198/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 1 1 1 0 2 2 0
199 199/PHPU.WAKO-XXII/2025 0 0 1 1 0 0 2 0
200 200/PHPU.BUP-XXIII/2025 1 1 1 1 0 2 2 0
201 201/PHPU.BUP-XXIII/2025 1 1 1 1 0 2 2 0
202 202/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
203 203/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 0 1 2 0
204 204/PHPU.WAKO-XXIII/2025 0 0 1 1 0 0 2 0
205  205/PHPU.GUB-XXIII/2025 = - - = - = - -
206 206/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 1 1 1 0 2 2 0
207 207/PHPU.BUP-XXII1/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
208 208/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
209 209/PHPU.BUP-XXIII/2025 1 1 1 1 0 2 2 0
210 210/PHPU.BUP-XXII1/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
211 211/PHPU.BUP-XXII1/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
212 212/PHPU.WAKO-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
213 213/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
214 214/PHPU.BUP-XXII1/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
215 215/PHPU.BUP-XXII1/2025 0 1 0 1 0 2 1 0
216 216/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
217 217/PHPU.BUP-XXII1/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
218 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
219 219/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 1 1 1 0 2 2 0
220 220/PHPU.WAKO-XXIIl/2025 0 1 1 1 0 2 2 0
221 221/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 3 3 1 0 2 4 0
222 222/PHPU.WAKO-XXIIl/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
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223 223/PHPU.WAKO-XXII/2025 2 0 1 1 0 2 2 0
224 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 2 0 2 0
225 225/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 0 2 0 1 2 0
226 226/PHPU.BUP-XXIII/2025 = - = = = = - -
227 227/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 0 4 2 0
228 228/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 0 1 2 0
229 229/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
230 230/PHPU.BUP-XXIII/2025 1 1 1 1 0 2 2 0
231 231/PHPU.BUP-XXIII/2025 1 1 1 1 0 2 2 0
232 232/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
233 233/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
234 234/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 4 0
235 235/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 3 1 1 0 2 2 0
236 236/PHPU.BUP-XXIII/2025 1 1 1 1 0 2 2 0
237 237/PHPU.BUP-XXIII/2025 2 0 1 1 0 2 2 0
238 238/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
239 239/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
240 240/PHPU.BUP-XXIII/2025 = - = = - - -
241 241/PHPU.GUB-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
242 242/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 0 1 2 0
243 243/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 2 2 0 2 4 0
244 244/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
245 245/PHPU.GUB-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
246 246/PHPU.WAKO-XXIIl/2025 0 0 1 1 0 2 2 0
247 247/PHPU.GUB-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 1 0
248 248/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
249 249/PHPU.GUB-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
250  250/PHPU.BUP-XXIII/2025 1 1 1 1 1 1 2 0
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251 251/PHPU.GUB-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
252 252/PHPU.BUP-XXIII/2025 1 1 1 1 1 1 2 0
253 253/PHPU.WAKO-XXIIl/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
254 254/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
255 255/PHPU.BUP-XXIII/2025 = s s = s = > =
256 256/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
257 257/PHPU.GUB-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
258 258/PHPU.GUB-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
259 259/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
260  260/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 1 1 1 0 0 2 0
261 261/PHPU.GUB-XXIII/2025 = - - = - = - -
262 262/PHPU.GUB-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
263 263/PHPU.GUB-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
264 264/PHPU.WAKO-XXIII/2025 0 0 0 0 0 0 0 0
265  265/PHPU.GUB-XXIII/2025 0 1 1 1 0 2 2 0
266  266/PHPU.GUB-XXIII/2025 1 1 1 1 0 2 2 0
267 267/PHPU.BUP-XXII1/2025 0 2 3 1 1 1 4 0
268 268/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0

269 269/PHPU.GUB-XXIII/2025 = - - = - = - -
270 270/PHPU.BUP-XXII1/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
271 271/PHPU.BUP-XXII1/2025 = s s = > = > =
272 272/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2
273 273/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2
274 274/PHPU.BUP-XXII1/2025 0 2
275 275/PHPU.BUP-XXII1/2025 1 0
276 276/PHPU.GUB-XXIII/2025 0 2
277 277/PHPU.WAKO-XXIIl/2025 0 2
278 278/PHPU.BUP-XXII1/2025 0 2
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279 279/PHPU.WAKO-XXII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
280  280/PHPU.BUP-XXIII/2025 = > - - > - > -
281 281/PHPU.BUP-XXIII/2025
282 282/PHPU.BUP-XXIII/2025
283 283/PHPU.BUP-XXIII/2025
284 284/PHPU.GUB-XXIII/2025
285 285/PHPU.BUP-XXIII/2025
286 286/PHPU.BUP-XXIII/2025
287 287/PHPU.BUP-XXII1/2025 = s s = s = > =
288 288/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 1 0 2 0 1 2 0
289 289/PHPU.BUP-XXIII/2025 = - - = - = - -
290 290/PHPU.BUP-XXIII/2025 = = = = = = = =

291 291/PHPU.BUP-XXII1/2025 0 2 1 1 0 1 2 0
292 292/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 1 1 2 0
293 293/PHPU.GUB-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 2 0
294 294/PHPU.BUP-XXII1/2025 0 2 1 1 0 1 2 0
295 295/PHPU.GUB-XXIII/2025 0 2 3 3 0 2 6 0
296 296/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 0 1 2 0
297 297/PHPU.BUP-XXII1/2025 1 1 1 1 1 1 1 0
298 298/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 1 1 2 0
299 299/PHPU.BUP-XXIII/2025 = s s = > = > =
300  300/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 1 1 2 0
301 301/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 1 1 2 0
302 302/PHPU.GUB-XXIII/2025 1 1 1 1 0 2 2 0
303 303/PHPU.BUP-XXIII/2025 1 1 1 1 0 2 1 0
304 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 1 1 1 1 0 2 2 0
305 305/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 1 1 2 0
306 306/PHPU.BUP-XXIII/2025 1 1 1 1 0 2 1 0
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307  307/PHPU.BUP-XXIII/2025 - - - - 5 - . -

308 308/PHPU.GUB-XXIII/2025
309 309/PHPU.GUB-XXIII/2025
310 310/PHPU.BUP-XXIII/2025

o o o©
—_ NN
—_ W W
_ W W
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Lampiran 18 Jumlah Pihak yang Hadir dalam Pleno Pengucapan
Putusan Tahap 1 Perkara PHPUKADA Menurut
Klasifikasi Para Pihak

U]

(2)
01/PHPU.BUP-XXIII/2025
02/PHPU.BUP-XXIII/2025
03/PHPU.BUP-XXIII/2025
04/PHPU.BUP-XXIII/2025
05/PHPU.WAKO-XXIII/2025
06/PHPU.WAKO-XXIII/2025
07/PHPU.WAKO-XXIII/2025
08/PHPU.WAKO-XXIII/2025
09/PHPU.WAKO-XXIII/2025
10 10/PHPU.BUP-XXIII/2025
11 11/PHPU.BUP-XXIII/2025
12 12/PHPU.BUP-XXIII/2025
13 13/PHPU.WAKO-XXIIl/2025
14 14/PHPU.BUP-XXIII/2025
15 15/PHPU.WAKO-XXII/2025
16 16/PHPU.BUP-XXIII/2025
17 17/PHPU.WAKO-XXII/2025
18 18/PHPU.WAKO-XXIII/2025
19 19/PHPU.BUP-XXIII/2025
20 20/PHPU.BUP-XXIII/2025
21 21/PHPU.BUP-XXIII/2025
22 22/PHPU.BUP-XXIII/2025
23 23/PHPU.WAKO-XXIII/2025
24 24/PHPU.BUP-XXIII/2025
25 25/PHPU.BUP-XXIII/2025
26 26/PHPU.WAKO-XXIII/2025

)
C)
=
=
wvi
<
—
&
&)
=
&

(9) (10)

o
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) @

27 27/PHPU.WAKO-XXIII/2025
28 28/PHPU.BUP-XXII/2025
29 29/PHPU.BUP-XXIII/2025
30 30/PHPU.BUP-XXIII/2025
31 31/PHPU.BUP-XXIII/2025
32 32/PHPU.BUP-XXIII/2025
33 33/PHPU.BUP-XXIII/2025
34 34/PHPU.BUP-XXIII/2025
35 35/PHPU.BUP-XXIII/2025
36 36/PHPU.BUP-XXIII/2025
37 37/PHPU.BUP-XXIII/2025
38 38/PHPU.BUP-XXIII/2025
39 39/PHPU.BUP-XXIII/2025
40 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025
41 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025
42 42/PHPU.WAKO-XXII1/2025
43 43/PHPU.BUP-XXIII/2025
44 44/PHPU.BUP-XXIII/2025
45 45/PHPU.BUP-XXIII/2025
46 46/PHPU.BUP-XXIII/2025
47 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025
48 48/PHPU.BUP-XXIII/2025
49 49/PHPU.BUP-XXIII/2025
50  50/PHPU.WAKO-XXIII/2025
51 51/PHPU.BUP-XXIII/2025
52 52/PHPU.BUP-XXIII/2025
53 53/PHPU.BUP-XXIII/2025
54 54/PHPU.BUP-XXIII/2025

=
©

(O]

<G
<
—
&2
&

(8)

9) (10)

1

1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
2 0
1 0
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1 0
1 0
1 0
1 0
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2 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
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(1) @

55 55/PHPU.BUP-XXIII/2025
56 56/PHPU.BUP-XXIII/2025
57 57/PHPU.BUP-XXIII/2025
58  58/PHPU.BUP-XXIII/2025
59 59/PHPU.BUP-XXIII/2025
60  60/PHPU.WAKO-XXIII/2025
61  61/PHPU.BUP-XXIII/2025
62 62/PHPU.BUP-XXIII/2025
63 63/PHPU.BUP-XXIII/2025
64 64/PHPU.BUP-XXIII/2025
65  65/PHPU.BUP-XXIII/2025
66  66/PHPU.WAKO-XXIII/2025
67  67/PHPU.BUP-XXIII/2025
68  68/PHPU.BUP-XXIII/2025
69  69/PHPU.BUP-XXIII/2025
70 70/PHPU.BUP-XXIII/2025
71 71/PHPU.WAKO-XXIII/2025
72 72/PHPU.BUP-XXIII/2025
73 73/PHPU.BUP-XXIII/2025
74 74/PHPU.WAKO-XXIII/2025
75 75/PHPU.BUP-XXIII/2025
76 76/PHPU.BUP-XXIII/2025
77 77/PHPU.BUP-XXIII/2025
78 78/PHPU.BUP-XXIII/2025
79 79/PHPU.BUP-XXIII/2025
80  80/PHPU.BUP-XXIII/2025
81 81/PHPU.BUP-XXIII/2025
82 82/PHPU.BUP-XXIII/2025
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(1) @

83 83/PHPU.BUP-XXIII/2025
84 84/PHPU.BUP-XXIII/2025
85  85/PHPU.BUP-XXIII/2025
86 86/PHPU.BUP-XXIII/2025
87  87/PHPU.BUP-XXIII/2025
88  88/PHPU.WAKO-XXIII/2025
89  89/PHPU.WAKO-XXIII/2025
90  90/PHPU.WAKO-XXIII/2025
91 91/PHPU.BUP-XXIII/2025
92 92/PHPU.BUP-XXIII/2025
93 93/PHPU.BUP-XXIII/2025
94 94/PHPU.BUP-XXIII/2025
95 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025
96 96/PHPU.BUP-XXIII/2025
97 97/PHPU.BUP-XXIII/2025
98 98/PHPU.BUP-XXII/2025
99 99/PHPU.BUP-XXIII/2025
100 100/PHPU.BUP-XXIII/2025
101 101/PHPU.BUP-XXIII/2025
102 102/PHPU.WAKO-XXIII/2025
103 103/PHPU.BUP-XXIII/2025
104 104/PHPU.BUP-XXIII/2025
105 105/PHPU.BUP-XXIII/2025
106 106/PHPU.BUP-XXIII/2025
107 107/PHPU.BUP-XXIII/2025
108  108/PHPU.BUP-XXIII/2025
109 109/PHPU.BUP-XXIII/2025
110 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025
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(5) (6)

=

®)

9) (10)
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(1) @
111 111/PHPU.BUP-XXIII/2025
112 112/PHPU.BUP-XXIII/2025
113 113/PHPU.WAKO-XXIII/2025
114 114/PHPU.BUP-XXIII/2025
115 115/PHPU.BUP-XXIII/2025
116 116/PHPU.BUP-XXIII/2025
117 117/PHPU.BUP-XXIII/2025
118 118/PHPU.BUP-XXIII/2025
119 119/PHPU.BUP-XXIII/2025
120 120/PHPU.BUP-XXIII/2025
121 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025
122 122/PHPU.BUP-XXIII/2025
123 123/PHPU.BUP-XXIII/2025
124 124/PHPU.BUP-XXIII/2025
125 125/PHPU.BUP-XXIII/2025
126 126/PHPU.BUP-XXIII/2025
127 127/PHPU.BUP-XXIII/2025
128 128/PHPU.BUP-XXIII/2025
129 129/PHPU.BUP-XXIII/2025
130 130/PHPU.BUP-XXIII/2025
131 131/PHPU.BUP-XXIII/2025
132 132/PHPU.BUP-XXIII/2025
133 133/PHPU.BUP-XXIII/2025
134 134/PHPU.BUP-XXIII/2025
135 135/PHPU.BUP-XXIII/2025
136 136/PHPU.BUP-XXIII/2025
137 137/PHPU.BUP-XXIII/2025
138 138/PHPU.BUP-XXIII/2025
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g

(8)

9) (10)

1

0 0
1 0
0 0
1 0
1 0
1 0
1 0
2 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
0 0
1 0
2 0
1 0
1 0
1 0
2 0
1 0
2 0
1 0
1 0
1 0
1 0

) @

139 139/PHPU.BUP-XXIII/2025
140 140/PHPU.BUP-XXIII/2025
141 141/PHPU.WAKO-XXII/2025
142 142/PHPU.BUP-XXIII/2025
143 143/PHPU.BUP-XXIII/2025
144 144/PHPU.BUP-XXIII/2025
145 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025
146 146/PHPU.WAKO-XXIII/2025
147 147/PHPU.BUP-XXIII/2025
148 148/PHPU.BUP-XXIII/2025
149 149/PHPU.BUP-XXIII/2025
150 150/PHPU.BUP-XXIII/2025
151 151/PHPU.BUP-XXIII/2025
152 152/PHPU.BUP-XXIII/2025
153 153/PHPU.BUP-XXIII/2025
154 154/PHPU.BUP-XXIII/2025
155 155/PHPU.BUP-XXIII/2025
156 156/PHPU.BUP-XXIII/2025
157 157/PHPU.BUP-XXIII/2025
158 158/PHPU.BUP-XXIII/2025
159 159/PHPU.BUP-XXIII/2025
160 160/PHPU.BUP-XXIII/2025
161 161/PHPU.BUP-XXIII/2025
162 162/PHPU.BUP-XXIII/2025
163 163/PHPU.BUP-XXIII/2025
164 164/PHPU.BUP-XXIII/2025
165 165/PHPU.BUP-XXIII/2025
166 166/PHPU.BUP-XXIII/2025

=
©
=

(5) (6)

1
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9) (10)

2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

) @

167 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025
168 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025
169 169/PHPU.WAKO-XXII/2025
170 170/PHPU.BUP-XXIII/2025
171 171/PHPU.BUP-XXIII/2025
172 172/PHPU.BUP-XXIII/2025
173 173/PHPU.BUP-XXIII/2025
174 174/PHPU.BUP-XXIII/2025
175 175/PHPU.BUP-XXIII/2025
176 176/PHPU.BUP-XXIII/2025
177 177/PHPU.BUP-XXIII/2025
178 178/PHPU.BUP-XXIII/2025
179 179/PHPU.BUP-XXIII/2025
180 180/PHPU.BUP-XXIII/2025
181 181/PHPU.BUP-XXIII/2025
182 182/PHPU.BUP-XXIII/2025
183 183/PHPU.BUP-XXIII/2025
184 184/PHPU.BUP-XXIII/2025
185 185/PHPU.GUB-XXIII/2025
186 186/PHPU.BUP-XXIII/2025
187 187/PHPU.BUP-XXIII/2025
188 188/PHPU.BUP-XXIII/2025
189 189/PHPU.BUP-XXIII/2025
190 190/PHPU.BUP-XXIII/2025
191 191/PHPU.WAKO-XXII/2025
192 192/PHPU.BUP-XXIII/2025
193 193/PHPU.BUP-XXIII/2025
194 194/PHPU.BUP-XXIII/2025
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1
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195 195/PHPU.BUP-XXIII/2025
196 196/PHPU.BUP-XXIII/2025
197 197/PHPU.BUP-XXIII/2025
198 198/PHPU.BUP-XXIII/2025
199 199/PHPU.WAKO-XXII/2025
200 200/PHPU.BUP-XXIII/2025
201 201/PHPU.BUP-XXIII/2025
202 202/PHPU.BUP-XXIII/2025
203 203/PHPU.BUP-XXIII/2025
204 204/PHPU.WAKO-XXIII/2025
205  205/PHPU.GUB-XXIII/2025
206 206/PHPU.BUP-XXIII/2025
207 207/PHPU.BUP-XXII1/2025
208 208/PHPU.BUP-XXIII/2025
209 209/PHPU.BUP-XXIII/2025
210 210/PHPU.BUP-XXII1/2025
211 211/PHPU.BUP-XXII1/2025
212 212/PHPU.WAKO-XXIII/2025
213 213/PHPU.BUP-XXIII/2025
214 214/PHPU.BUP-XXII1/2025
215 215/PHPU.BUP-XXII1/2025
216 216/PHPU.BUP-XXIII/2025
217 217/PHPU.BUP-XXII1/2025
218 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025
219 219/PHPU.BUP-XXIII/2025
220 220/PHPU.WAKO-XXIIl/2025
221 221/PHPU.BUP-XXIII/2025
222 222/PHPU.WAKO-XXIIl/2025
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) @
223 223/PHPU.WAKO-XXIII/2025
224 224/PHPU.BUP-XXIII/2025
225 225/PHPU.BUP-XXIII/2025
226 226/PHPU.BUP-XXIII/2025
227 227/PHPU.BUP-XXII1/2025
228 228/PHPU.BUP-XXIII/2025
229 229/PHPU.BUP-XXIII/2025
230 230/PHPU.BUP-XXIII/2025
231 231/PHPU.BUP-XXII1/2025
232 232/PHPU.BUP-XXIII/2025
233 233/PHPU.BUP-XXIII/2025
234 234/PHPU.BUP-XXIII/2025
235 235/PHPU.BUP-XXII1/2025
236 236/PHPU.BUP-XXIII/2025
237 237/PHPU.BUP-XXIII/2025
238 238/PHPU.BUP-XXIII/2025
239 239/PHPU.BUP-XXIII/2025
240 240/PHPU.BUP-XXIII/2025
241 241/PHPU.GUB-XXIII/2025
242 242/PHPU.BUP-XXII1/2025
243 243/PHPU.BUP-XXII1/2025
244 244/PHPU.BUP-XXIII/2025
245 245/PHPU.GUB-XXIII/2025
246 246/PHPU.WAKO-XXII/2025
247 247/PHPU.GUB-XXIII/2025
248 248/PHPU.BUP-XXIII/2025
249 249/PHPU.GUB-XXIII/2025
250  250/PHPU.BUP-XXII1/2025
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) @

251 251/PHPU.GUB-XXIII/2025
252 252/PHPU.BUP-XXIII/2025
253 253/PHPU.WAKO-XXIIl/2025
254 254/PHPU.BUP-XXII1/2025
255 255/PHPU.BUP-XXIII/2025
256 256/PHPU.BUP-XXIII/2025
257 257/PHPU.GUB-XXIII/2025
258 258/PHPU.GUB-XXIII/2025
259 259/PHPU.BUP-XXIII/2025
260  260/PHPU.BUP-XXIII/2025
261 261/PHPU.GUB-XXIII/2025
262 262/PHPU.GUB-XXIII/2025
263 263/PHPU.GUB-XXIII/2025
264 264/PHPU.WAKO-XXIII/2025
265  265/PHPU.GUB-XXIII/2025
266 266/PHPU.GUB-XXIII/2025
267 267/PHPU.BUP-XXII1/2025
268 268/PHPU.BUP-XXIII/2025
269 269/PHPU.GUB-XXIII/2025
270 270/PHPU.BUP-XXII1/2025
271 271/PHPU.BUP-XXII1/2025
272 272/PHPU.BUP-XXIII/2025
273 273/PHPU.BUP-XXIII/2025
274 274/PHPU.BUP-XXII1/2025
275 275/PHPU.BUP-XXII1/2025
276 276/PHPU.GUB-XXIII/2025
277 277/PHPU.WAKO-XXIIl/2025
278 278/PHPU.BUP-XXII1/2025
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(1) @)
279 279/PHPU.WAKO-XXIIl/2025
280 280/PHPU.BUP-XXIII/2025
281 281/PHPU.BUP-XXIII/2025
282 282/PHPU.BUP-XXIII/2025
283 283/PHPU.BUP-XXIII/2025
284 284/PHPU.GUB-XXIII/2025
285 285/PHPU.BUP-XXII1/2025
286 286/PHPU.BUP-XXIII/2025
287 287/PHPU.BUP-XXIII/2025
288 288/PHPU.BUP-XXIII/2025
289 289/PHPU.BUP-XXIII/2025
290  290/PHPU.BUP-XXIII/2025
291 291/PHPU.BUP-XXII1/2025
292 292/PHPU.BUP-XXIII/2025
293 293/PHPU.GUB-XXIII/2025
294 294/PHPU.BUP-XXIII/2025
295 295/PHPU.GUB-XXIII/2025
296 296/PHPU.BUP-XXIII/2025
297 297/PHPU.BUP-XXII1/2025
298 298/PHPU.BUP-XXIII/2025
299 299/PHPU.BUP-XXIII/2025
300  300/PHPU.BUP-XXIII/2025
301 301/PHPU.BUP-XXIII/2025
302 302/PHPU.GUB-XXIII/2025
303 303/PHPU.BUP-XXIII/2025
304 304/PHPU.GUB-XXIII/2025
305 305/PHPU.BUP-XXIII/2025
306  306/PHPU.BUP-XXIII/2025
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307  307/PHPU.BUP-XXIII/2025
308 308/PHPU.GUB-XXIII/2025
309 309/PHPU.GUB-XXIII/2025
310 310/PHPU.BUP-XXIII/2025
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Lampiran 19 Jumlah Pihak yang Hadir dalam Pemeriksaan
Persidangan Tahap 2 Perkara PHPUKADA Menurut
Klasifikasi Para Pihak

(U]

@ @)
02/PHPU.BUP-XXIII/2025 0
04/PHPU.BUP-XXIII/2025 0
05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 0
20/PHPU.BUP-XXIII/2025 0
24/PHPU.BUP-XXIII/2025 0
28/PHPU.BUP-XXIII/2025 0
30/PHPU.BUP-XXIII/2025 0
32/PHPU.BUP-XXIII/2025 0
43/PHPU.BUP-XXIII/2025 0
10 44/PHPU.BUP-XXIII/2025 0
11 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025 0
12 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 0
13 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 0
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0
0
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14 68/PHPU.BUP-XXIII/2025
15 70/PHPU.BUP-XXIII/2025
16 73/PHPU.BUP-XXIII/2025
17 75/PHPU.BUP-XXIII/2025
18 81/PHPU.BUP-XXIII/2025
19 93/PHPU.BUP-XXIII/2025
20 96/PHPU.BUP-XXIII/2025
21 99/PHPU.BUP-XXIII/2025
22 100/PHPU.BUP-XXIII/2025
23 132/PHPU.BUP-XXIII/2025
24 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025
25 171/PHPU.BUP-XXIII/2025
26 173/PHPU.BUP-XXIII/2025
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M ) B @ 6 © @ @ © @ @) @0 (13)
27 174/PHPU.BUP-XXIII/2025 2 2 3 1 1 3 1 7 6 3 4
28 183/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 4 1 2 3 0 2 4 3 0
29 195/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 4 1 2 2 0 2 4 3 0
30 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 0o 7 1 2 3 1 0 5 1 2 0
31 232/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 4 4 1 4 3 0 5 4 2 0
32 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 1 32 0 2 3 1 2 3 4 0
33 266/PHPU.GUB-XXIII/2025 0 2 6 2 1 6 0 3 5 3 0
34 267/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 4 2 1 30 2 4 6 0
35 272/PHPU.BUP-XXIII/2025 o 2 4 2 2 4 0 5 4 2 0
36 274/PHPU.BUP-XXIII/2025 o 3 3 3 2 4 1 2 3 5 2
37 283/PHPU.BUP-XXIII/2025 1 23 1 2 4 0 4 4 3 2
38 293/PHPU.GUB-XXIII/2025 0 2 6 2 1 6 0 2 6 2 0
39 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 o 3 o0 3 4 0 2 3 0 4 0
40 305/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 4 1 3 1 3 1 33 3 5
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Lampiran 20 Jumlah Pihak yang Hadir dalam Pleno Pengucapan
Putusan Tahap 2 Perkara PHPUKADA Menurut
Klasifikasi Para Pihak

U]

(2)
02/PHPU.BUP-XXIII/2025
04/PHPU.BUP-XXIII/2025
05/PHPU.WAKO-XXIII/2025
20/PHPU.BUP-XXIII/2025
24/PHPU.BUP-XXIII/2025
28/PHPU.BUP-XXIII/2025
30/PHPU.BUP-XXIII/2025
32/PHPU.BUP-XXIII/2025
43/PHPU.BUP-XXII1/2025
10 44/PHPU.BUP-XXIII/2025
11 47/PHPU.WAKO-XXII/2025
12 51/PHPU.BUP-XXIII/2025
13 55/PHPU.BUP-XXIII/2025
14 68/PHPU.BUP-XXIII/2025
15 70/PHPU.BUP-XXIII/2025
16 73/PHPU.BUP-XXIII/2025
17 75/PHPU.BUP-XXIII/2025
18 81/PHPU.BUP-XXIII/2025
19 93/PHPU.BUP-XXIII/2025
20 96/PHPU.BUP-XXIII/2025
21 99/PHPU.BUP-XXIII/2025
22 100/PHPU.BUP-XXII1/2025
23 132/PHPU.BUP-XXIII/2025
24 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025
25 171/PHPU.BUP-XXIII/2025
26 173/PHPU.BUP-XXIII/2025
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m 2) 3) 4) (5) (6) 0] (8) (9) (10)
27 174/PHPU.BUP-XXIII/2025 1 1 0 1 0 3 1 0
28 183/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 1 0 1 0 1 1 0
29 195/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 1 1 0 0 1 1 0
30 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 0 1 1 0
31 232/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 0 1 1 0 1 1 0
32 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 1 1 1 1 0 1 1 0
33 266/PHPU.GUB-XXIII/2025 0 1 1 0 0 1 1 0
34 267/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 1 0 1 0 1 1 0
35 272/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 1 1 0 1 1 0
36 274/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 2 0 1 0 1 0 0
37 283/PHPU.BUP-XXIII/2025 1 0 0 1 0 1 1 0
38 293/PHPU.GUB-XXIII/2025 0 2 1 1 0 2 1 0
39 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 0 1 1 1 0 1 1 0
40 305/PHPU.BUP-XXIII/2025 0 1 0 1 0 1 1 0
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Lampiran 21 Putusan Perkara PHPUKADA

No Nomor Perkara Jenis Amar Putusan

(1 (2) (3)

1 01/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
2 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 Dikabulkan
3 03/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
4 04/PHPU.BUP-XXIIl/2025 Ditolak
5 05/PHPU.WAKO-XXIIl/2025 Dikabulkan
6  06/PHPU.WAKO-XXIIl/2025 Tidak Dapat Diterima
7 07/PHPU.WAKO-XXIIl/2025 Tidak Dapat Diterima
8  08/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
9 09/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
10 10/PHPU.BUP-XXIII/2025 Ditarik Kembali
11 11/PHPU.BUP-XXIIl/2025 Tidak Dapat Diterima
12 12/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
13 13/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
14 14/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
15 15/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
16 16/PHPU.BUP-XXIIl/2025 Tidak Dapat Diterima
17 17/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Tidak Berwenang
18 18/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Ditarik Kembali
19 19/PHPU.BUP-XXIIl/2025 Tidak Dapat Diterima
20 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 Dikabulkan
21 21/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
22 22/PHPU.BUP-XXIII/2025 Ditarik Kembali
23 23/PHPU.WAKO-XXIIl/2025 Tidak Dapat Diterima
24 24/PHPU.BUP-XXIII/2025 Dikabulkan
25 25/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
26 26/PHPU.WAKO-XXIIl/2025 Tidak Dapat Diterima
27 27/PHPU.WAKO-XXIll/2025 Tidak Dapat Diterima
28 28/PHPU.BUP-XXIII/2025 Dikabulkan
29 29/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
30 30/PHPU.BUP-XXIII/2025 Dikabulkan
31 31/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
32 32/PHPU.BUP-XXIII/2025 Ditolak
33 33/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
34 34/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
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Lanjutan Lampiran 21

No Nomor Perkara Jenis Amar Putusan

(1) ()] (3)

35 35/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
36 36/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
37 37/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
38 38/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Berwenang
39 39/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
40  40/PHPU.WAKO-XXIIl/2025 Tidak Dapat Diterima
41 41/PHPU.WAKO-XXIIl/2025 Tidak Dapat Diterima
42 42/PHPU.WAKO-XXIIl/2025 Tidak Dapat Diterima
43 43/PHPU.BUP-XXIII/2025 Ditolak
44 44/PHPU.BUP-XXIII/2025 Ditolak
45 45/PHPU.BUP-XXII1/2025 Tidak Dapat Diterima
46 46/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
47 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Dikabulkan
48 48/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
49 49/PHPU.BUP-XXII1/2025 Tidak Dapat Diterima
50  50/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Ditarik Kembali
51 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 Dikabulkan
52 52/PHPU.BUP-XXIIl/2025 Tidak Dapat Diterima
53 53/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
54 54/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
55 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 Dikabulkan
56 56/PHPU.BUP-XXIII/2025 Ditarik Kembali
57 57/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
58  58/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
59 59/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
60  60/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
61  61/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
62 62/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
63 63/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
64  64/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
65  65/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
66  66/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Gugur
67  67/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
68  68/PHPU.BUP-XXIII/2025 Dikabulkan
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No Nomor Perkara Jenis Amar Putusan

(1) ()] (3)

69  69/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
70  70/PHPU.BUP-XXIII/2025 Dikabulkan
71 71/PHPU.WAKO-XXIIl/2025 Tidak Dapat Diterima
72 72/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
73 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 Dikabulkan
74 74/PHPU.WAKO-XXIIl/2025 Tidak Dapat Diterima
75 75/PHPU.BUP-XXIII/2025 Dikabulkan
76 76/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
77 77/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
78  78/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
79 79/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
80  80/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
81  81/PHPU.BUP-XXIII/2025 Ditolak
82 82/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
83 83/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
84 84/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
85  85/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
86  86/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
87 87/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
88  88/PHPU.WAKO-XXIIl/2025 Tidak Dapat Diterima
89  89/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
90  90/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
91 91/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
92 92/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
93 93/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
94 94/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
95 95/PHPU.WAKO-XXIIl/2025 Tidak Dapat Diterima
96 96/PHPU.BUP-XXIII/2025 Ditolak
97 97/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
98  98/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
99 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 Dikabulkan
100 100/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
101 101/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
102 102/PHPU.WAKO-XXIIl/2025 Ditarik Kembali
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No
()

103
104
105
106
107
108
109
110
m
112
13
114
15
116
17
118
19
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

Nomor Perkara
2)

103/PHPU.BUP-XXII1/2025
104/PHPU.BUP-XXIII/2025
105/PHPU.BUP-XXII/2025
106/PHPU.BUP-XXII/2025
107/PHPU.BUP-XXII1/2025
108/PHPU.BUP-XXIII/2025
109/PHPU.BUP-XXII/2025
110/PHPU.WAKO-XXIl/2025
111/PHPU.BUP-XXII1/2025
112/PHPU.BUP-XXIII/2025
113/PHPU.WAKO-XXIIl/2025
114/PHPU.BUP-XXII/2025
115/PHPU.BUP-XXII1/2025
116/PHPU.BUP-XXIII/2025
117/PHPU.BUP-XXIII/2025
118/PHPU.BUP-XXII/2025
119/PHPU.BUP-XXII1/2025
120/PHPU.BUP-XXIII/2025
121/PHPU.WAKO-XXIl/2025
122/PHPU.BUP-XXIII/2025
123/PHPU.BUP-XXII1/2025
124/PHPU.BUP-XXIII/2025
125/PHPU.BUP-XXIII/2025
126/PHPU.BUP-XXIII/2025
127/PHPU.BUP-XXII1/2025
128/PHPU.BUP-XXIII/2025
129/PHPU.BUP-XXII/2025
130/PHPU.BUP-XXIII/2025
131/PHPU.BUP-XXII1/2025
132/PHPU.BUP-XXIII/2025
133/PHPU.BUP-XXIII/2025
134/PHPU.BUP-XXIII/2025
135/PHPU.BUP-XXII1/2025
136/PHPU.BUP-XXIII/2025

Jenis Amar Putusan
(3)

LAMPIRAN

Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Berwenang
Tidak Dapat Diterima
Ditarik Kembali
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima

Gugur

Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Dikabulkan

Ditarik Kembali
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
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No Nomor Perkara Jenis Amar Putusan

m @ (3)

137 137/PHPU.BUP-XXIIl/2025 Ditarik Kembali
138 138/PHPU.BUP-XXIII/2025 Ditarik Kembali
139 139/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
140 140/PHPU.BUP-XXIII/2025 Ditarik Kembali
141 141/PHPU.WAKO-XXII1/2025 Tidak Dapat Diterima
142 142/PHPU.BUP-XXIII/2025 Gugur
143 143/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
144 144/PHPU.BUP-XXIII/2025 Ditarik Kembali
145 145/PHPU.WAKO-XXII1/2025 Tidak Dapat Diterima
146 146/PHPU.WAKO-XXIIl/2025 Tidak Dapat Diterima
147 147/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
148 148/PHPU.BUP-XXII/2025 Tidak Dapat Diterima
149 149/PHPU.BUP-XXIIl/2025 Tidak Dapat Diterima
150 150/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
151 151/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
152 152/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
153 153/PHPU.BUP-XXIl/2025 Tidak Dapat Diterima
154 154/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
155 155/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
156 156/PHPU.BUP-XXIII/2025 Ditarik Kembali
157 157/PHPU.BUP-XXIIl/2025 Tidak Dapat Diterima
158 158/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
159 159/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
160  160/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
161 161/PHPU.BUP-XXIIl/2025 Tidak Dapat Diterima
162 162/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
163 163/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
164 164/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
165 165/PHPU.BUP-XXIIl/2025 Tidak Dapat Diterima
166 166/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
167 167/PHPU.WAKO-XXIIl/2025 Tidak Dapat Diterima
168 168/PHPU.WAKO-XXIIl/2025 Dikabulkan
169 169/PHPU.WAKO-XXIIl/2025 Tidak Dapat Diterima
170 170/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
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No
()
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204

Nomor Perkara
2)

171/PHPU.BUP-XXII1/2025
172/PHPU.BUP-XXIII/2025
173/PHPU.BUP-XXIII/2025
174/PHPU.BUP-XXII/2025
175/PHPU.BUP-XXII1/2025
176/PHPU.BUP-XXIII/2025
177/PHPU.BUP-XXIII/2025
178/PHPU.BUP-XXII/2025
179/PHPU.BUP-XXII1/2025
180/PHPU.BUP-XXIII/2025
181/PHPU.BUP-XXII/2025
182/PHPU.BUP-XXIII/2025
183/PHPU.BUP-XXII1/2025
184/PHPU.BUP-XXIII/2025
185/PHPU.GUB-XXII/2025
186/PHPU.BUP-XXIII/2025
187/PHPU.BUP-XXII1/2025
188/PHPU.BUP-XXIII/2025
189/PHPU.BUP-XXIII/2025
190/PHPU.BUP-XXIII/2025
191/PHPU.BUP-XXII1/2025
192/PHPU.BUP-XXIII/2025
193/PHPU.WAKO-XXIIl/2025
194/PHPU.BUP-XXIII/2025
195/PHPU.BUP-XXII1/2025
196/PHPU.BUP-XXIII/2025
197/PHPU.BUP-XXII/2025
198/PHPU.BUP-XXIII/2025
199/PHPU.WAKO-XXIII/2025
200/PHPU.BUP-XXIII/2025
201/PHPU.BUP-XXI1/2025
202/PHPU.BUP-XXIII/2025
203/PHPU.BUP-XXIII/2025
204/PHPU.WAKO-XXII1/2025

Jenis Amar Putusan
(3)

LAMPIRAN

Dikabulkan

Tidak Dapat Diterima
Dikabulkan
Dikabulkan

Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Ditarik Kembali
Ditarik Kembali
Tidak Berwenang
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Berwenang
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Dikabulkan

Ditarik Kembali
Ditarik Kembali
Tidak Berwenang
Ditarik Kembali
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Ditarik Kembali
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No Nomor Perkara Jenis Amar Putusan

m @ (3)

205  205/PHPU.GUB-XXIII/2025 Gugur
206 206/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
207 207/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
208  208/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
209 209/PHPU.BUP-XXII1/2025 Tidak Dapat Diterima
210 210/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
211 211/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
212 212/PHPU.WAKO-XXIIl/2025 Tidak Dapat Diterima
213 213/PHPU.BUP-XXII1/2025 Tidak Dapat Diterima
214 214/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
215 215/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
216 216/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
217 217/PHPU.BUP-XXII1/2025 Tidak Dapat Diterima
218 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
219 219/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
220 220/PHPU.WAKO-XXIIl/2025 Tidak Dapat Diterima
221 221/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
222 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
223 223/PHPU.WAKO-XXIIl/2025 Tidak Dapat Diterima
224 224/PHPU.BUP-XXII1/2025 Dikabulkan
225 225/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
226 226/PHPU.BUP-XXII1/2025 Ditarik Kembali
227 227/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
228 228/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
229 229/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
230 230/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
231 231/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
232 232/PHPU.BUP-XXIII/2025 Ditolak
233 233/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
234 234/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
235 235/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
236 236/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
237 237/PHPU.BUP-XXII1/2025 Tidak Dapat Diterima
238 238/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
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No
(1
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272

Nomor Perkara

@)

239/PHPU.BUP-XXII1/2025
240/PHPU.BUP-XXIII/2025
241/PHPU.GUB-XXIII/2025
242/PHPU.BUP-XXIII/2025
243/PHPU.BUP-XXII1/2025
244/PHPU.BUP-XXIII/2025
245/PHPU.GUB-XXIII/2025
246/PHPU.WAKO-XXII1/2025
247/PHPU.GUB-XXII/2025
248/PHPU.BUP-XXIII/2025
249/PHPU.GUB-XXIII/2025
250/PHPU.BUP-XXIII/2025
251/PHPU.GUB-XXII/2025
252/PHPU.BUP-XXIII/2025
253/PHPU.WAKO-XXII1/2025
254/PHPU.BUP-XXIII/2025
255/PHPU.BUP-XXII1/2025
256/PHPU.BUP-XXIII/2025
257/PHPU.GUB-XXIII/2025
258/PHPU.GUB-XXIII/2025
259/PHPU.BUP-XXII1/2025
260/PHPU.BUP-XXIII/2025
261/PHPU.GUB-XXIII/2025
262/PHPU.GUB-XXIII/2025
263/PHPU.GUB-XXII/2025
264/PHPU.WAKO-XXII1/2025
265/PHPU.GUB-XXIII/2025
266/PHPU.GUB-XXIII/2025
267/PHPU.BUP-XXII1/2025
268/PHPU.BUP-XXIII/2025
269/PHPU.GUB-XXIII/2025
270/PHPU.BUP-XXIII/2025
271/PHPU.BUP-XXII1/2025
272/PHPU.BUP-XXIII/2025

LAMPIRAN

Jenis Amar Putusan

3)
Tidak Dapat Diterima
Guqur
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Ditarik Kembali
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Dikabulkan
Ditarik Kembali
Tidak Dapat Diterima
Ditarik Kembali
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Ditolak
Dikabulkan
Tidak Dapat Diterima
Ditarik Kembali
Tidak Dapat Diterima
Ditarik Kembali
Tidak Dapat Diterima
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No Nomor Perkara Jenis Amar Putusan

(1) ()] (3)

273 273/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
274 274/PHPU.BUP-XXII1/2025 Dikabulkan
275 275/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
276  276/PHPU.GUB-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
277 277/PHPU.WAKO-XXIIl/2025 Tidak Dapat Diterima
278  278/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
279 279/PHPU.WAKO-XXIIl/2025 Tidak Dapat Diterima
280  280/PHPU.BUP-XXII1/2025 Gugur
281 281/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
282 282/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
283 283/PHPU.BUP-XXIII/2025 Ditolak
284 284/PHPU.GUB-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
285 285/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
286 286/PHPU.BUP-XXIII/2025 Ditarik Kembali
287 287/PHPU.BUP-XXII1/2025 Gugur
288  288/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
289 289/PHPU.BUP-XXIII/2025 Ditarik Kembali
290  290/PHPU.BUP-XXIII/2025 Ditarik Kembali
291 291/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
292 292/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
293 293/PHPU.GUB-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
294 294/PHPU.BUP-XXII1/2025 Tidak Dapat Diterima
295 295/PHPU.GUB-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
296 296/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
297 297/PHPU.BUP-XXII1/2025 Tidak Dapat Diterima
298 298/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
299 299/PHPU.BUP-XXII1/2025 Ditarik Kembali
300  300/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
301 301/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
302 302/PHPU.GUB-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
303 303/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
304 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 Dikabulkan
305  305/PHPU.BUP-XXIII/2025 Dikabulkan
306 306/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
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(1) @) ()]

307 307/PHPU.BUP-XXIII/2025 Gugur
308  308/PHPU.GUB-XXIIl/2025 Tidak Dapat Diterima
309 309/PHPU.GUB-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
310 310/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
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Lampiran 22 Permohonan Perkara PHPUKADA Pasca PSU

(U] @ (6)] @) () (6) (7)
1 1/PAN.MK/e-AP3/03/2025  Papua Kabupaten Bupati Paslon Online
Tengah Puncak Jaya Bupati
2 2/PAN.MK/e-AP3/03/2025  Riau Kabupaten Siak Bupati Lain-lain Online
3 3/PAN.MK/e-AP3/03/2025  Kalimantan Kabupaten Bupati Paslon Offline
Tengah Barito Utara Bupati
4 4/PAN.MK/e-AP3/04/2025  Maluku Kabupaten Bupati Paslon Offline
Buru Bupati
5 5/PAN.MK/e-AP3/04/2025  Maluku Kabupaten Bupati Paslon Online
Utara Pulau Taliabu Bupati
6 6/PAN.MK/e-AP3/04/2025  Sulawesi ~ Kabupaten Bupati Paslon Offline
Tengah Banggai Bupati
7 7/PAN.MK/e-AP3/04/2025  Sulawesi Kabupaten Bupati Paslon Offline
Utara Kepulauan Bupati
Talaud
8 8/PAN.MK/e-AP3/04/2025  Kalimantan Kota Walikota Pemantau Offline
Selatan Banjarbaru
9 9/PAN.MK/e-AP3/04/2025  Kalimantan Kota Walikota Lain-lain Offline
Selatan Banjarbaru
10 10/PAN.MK/e-AP3/04/2025 Gorontalo  Kabupaten Bupati Paslon Offline
Gorontalo Bupati
Utara
11 11/PAN.MK/e-AP3/04/2025 JawaBarat  Kabupaten Bupati Paslon Online
Tasikmalaya Bupati
12 12/PAN.MK/e-AP3/04/2025 Bengkulu  Kabupaten Bupati Paslon Offline
Bengkulu Bupati
Selatan
13 13/PAN.MK/e-AP3/04/2025 Sumatera  Kabupaten Bupati Paslon Online
Selatan Empat Lawang Bupati
14 14/PAN.MK/e-AP3/04/2025 JawaBarat  Kabupaten Bupati Paslon Offline
Tasikmalaya Bupati
15 15/PAN.MK/e-AP3/06/2025 Lampung  Kabupaten Bupati Paslon Online
Pesawaran Bupati
16 16/PAN.MK/e-AP3/06/2025  Kalimantan  Kabupaten Bupati Paslon Offline
Timur Mahakam Ulu Bupati
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(U] @ 3) @) (5) (6) @)
17 17/PAN.MK/e-AP3/06/2025  Sulawesi Kota Palopo Walikota Paslon Offline
Selatan Walikota
18 19/PAN.MK/e-AP3/08/2025  Kalimantan Kabupaten Bupati Paslon Online
Tengah Barito Utara Bupati
19 20/PAN.MK/e-AP3/08/2025  Papua Kabupaten Bupati Paslon Online
Selatan Boven Digoel Bupati
20 21/PAN.MK/e-AP3/08/2025  Papua Kabupaten Bupati Paslon Online
Selatan Boven Digoel Bupati
21 22/PAN.MK/e-AP3/08/2025  Papua Provinsi Papua Gubernur Paslon Online
Gubernur
22 23/PAN.MK/e-AP3/09/2025  Kepulauan  Kabupaten Bupati Paslon Online
Bangka Bangka Bupati
Belitung
23 24/PAN.MK/e-AP3/09/2025  Kepulauan  Kabupaten Bupati Paslon Online
Bangka Bangka Bupati
Belitung
24 25/PAN.MK/e-AP3/09/2025  Kepulauan  Kabupaten Bupati Paslon Online
Bangka Bangka Bupati
Belitung
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O N oA W N = 3

NN N NN = — —a 03— a3 3
S W NN —m O VW o0 NN oYW N - o

Nomor Permohonan

@
1/PAN.MK/e-AP3/03/2025
2/PAN.MK/e-AP3/03/2025
3/PAN.MK/e-AP3/03/2025
4/PAN.MK/e-AP3/04/2025
5/PAN.MK/e-AP3/04/2025
6/PAN.MK/e-AP3/04/2025
7/PAN.MK/e-AP3/04/2025
8/PAN.MK/e-AP3/04/2025
9/PAN.MK/e-AP3/04/2025
10/PAN.MK/e-AP3/04/2025
11/PAN.MK/e-AP3/04/2025
12/PAN.MK/e-AP3/04/2025
13/PAN.MK/e-AP3/04/2025
14/PAN.MK/e-AP3/04/2025
15/PAN.MK/e-AP3/06/2025
16/PAN.MK/e-AP3/06/2025
17/PAN.MK/e-AP3/06/2025
19/PAN.MK/e-AP3/08/2025
20/PAN.MK/e-AP3/08/2025
21/PAN.MK/e-AP3/08/2025
22/PAN.MK/e-AP3/08/2025
23/PAN.MK/e-AP3/09/2025
24/PAN.MK/e-AP3/09/2025
25/PAN.MK/e-AP3/09/2025

Nomor Perkara

@)
311/PHPU.BUP-XXII1/2025
312/PHPU.BUP-XXIII/2025
313/PHPU.BUP-XXIII/2025
314/PHPU.BUP-XXIII/2025
315/PHPU.BUP-XXII1/2025
316/PHPU.BUP-XXII1/2025
317/PHPU.BUP-XXIII/2025
318/PHPU.WAKO-XXI11/2025
319/PHPU.WAKO-XXIII/2025
320/PHPU.BUP-XXII1/2025
321/PHPU.BUP-XXIII/2025
322/PHPU.BUP-XXIII/2025
323/PHPU.BUP-XXII1/2025
324/PHPU.BUP-XXII1/2025
325/PHPU.BUP-XXIII/2025
327/PHPU.BUP-XXII1/2025
326/PHPU.WAKO-XXI11/2025
331/PHPU.BUP-XXIII/2025
330/PHPU.BUP-XXIII/2025
329/PHPU.BUP-XXII1/2025
328/PHPU.GUB-XXIII/2025
332/PHPU.BUP-XXIII/2025
333/PHPU.BUP-XXIII/2025
334/PHPU.BUP-XXII1/2025

Klasifikasi
Kepala Daerah
(4)
Bupati
Bupati
Bupati
Bupati
Bupati
Bupati
Bupati
Walikota
Walikota
Bupati
Bupati
Bupati
Bupati
Bupati
Bupati
Bupati
Walikota
Bupati
Bupati
Bupati
Gubernur
Bupati
Bupati
Bupati

Perkara PHPUKADA Pasca PSU yang Diregistrasi

Panel Sidang

)
Il
I
|
11
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Lampiran 24 Jumlah Alat Bukti Perkara PHPUKADA Pasca PSU
Menurut Klasifikasi Para Pihak

) @) @) ) 6) (6)
1 311/PHPU.BUP-XXIII/2025 82 19 21 7
2 312/PHPU.BUP-XXIII/2025 28 85 13 25
3 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 44 33 84 35
4 314/PHPU.BUP-XXIII/2025 101 19 16 60
5 315/PHPU.BUP-XXIII/2025 33 31 45 59
6 316/PHPU.BUP-XXIII/2025 76 64 92 73
7 317/PHPU.BUP-XXIII/2025 46 21 35 31
8  318/PHPU.WAKO-XXIII/2025 192 56 34 34
9 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025 172 56 20 28

10 320/PHPU.BUP-XXIII/2025 119 27 18 212

11 321/PHPU.BUP-XXIII/2025 51 4 51 19

12 322/PHPU.BUP-XXIII/2025 54 y 17 24

13 323/PHPU.BUP-XXIII/2025 22 68 62 228

14 324/PHPU.BUP-XXIIl/2025 30 35 51 14

15 325/PHPU.BUP-XXIII/2025 1 44 4 55

16 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025 40 Ly} Ly} 54

17 327/PHPU.BUP-XXIIl/2025 58 43 137 61

18 328/PHPU.GUB-XXIII/2025 238 4 155 156

19 329/PHPU.BUP-XXIII/2025 29 12 7 32

20 330/PHPU.BUP-XXIII/2025 31 15 5 L]

21 331/PHPU.BUP-XXIII/2025 190 88 31 21

22 332/PHPU.BUP-XXIII/2025 49 32 293 60

23 333/PHPU.BUP-XXIII/2025 12 39 5 29

24 334/PHPU.BUP-XXIII/2025 32 M 10 30
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Lampiran 25 Putusan Perkara PHPUKADA Pasca PSU

No Nomor Perkara Jenis Amar Putusan

(1 (2) (3)

1 311/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
2 312/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
3 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 Dikabulkan
4 314/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
5 315/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
6 316/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
7 317/PHPU.BUP-XXIII/2025 Ditolak
8  318/PHPU.WAKO-XXIIl/2025 Tidak Dapat Diterima
9 319/PHPU.WAKO-XXIIl/2025 Tidak Dapat Diterima
10 320/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
11 321/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
12 322/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
13 323/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
14 324/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
15 325/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
16 327/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
17 326/PHPU.WAKO-XXIIl/2025 Tidak Dapat Diterima
18 331/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
19 330/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
20 329/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
21 328/PHPU.GUB-XXIIl/2025 Ditolak
22 332/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
23 333/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
24 334/PHPU.BUP-XXIII/2025 Tidak Dapat Diterima
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=

O 0 N O L1 B W N =

Nomor Perkara

@
01/PHPU.BUP-XXII1/2025
02/PHPU.BUP-XXIII/2025
03/PHPU.BUP-XXIII/2025
04/PHPU.BUP-XXIII/2025
05/PHPU.WAKO-XXIII/2025
06/PHPU.WAKO-XXIII/2025
07/PHPU.WAKO-XXIII/2025
08/PHPU.WAKO-XXIII/2025
09/PHPU.WAKO-XXIII/2025
10/PHPU.BUP-XXIII/2025
11/PHPU.BUP-XXIII/2025
12/PHPU.BUP-XXIII/2025
13/PHPU.WAKO-XXIIl/2025
14/PHPU.BUP-XXIII/2025
15/PHPU.WAKO-XXI11/2025
16/PHPU.BUP-XXIII/2025
17/PHPU.WAKO-XXIIl/2025
18/PHPU.WAKO-XXIl/2025
19/PHPU.BUP-XXIII/2025
20/PHPU.BUP-XXIII/2025
21/PHPU.BUP-XXII1/2025
22/PHPU.BUP-XXIII/2025
23/PHPU.WAKO-XXIII/2025
24/PHPU.BUP-XXIII/2025
25/PHPU.BUP-XXII1/2025
26/PHPU.WAKO-XXIII/2025
27/PHPU.WAKO-XXIII/2025
28/PHPU.BUP-XXIII/2025
29/PHPU.BUP-XXII1/2025
30/PHPU.BUP-XXIII/2025
31/PHPU.BUP-XXIII/2025
32/PHPU.BUP-XXIII/2025
33/PHPU.BUP-XXII1/2025

Tanggal
Registrasi

(6]

03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025

Tanggal
Putusan
(4)
04/02/2025
24/02/2025
04/02/2025
24/02/2025
24/02/2025
04/02/2025
04/02/2025
04/02/2025
04/02/2025
04/02/2025
04/02/2025
05/02/2025
04/02/2025
04/02/2025
04/02/2025
05/02/2025
04/02/2025
04/02/2025
04/02/2025
24/02/2025
04/02/2025
04/02/2025
04/02/2025
24/02/2025
04/02/2025
04/02/2025
04/02/2025
24/02/2025
05/02/2025
24/02/2025
04/02/2025
24/02/2025
04/02/2025

LAMPIRAN

Lama Penyelesaian Perkara PHPUKADA

Lama Penyelesaian
Perkara (Hari Kerja)
(5)
19
33
19
33
33
19
19
19
19
19
19
20
19
19
19
20
19
19
19
33
19
19
19
33
19
19
19
33
20
33
19
33
19
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Lanjutan Lampiran 26

Tanggal Tanggal Lama Penyelesaian
No il Regigtgrasi Putl??an Perkara (Hyari Kerja)
(V)] (2) (3) (4) (5)
34 34/PHPU.BUP-XXII/2025 03/01/2025 04/02/2025 19
35 35/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 04/02/2025 19
36 36/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 04/02/2025 19
37 37/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 04/02/2025 19
38 38/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 04/02/2025 19
39 39/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 04/02/2025 19
40  40/PHPU.WAKO-XXIII/2025 03/01/2025 04/02/2025 19
41 41/PHPU.WAKO-XXII/2025 03/01/2025 04/02/2025 19
42 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025 03/01/2025 04/02/2025 19
43 43/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 24/02/2025 33
44 44/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 24/02/2025 33
45 45/PHPU.BUP-XXII/2025 03/01/2025 04/02/2025 19
46  46/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 04/02/2025 19
47 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025 03/01/2025 24/02/2025 33
48  48/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 04/02/2025 19
49  49/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 04/02/2025 19
50  50/PHPU.WAKO-XXIII/2025 03/01/2025 04/02/2025 19
51 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 24/02/2025 33
52 52/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 04/02/2025 19
53 53/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 04/02/2025 19
54 54/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 05/02/2025 20
55 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 24/02/2025 33
56 56/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 04/02/2025 19
57 57/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 04/02/2025 19
58  58/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 04/02/2025 19
59  59/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 04/02/2025 19
60  60/PHPU.WAKO-XXIII/2025 03/01/2025 04/02/2025 19
61  61/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 04/02/2025 19
62  62/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 04/02/2025 19
63 63/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 04/02/2025 19
64  64/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 04/02/2025 19
65  65/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 05/02/2025 20
66  66/PHPU.WAKO-XXIII/2025 03/01/2025 04/02/2025 19
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Lanjutan Lampiran 26

Nomor Perkara

()
67/PHPU.BUP-XXII1/2025
68/PHPU.BUP-XXIII/2025
69/PHPU.BUP-XXIII/2025
70/PHPU.BUP-XXII1/2025

71/PHPU.WAKO-XXIII/2025

72/PHPU.BUP-XXIII/2025
73/PHPU.BUP-XXIII/2025

74/PHPU.WAKO-XXIII/2025

75/PHPU.BUP-XXII1/2025
76/PHPU.BUP-XXIII/2025
77/PHPU.BUP-XXIII/2025
78/PHPU.BUP-XXII1/2025
79/PHPU.BUP-XXII1/2025
80/PHPU.BUP-XXIII/2025
81/PHPU.BUP-XXIII/2025
82/PHPU.BUP-XXII1/2025
83/PHPU.BUP-XXII1/2025
84/PHPU.BUP-XXIII/2025
85/PHPU.BUP-XXIII/2025
86/PHPU.BUP-XXII1/2025
87/PHPU.BUP-XXIII/2025

88/PHPU.WAKO-XXIII/2025
89/PHPU.WAKO-XXIII/2025
90/PHPU.WAKO-XXIII/2025

91/PHPU.BUP-XXIII/2025
92/PHPU.BUP-XXIII/2025
93/PHPU.BUP-XXIII/2025
94/PHPU.BUP-XXII1/2025

95/PHPU.WAKO-XXIII/2025

96/PHPU.BUP-XXIII/2025

97/PHPU.WAKO-XXIII/2025

98/PHPU.BUP-XXII1/2025
99/PHPU.BUP-XXIII/2025

Tanggal
Registrasi

(6]

03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025

Tanggal
Putusan
(4)
04/02/2025
24/02/2025
04/02/2025
24/02/2025
04/02/2025
04/02/2025
24/02/2025
04/02/2025
24/02/2025
04/02/2025
05/02/2025
04/02/2025
04/02/2025
04/02/2025
24/02/2025
05/02/2025
05/02/2025
04/02/2025
04/02/2025
05/02/2025
05/02/2025
04/02/2025
04/02/2025
05/02/2025
04/02/2025
04/02/2025
24/02/2025
04/02/2025
04/02/2025
24/02/2025
04/02/2025
04/02/2025
24/02/2025

LAMPIRAN

Lama Penyelesaian
Perkara (Hari Kerja)
5)
19
33
19
33
19
19
33
19
33
19
20
19
19
19
33
20
20
19
19
20
20
19
19
20
19
19
33
19
19
33
19
19
33
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Tanggal Tanggal Lama Penyelesaian
No il Regigtgrasi Putl??an Perkara (Hyari Kerja)
(V)] (2) (3) (4) (5)
100 100/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 24/02/2025 33
101 101/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 05/02/2025 20
102 102/PHPU.WAKO-XXIII/2025 03/01/2025 04/02/2025 19
103 103/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 05/02/2025 20
104 104/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 05/02/2025 20
105  105/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 05/02/2025 20
106  106/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 05/02/2025 20
107 107/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 04/02/2025 19
108  108/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 05/02/2025 20
109 109/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 05/02/2025 20
110 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025 03/01/2025 05/02/2025 20
111 111/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 04/02/2025 19
112 112/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 04/02/2025 19
113 113/PHPU.WAKO-XXIII/2025 03/01/2025 04/02/2025 19
114 114/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 04/02/2025 19
115 115/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 05/02/2025 20
116 116/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 04/02/2025 19
117 117/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 05/02/2025 20
118 118/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 04/02/2025 19
119 119/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 04/02/2025 19
120 120/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 05/02/2025 20
121 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025 03/01/2025 05/02/2025 20
122 122/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 04/02/2025 19
123 123/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 05/02/2025 20
124 124/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 05/02/2025 20
125 125/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 05/02/2025 20
126 126/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 05/02/2025 20
127 127/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 05/02/2025 20
128  128/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 05/02/2025 20
129 129/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 05/02/2025 20
130 130/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 05/02/2025 20
131 131/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 05/02/2025 20
132 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 24/02/2025 33
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U]
133
134
135
136
137
138
139
140
14
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

Nomor Perkara

@
133/PHPU.BUP-XXII/2025
134/PHPU.BUP-XXII1/2025
135/PHPU.BUP-XXIII/2025
136/PHPU.BUP-XXIII/2025
137/PHPU.BUP-XXII/2025
138/PHPU.BUP-XXII1/2025
139/PHPU.BUP-XXIII/2025
140/PHPU.BUP-XXIII/2025
141/PHPU.WAKO-XXIIl/2025
142/PHPU.BUP-XXII1/2025
143/PHPU.BUP-XXIII/2025
144/PHPU.BUP-XXIII/2025
145/PHPU.WAKO-XXIIl/2025
146/PHPU.WAKO-XXIII/2025
147/PHPU.BUP-XXII/2025
148/PHPU.BUP-XXIII/2025
149/PHPU.BUP-XXII/2025
150/PHPU.BUP-XXII1/2025
151/PHPU.BUP-XXIII/2025
152/PHPU.BUP-XXIII/2025
153/PHPU.BUP-XXIII/2025
154/PHPU.BUP-XXII1/2025
155/PHPU.BUP-XXIII/2025
156/PHPU.BUP-XXIII/2025
157/PHPU.BUP-XXIII/2025
158/PHPU.BUP-XXII1/2025
159/PHPU.BUP-XXIII/2025
160/PHPU.BUP-XXIII/2025
161/PHPU.BUP-XXIII/2025
162/PHPU.BUP-XXII1/2025
163/PHPU.BUP-XXIII/2025
164/PHPU.BUP-XXII/2025
165/PHPU.BUP-XXII1/2025

Tanggal
Registrasi

(6]

03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025

Tanggal
Putusan
(4)
04/02/2025
05/02/2025
04/02/2025
05/02/2025
04/02/2025
04/02/2025
04/02/2025
04/02/2025
05/02/2025
04/02/2025
05/02/2025
04/02/2025
05/02/2025
05/02/2025
05/02/2025
04/02/2025
05/02/2025
05/02/2025
04/02/2025
04/02/2025
04/02/2025
05/02/2025
05/02/2025
04/02/2025
04/02/2025
05/02/2025
05/02/2025
05/02/2025
04/02/2025
05/02/2025
05/02/2025
04/02/2025
05/02/2025

LAMPIRAN

Lama Penyelesaian
Perkara (Hari Kerja)
5)
19
20
19
20
19
19
19
19
20
19
20
19
20
20
20
19
20
20
19
19
19
20
20
19
19
20
20
20
19
20
20
19
20
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Tanggal Tanggal Lama Penyelesaian
No il Regigtgrasi Putl??an Perkara (Hyari Kerja)
(V)] (2) (3) (4) (5)
166  166/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 04/02/2025 19
167 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025 03/01/2025 04/02/2025 19
168  168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 03/01/2025 24/02/2025 33
169  169/PHPU.WAKO-XXIII/2025 03/01/2025 05/02/2025 20
170 170/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 04/02/2025 19
171 171/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 24/02/2025 33
172 172/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 04/02/2025 19
173 173/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 24/02/2025 33
174 174/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 24/02/2025 33
175 175/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 05/02/2025 20
176  176/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 04/02/2025 19
177 177/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 05/02/2025 20
178  178/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 05/02/2025 20
179 179/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 04/02/2025 19
180  180/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 05/02/2025 20
181 181/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 05/02/2025 20
182 182/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 05/02/2025 20
183 183/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 24/02/2025 33
184 184/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 04/02/2025 19
185  185/PHPU.GUB-XXIII/2025 03/01/2025 05/02/2025 20
186  186/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 04/02/2025 19
187 187/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 04/02/2025 19
188  188/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 05/02/2025 20
189 189/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 05/02/2025 20
190  190/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 05/02/2025 20
191 191/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 04/02/2025 19
192 192/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 05/02/2025 20
193 193/PHPU.WAKO-XXIII/2025 03/01/2025 05/02/2025 20
194 194/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 05/02/2025 20
195 195/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 24/02/2025 33
196  196/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 04/02/2025 19
197 197/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 04/02/2025 19
198  198/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 04/02/2025 19
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U]
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
M
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231

Nomor Perkara

()
199/PHPU.WAKO-XXIl/2025
200/PHPU.BUP-XXIII/2025
201/PHPU.BUP-XXIII/2025
202/PHPU.BUP-XXII1/2025
203/PHPU.BUP-XXII1/2025
204/PHPU.WAKO-XXII1/2025
205/PHPU.GUB-XXIII/2025
206/PHPU.BUP-XXII1/2025
207/PHPU.BUP-XXII1/2025
208/PHPU.BUP-XXIII/2025
209/PHPU.BUP-XXIII/2025
210/PHPU.BUP-XXII1/2025
211/PHPU.BUP-XXII1/2025
212/PHPU.WAKO-XXII1/2025
213/PHPU.BUP-XXIII/2025
214/PHPU.BUP-XXII1/2025
215/PHPU.BUP-XXII1/2025
216/PHPU.BUP-XXIII/2025
217/PHPU.BUP-XXIII/2025
218/PHPU.WAKO-XXIII/2025
219/PHPU.BUP-XXIII/2025
220/PHPU.WAKO-XXII1/2025
221/PHPU.BUP-XXIII/2025
222/PHPU.WAKO-XXIII/2025
223/PHPU.WAKO-XXII1/2025
224/PHPU.BUP-XXIII/2025
225/PHPU.BUP-XXIII/2025
226/PHPU.BUP-XXII1/2025
227/PHPU.BUP-XXIII/2025
228/PHPU.BUP-XXIII/2025
229/PHPU.BUP-XXIII/2025
230/PHPU.BUP-XXII1/2025
231/PHPU.BUP-XXIII/2025

Tanggal
Registrasi

@)
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025

Tanggal
Putusan

@
04/02/2025
05/02/2025
05/02/2025
04/02/2025
05/02/2025
04/02/2025
04/02/2025
05/02/2025
05/02/2025
04/02/2025
05/02/2025
05/02/2025
05/02/2025
05/02/2025
05/02/2025
05/02/2025
05/02/2025
05/02/2025
05/02/2025
04/02/2025
05/02/2025
04/02/2025
05/02/2025
05/02/2025
04/02/2025
24/02/2025
05/02/2025
04/02/2025
05/02/2025
05/02/2025
05/02/2025
05/02/2025
05/02/2025

LAMPIRAN

Lama Penyelesaian
Perkara (Hari Kerja)

()
19
20
20
19
20
19
19
20
20
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
19
20
19
20
20
19
33
20
19
20
20
20
20
20
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Tanggal Tanggal Lama Penyelesaian
No il Regigtgrasi Putl??an Perkara (Hyari Kerja)
(V)] (2) (3) (4) (5)
232 232/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 24/02/2025 33
233 233/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 05/02/2025 20
234 234/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 05/02/2025 20
235 235/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 05/02/2025 20
236 236/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 05/02/2025 20
237 237/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 05/02/2025 20
238 238/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 05/02/2025 20
239 239/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 05/02/2025 20
240 240/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 04/02/2025 19
241 241/PHPU.GUB-XXIII/2025 03/01/2025 05/02/2025 20
242 242/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 05/02/2025 20
243 243/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 05/02/2025 20
244 244/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 05/02/2025 20
245 245/PHPU.GUB-XXIII/2025 03/01/2025 05/02/2025 20
246 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025 03/01/2025 05/02/2025 20
247 247/PHPU.GUB-XXII/2025 03/01/2025 04/02/2025 19
248 248/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 04/02/2025 19
249 249/PHPU.GUB-XXIII/2025 03/01/2025 04/02/2025 19
250 250/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 05/02/2025 20
251 251/PHPU.GUB-XXII/2025 03/01/2025 05/02/2025 20
252 252/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 05/02/2025 20
253 253/PHPU.WAKO-XXIII/2025 03/01/2025 04/02/2025 19
254 254/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 05/02/2025 20
255 255/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 04/02/2025 19
256 256/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 05/02/2025 20
257 257/PHPU.GUB-XXIII/2025 03/01/2025 04/02/2025 19
258 258/PHPU.GUB-XXII/2025 03/01/2025 05/02/2025 20
259 259/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 05/02/2025 20
260 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 24/02/2025 33
261 261/PHPU.GUB-XXIII/2025 03/01/2025 04/02/2025 19
262 262/PHPU.GUB-XXIII/2025 03/01/2025 05/02/2025 20
263 263/PHPU.GUB-XXII/2025 03/01/2025 04/02/2025 19
264 264/PHPU.WAKO-XXIII/2025 03/01/2025 05/02/2025 20
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U]
265
266
267
268
269
270
27
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297

Nomor Perkara

@
265/PHPU.GUB-XXII/2025
266/PHPU.GUB-XXIII/2025
267/PHPU.BUP-XXIII/2025
268/PHPU.BUP-XXII1/2025
269/PHPU.GUB-XXII/2025
270/PHPU.BUP-XXIII/2025
271/PHPU.BUP-XXIII/2025
272/PHPU.BUP-XXII1/2025
273/PHPU.BUP-XXII1/2025
274/PHPU.BUP-XXIII/2025
275/PHPU.BUP-XXIII/2025
276/PHPU.GUB-XXII/2025
277/PHPU.WAKO-XXII1/2025
278/PHPU.BUP-XXIII/2025
279/PHPU.WAKO-XXII1/2025
280/PHPU.BUP-XXII1/2025
281/PHPU.BUP-XXII1/2025
282/PHPU.BUP-XXIII/2025
283/PHPU.BUP-XXIII/2025
284/PHPU.GUB-XXII/2025
285/PHPU.BUP-XXIII/2025
286/PHPU.BUP-XXIII/2025
287/PHPU.BUP-XXIII/2025
288/PHPU.BUP-XXII1/2025
289/PHPU.BUP-XXIII/2025
290/PHPU.BUP-XXIII/2025
291/PHPU.BUP-XXIII/2025
292/PHPU.BUP-XXII1/2025
293/PHPU.GUB-XXIII/2025
294/PHPU.BUP-XXIII/2025
295/PHPU.GUB-XXIII/2025
296/PHPU.BUP-XXII1/2025
297/PHPU.BUP-XXIII/2025

Tanggal
Registrasi

(6]

03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025
03/01/2025

Tanggal
Putusan
(4)
04/02/2025
24/02/2025
24/02/2025
05/02/2025
04/02/2025
05/02/2025
04/02/2025
24/02/2025
05/02/2025
24/02/2025
05/02/2025
05/02/2025
05/02/2025
05/02/2025
05/02/2025
04/02/2025
05/02/2025
05/02/2025
24/02/2025
05/02/2025
05/02/2025
05/02/2025
04/02/2025
04/02/2025
04/02/2025
04/02/2025
05/02/2025
05/02/2025
24/02/2025
04/02/2025
05/02/2025
05/02/2025
05/02/2025

LAMPIRAN

Lama Penyelesaian
Perkara (Hari Kerja)
5)
19
33
33
20
19
20
19
33
20
33
20
20
20
20
20
19
20
20
33
20
20
20
19
19
19
19
20
20
33
19
20
20
20
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Tanggal Tanggal Lama Penyelesaian

No il Regigtgrasi Putl??an Perkara (Hyari Kerja)
(V)] (2) (3) (4) (5)
298 298/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 05/02/2025 20
299 299/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 04/02/2025 19
300  300/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 04/02/2025 19
301 301/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 05/02/2025 20
302 302/PHPU.GUB-XXIN/2025 03/01/2025 05/02/2025 20
303 303/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 05/02/2025 20
304 304/PHPU.GUB-XXII/2025 03/01/2025 24/02/2025 33
305  305/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 24/02/2025 33
306  306/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 04/02/2025 19
307 307/PHPU.BUP-XXIII/2025 03/01/2025 04/02/2025 19
308  308/PHPU.GUB-XXII/2025 03/01/2025 05/02/2025 20
309 309/PHPU.GUB-XXII/2025 03/01/2025 05/02/2025 20
310  310/PHPU.BUP-XXIII/2025 06/01/2025 04/02/2025 18
311 311/PHPU.BUP-XXIII/2025 21/04/2025 05/05/2025

312 312/PHPU.BUP-XXIII/2025 21/04/2025 05/05/2025

313 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 21/04/2025 14/05/2025 14
314 314/PHPU.BUP-XXIII/2025 21/04/2025 05/05/2025

315 315/PHPU.BUP-XXIII/2025 21/04/2025 05/05/2025

316 316/PHPU.BUP-XXIII/2025 21/04/2025 05/05/2025

317 317/PHPU.BUP-XXIII/2025 21/04/2025 14/05/2025 14
318 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025 07/05/2025 26/05/2025 1
319 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025 07/05/2025 26/05/2025 N
320 320/PHPU.BUP-XXIII/2025 07/05/2025 26/05/2025 N
321 321/PHPU.BUP-XXIII/2025 07/05/2025 26/05/2025 1
322 322/PHPU.BUP-XXIII/2025 07/05/2025 26/05/2025 1
323 323/PHPU.BUP-XXIII/2025 07/05/2025 26/05/2025 N
324 324/PHPU.BUP-XXIII/2025 07/05/2025 26/05/2025 N
325 325/PHPU.BUP-XXIII/2025 11/06/2025 26/06/2025 1
326 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025 11/06/2025 08/07/2025 18
327 327/PHPU.BUP-XXIII/2025 11/06/2025 08/07/2025 18
328 328/PHPU.GUB-XXIII/2025 28/08/2025 17/09/2025 13
329 329/PHPU.BUP-XXIII/2025 28/08/2025 10/09/2025 8
330 330/PHPU.BUP-XXIII/2025 28/08/2025 10/09/2025 8
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Lanjutan Lampiran 26

U] () @) @) 5)
331 331/PHPU.BUP-XXIII/2025 28/08/2025 17/09/2025 13
332 332/PHPU.BUP-XXIII/2025 15/09/2025 29/09/2025 10
333 333/PHPU.BUP-XXIII/2025 15/09/2025 29/09/2025 10
334 334/PHPU.BUP-XXIII/2025 15/09/2025 29/09/2025 10
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Lampiran 27 Status Registrasi Permohonan Perkara SKLN

(1) @ @) (C) )
1 1/SKLN/PAN.MK/AP3/05/2025 Online Diregistrasi 1/SKLN-XXI11/2025
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D HAMPIRAN

Lampiran 28 Jumlah Alat Bukti Perkara SKLN Menurut Klasifikasi
Para Pihak
m @ 6) @ )
1 1/SKLN-XXIII/2025 8 0 0

[ T I 363
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Lampiran 29 Perkara SKLN yang Diregistrasi

(L) @ @)
1 1/SKLN-XXINl/2025 Diputus

364 Mahkamah Konstitusi Dalam Angka 2025



D HAMPIRAN

Lampiran 30 Jumlah Pemohon yang Hadir dalam Pemeriksaan
Pendahuluan Perkara SKLN Menurut Klasifikasi
Pemohon

) @ @) @
1 1/SKLN-XXIIl/2025 1 2

[ T I 365
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Lampiran 31 Jumlah Pihak yang Hadir dalam Sidang Pleno
Pengucapan Putusan Perkara SKLN Menurut
Klasifikasi Para Pihak

1 T/SKLN-XXINI/2025 0 2 0 0 0 0
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D HAMPIRAN

Lampiran 32 Putusan Perkara SKLN

() @ @)
1 1/SKLN-XXINl/2025 Ditarik Kembali
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HAMPIRAN |
Lampiran 33 Lama Penyelesaian Perkara SKLN

M @ (3) @) )

1 1/SKLN-XXIII/2025 20/05/2025 26/06/2025 23
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Lampiran 34 Putusan Perkara Konstitusi
No Nomor Perkara je;;:::i:::;a Jenis Amar Putusan ;::r(:r:e(?;e:ie;::;:)
m @ (3) (@) (5)
1 129/PUU-XXI/2023 PUU Tidak Dapat Diterima 307
2 166/PUU-XXI/2023 PUU Dikabulkan 258
3 3/PUU-XXII/2024 PUU Dikabulkan 328
4 10/PUU-XXII/2024 PUU Ditolak 398
5 14/PUU-XXII/2024 PUU Ditolak 232
6 19/PUU-XXII/2024 PUU Dikabulkan 229
7 31/PUU-XXII/2024 PUU Ditolak 213
8  32/PUU-XXII/2024 PUU Ditolak 213
9 49/PUU-XXII/2024 PUU Dikabulkan 140
10 50/PUU-XXII/2024 PUU Ditolak 140
11 62/PUU-XXII/2024 PUU Dikabulkan 129
12 66/PUU-XXII/2024 PUU Ditolak 130
13 77/PUU-XXII/2024 PUU Ditolak 122
14 83/PUU-XXII/2024 PUU Dikabulkan 118
15  84/PUU-XXII/2024 PUU Dikabulkan 118
16 85/PUU-XXII/2024 PUU Dikabulkan 118
17 86/PUU-XXII/2024 PUU Tidak Dapat Diterima 288
18 87/PUU-XXII/2024 PUU Tidak Dapat Diterima 17
19 92/PUU-XXII/2024 PUU Dikabulkan 14
20 96/PUU-XXII/2024 PUU Dikabulkan 282
21 97/PUU-XXII/2024 PUU Ditolak 261
22 100/PUU-XXII/2024 PUU Dikabulkan 108
23 101/PUU-XXII/2024 PUU Tidak Dapat Diterima 107
24 105/PUU-XXII/2024 PUU Dikabulkan 175
25 107/PUU-XXII/2024 PUU Tidak Dapat Diterima 104
26 112/PUU-XXII/2024 PUU Ditolak 200
27 115/PUU-XXII/2024 PUU Dikabulkan 165
28 121/PUU-XXII/2024 PUU Dikabulkan 262
29 124/PUU-XXII/2024 PUU Ditolak 76
30 128/PUU-XXII/2024 PUU Ditolak 215
31 131/PUU-XXII/2024 PUU Ditolak 73
32 132/PUU-XXII/2024 PUU Ditolak 190
33 133/PUU-XXII/2024 PUU Tidak Dapat Diterima 69
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HAMPIRAN (.

Lanjutan Lampiran 34

No Nomor Perkara Je;‘:::tei::::ir 2 Jenis Amar Putusan :::'(:r:e(lﬁ;e:ie;::;;
U] v)] ()] (4) (5)
34 134/PUU-XXII/2024 PUU Tidak Dapat Diterima 240
35 135/PUU-XXII/2024 PUU Dikabulkan 175
36 142/PUU-XXII/2024 PUU Ditolak 290
37 143/PUU-XXII/2024 PUU Tidak Dapat Diterima 63
38 144/PUU-XXII/2024 PUU Tidak Dapat Diterima 60
39 146/PUU-XXII/2024 PUU Tidak Dapat Diterima 60
40 147/PUU-XXII/2024 PUU Ditolak 24
41 148/PUU-XXII/2024 PUU Ditolak 58
42 150/PUU-XXII/2024 PUU Dikabulkan 53
43 151/PUU-XXII/2024 PUU Dikabulkan 182
44 152/PUU-XXII/2024 PUU Ditolak 193
45 153/PUU-XXII/2024 PUU Ditarik Kembali 48
46 154/PUU-XXII/2024 PUU Dikabulkan 48
47 155/PUU-XXII/2024 PUU Ditarik Kembali 48
48 157/PUU-XXII/2024 PUU Ditolak 4
49 158/PUU-XXII/2024 PUU Ditolak 38
50  159/PUU-XXII/2024 PUU Ditolak 38
51 160/PUU-XXII/2024 PUU Ditolak 34
52 161/PUU-XXII/2024 PUU Ditolak 262
53 162/PUU-XXII/2024 PUU Tidak Dapat Diterima 35
54 163/PUU-XXII/2024 PUU Ditolak 30
55 164/PUU-XXII/2024 PUU Ditolak 30
56 165/PUU-XXII/2024 PUU Ditolak 29
57 166/PUU-XXII/2024 PUU Tidak Dapat Diterima 28
58  167/PUU-XXII/2024 PUU Tidak Dapat Diterima 28
59 168/PUU-XXII/2024 PUU Tidak Dapat Diterima 75
60  169/PUU-XXII/2024 PUU Dikabulkan 216
61  170/PUU-XXII/2024 PUU Ditolak 17
62 171/PUU-XXII/2024 PUU Tidak Dapat Diterima 69
63 172/PUU-XXII/2024 PUU Ditarik Kembali 17
64 173/PUU-XXII/2024 PUU Tidak Dapat Diterima 16
65  174/PUU-XXII/2024 PUU Ditolak 67
66  175/PUU-XXII/2024 PUU Ditarik Kembali 67

Mahkamah Konstitusi Dalam Angka 2025 X ]




Lanjutan Lampiran 34

Nomor Perkara

()
176/PUU-XXII/2024
177/PUU-XXI1/2024
178/PUU-XXII/2024
179/PUU-XXII/2024
180/PUU-XXII/2024
181/PUU-XXI1/2024
183/PUU-XXII/2024
184/PUU-XXII/2024
185/PUU-XXII/2024
186/PUU-XXI1/2024
187/PUU-XXII/2024
188/PUU-XXII/2024
189/PUU-XXII/2024
01/PHPU.BUP-XXIII/2025
02/PHPU.BUP-XXIII/2025
03/PHPU.BUP-XXII1/2025
04/PHPU.BUP-XXII1/2025
05/PHPU.WAKO-XXIII/2025
06/PHPU.WAKO-XXIII/2025
07/PHPU.WAKO-XXIII/2025
08/PHPU.WAKO-XXIII/2025
09/PHPU.WAKO-XXIII/2025
10/PHPU.BUP-XXIII/2025
11/PHPU.BUP-XXIII/2025
12/PHPU.BUP-XXIII/2025
13/PHPU.WAKO-XXIII/2025
14/PHPU.BUP-XXIII/2025
15/PHPU.WAKO-XXIl/2025
16/PHPU.BUP-XXIII/2025
17/PHPU.WAKO-XXIII/2025
18/PHPU.WAKO-XXI11/2025
19/PHPU.BUP-XXIII/2025
20/PHPU.BUP-XXIII/2025

Jenis Perkara
Konstitusi
(3)
PUU
PUU
PUU
PUU
PUU
PUU
PUU
PUU
PUU
PUU
PUU
PUU
PUU
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA

Jenis Amar Putusan

(4)
Dikabulkan
Ditolak
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Ditolak
Dikabulkan
Dikabulkan
Ditolak
Dikabulkan
Ditarik Kembali
Tidak Dapat Diterima
Ditolak
Ditarik Kembali
Tidak Dapat Diterima
Dikabulkan
Tidak Dapat Diterima
Ditolak
Dikabulkan
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Ditarik Kembali
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Berwenang
Ditarik Kembali
Tidak Dapat Diterima
Dikabulkan

LAMPIRAN

Lama Penyelesaian
Perkara (Hari Kerja)
(5)
67
65
65
61
138
192
133
144
206
54
73
142
54
19
33
19
33
33
19
19
19
19
19
19
20
19
19
19
20
19
19
19
33
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Lanjutan Lampiran 34

U]
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
m
112
113
114
15
116
117
18
19
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

Nomor Perkara

()
21/PHPU.BUP-XXII1/2025
22/PHPU.BUP-XXIII/2025
23/PHPU.WAKO-XXIII/2025
24/PHPU.BUP-XXII1/2025
25/PHPU.BUP-XXII1/2025
26/PHPU.WAKO-XXIII/2025
27/PHPU.WAKO-XXIII/2025
28/PHPU.BUP-XXII1/2025
29/PHPU.BUP-XXII1/2025
30/PHPU.BUP-XXIII/2025
31/PHPU.BUP-XXIII/2025
32/PHPU.BUP-XXII1/2025
33/PHPU.BUP-XXII1/2025
34/PHPU.BUP-XXIII/2025
35/PHPU.BUP-XXIII/2025
36/PHPU.BUP-XXII1/2025
37/PHPU.BUP-XXII1/2025
38/PHPU.BUP-XXIII/2025
39/PHPU.BUP-XXIII/2025
40/PHPU.WAKO-XXIII/2025
41/PHPU.WAKO-XXIII/2025
42/PHPU.WAKO-XXIII/2025
43/PHPU.BUP-XXIII/2025
44/PHPU.BUP-XXII1/2025
45/PHPU.BUP-XXIII/2025
46/PHPU.BUP-XXIII/2025
47/PHPU.WAKO-XXIII/2025
48/PHPU.BUP-XXII1/2025
49/PHPU.BUP-XXIII/2025
50/PHPU.WAKO-XXIII/2025
51/PHPU.BUP-XXIII/2025
52/PHPU.BUP-XXII1/2025
53/PHPU.BUP-XXIII/2025

Jenis Perkara
Konstitusi
(3)
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA

Jenis Amar Putusan

(4)
Tidak Dapat Diterima
Ditarik Kembali
Tidak Dapat Diterima
Dikabulkan
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Dikabulkan
Tidak Dapat Diterima
Dikabulkan
Tidak Dapat Diterima
Ditolak
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Berwenang
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Ditolak
Ditolak
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Dikabulkan
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Ditarik Kembali
Dikabulkan
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
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No Nomor Perkara fenis Pe.rka.r @ Jenis Amar Putusan tama Penyel'esai?n
Konstitusi Perkara (Hari Kerja)
U] v)] ()] (4) (5)
133 54/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPUKADA Tidak Dapat Diterima 20
134 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPUKADA Dikabulkan 33
135 56/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPUKADA Ditarik Kembali 19
136  57/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPUKADA Tidak Dapat Diterima 19
137 58/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPUKADA Tidak Dapat Diterima 19
138 59/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPUKADA Tidak Dapat Diterima 19
139 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025 PHPUKADA Tidak Dapat Diterima 19
140  61/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPUKADA Tidak Dapat Diterima 19
141 62/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPUKADA Tidak Dapat Diterima 19
142 63/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPUKADA Tidak Dapat Diterima 19
143 64/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPUKADA Tidak Dapat Diterima 19
144 65/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPUKADA Tidak Dapat Diterima 20
145 66/PHPU.WAKO-XXIII/2025 PHPUKADA Gugur 19
146  67/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPUKADA Tidak Dapat Diterima 19
147 68/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPUKADA Dikabulkan 33
148  69/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPUKADA Tidak Dapat Diterima 19
149  70/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPUKADA Dikabulkan 33
150  71/PHPU.WAKO-XXIII/2025 PHPUKADA Tidak Dapat Diterima 19
151 72/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPUKADA Tidak Dapat Diterima 19
152 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPUKADA Dikabulkan 33
153 74/PHPU.WAKO-XXIII/2025 PHPUKADA Tidak Dapat Diterima 19
154 75/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPUKADA Dikabulkan 33
155 76/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPUKADA Tidak Dapat Diterima 19
156 77/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPUKADA Tidak Dapat Diterima 20
157 78/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPUKADA Tidak Dapat Diterima 19
158  79/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPUKADA Tidak Dapat Diterima 19
159 80/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPUKADA Tidak Dapat Diterima 19
160  81/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPUKADA Ditolak 33
161  82/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPUKADA Tidak Dapat Diterima 20
162 83/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPUKADA Tidak Dapat Diterima 20
163 84/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPUKADA Tidak Dapat Diterima 19
164  85/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPUKADA Tidak Dapat Diterima 19
165  86/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPUKADA Tidak Dapat Diterima 20
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U]
166
167
168
169
170
7
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198

Nomor Perkara

()
87/PHPU.BUP-XXII1/2025
88/PHPU.WAKO-XXIII/2025
89/PHPU.WAKO-XXIII/2025
90/PHPU.WAKO-XXIII/2025
91/PHPU.BUP-XXII1/2025
92/PHPU.BUP-XXIII/2025
93/PHPU.BUP-XXIII/2025
94/PHPU.BUP-XXII1/2025
95/PHPU.WAKO-XXIII/2025
96/PHPU.BUP-XXIII/2025
97/PHPU.WAKO-XXIII/2025
98/PHPU.BUP-XXII1/2025
99/PHPU.BUP-XXII1/2025
100/PHPU.BUP-XXII1/2025
101/PHPU.BUP-XXIII/2025
102/PHPU.WAKO-XXIIl/2025
103/PHPU.BUP-XXII/2025
104/PHPU.BUP-XXII1/2025
105/PHPU.BUP-XXIII/2025
106/PHPU.BUP-XXIII/2025
107/PHPU.BUP-XXIII/2025
108/PHPU.BUP-XXII1/2025
109/PHPU.BUP-XXIII/2025
110/PHPU.WAKO-XXIIl/2025
111/PHPU.BUP-XXIII/2025
112/PHPU.BUP-XXII1/2025
113/PHPU.WAKO-XXI11/2025
114/PHPU.BUP-XXII/2025
115/PHPU.BUP-XXIII/2025
116/PHPU.BUP-XXII1/2025
117/PHPU.BUP-XXIII/2025
118/PHPU.BUP-XXII/2025
119/PHPU.BUP-XXIII/2025

Jenis Perkara
Konstitusi
(3)
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA

Jenis Amar Putusan

(4)
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Ditolak
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Dikabulkan
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Ditarik Kembali
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Berwenang
Tidak Dapat Diterima
Ditarik Kembali
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Gugur
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
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Perkara (Hari Kerja)
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No Nomor Perkara

U] ()
199 120/PHPU.BUP-XXIII/2025

200  121/PHPU.WAKO-XXIIl/2025

201 122/PHPU.BUP-XXIII/2025
202 123/PHPU.BUP-XXIII/2025
203 124/PHPU.BUP-XXIII/2025
204 125/PHPU.BUP-XXIII/2025
205  126/PHPU.BUP-XXIII/2025
206 127/PHPU.BUP-XXIII/2025
207 128/PHPU.BUP-XXIII/2025
208 129/PHPU.BUP-XXIII/2025
209 130/PHPU.BUP-XXIII/2025
210 131/PHPU.BUP-XXIII/2025
211 132/PHPU.BUP-XXIII/2025
212 133/PHPU.BUP-XXIII/2025
213 134/PHPU.BUP-XXIII/2025
214 135/PHPU.BUP-XXII1/2025
215 136/PHPU.BUP-XXIII/2025
216 137/PHPU.BUP-XXIII/2025
217 138/PHPU.BUP-XXII1/2025
218 139/PHPU.BUP-XXIII/2025
219 140/PHPU.BUP-XXIII/2025

220 141/PHPU.WAKO-XXIIl/2025

221 142/PHPU.BUP-XXIII/2025
222 143/PHPU.BUP-XXIII/2025
223 144/PHPU.BUP-XXIII/2025

224 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025
225 146/PHPU.WAKO-XXIIl/2025

226 147/PHPU.BUP-XXIII/2025
227 148/PHPU.BUP-XXIII/2025
228 149/PHPU.BUP-XXIII/2025
229 150/PHPU.BUP-XXIII/2025
230 151/PHPU.BUP-XXIII/2025
231 152/PHPU.BUP-XXIII/2025

Jenis Perkara
Konstitusi
(3)
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA

Jenis Amar Putusan

(4)
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Dikabulkan
Ditarik Kembali
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Ditarik Kembali
Ditarik Kembali
Tidak Dapat Diterima
Ditarik Kembali
Tidak Dapat Diterima
Gugur
Tidak Dapat Diterima
Ditarik Kembali
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima

LAMPIRAN

Lama Penyelesaian
Perkara (Hari Kerja)
(5)
20
20
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
33
19
20
19
20
19
19
19
19
20
19
20
19
20
20
20
19
20
20
19
19
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U]
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264

Nomor Perkara

()
153/PHPU.BUP-XXII/2025
154/PHPU.BUP-XXII1/2025
155/PHPU.BUP-XXIII/2025
156/PHPU.BUP-XXIII/2025
157/PHPU.BUP-XXII/2025
158/PHPU.BUP-XXII1/2025
159/PHPU.BUP-XXIII/2025
160/PHPU.BUP-XXII/2025
161/PHPU.BUP-XXIII/2025
162/PHPU.BUP-XXII1/2025
163/PHPU.BUP-XXIII/2025
164/PHPU.BUP-XXII/2025
165/PHPU.BUP-XXII/2025
166/PHPU.BUP-XXII1/2025
167/PHPU.WAKO-XXI11/2025
168/PHPU.WAKO-XXIIl/2025
169/PHPU.WAKO-XXIl/2025
170/PHPU.BUP-XXII1/2025
171/PHPU.BUP-XXIII/2025
172/PHPU.BUP-XXIII/2025
173/PHPU.BUP-XXIII/2025
174/PHPU.BUP-XXII1/2025
175/PHPU.BUP-XXIII/2025
176/PHPU.BUP-XXIII/2025
177/PHPU.BUP-XXIII/2025
178/PHPU.BUP-XXII1/2025
179/PHPU.BUP-XXIII/2025
180/PHPU.BUP-XXII/2025
181/PHPU.BUP-XXIII/2025
182/PHPU.BUP-XXII1/2025
183/PHPU.BUP-XXIII/2025
184/PHPU.BUP-XXII/2025
185/PHPU.GUB-XXII1/2025

Jenis Perkara
Konstitusi
(3)
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA

Jenis Amar Putusan

(4)

Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Ditarik Kembali
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Dikabulkan

Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Dikabulkan

Tidak Dapat Diterima
Dikabulkan
Dikabulkan

Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Ditarik Kembali
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No Nomor Perkara

U] ()

265 186/PHPU.BUP-XXIII/2025
266  187/PHPU.BUP-XXIII/2025
267  188/PHPU.BUP-XXIII/2025
268 189/PHPU.BUP-XXIII/2025
269 190/PHPU.BUP-XXIII/2025
270 191/PHPU.BUP-XXIII/2025
271 192/PHPU.BUP-XXII1/2025
272 193/PHPU.WAKO-XXIIl/2025
273 194/PHPU.BUP-XXIII/2025
274 195/PHPU.BUP-XXIII/2025
275 196/PHPU.BUP-XXII1/2025
276 197/PHPU.BUP-XXIII/2025
277 198/PHPU.BUP-XXII1/2025
278 199/PHPU.WAKO-XXIIl/2025
279 200/PHPU.BUP-XXII1/2025
280  201/PHPU.BUP-XXIII/2025
281 202/PHPU.BUP-XXIII/2025
282 203/PHPU.BUP-XXIII/2025
283 204/PHPU.WAKO-XXIII/2025
284 205/PHPU.GUB-XXIII/2025
285 206/PHPU.BUP-XXII1/2025
286 207/PHPU.BUP-XXIII/2025
287 208/PHPU.BUP-XXII1/2025
288 209/PHPU.BUP-XXIII/2025
289 210/PHPU.BUP-XXIII/2025
290  211/PHPU.BUP-XXIII/2025
291 212/PHPU.WAKO-XXIII/2025
292 213/PHPU.BUP-XXIII/2025
293 214/PHPU.BUP-XXIII/2025
294 215/PHPU.BUP-XXII1/2025
295 216/PHPU.BUP-XXII1/2025
296 217/PHPU.BUP-XXIII/2025
297 218/PHPU.WAKO-XXII/2025

Jenis Perkara
Konstitusi
(3)
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA

Jenis Amar Putusan

(4)
Ditarik Kembali
Tidak Berwenang
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Berwenang
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Dikabulkan
Ditarik Kembali
Ditarik Kembali
Tidak Berwenang
Ditarik Kembali
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Ditarik Kembali
Gugur
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima

LAMPIRAN

Lama Penyelesaian
Perkara (Hari Kerja)
(5)
19
19
20
20
20
19
20
20
20
33
19
19
19
19
20
20
19
20
19
19
20
20
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
19
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U]
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
3m
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330

Nomor Perkara

()
219/PHPU.BUP-XXII1/2025
220/PHPU.WAKO-XXII1/2025
221/PHPU.BUP-XXIII/2025
222/PHPU.WAKO-XXIII/2025
223/PHPU.WAKO-XXII1/2025
224/PHPU.BUP-XXIII/2025
225/PHPU.BUP-XXIII/2025
226/PHPU.BUP-XXII1/2025
227/PHPU.BUP-XXII1/2025
228/PHPU.BUP-XXIII/2025
229/PHPU.BUP-XXIII/2025
230/PHPU.BUP-XXII1/2025
231/PHPU.BUP-XXII1/2025
232/PHPU.BUP-XXIII/2025
233/PHPU.BUP-XXIII/2025
234/PHPU.BUP-XXII1/2025
235/PHPU.BUP-XXII1/2025
236/PHPU.BUP-XXIII/2025
237/PHPU.BUP-XXIII/2025
238/PHPU.BUP-XXII1/2025
239/PHPU.BUP-XXIII/2025
240/PHPU.BUP-XXIII/2025
241/PHPU.GUB-XXIII/2025
242/PHPU.BUP-XXII1/2025
243/PHPU.BUP-XXIII/2025
244/PHPU.BUP-XXIII/2025
245/PHPU.GUB-XXIII/2025
246/PHPU.WAKO-XXIII/2025
247/PHPU.GUB-XXIII/2025
248/PHPU.BUP-XXIII/2025
249/PHPU.GUB-XXIII/2025
250/PHPU.BUP-XXII1/2025
251/PHPU.GUB-XXIII/2025

Jenis Perkara
Konstitusi
(3)
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA

Jenis Amar Putusan

(4)
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Dikabulkan
Tidak Dapat Diterima
Ditarik Kembali
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Ditolak
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Gugur
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
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No Nomor Perkara

U] ()
331 252/PHPU.BUP-XXIII/2025

332 253/PHPU.WAKO-XXIIl/2025

333 254/PHPU.BUP-XXIII/2025
334 255/PHPU.BUP-XXIII/2025
335 256/PHPU.BUP-XXIII/2025
336 257/PHPU.GUB-XXIII/2025
337 258/PHPU.GUB-XXIII/2025
338 259/PHPU.BUP-XXIII/2025
339 260/PHPU.BUP-XXIII/2025
340 261/PHPU.GUB-XXIII/2025
341 262/PHPU.GUB-XXIII/2025
342 263/PHPU.GUB-XXIII/2025

343 264/PHPU.WAKO-XXIIl/2025

344 265/PHPU.GUB-XXIII/2025
345 266/PHPU.GUB-XXIII/2025
346 267/PHPU.BUP-XXIII/2025
347 268/PHPU.BUP-XXIII/2025
348 269/PHPU.GUB-XXIII/2025
349 270/PHPU.BUP-XXIII/2025
350  271/PHPU.BUP-XXIII/2025
351 272/PHPU.BUP-XXIII/2025
352 273/PHPU.BUP-XXIII/2025
353 274/PHPU.BUP-XXIII/2025
354 275/PHPU.BUP-XXIII/2025
355 276/PHPU.GUB-XXIII/2025

356 277/PHPU.WAKO-XXIIl/2025

357 278/PHPU.BUP-XXIII/2025

358  279/PHPU.WAKO-XXIIl/2025

359 280/PHPU.BUP-XXIII/2025
360  281/PHPU.BUP-XXIII/2025
361  282/PHPU.BUP-XXIII/2025
362 283/PHPU.BUP-XXIII/2025
363 284/PHPU.GUB-XXIII/2025

Jenis Perkara
Konstitusi
(3)
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA

Jenis Amar Putusan

(4)
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Ditarik Kembali
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Dikabulkan
Ditarik Kembali
Tidak Dapat Diterima
Ditarik Kembali
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Ditolak
Dikabulkan
Tidak Dapat Diterima
Ditarik Kembali
Tidak Dapat Diterima
Ditarik Kembali
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Dikabulkan
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Gugur
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Ditolak
Tidak Dapat Diterima

LAMPIRAN

Lama Penyelesaian
Perkara (Hari Kerja)
(5)
20
19
20
19
20
19
20
20
33
19
20
19
20
19
33
33
20
19
20
19
33
20
33
20
20
20
20
20
19
20
20
33
20
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No Nomor Perkara Je;‘:::tei::::ir 4 Jenis Amar Putusan :::'(:r:e(lﬁ;e:ie;::;;
(V)] (2) (3) (4) (5)
364  285/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPUKADA Tidak Dapat Diterima 20
365  286/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPUKADA Ditarik Kembali 20
366  287/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPUKADA Gugur 19
367  288/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPUKADA Tidak Dapat Diterima 19
368  289/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPUKADA Ditarik Kembali 19
369  290/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPUKADA Ditarik Kembali 19
370 291/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPUKADA Tidak Dapat Diterima 20
371 292/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPUKADA Tidak Dapat Diterima 20
372 293/PHPU.GUB-XXII/2025 PHPUKADA Tidak Dapat Diterima 33
373 294/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPUKADA Tidak Dapat Diterima 19
374 295/PHPU.GUB-XXIII/2025 PHPUKADA Tidak Dapat Diterima 20
375 296/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPUKADA Tidak Dapat Diterima 20
376 297/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPUKADA Tidak Dapat Diterima 20
377 298/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPUKADA Tidak Dapat Diterima 20
378  299/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPUKADA Ditarik Kembali 19
379 300/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPUKADA Tidak Dapat Diterima 19
380  301/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPUKADA Tidak Dapat Diterima 20
381 302/PHPU.GUB-XXIII/2025 PHPUKADA Tidak Dapat Diterima 20
382 303/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPUKADA Tidak Dapat Diterima 20
383 304/PHPU.GUB-XXII/2025 PHPUKADA Dikabulkan 33
384 305/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPUKADA Dikabulkan 33
385 306/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPUKADA Tidak Dapat Diterima 19
386 307/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPUKADA Gugur 19
387  308/PHPU.GUB-XXII/2025 PHPUKADA Tidak Dapat Diterima 20
388  309/PHPU.GUB-XXIII/2025 PHPUKADA Tidak Dapat Diterima 20
389 310/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPUKADA Tidak Dapat Diterima 18
390 1/PUU-XXIII/2025 PUU Tidak Dapat Diterima 4
391 2/PUU-XXIN/2025 PUU Tidak Dapat Diterima 41
392 3/PUU-XXIII/2025 PUU Ditolak 41
393 4/PUU-XXIII/2025 PUU Ditarik Kembali 22
394 5/PUU-XXINI/2025 PUU Ditarik Kembali 22
395 6/PUU-XXIN/2025 PUU Tidak Dapat Diterima 41
396  7/PUU-XXIII/2025 PUU Ditarik Kembali 41
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397 8/PUU-XXIII/2025 PUU Ditarik Kembali 4
398 9/PUU-XXIII/2025 PUU Tidak Dapat Diterima 153
399 10/PUU-XXIII/2025 PUU Tidak Dapat Diterima 37
400  11/PUU-XXIIl/2025 PUU Ditolak 106
401 12/PUU-XXII/2025 PUU Tidak Dapat Diterima 45
402 13/PUU-XXIIl/2025 PUU Ditolak 45
403 14/PUU-XXIII/2025 PUU Tidak Dapat Diterima 45
404 15/PUU-XXIII/2025 PUU Dikabulkan 144
405  16/PUU-XXIII/2025 PUU Ditolak 40
406  17/PUU-XXIII/2025 PUU Tidak Dapat Diterima 40
407  18/PUU-XXIII/2025 PUU Gugur 30
408  19/PUU-XXII/2025 PUU Ditolak 162
409  20/PUU-XXIII/2025 PUU Ditarik Kembali 30
410 21/PUU-XXIIl/2025 PUU Tidak Dapat Diterima 77
411 22/PUU-XXIII/2025 PUU Ditolak 36
412 23/PUU-XXIII/2025 PUU Tidak Dapat Diterima 36
413 24/PUU-XXIII/2025 PUU Ditarik Kembali 35
414 25/PUU-XXIII/2025 PUU Ditolak 44
415 26/PUU-XXIII/2025 PUU Ditarik Kembali 35
416 27/PUU-XXII/2025 PUU Tidak Dapat Diterima 4
417 28/PUU-XXIII/2025 PUU Dikabulkan 181
418 29/PUU-XXIII/2025 PUU Ditolak 4
419 30/PUU-XXIII/2025 PUU Tidak Dapat Diterima 4
420 31/PUU-XXIII/2025 PUU Dikabulkan 4
421 32/PUU-XXIII/2025 PUU Dikabulkan 102
422 33/PUU-XXIII/2025 PUU Ditarik Kembali 30
423 34/PUU-XXIII/2025 PUU Ditolak 44
424 35/PUU-XXII/2025 PUU Tidak Dapat Diterima 71
425 36/PUU-XXIII/2025 PUU Ditolak 44
426  37/PUU-XXIII/2025 PUU Ditolak 176
427 38/PUU-XXIII/2025 PUU Tidak Dapat Diterima 142
428 39/PUU-XXII/2025 PUU Ditarik Kembali 4
429  40/PUU-XXIII/2025 PUU Ditolak 89
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430  41/PUU-XXII/2025 PUU Ditolak 35
431 42/PUU-XXIIl/2025 PUU Ditolak 48
432 43/PUU-XXIII/2025 PUU Tidak Dapat Diterima 135
433 44/PUU-XXIII/2025 PUU Tidak Dapat Diterima 135
434 311/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPUKADA Tidak Dapat Diterima 9
435 312/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPUKADA Tidak Dapat Diterima 9
436 313/PHPU.BUP-XXII1/2025 PHPUKADA Dikabulkan 14
437 314/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPUKADA Tidak Dapat Diterima

438 315/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPUKADA Tidak Dapat Diterima

439 316/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPUKADA Tidak Dapat Diterima

440 317/PHPU.BUP-XXII1/2025 PHPUKADA Ditolak 14
441 45/PUU-XXII/2025 PUU Tidak Dapat Diterima 95
442 46/PUU-XXIII/2025 PUU Ditarik Kembali 26
443 47/PUU-XXIIl/2025 PUU Tidak Dapat Diterima 26
444 48/PUU-XXIII/2025 PUU Tidak Dapat Diterima 26
445 49/PUU-XXIII/2025 PUU Ditolak 39
446 50/PUU-XXIII/2025 PUU Ditolak 38
447 51/PUU-XXIIl/2025 PUU Ditolak 38
448 52/PUU-XXIII/2025 PUU Tidak Dapat Diterima 9%
449 53/PUU-XXII/2025 PUU Ditolak 38
450  54/PUU-XXIII/2025 PUU Ditolak 81
451 55/PUU-XXIII/2025 PUU Tidak Dapat Diterima 24
452 56/PUU-XXIII/2025 PUU Tidak Dapat Diterima 93
453 57/PUU-XXIII/2025 PUU Ditarik Kembali 19
454 58/PUU-XXIII/2025 PUU Tidak Dapat Diterima 24
455 59/PUU-XXIIl/2025 PUU Ditarik Kembali 23
456 61/PUU-XXIII/2025 PUU Ditolak 70
457 62/PUU-XXII/2025 PUU Ditolak 36
458 63/PUU-XXIII/2025 PUU Ditolak 36
459 64/PUU-XXIIl/2025 PUU Ditolak 90
460  65/PUU-XXIII/2025 PUU Tidak Dapat Diterima 34
461  66/PUU-XXIII/2025 PUU Tidak Dapat Diterima 21
462  67/PUU-XXIII/2025 PUU Tidak Dapat Diterima m
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)
68/PUU-XXI11/2025
69/PUU-XXII1/2025
70/PUU-XXI11/2025
72/PUU-XXI11/2025
73/PUU-XXI11/2025
74/PUU-XXI11/2025
75/PUU-XXI11/2025
76/PUU-XXI11/2025
77/PUU-XXI11/2025
78/PUU-XXII1/2025
79/PUU-XXI11/2025
318/PHPU.WAKO-XXII1/2025
319/PHPU.WAKO-XXII1/2025
320/PHPU.BUP-XXIII/2025
321/PHPU.BUP-XXII1/2025
322/PHPU.BUP-XXIII/2025
323/PHPU.BUP-XXIII/2025
324/PHPU.BUP-XXIII/2025
80/PUU-XXII1/2025
81/PUU-XXI11/2025
82/PUU-XXII1/2025
83/PUU-XXII1/2025
84/PUU-XXII1/2025
85/PUU-XXI11/2025
86/PUU-XXI11/2025
1/SKLN-XXIIl/2025
87/PUU-XXII1/2025
88/PUU-XXI11/2025
89/PUU-XXII1/2025
90/PUU-XXII1/2025
91/PUU-XXII1/2025
92/PUU-XXI11/2025
93/PUU-XXII1/2025

Jenis Perkara
Konstitusi
3)
PUU
PUU
PUU
PUU
PUU
PUU
PUU
PUU
PUU
PUU
PUU
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PHPUKADA
PUU
PUU
PUU
PUU
PUU
PUU
PUU
SKLN
PUU
PUU
PUU
PUU
PUU
PUU
PUU

Jenis Amar Putusan

(4)
Ditarik Kembali
Tidak Dapat Diterima
Ditolak
Tidak Dapat Diterima
Ditarik Kembali
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Ditolak
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Tidak Dapat Diterima
Ditolak
Ditarik Kembali
Tidak Dapat Diterima
Ditolak
Ditarik Kembali
Gugur
Ditarik Kembali
Ditolak
Ditarik Kembali
Ditolak
Ditolak
Dikabulkan
Ditarik Kembali
Ditolak

LAMPIRAN

Lama Penyelesaian
Perkara (Hari Kerja)

()
121
90
33
37
19
19
88
35
35
35
18
"
n
n
n
"
n
n
116
85
106
25
29
25
23
23
37
17
32
15
22
102
29
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496  94/PUU-XXIII/2025 PUU Ditolak 29
497 95/PUU-XXIII/2025 PUU Tidak Dapat Diterima 27
498 96/PUU-XXIII/2025 PUU Tidak Dapat Diterima 27
499 97/PUU-XXIIl/2025 PUU Tidak Dapat Diterima 27
500  98/PUU-XXIII/2025 PUU Tidak Dapat Diterima 27
501 99/PUU-XXIIl/2025 PUU Ditolak ]
502 325/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPUKADA Tidak Dapat Diterima N
503 326/PHPU.WAKO-XXIIl/2025 PHPUKADA Tidak Dapat Diterima 18
504 327/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPUKADA Tidak Dapat Diterima 18
505  101/PUU-XXIIl/2025 PUU Ditarik Kembali 28
506  102/PUU-XXIII/2025 PUU Ditolak 28
507 103/PUU-XXIIl/2025 PUU Ditolak 25
508  104/PUU-XXIII/2025 PUU Dikabulkan 25
509  105/PUU-XXIII/2025 PUU Ditolak 23
510  107/PUU-XXIII/2025 PUU Tidak Dapat Diterima 21
511 108/PUU-XXIII/2025 PUU Tidak Dapat Diterima 21
512 109/PUU-XXIIl/2025 PUU Ditolak 29
513 110/PUU-XXIII/2025 PUU Ditolak 29
514 111/PUU-XXIIl/2025 PUU Ditolak 25
515 113/PUU-XXIII/2025 PUU Tidak Dapat Diterima 25
516  114/PUU-XXIIl/2025 PUU Dikabulkan 84
517 115/PUU-XXII/2025 PUU Tidak Dapat Diterima 21
518  116/PUU-XXII/2025 PUU Ditolak 21
519 117/PUU-XXIIl/2025 PUU Gugur 21
520  118/PUU-XXIII/2025 PUU Tidak Dapat Diterima 27
521 119/PUU-XXIII/2025 PUU Dikabulkan 27
522 120/PUU-XXIII/2025 PUU Ditolak 24
523 121/PUU-XXIIl/2025 PUU Tidak Dapat Diterima 24
524 122/PUU-XXIIl/2025 PUU Ditarik Kembali 15
525 124/PUU-XXII/2025 PUU Tidak Dapat Diterima 24
526 125/PUU-XXII/2025 PUU Tidak Dapat Diterima 22
527 126/PUU-XXIIl/2025 PUU Tidak Dapat Diterima 22
528  127/PUU-XXIII/2025 PUU Tidak Dapat Diterima 19

Mahkamah Konstitusi Dalam Angka 2025 X ]




Lanjutan Lampiran 34

No Nomor Perkara Je;‘:::tei::::ir 2 Jenis Amar Putusan :::'(:r:e(lﬁ;e:ie;::;;
U] v)] ()] (4) (5)
529  128/PUU-XXIII/2025 PUU Dikabulkan 19
530  129/PUU-XXIIl/2025 PUU Ditolak 19
531 131/PUU-XXII/2025 PUU Tidak Dapat Diterima 50
532 132/PUU-XXIII/2025 PUU Dikabulkan 29
533 133/PUU-XXII/2025 PUU Tidak Dapat Diterima 29
534 134/PUU-XXIII/2025 PUU Tidak Dapat Diterima 29
535 138/PUU-XXIII/2025 PUU Ditarik Kembali 24
536 140/PUU-XXIII/2025 PUU Ditolak 65
537 141/PUU-XXIIl/2025 PUU Ditolak 32
538 142/PUU-XXIII/2025 PUU Ditarik Kembali 19
539 144/PUU-XXII/2025 PUU Tidak Dapat Diterima 19
540  146/PUU-XXIII/2025 PUU Ditarik Kembali 19
541 147/PUU-XXIII/2025 PUU Ditolak 60
542 148/PUU-XXIII/2025 PUU Ditarik Kembali 19
543 149/PUU-XXIII/2025 PUU Ditolak 18
544 150/PUU-XXII/2025 PUU Tidak Dapat Diterima 25
545 151/PUU-XXIII/2025 PUU Tidak Dapat Diterima 25
546 152/PUU-XXIIl/2025 PUU Ditarik Kembali 25
547 153/PUU-XXIII/2025 PUU Ditarik Kembali 17
548 154/PUU-XXIII/2025 PUU Ditolak 22
549 155/PUU-XXIII/2025 PUU Tidak Dapat Diterima 22
550  156/PUU-XXIIl/2025 PUU Tidak Dapat Diterima 22
551 328/PHPU.GUB-XXIII/2025 PHPUKADA Ditolak 13
552 329/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPUKADA Tidak Dapat Diterima 8
553 330/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPUKADA Tidak Dapat Diterima 8
554 331/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPUKADA Tidak Dapat Diterima 13
555 157/PUU-XXII/2025 PUU Tidak Dapat Diterima 19
556 158/PUU-XXIII/2025 PUU Ditolak 32
557 159/PUU-XXIII/2025 PUU Ditolak 28
558  161/PUU-XXIIl/2025 PUU Tidak Dapat Diterima 26
559 162/PUU-XXIIl/2025 PUU Ditarik Kembali 24
560  332/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPUKADA Tidak Dapat Diterima 10
561  333/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPUKADA Tidak Dapat Diterima 10
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562 334/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPUKADA Tidak Dapat Diterima 10
563 163/PUU-XXIIl/2025 PUU Tidak Dapat Diterima 23
564 165/PUU-XXIII/2025 PUU Tidak Dapat Diterima 21
565  166/PUU-XXIII/2025 PUU Tidak Dapat Diterima 21
566  167/PUU-XXII/2025 PUU Ditolak 31
567 169/PUU-XXIIl/2025 PUU Ditarik Kembali 19
568  170/PUU-XXIII/2025 PUU Tidak Dapat Diterima 25
569  171/PUU-XXIII/2025 PUU Ditarik Kembali 15
570  174/PUU-XXIII/2025 PUU Tidak Dapat Diterima 22
571 175/PUU-XXIII/2025 PUU Tidak Dapat Diterima 22
572 177/PUU-XXIII/2025 PUU Tidak Dapat Diterima 22
573 178/PUU-XXII/2025 PUU Tidak Dapat Diterima 21
574 179/PUU-XXIII/2025 PUU Ditolak 21
575 182/PUU-XXIIl/2025 PUU Ditarik Kembali 53
576  183/PUU-XXIII/2025 PUU Ditolak 28
577 185/PUU-XXII/2025 PUU Ditolak 26
578  186/PUU-XXIII/2025 PUU Tidak Dapat Diterima 24
579  187/PUU-XXIIl/2025 PUU Tidak Dapat Diterima 23
580  190/PUU-XXIII/2025 PUU Tidak Dapat Diterima 32
581 193/PUU-XXIII/2025 PUU Ditarik Kembali 30
582 194/PUU-XXIII/2025 PUU Ditolak 28
583 195/PUU-XXIII/2025 PUU Tidak Dapat Diterima 26
584 196/PUU-XXIII/2025 PUU Tidak Dapat Diterima 26
585 199/PUU-XXII/2025 PUU Ditolak 23
586 200/PUU-XXIII/2025 PUU Ditolak 23
587 201/PUU-XXIIl/2025 PUU Tidak Dapat Diterima 23
588  205/PUU-XXIII/2025 PUU Tidak Dapat Diterima 21
589 206/PUU-XXIII/2025 PUU Tidak Dapat Diterima 19
590  207/PUU-XXIII/2025 PUU Ditarik Kembali 19
591 209/PUU-XXIII/2025 PUU Tidak Dapat Diterima 18
592 214/PUU-XXIIl/2025 PUU Gugur 13
593 215/PUU-XXIII/2025 PUU Tidak Dapat Diterima 27
594 219/PUU-XXIII/2025 PUU Ditarik Kembali 25
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595 220/PUU-XXIII/2025 PuU Gugur 25
596  221/PUU-XXIII/2025 PUU Ditarik Kembali 24
597 224/PUU-XXIII/2025 PUU Ditarik Kembali 8
598 229/PUU-XXIII/2025 PUU Ditarik Kembali 18
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